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Kerja dan Ekonomi Perawatan 
Work and Care Economy

Kerja perawatan, baik yang berbayar maupun tidak, 
memiliki kontribusi penting terhadap masa depan 
kerja yang adil, layak, dan aman. Pertumbuhan 

populasi, penuaan penduduk, perubahan struktur 
keluarga, status sekunder perempuan di pasar tenaga 
kerja, dan kurangnya kebijakan sosial yang mendesak 
tindakan dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, 
dan warga negara terhadap pekerjaan perawatan dapat 
menyebabkan kekurangan layanan perawatan dan 
menciptakan krisis perawatan global yang signifikan. Hal 
ini juga berdampak pada ketidaksetaraan gender dalam 
dunia kerja (ILO 2018).

Mayoritas pekerjaan perawatan di seluruh dunia 
dilakukan sebagai pekerjaan perawatan tanpa bayaran, 
yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan 
dan anak perempuan. Perempuan di seluruh dunia 
mengalami beban kerja perawatan yang tidak seimbang 
(Coffey et al. 2020), disebabkan oleh mitos bahwa 
perempuan dan laki-laki secara alamiah cocok untuk 
melakukan aktivitas berbeda dan bahwa pembagian 
kerja berdasarkan gender adalah sesuatu yang alami 
dan adil. Ada pandangan bahwa perempuan lebih 
cocok untuk pekerjaan keluarga dan tanggung jawab 
perawatan. Pembagian kerja berdasarkan gender 
juga menciptakan kewajiban bagi perempuan untuk 
lebih mengutamakan pekerjaan perawatan daripada 
pekerjaan berbayar sehingga banyak perempuan 
terpinggirkan dari berbagai jenis pekerjaan, baik 
formal maupun informal (Mason 2021). Kritik utama 
dari feminis dalam konteks pekerjaan reproduksi sosial 
dan pekerjaan perawatan adalah bagaimana pekerjaan 
yang terkait dengan femininitas dan dilakukan oleh 
perempuan sering kali dihargai lebih rendah daripada 
yang dilakukan oleh laki-laki (Mason 2021).

Terlepas dari kenyataan bahwa pekerjaan reproduksi 
sosial dan pekerjaan perawatan memiliki dampak luas 
pada struktur ekonomi di tingkat keluarga, nasional, 
dan global, pengakuan terhadap nilai pekerjaan ini 
sering diabaikan. Penelitian ILO (2023) tentang ekonomi 
perawatan di Indonesia menunjukkan bahwa berinvestasi 
dalam perawatan anak dan layanan perawatan jangka 
panjang dapat menciptakan hampir 10,4 juta pekerjaan 
pada tahun 2035, dengan hampir 4,3 juta pekerjaan 
langsung terkait dengan perawatan anak, hampir 4,3 juta 
pekerjaan langsung dalam perawatan jangka panjang, 
dan 1,7 juta pekerjaan tidak langsung di sektor non-

perawatan. Artinya, investasi pada kebijakan perawatan 
dapat mengurangi kesenjangan gender dalam tingkat 
pekerjaan sebesar 5,5 persen perubahan, meningkatkan 
tingkat partisipasi kerjaan perempuan dari 49 persen 
pada 2019 menjadi 56,8 persen pada 2035.

Kerja reproduksi sosial dan perawatan merupakan 
isu feminis. Tanpa perspektif feminis, peminggiran 
perempuan dari pasar tenaga kerja dianggap sebagai 
hal yang alami, padahal terkait dengan mitos gender 
dan struktur sosial yang diskriminatif gender. Seperti 
diungkapkan data dari World Bank (2022), bahwa dalam 
beberapa dekade terakhir, partisipasi perempuan dalam 
tenaga kerja di Indonesia relatif stagnan. Perempuan 
yang menikah dan memiliki anak adalah kelompok 
yang sulit untuk masuk atau bertahan di pasar tenaga 
kerja. Tidak hanya itu, tidak diakui sebagai pekerjaan, 
kerja perawatan, baik yang berbayar maupun tidak, juga 
menghasilkan berbagai kerentanan bagi perempuan 
yang terlibat di dalamnya. Maka, pengakuan terhadap 
nilai kerja perawatan menjadi kunci dalam menciptakan 
kerja yang layak dan aman untuk semua. Oleh sebab 
itu, kerjaan perawatan perlu dipahami dalam kerangka 
hak universal dan dipahami sebagai elemen pokok 
yang penting untuk kesejahteraan ekonomi, sosial, dan 
pembangunan berkelanjutan (ILO 2022). 

Kerangka 5R dari ILO (2022), yaitu recognize, reduce, 
redistribute, represent, dan reward memberikan cara bagi 
kita untuk memahami dan memperlakukan pekerjaan 
perawatan demi mendukung keadilan gender di dunia 
kerja. Pengakuan (recognize) berarti menyertakan 
pekerjaan perawatan, baik berbayar maupun tidak, 
dalam statistik nasional dan indikator kemajuan ekonomi. 
Pengakuan juga tercermin melalui penghitungan waktu 
dan pekerjaan perawatan tanpa bayaran, termasuk 
distribusinya di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam 
praktiknya, pengakuan terhadap pekerjaan perawatan 
tercermin dalam adanya kebijakan dan investasi publik 
di bidang ini. Mengurangi (reduce) kerja perawatan 
berarti meningkatkan akses terhadap infrastruktur 
dan teknologi yang dapat menghemat waktu dan 
tenaga dalam melaksanakan perawatan. Redistribusi 
(redistribution) bermakna bahwa penting bagi berbagai 
pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam 
layanan perawatan berkualitas, terjangkau, dan mudah 
diakses. Ini melibatkan implementasi kebijakan cuti 
yang responsif gender, penyediaan kebijakan keluarga 
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yang mendukung, sistem perlindungan sosial yang 
mendukung perawatan, serta pengaturan tempat kerja 
yang mendukung keluarga dan perubahan norma 
sosial terkait perawatan. Melibatkan laki-laki dan ayah 
dalam kerja perawatan juga menjadi bagian integral dari 
upaya ini. Penghargaan (reward) mencakup menjamin 
pekerjaan yang layak bagi semua pekerja perawatan, 
termasuk di sektor ekonomi informal. Ini berdampak 
pada perluasan perlindungan sosial, tidak hanya untuk 
pekerja formal, tetapi juga bagi pekerja informal. Terakhir, 
representasi (representation) adalah memberikan status 
resmi pada pekerjaan perawatan dan pekerjaan rumah 
tangga. Kerangka ini membantu membentuk kebijakan 
dan praktik kerja yang lebih inklusif, mengakui nilai 
pekerjaan perawatan, dan memberikan imbalan yang 
setimpal.

Tujuh artikel dalam JP116 mengangkat isu kerja dan 
ekonomi perawatan melalui pendekatan feminis yang 
menyoroti betapa pentingnya berbagai pihak pengampu 
kepentingan untuk mengakomodasi pengakuan, 
pengurangan, redistribusi,  penghargaan, dan 
representasi sebagai dasar perjuangan untuk mencapai 
keadilan gender dalam dunia kerja. Sejumlah tulisan 
menyuarakan agar negara berinvestasi dalam sistem 
perawatan nasional dan menerapkan kebijakan yang 
dapat mengatasi ketidaksetaraan gender dan ekonomi 
dalam konteks perawatan. Hal ini  termasuk keterlibatan  
dalam mengintervensi infrastruktur, perlindungan sosial, 
layanan publik, dan kesadaran akan tanggung jawab 
bersama terhadap pekerjaan perawatan di dalam rumah 
tangga yang berkeadilan gender (Abby Gina).
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Indonesia has a statutory paid maternity leave, however it remains 
restricted to the employer’s liability and has not yet been integrated 
into the social security system within the labour sector. Prior research 
suggests that the availability of maternity leave remains restricted, 
which raises the likelihood of experiencing reduced income during 
leave and missing out on potential employment chances upon return. 
The main objective of paid maternity leave is not just to safeguard 
the women’s needs, but also to improve the welfare of children and 
families, resulting in favorable economic benefit. This article advocates 
for the need of transitioning the prevailing perspective on maternity 
leave, wherein it is seen as the responsibility of the employer, to a 
social insurance programme that falls within the scope of employment 
social insurance. Implementing such a programme would guarantee 
that women have the ability to take time off and get financial support 
throughout their leave, in order to preserve their well-being, as well 
as that of their children and families. Additionally, it would provide 
reassurance for a smooth transition back to work following the 
completion of maternity leave.

Keywords: social insurance, maternity rights, maternity protection, 
women’s economic participation

Indonesia saat ini telah memiliki cuti maternitas berbayar, namun masih 
terbatas pada kewajiban pemberi kerja dan belum menjadi bagian dari 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Studi terdahulu mengindikasikan 
bahwa akses ke cuti maternitas masih rendah dan hal ini meningkatkan 
risiko terbatasnya akses kehilangan pendapatan selama masa cuti 
dan juga kehilangan kesempatan kembali bekerja. Padahal, cuti 
maternitas yang berbayar bertujuan tidak saja melindungi perempuan, 
tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga yang 
akan menggulirkan dampak positif bagi perekonomian. Tulisan ini 
memberikan argumen pentingnya menggeser paradigma dari cuti 
maternitas yang menjadi kewajiban pemberi kerja menjadi skema 
asuransi sosial dalam ruang lingkup jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Skema tersebut akan menjamin perempuan mampu mengakses waktu 
untuk cuti dan pendapatan selama cuti untuk tetap menjaga kesehatan 
dirinya, anak, dan keluarga serta mendapat jaminan untuk dapat 
kembali bekerja setelah menuntaskan masa cuti maternitas.

Kata kunci: asuransi sosial, hak maternitas, perlindungan maternitas, 
partisipasi ekonomi perempuan
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The  Lack of Industry and State Support: Care Work for Women 
Factory and Home-Based Workers
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This article aims to delineate the systemic challenges and discrimination 
faced by women workers in the footwear and home-based industries, 
both in terms of working conditions and caregiving responsibilities. 
The findings of this study were obtained through in-depth interviews 
with women workers in three footwear factories in Banten Province 
and home-based workers in North Jakarta. The experiences of these 
women workers were analyzed within two interrelated domains: the 
realm of production and social reproduction. The research reveals that 
women workers, both in factories and home-based settings, face a dual 
burden, striving to meet high production targets while also bearing the 
responsibilities of caregiving. Specifically, women home-based workers 
are more vulnerable to health risks compared to factory workers due to 
the lack of separation between their workplace and living spaces. The 
study also uncovers that women workers in both factory and home-
based settings encounter economic violence, as their caregiving work 
goes unpaid and lacks support from the government and the industry.

Keywords: women factory workers, women home workers, care work

Tulisan ini bertujuan menguraikan tantangan sistemik dan diskriminasi 
yang dihadapi oleh perempuan pekerja di industri sepatu dan alas 
kaki serta pekerja rumahan, baik dalam hal kondisi kerja maupun 
pelaksanaan kerja perawatan. Temuan dari studi ini diperoleh melalui 
wawancara mendalam dengan perempuan pekerja di tiga pabrik 
sepatu di Provinsi Banten dan pekerja rumahan di Jakarta Utara. 
Pengalaman kerja perempuan pekerja tersebut dianalisis dalam dua 
ranah yang saling berhubungan, yaitu ranah produksi dan reproduksi 
sosial. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa perempuan pekerja di 
pabrik maupun rumahan menghadapi tekanan ganda, baik dalam 
mencapai target produksi yang tinggi maupun dalam menanggung 
beban kerja perawatan. Secara khusus, perempuan pekerja rumahan 
menghadapi risiko kesehatan yang lebih rentan dibandingkan pekerja 
di pabrik karena kurangnya pemisahan antara tempat kerja dan tempat 
tinggal mereka. Studi ini juga menemukan bahwa perempuan pekerja 
di pabrik maupun pekerja rumahan menghadapi kekerasan ekonomi 
karena pekerjaan pengasuhan mereka tidak dibayar dan minim 
dukungan dari negara dan industri.

Kata kunci: perempuan pekerja pabrik, perempuan pekerja rumahan, 
kerja perawatan
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The expansion of oil palm plantation has drawn scholarship attention. 
On one hand, studies have examined how oil palm plantation 
development serves an important instrument for employment 
creation, poverty alleviation and rural development. On the other, there 
is plenty of research that shows adverse impacts of such expansion 
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on socio-ecological conditions. This includes the recruitment of 
women plantation workers into maintenance work with flexible labour 
relations. Meanwhile, literature on oil palm plantations in Indonesia 
has not paid significant attention on care work. Employing feminist 
political economy perspective, this article attempts to understand 
care work in monoculture oil palm plantations, particularly in relations 
to maintenance work on plantation. Through the concept of social 
reproduction, care work is understood in a broader terms as a way 
to draw the entanglement between production and reproduction 
in monoculture oil palm plantations. This article argues that women 
workers participation into maintenance work on plantations show the 
articulation of social relations based on patriarchal system  with palm oil 
competition in the global market. From the perspective of the women 
workers, participation in the maintenance work is viewed as a livelihood 
strategy. The strategy that involves works with risk of regular exposure 
to toxic chemicals is understood as toxic care.

Keyword: care work, social reproduction, oil palm plantation, women 
workers

Perkembangan perkebunan sawit telah menarik perhatian kajian 
ilmiah. Di satu sisi, berbagai studi membahas mengenai pentingnya 
pengembangan perkebunan sawit sebagai upaya dalam menyediakan 
lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan 
pedesaan. Di sisi lain, tidak sedikit laporan dan studi yang mengungkap 
dampak negatif ekspansi perkebunan terhadap kondisi sosial-ekologis 
suatu masyarakat dan lingkungannya. Salah satunya adalah perekrutan 
buruh perempuan di bagian perawatan  perkebunan dalam relasi kerja 
yang fleksibel. Sementara itu, topik kerja perawatan dalam perkebunan 
sawit masih kurang mendapat perhatian dalam literatur perkebunan 
sawit Indonesia. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik 
feminis, artikel ini berusaha untuk mengkaji kerja perawatan dalam 
perkebunan monokultur kelapa sawit, khususnya dalam hubungannya 
dengan kerja perawatan perkebunan. Melalui konsep reproduksi sosial, 
kerja perawatan dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai upaya 
untuk menangkap kelindan antara produksi dan reproduksi dalam 
perkebunan monokultur kelapa sawit. Artikel ini berpendapat bahwa 
partisipasi buruh perempuan dalam kerja perawatan perkebunan di 
perkebunan monokultur sawit menunjukkan artikulasi relasi sosial 
masyarakat yang berlandaskan sistem patriarki dengan kompetisi 
minyak sawit dalam pasar global. Dari sisi buruh perempuan, partisipasi 
dalam kerja perawatan perkebunan dipandang sebagai suatu strategi 
penghidupan. Strategi yang melibatkan kerja yang berisiko paparan 
racun kimia secara terus-menerus ini dapat disebut sebagai perawatan 
yang beracun.

Kata kunci: kerja perawatan, reproduksi sosial, perkebunan kelapa 
sawit, buruh perempuan
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Domestic workers (DWs) are in a very vulnerable position. However, 
the problems faced by domestic workers have not yet become a 
mainstream discourse, let alone transformed into public policies that 
provide legal protection for them. In the absence of a legal framework 
that can be used to claim their rights, domestic workers are one of 
the most vulnerable groups of workers to discrimination, violence, 
and exploitation. In Indonesia, advocacy for a law to protect domestic 
workers has been ongoing for almost two decades. However, to 
date, the law has not been materialised, even though the Indonesian 

government, when hosting the G20, advocated for the recognition of 
the care economy. This article aims to discuss the PPRT Bill using the 
5 R’s framework (recognition, reduction, redistribution, reward, and 
representation) developed by the ILO. This article assesses that the 
PPRT Bill is generally in line with the 5R’s framework, but it still needs 
strengthening in several aspects, especially issues of pay, benefits, and 
the right to unionise.

Keywords: domestic workers, care work, PPRT Bill, gender, labour, 
Indonesia

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki posisi yang sangat rentan. Akan 
tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh PRT belum menjadi diskursus 
arus utama apalagi bertransformasi dalam bentuk kebijakan publik 
yang memberikan pelindungan hukum terhadap mereka. Dengan 
ketiadaan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak 
mereka, PRT menjadi salah satu kelompok pekerja yang paling rentan 
mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Di Indonesia, 
advokasi untuk mendorong adanya undang-undang pelindungan PRT 
sebenarnya telah dimulai sejak hampir dua dekade lalu. Akan tetapi 
hingga saat ini, undang-undang tersebut belum juga dimaterialisasikan, 
padahal pemerintah Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 
mendorong pengakuan atas care economy. Artikel ini bertujuan untuk 
mendiskusikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja 
Rumah Tangga (RUU PPRT) menggunakan kerangka 5R (recognition, 
reduce, redistribution, reward, dan representation) yang dikembangkan 
oleh ILO. Artikel ini menilai bahwa RUU PPRT secara umum telah sejalan 
dengan kerangka 5 R, namun masih dibutuhkan penguatan pada 
beberapa aspeknya, terutama masalah penggajian, tunjangan, dan hak 
berserikat.

Kata kunci: pekerja rumah tangga, kerja perawatan, RUU PPRT, 
Indonesia, gender, perburuhan
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Paid and unpaid care work has regained prominence in national and 
international forums as a pivotal issue affecting the low participation of 
women in development. Despite being predominantly carried out by 
women, care work remains inadequately recognized and undervalued, 
especially at the policy level. This paper delves into the reasons behind 
the lack of attention to care work issues at the national level. It explores 
the extent of gender ideology implications on state policies related 
to care work. The research employs desk review and self-reflection 
based on the author’s experience facilitating discussions on care work 
issues. The analysis reveals a policy gap in Indonesia concerning care 
work, influenced by the ambiguity of the state’s gender ideology. 
Consequently, gender transformation has not been a central focus in 
care policies, and the legitimacy of women’s roles in unpaid work tends 
to be reinforced.

Keywords: care work, economic care, gender ideology, gender 
transformation

Kerja-kerja pemeliharaan berbayar (paid care) dan tidak berbayar (unpaid 
care), kembali diangkat dalam forum-forum nasional dan internasional 
sebagai sebuah isu yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi 
perempuan dalam pembangunan. Kerja perawatan yang sebagian 
besar didominasi oleh perempuan belum sepenuhnya diakui dan 
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dianggap penting khususnya dalam level kebijakan negara. Tulisan 
ini menganalisis mengapa isu kerja perawatan belum mendapatkan 
perhatian di level negara dan sejauh apa implikasi dari ideologi gender 
terhadap kebijakan-kebijakan negara terkait kerja perawatan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah desk review dan observasi penulis 
ketika memfasilitasi berbagai pertemuan yang membahas isu kerja 
perawatan sejak tahun 2022--2023. Penulis menganalisis bahwa ada 
kesenjangan dalam kebijakan-kebijakan negara terkait isu perawatan 
di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan ideologi gender 
negara. Implikasinya, transformasi gender belum menjadi fokus pada 
kebijakan perawatan. Legitimasi peran perempuan dalam kerja tidak 
berbayar malah cenderung diperkuat. 

Kata kunci: kerja pemeliharaan, ekonomi perawatan, ideologi gender, 
transformasi gender
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The construction of unpaid care work as the responsibility of women 
has contributed to the emergence of the postponing marriage 
phenomenon (waithood) among youth, especially women. On 
the other hand, care work is an integral part of the reproductive 
workforce, related to productive work. Furthermore, care work also 
contributes to reproducing the workforce in serving the interests of 
capital accumulation. The mechanization of women’s roles in creating 
a workforce surplus makes women work excessively and hinders 
economic access. It argues that the financial pressures and the burden 
of work indirectly lead to the delayed marriage phenomenon. This 
financial pressure and the burden of care work indirectly contribute to 
the postponement of marriage. This study adopts a perspective of Social 
Reproduction Theory by utilizing qualitative research methods and a 
literature study approach. This study analyzes the relationship between 
capitalism, care work, and the recent phenomenon of waithood. The 
results indicate that women have been supporting the workforce 
through their care work, and this occurs systemically as a consequence 
of the capitalist system, which has led to the postponement of women’s 
marriages.

Keywords: care work, capitalism, social reproduction, waithood

Kerja perawatan tak berupah yang dikonstruksi menjadi tanggung 
jawab perempuan telah berkontribusi pada berkembangnya fenomena 
penundaan pernikahan (waithood) di kalangan pemuda khususnya 
perempuan. Di sisi lain, kerja-kerja perawatan merupakan kerja 
reproduksi yang terintegrasi dengan kerja produksi. Care work juga 
berkontribusi dalam mereproduksi tenaga kerja demi kepentingan 
akumulasi modal. Mekanisasi perempuan dalam menciptakan tenaga 
kerja membuat kerja perempuan berlebih dan menghambat akses 

ekonomi. Akibatnya, himpitan ekonomi dan beban kerja secara tidak 
langsung menciptakan fenomena penundaan pernikahan. Kajian 
ini menggunakan perspektif Social Reproduction Theory dengan 
metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Kajian 
ini menganalisis hubungan antara kapitalisme, kerja perawatan, 
dan fenomena waithood yang terjadi belakangan ini. Hasil analisis 
ditemukan perempuan telah menyokong tenaga kerja melalui kerja-
kerja perawatan. Hal ini terjadi secara sistemik akibat sistem kapitalisme 
dan berdampak pada penundaan pernikahan perempuan.	
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46 daftar pustaka

Gender inequality in the workplace is rooted in patriarchal norms within 
families, institutions, and states. Gender roles exclude women from 
job opportunities, promotions, equal income, and more. Care work, 
associated with women, often forces them to choose between a career 
and family caregiving. However, the feminist perspective advocates for 
the redistribution of care work involving men. This research emphasizes 
the importance of changing men’s understanding and practices in care 
work to achieve gender equality in the workforce. Through in-depth 
interviews, the study critiques and synthesizes challenges in care work 
redistribution, shares successful practices, and recommends practical 
and conceptual suggestions to ensure men’s involvement in caregiving 
within the workplace context.

Keywords: care work, masculinity, redistribution, family-friendly 
policies, paternity leave

Ketimpangan gender di dalam dunia kerja disebabkan oleh 
pemahaman patriarki dalam keluarga, institusi, dan negara. Pembagian 
peran gender mengecualikan perempuan dari peluang pekerjaan; 
promosi; penghasilan yang setara; dan lainnya. Pekerjaan perawatan 
diidentikkan dengan perempuan, membuat mereka tak jarang harus 
memilih antara karier dan kerja perawatan keluarga. Namun, perspektif 
feminis mendorong redistribusi kerja perawatan yang melibatkan 
partisipasi laki-laki. Penelitian ini menyoroti pentingnya perubahan 
pemahaman dan praktik laki-laki dalam pekerjaan perawatan untuk 
mencapai kesetaraan gender di dunia kerja. Melalui studi literatur 
dan metode wawancara mendalam, penelitian ini mengkritisi dan 
mensintesiskan tantangan dalam redistribusi kerja perawatan; praktik 
baik yang telah dilakukan berbagai pihak; dan merekomendasikan 
saran praktis dan konseptual untuk memastikan keterlibatan laki-laki 
dalam kerja perawatan dalam konteks dunia kerja.  

Kata kunci: kerja perawatan, maskulinitas, redistribusi, kebijakan ramah 
keluarga, cuti ayah
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Abstract

Indonesia has a statutory paid maternity leave, however it remains restricted to the employer’s liability and has not yet been integrated 
into the social security system within the labour sector. Prior research suggests that the availability of maternity leave remains 
restricted, which raises the likelihood of experiencing reduced income during leave and missing out on potential employment chances 
upon return. The main objective of paid maternity leave is not just to safeguard the women’s needs, but also to improve the welfare 
of children and families, resulting in favorable economic benefit. This article advocates for the need of transitioning the prevailing 
perspective on maternity leave, wherein it is seen as the responsibility of the employer, to a social insurance programme that falls 
within the scope of employment social insurance. Implementing such a programme would guarantee that women have the ability to 
take time off and get financial support throughout their leave, in order to preserve their well-being, as well as that of their children and 
families. Additionally, it would provide reassurance for a smooth transition back to work following the completion of maternity leave.

Keywords: social insurance, maternity rights, maternity protection, women’s economic participation

Abstrak

Indonesia saat ini telah memiliki cuti maternitas berbayar, namun masih terbatas pada kewajiban pemberi kerja dan belum menjadi 
bagian dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Studi terdahulu mengindikasikan bahwa akses ke cuti maternitas masih rendah dan hal ini 
meningkatkan risiko terbatasnya akses kehilangan pendapatan selama masa cuti dan juga kehilangan kesempatan kembali bekerja. 
Padahal, cuti maternitas yang berbayar bertujuan tidak saja melindungi perempuan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anak 
dan keluarga yang akan menggulirkan dampak positif bagi perekonomian. Tulisan ini memberikan argumen pentingnya menggeser 
paradigma dari cuti maternitas yang menjadi kewajiban pemberi kerja menjadi skema asuransi sosial dalam ruang lingkup jaminan 
sosial ketenagakerjaan. Skema tersebut akan menjamin perempuan mampu mengakses waktu untuk cuti dan pendapatan selama 
cuti untuk tetap menjaga kesehatan dirinya, anak, dan keluarga serta mendapat jaminan untuk dapat kembali bekerja setelah 
menuntaskan masa cuti maternitas.

Kata kunci: asuransi sosial, hak maternitas, perlindungan maternitas, partisipasi ekonomi perempuan  
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Pendahuluan

Berbagai studi sepakat akan pentingnya peran 
perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan 
dan kerentanan. Namun, perlindungan sosial 
terkadang gagal untuk melindungi perempuan 
karena masih terlupakannya aspek gender dalam 
desain kebijakan, terutama hambatan struktural 
yang dihadapi perempuan. Cameron et al. (2019) 
menyatakan bahwa tingginya partisipasi perempuan 
di pekerjaan informal, kecenderungan perempuan 
berhenti bekerja setelah memiliki anak, dan sulitnya 

akses terhadap layanan keuangan merupakan alasan 
mengapa skema perlindungan sosial tersebut tidak 
cukup untuk mengatasi ketimpangan gender. Kabeer 
(2010) juga berargumen bahwa desain perlindungan 
sosial terkadang melupakan hambatan yang dihadapi 
perempuan untuk bekerja, terutama norma sosial 
yang menekankan tanggung jawab utama perempuan 
untuk merawat keluarga. Kondisi tersebut kemudian 
memunculkan pentingnya kerangka berpikir 
yang memperhatikan ketimpangan gender dalam 
perlindungan sosial (World Bank 2012; Holmes & Jones 
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2013; Plagerson et al. 2019; UNICEF 2020 & 2021; 
UNESCAP 2021). 

Tulisan ini memiliki fokus utama pada perlindungan 
maternitas atau maternity protection sebagai sebuah 
bentuk perlindungan bagi perempuan untuk tetap 
mampu bekerja tanpa mengurangi kesejahteraan 
diri, anak, serta keluarganya. Berbeda dengan 
cuti maternitas (maternity leave), perlindungan 
maternitas merupakan bentuk jaminan sosial 
yang lebih dari sekadar memberikan waktu untuk 
istirahat dan merawat anak. Perlindungan maternitas 
memberikan perlindungan kesehatan diri dan anak 
serta anggota keluarga yang dirawat oleh perempuan 
semasa hamil, persalinan, dan pascapersalinan. 
Selain itu, perlindungan maternitas memberikan 
jaminan pendapatan dalam periode hamil hingga 
pascapersalinan serta jaminan agar perempuan tetap 
dapat kembali bekerja pascacuti melahirkan. Pada 
akhirnya, perlindungan maternitas akan membantu 
meningkatkan posisi perempuan di pasar kerja dan 
dalam jangka panjang akan mengurangi kesenjangan 
gender dalam partisipasi kerja, remunerasi, 
informalitas, dan jaminan sosial (ILO 2016).

Pemberian skema perlindungan maternitas 
merupakan hak dari pekerja dan tanggung jawab 
dari negara. Perlindungan ini telah diakui dalam 
konvensi, antara lain Universal Declaration of Human 
Rights 1948 dan Convention for the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW 
tahun 1979. Berbagai negara, terutama negara maju, 
telah mengejawantahkan konvensi ini dalam bentuk 
undang-undang yang mensyaratkan cuti melahirkan 
yang dibayar, agar ibu dan anak memiliki status 
kesehatan yang lebih baik pasca melahirkan serta 
keberlanjutan pemberian ASI. Standar internasional 
skema perlindungan maternitas dan juga undang-
undang terkait kewajiban memberikan perlindungan 
maternitas di berbagai negara juga telah berevolusi dari 
sekadar cuti pascamelahirkan ke cuti maternitas yang 
dibayar (paid maternity leave). 

Berbagai studi telah membuktikan manfaat positif 
dari perlindungan maternitas yang diatur dalam 
undang-undang. Memberikan jaminan pendapatan 
dan waktu dalam skema perlindungan maternitas 
secara signifikan meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan ibu dan anak. Cuti maternitas berasosiasi 
pada peningkatan status kesehatan bayi (Coley & 
Lombardi 2013; Siregar et al. 2019 & Tanaka 2005) dan 
meningkatkan partisipasi kerja perempuan (Besamusca 
et al. 2015; Low & Sanchez-Marcos 2015). Studi Tanaka 

(2005) di 18 negara-negara The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 
pada periode 1969--2000 menunjukkan bahwa cuti 
maternitas yang lebih lama dan tunjangan yang 
lebih baik dapat mengurangi jumlah bayi dengan 
berat badan rendah dan kematian bayi. Sementara, 
Low & Sanchez-Marcos (2015) menemukan dampak 
substansial dari cuti maternitas terhadap partisipasi 
kerja perempuan, terutama bagi perempuan yang 
memiliki anak usia 0 hingga 2 tahun. 

Saat ini, pemenuhan hak maternitas bagi 
pekerja perempuan di Indonesia masih dilimpahkan 
sepenuhnya kepada pemberi kerja dan belum 
dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Hak tersebut diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dalam pasal 82 yang menyebutkan 
bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti 
maternitas selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah 
melahirkan atau sekitar 12-13 minggu dan mendapat 
upah penuh yang ditanggung oleh pemberi kerja. 
Ketentuan tersebut berbeda dengan standar ILO yang 
mendorong pembiayaan tunjangan cuti maternitas 
melalui sistem jaminan sosial, bukan ditanggung 
sendirian oleh pemberi kerja/pengusaha. Kondisi ini 
dapat meningkatkan risiko perempuan kehilangan 
pekerjaan dan penghasilan bagi keluarganya di 
masa kehamilan dan persalinan apabila terhambat 
mengakses cuti tersebut dan mendapatkan jaminan 
bahwa mereka akan dapat kembali bekerja setelah 
periode cuti. Dalam artikel ini, kami berargumen 
bahwa risiko tersebut dapat ditekan jika cuti maternitas 
yang dibayar masuk dalam skema jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Kami menggunakan konsep Standar 
Internasional Ketenagakerjaan yang menyatakan 
bahwa perlindungan maternitas merupakan barang 
publik dan kewajiban kolektif, melalui solidaritas dan 
risk pooling dari seluruh bagian masyarakat (Addati et 
al. 2022). 

Dalam artikel ini, kami menggunakan konsep 
perlindungan sosial yang fleksibel, yaitu mencerminkan 
konteks spesifik negara dan berkembang seiring waktu 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan suatu 
negara (Dekker et al. 2000) namun tetap mengandung 
komponen dasar perlindungan sosial, seperti bantuan 
sosial dan jaminan sosial (Norton et al. 2001; Brunori 
& O‘Reilly 2010; Kabeer 2010). Perlindungan sosial 
merupakan rangkaian kebijakan dan program yang 
komprehensif dengan tujuan untuk mencegah, 
mengurangi, menangani risiko, dan guncangan 
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yang dihadapi oleh semua warga negara sepanjang 
hayat (siklus hidup) guna melindungi mereka dari 
kemiskinan dan kerentanan (TNP2K 2018). Konsep 
perlindungan sosial tersebut juga menjadi filosofi 
dasar perlindungan maternitas yang berfungsi 
untuk mencegah perempuan masuk ke dalam jurang 
kerentanan dan kemiskinan.   

Tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. 
Bagian pertama berisi tentang gambaran ketimpangan 
gender di pasar tenaga kerja sebagai latar belakang 
yang mendasari argumen perlunya perlindungan 
maternitas. Bagian kedua menjelaskan arah perubahan 
skema jaminan sosial di Indonesia serta implikasinya 
bagi kebijakan terkait cuti maternitas di Indonesia. 
Bagian berikutnya menjelaskan tantangan dalam 
pelaksanaan cuti maternitas di Indonesia dan alternatif 
perbaikan kebijakan cuti maternitas melalui skema 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagian terakhir berisi 
rekomendasi untuk memperkuat skema jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap risiko 
dan kerentanan spesifik gender. 

Artikel ini membatasi pembahasan perlindungan 
maternitas dalam ruang lingkup jaminan sosial 
ketenagakerjaan karena masih minimnya literatur 
yang membahas hal ini. Kami tidak membahas 
jaminan kesehatan yang menjadi bagian penting dari 
perlindungan maternitas yang komprehensif. Diskusi 
tentang jaminan kesehatan sebelum, saat, dan pasca 
melahirkan, serta layanan post-natal telah banyak 
dibahas dalam berbagai literatur (Laksono et al. 2022; 
Denny et al. 2021; Siregar et al. 2019). Kami juga tidak 
membahas bentuk bantuan sosial1 terkait maternitas 
karena ruang lingkup dalam artikel ini fokus pada 
transformasi cuti maternitas menjadi bagian dari 
jaminan sosial sistem kontribusi. 

Metode Penelitian

Dalam merangkai argumen tentang pentingnya 
perlindungan maternitas sebagai bagian dari 
jaminan sosial ketenagakerjaan, kami menggunakan 
pendekatan desk research atau studi kepustakaan. 
Penulis mengulas literatur, laporan, dan statistik yang 
memberikan bukti ketimpangan gender di pasar 
tenaga kerja serta kerja perawatan tidak dibayar 
di tingkat global dan di Indonesia. Bukti tersebut 
kemudian kami sintesiskan dengan ulasan atas 

kebijakan cuti maternitas yang ada saat ini. Dalam 
ulasan tersebut, kami melihat tantangan implementasi 
kebijakan tersebut dengan mengetengahkan bukti 
dari beberapa studi yang ada. Dalam membahas skema 
cuti maternitas, tulisan ini membatasi pembahasan 
perlindungan maternitas dalam ruang lingkup jaminan 
sosial, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Meskipun kami tidak membahas program perlindungan 
sosial lain, tetapi perlu ditekankan bahwa masih 
terdapat  ketimpangan gender dalam akses program 
tersebut.

Ketimpangan Gender dalam Partisipasi Kerja 
dan Kerja Perawatan di Indonesia

Perlindungan maternitas memiliki fungsi penting 
untuk menjamin kesetaraan akses perempuan di pasar 
tenaga kerja, serta keberlangsungan pendapatan 
yang berkontribusi pada kesejahteraan seluruh 
keluarga. Namun, mekanisme cuti maternitas dan 
juga perlindungan sosial lainnya terkadang tidak 
memperhatikan hambatan yang dihadapi oleh 
perempuan, terutama akses terhadap pekerjaan yang 
layak dan “kemiskinan waktu” atau time poverty karena 
perempuan menyandang beban kerja perawatan. Pada 
bagian ini, kami menjelaskan situasi akses perempuan 
ke pekerjaan menggunakan indikator Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan alokasi waktu 
untuk kerja perawatan dan domestik yang tidak dibayar. 
TPAK lazim digunakan untuk mengukur kesempatan 
ekonomi meskipun peningkatan TPAK bagi perempuan 
tidak serta-merta mengindikasikan kemajuan dalam 
kesetaraan gender bidang ekonomi (Utomo 2018). 

Selama tiga dekade terakhir, Indonesia masih terus 
mengalami ketimpangan gender dalam TPAK (Cameron 
et al. 2019). Pada tahun 2019--2021, TPAK perempuan 
tidak banyak berubah pada tingkat 52 hingga 53 
persen, sementara laki-laki memiliki TPAK pada tingkat 
83 persen (Gambar 1). Angka tersebut jauh lebih 
rendah dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 80 
persen. Berbagai studi menyimpulkan bahwa status 
perkawinan dan memiliki balita merupakan faktor 
yang berasosiasi dengan rendahnya partisipasi kerja 
perempuan, terutama pada usia 20--34 tahun (Gambar 
2). Memasuki masa berkeluarga memunculkan 
tanggung jawab perawatan bagi perempuan dan hal 
ini menjadi faktor yang menyebabkan mereka berhenti 
bekerja (Setyonaluri 2013). 
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Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Gender, 2019-2021

Sumber: Hasil penghitungan dari Sakernas Agustus 2019-2021 (Milawati et al. 2023)

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Kerja Berdasarkan Gender dan Usia, 2021 (%)

Sumber: Hasil penghitungan dari Sakernas Agustus 2021 (Milawati et al. 2023)

Di berbagai negara, terdapat ketimpangan alokasi 
waktu untuk perawatan tidak dibayar (unpaid care work) 
antara laki-laki dan perempuan. Hasil survei penggunaan 
waktu (Time Use Survey) dari 64 negara menunjukkan 
bahwa dari 16,4 miliar jam per hari yang dialokasikan 
untuk kerja perawatan tidak dibayar, lebih dari tiga 
perempatnya (76 persen) dilakukan oleh perempuan 
(Charmes 2019; ILO 2018). Waktu yang dihabiskan oleh 
perempuan dalam pekerjaan perawatan yang tidak 
dibayar sangat bervariasi di seluruh negara, mulai dari 
maksimum 345 menit per hari atau (hampir seperempat 
dari 24 jam sehari penuh) yang dimiliki oleh Irak, hingga 
minimal 168 menit per hari (atau 2 jam dan 48 menit) 
yang ditemukan di Taiwan. Alokasi waktu tertinggi 
untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar yang 
dilakukan oleh laki-laki sebesar 200 menit (atau 3 jam 

dan 20 menit, setara dengan 13,9 persen dari 24 jam 
sehari) yang terjadi di Moldova dan yang terendah 
adalah hanya 18 menit di Kamboja. Secara rata-rata, 
seorang laki-laki menghabiskan 83 menit untuk 
pekerjaan perawatan yang tidak dibayar sementara 
perempuan menghabiskan 265 menit (Charmes 2019). 

Indonesia juga mengalami ketimpangan gender 
dalam alokasi waktu kerja perawatan tidak dibayar. 
Survei yang dilakukan oleh Sigiro et al. (2018) 
menunjukkan bahwa ibu rumah tangga bekerja 
rata-rata 8 jam per hari, dengan sebagian besar dari 
responden ibu rumah tangga bekerja lebih dari 12 
jam per hari. Hasil studi uji coba survei penggunaan 
waktu yang dilakukan oleh Prospera, Investing in 
Women, dan Universitas Indonesia (2023) di Jakarta 
dan Surabaya menunjukkan bahwa secara umum, 
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perempuan menghabiskan rata-rata 8 jam sehari untuk 
pekerjaan perawatan dan domestik, sedangkan laki-
laki hanya mengalokasikan 2,8 jam. Sementara itu, 
perempuan dengan balita merupakan kelompok yang 
paling miskin waktu luang. Mereka menghabiskan 3,7 
jam untuk pekerjaan domestik dan hampir 8 jam untuk 
kerja perawatan tidak dibayar. Perlu dicatat bahwa 
dalam survei uji coba tersebut, perawatan mencakup 
kegiatan aktif berinteraksi dengan orang yang dirawat 
dan juga kegiatan pasif, yaitu mengawasi atau kondisi 
tetap sedia jika orang yang dirawat memerlukan 
bantuan. Kegiatan perawatan pasif tersebut disebut 
juga dengan supervisory care merupakan kegiatan yang 
sering diabaikan dalam penghitungan alokasi waktu, 
tetapi ternyata menghabiskan waktu lebih banyak dari 
perawatan aktif dan lebih menghambat partisipasi kerja 
perempuan (Folbre 2006).   

Kemiskinan waktu atau time poverty perempuan 
tersebut dipengaruhi oleh norma sosial yang terus 
direproduksi hingga kini. Tanggung jawab perawatan, 
terutama anak, jatuh hanya di pundak perempuan 
karena norma sosial menekankan bahwa kodrat 
perempuan adalah melahirkan dan membesarkan 
anak serta merawat keluarga, sementara laki-laki 
menjadi pemimpin dan mencari nafkah bagi keluarga. 
Norma sosial tersebut melekat dan dipraktikkan 
hingga kini, termasuk di antara penduduk usia 
muda (Setyonaluri et al. 2021; YouGov & Investing in 
Women 2021). Norma sosial tersebut memunculkan 
kesalahan persepsi di antara laki-laki dan perempuan 
bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendukung 
perempuan bekerja setelah perempuan memiliki anak 
(Cameron et al. 2022).

Untuk mengakomodir peran perawatan yang 
dituntut oleh norma sosial tersebut, perempuan 

kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya. Seusai 
melahirkan, perempuan “berakrobat” untuk mengurus 
anak dan bekerja. Di kota besar seperti di Jakarta, 
konflik antara bekerja dan merawat keluarga menjadi 
lebih pelik karena faktor struktural seperti kebijakan 
tempat kerja yang tidak menawarkan fleksibilitas bagi 
pekerja yang memiliki tanggung jawab perawatan, 
serta commuting yang memakan waktu lama dan penuh 
ketidakpastian akibat kemacetan atau transportasi 
publik yang tidak bisa diandalkan (Setyonaluri & Utomo 
2023). Bagi mereka yang tidak mendapatkan akses 
cuti maternitas yang layak, perempuan pekerja harus 
segera kembali bekerja agar pendapatan keluarga tidak 
terganggu namun mereka tidak memiliki waktu cukup 
untuk pemulihan serta merawat bayi. Hal tersebut 
semakin mendesak perempuan untuk memilih antara 
terus bekerja dan merawat anak (Setyonaluri et al. 2023; 
Setyonaluri & Utomo 2023). 

Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan 
cenderung berpindah ke sektor informal, seperti 
membuka usaha sendiri dan menjadi pekerja keluarga 
tidak dibayar karena pekerjaan tersebut tidak 
menuntut mereka untuk terus berada jauh dari anak 
dan keluarga (Gallaway & Bernasek 2002; Indraswari 
2006; Purnamasari et al. 2020). Hal ini menyebabkan 
proporsi pekerja perempuan lebih banyak 
dibandingkan laki-laki di sektor informal, terutama 
perempuan menikah dan memiliki tanggung jawab 
pengasuhan anak balita (Gambar 3). Sektor informal 
di Indonesia memiliki ketidakpastian pendapatan 
yang sangat tinggi dan hal tersebut akan mengurangi 
kemampuan pekerja sektor tersebut untuk mengakses 
perlindungan sosial (Setyonaluri & Radjiman 2016), 
khususnya program jaminan sosial yang mensyaratkan 
kontribusi dari pesertanya.

Gambar 3. Proporsi Pekerja Perempuan dan Laki-Laki di Sektor Formal dan Informal di Indonesia 2021 (%)

Sumber: Hasil penghitungan dari Sakernas Agustus 2021 (Milawati et al. 2023)
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Kerja perawatan dan domestik tidak dibayar yang 
secara tidak seimbang dibebankan kepada perempuan 
juga dapat memaksa mereka untuk meninggalkan 
pekerjaan berbayar. Gambar 4 memperlihatkan lebih 
tingginya persentase perempuan yang keluar dari 
pekerjaannya untuk mengasuh anak balita dibandingkan 
dengan perempuan yang tidak mengasuh anak balita. 
Tren ini berlaku bagi perempuan yang berada di 

wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, 
persentase laki-laki yang berhenti dari pekerjaannya 
untuk mengasuh maupun tidak mengasuh anak 
cukup rendah, yaitu kurang dari 5 persen. Keputusan 
untuk berhenti bekerja dapat membatasi akses 
mereka terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan yang 
diperuntukkan bagi pekerja.

Gambar 4. Pekerja yang Keluar dari Pekerjaannya dalam 12 Terakhir data 2021 (%)

Sumber: Hasil penghitungan dari Sakernas Agustus 2021 (Milawati et al. 2023)

 

Arah Perubahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
dan Implikasinya bagi Perlindungan Maternitas 
di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1, 
jaminan sosial didefinisikan sebagai “salah satu bentuk 
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak.” Skema yang diterapkan saat ini mencakup 
jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan jaminan 
sosial bagi pekerja (jaminan sosial ketenagakerjaan) 
yang terdiri dari (a) jaminan kecelakaan kerja (JKK); (b) 
jaminan hari tua (JHT); (c) jaminan pensiun (JP); (d) 
jaminan kematian (JKM); dan (e) jaminan kehilangan 
pekerjaan (JKP).

Sebagai sebuah konsep yang fleksibel dan 
berkembang seiring waktu (Dekker et al. 2000), program 
jaminan sosial di Indonesia pun mengalami perubahan, 
baik dari sisi penyelenggara dan jenis program 
maupun cakupan peserta. Sebelum diberlakukannya 
UU SJSN, program jaminan sosial ketenagakerjaan 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
berbentuk PT (Persero), yaitu PT Jamsostek. Melalui UU 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), penyelenggaraan jaminan 
sosial dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai 
penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan 
dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program 
jaminan kesehatan. 
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Tabel 1. Perkembangan Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

Sebelum SJSN Saat SJSN

Penyelenggara PT Jamsostek (Persero)

BUMN (berorientasi keuntungan)

BPJS Ketenagakerjaan

Badan Hukum Publik (berorientasi nirlaba)

Jenis Program JKK, JKM, JHT, dan JPK JKK, JKM, JHT, JP, JKP2

Cakupan Peserta     Tenaga kerja yang melakukan 
pekerjaan di dalam hubungan kerja 
(Pekerja formal)

    Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 
di luar hubungan kerja (Pekerja 
informal)

Terbagi menjadi 4 segmen peserta:

    Penerima Upah (PU)

    Bukan Penerima Upah (BPU)

    Pekerja Migran Indonesia (PMI)

    Jasa Konstruksi (Jakon)

Jumlah Peserta 12,04 juta peserta (2013) 56,9 juta peserta (Juli 2023)
Sumber: UU No. 3/1992, UU No. 40/2004, UU No. 24/2011,  

peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 2013-2019, Data BPJS Ketenagakerjaan 2023.
Catatan*: JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), JKP (Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan), JK (Jaminan Kesehatan), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan).

Dari kelima program jaminan sosial ketenagakerjaan 
yang tersedia, hanya segmen PU atau pekerja formal 
yang memiliki akses terhadap seluruh program tersebut. 
Sementara, segmen lainnya, yaitu segmen BPU (pekerja 
informal), PMI, dan jasa konstruksi terbatas aksesnya 
pada tiga program, yakni JKK, JKM, dan JHT. 

Tabel 2. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2018--2023

Segmen 2018 2019 2020 2021 2022 Juli 2023

PU 38.640.018 40.061.417 39.759.485 40.217.816 41.248.981 41.814.541

BPU 2.770.907 3.081.787 3.039.107 4.189.212 6.777.009 7.260.164

PMI 365.662 544.500 376.615 235.684 333.197 391.744

Jakon 8.639.900 11.279.754 7.521.392 6.276.788 7.020.533 7.406.237

Total 50.416.487 54.967.458 50.696.599 50.919.500 55.379.720 56.872.686
Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan, 2018-Juli 2023

Dari aspek gender, tingkat kepesertaan perempuan 
masih jauh di bawah laki-laki. Data BPJS Ketenagakerjaan 
(2018--2020) menunjukkan kurang dari 30 persen 
perempuan yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. Hasil kalkulasi dari data Sakernas tahun 
2021 juga memperkuat bukti adanya ketimpangan 
gender dalam kepesertaan jaminan ketenagakerjaan. 
Pekerja perempuan lebih sedikit dicakup oleh setidaknya 

Dari aspek kepesertaan, data BPJS Ketenagakerjaan 
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke 
tahun. Namun saat pandemi Covid-19 (2020--2021), 
jumlah peserta mengalami penurunan cukup signifikan 
dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali 
meningkat di tahun 2022. Kepesertaan juga masih 
didominasi oleh segmen PU, seperti yang terlihat pada 
tabel 2 berikut ini.

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 
5). Perbedaan ini makin besar bagi mereka yang menikah 
dan menikah sekaligus mengasuh anak balita. Hanya 
15,3 persen perempuan di perkotaan yang menikah dan 
mengasuh balita yang setidaknya tercakup program JKK 
dan JKM. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan 
18,3 persen pekerja laki-laki pada kategori yang sama. 
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Gambar 5. Proporsi Pekerja Perempuan dan Laki-Laki yang menjadi Peserta Jaminan Ketenagakerjaan di Indonesia 2021

Sumber: Hasil penghitungan dari Sakernas Agustus 2021 (Milawati et al. 2023)

Meski Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional membuka kepesertaan kepada setiap 
orang yang telah membayar iuran, namun untuk 
program jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan 
cenderung diperuntukkan bagi pekerja. Hal ini terlihat 
dari segmen kepesertaan (PU, BPU, PMI, dan Jakon) 
dan definisi pekerja yang masih mengacu pada konsep 
produktif sempit. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2004, 
Pasal 1, poin 11, pekerja didefinisikan sebagai “setiap 
orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 
imbalan dalam bentuk lain.” Badan Pusat Statistik (BPS) 
pun memasukkan kegiatan mengurus rumah tangga ke 
dalam kategori Bukan Angkatan Kerja yang dinilai tidak 
memiliki kontribusi ekonomi. Padahal pada tahun 2013, 
International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-
19 telah mengadopsi standar internasional baru yang 
memasukkan kerja perawatan tidak dibayar sebagai 
bentuk kerja produktif dalam statistik ketenagakerjaan. 
Konsep produktif sempit tersebut mengabaikan 
keberadaan pekerja perawatan tidak dibayar yang 
banyak dilakukan oleh perempuan. Imbasnya, 
perempuan yang mengurus anak dan keluarga menjadi 
tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta jaminan 
sosial ketenagakerjaan karena tidak dianggap sebagai 
pekerja.

Jenis manfaat program jaminan sosial 
ketenagakerjaan cukup beragam dan mencakup 
perlindungan bagi pekerja dan keluarganya, namun 
masih perlu dirancang agar lebih  responsif gender 
dengan memperhatikan risiko dan kerentanan spesifik 
gender. UNICEF (2021) menjelaskan ragam risiko dan 
kerentanan perempuan pada berbagai tahap siklus 
hidup, seperti pernikahan dini/anak, kehamilan remaja, 
risiko terkait maternitas, atau status janda. Selain itu, 
tiga hambatan struktural, seperti terbatasnya akses 
perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan 
kesempatan, meningkatnya paparan perempuan 
dan remaja perempuan terhadap kekerasan berbasis 
gender, dan ketidakseimbangan tanggung jawab 
perempuan dan remaja perempuan dalam mengurus 
kerja perawatan tidak dibayar dan kerja domestik.3 

Hasil telaah terhadap perlindungan hak maternitas 
menunjukkan bahwa komponen perlindungan 
maternitas yang disediakan telah mengikuti Konvensi 
ILO Nomor 183 Tahun 2000, yaitu (i) Perlindungan 
kesehatan; (ii) Cuti maternitas; (iii) Tunjangan cuti; (iv) 
Perlindungan kerja dan nondiskriminasi; dan (v) Ibu 
menyusui. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Tabel 3). 
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Tabel 3. Perlindungan Hak Maternitas dalam UU Ketenagakerjaan

Pasal Isi Pasal

Pasal 76, ayat (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan 
dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja 
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Pasal 81, ayat (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada 
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Pasal 82, ayat (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya 
melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

ayat (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 
bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83 Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk 
menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84 Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat….berhak mendapat upah penuh.

Pasal 93, ayat (2) Pengusaha wajib membayar upah apabila:

a.	 pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga 
tidak dapat melakukan pekerjaan;

b.	 pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, 
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan…

ayat (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja….sebagai berikut:

       e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.

Pasal 153 Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan…pekerja/buruh 
perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya.

Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa pemenuhan 
hak maternitas masih menjadi tanggung jawab pemberi 
kerja/pengusaha sepenuhnya, kecuali perawatan 
kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca 
persalinan yang sudah menjadi bagian sistem jaminan 
sosial nasional.4 Kondisi tersebut memunculkan 
berbagai isu, antara lain cakupan penerima manfaat 
dan tingkat kepatuhan yang akan dijelaskan pada 
bagian berikutnya. 

Selain itu, kewajiban pemenuhan kewajiban terkait 
ketenagakerjaan di Indonesia juga masih terhalang 
oleh besarnya sektor informal. Sektor yang didominasi 
oleh unit usaha mikro dan kecil ini menyerap 97 persen 
tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi, Usaha 
Kecil, dan Menengah 2022). Sementara itu, rendahnya 
produktivitas sektor informal berakibat rendahnya 
kepastian pendapatan yang layak dan reguler. Hal ini 
akan membatasi kemampuan pemberi kerja untuk 
menjalankan kewajibannya terhadap pekerja, antara 
lain pemberian cuti maternitas yang menjamin 
perempuan bisa kembali bekerja di usaha tersebut 
pascamelahirkan.  

Tantangan Pelaksanaan Cuti Maternitas

Berbagai studi menunjukkan masih adanya variasi 
dalam skema dan implementasi dalam perlindungan 
maternitas di berbagai negara. Hasil survei ILO di 185 
negara pada tahun 2021 menunjukkan hampir seluruh 
negara tersebut telah memiliki peraturan tentang cuti 
maternitas. Namun, masih ditemukan variasi di dalam 
penerapan Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Maternitas yang mendasari desain cuti 
maternitas di berbagai negara. Sebanyak 120 negara 
menerapkan durasi cuti maternitas setidaknya 14 
minggu dan 52 negara di antaranya telah memenuhi 
atau melebihi durasi 18 minggu. Namun 64 negara 
masih menerapkan durasi cuti maternitas kurang dari 14 
minggu. Kondisi ini menempatkan 3 dari 10 perempuan 
usia reproduktif (15--49 tahun) di seluruh dunia tanpa 
hak atas waktu cuti yang memadai untuk beristirahat, 
memulihkan diri setelah persalinan, dan mengurus 
bayi baru lahir. Sebanyak 123 negara telah memberikan 
cuti maternitas berbayar secara penuh (Addati et al. 
2022). Sementara itu, tidak semua negara menerapkan 
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pembiayaan tunjangan cuti maternitas melalui sistem 
jaminan sosial seperti yang dimandatkan oleh ILO. 
Addati et al. (2022) mencatat bahwa masih terdapat 45 
negara yang memberikan tanggung jawab pemenuhan 
hak cuti maternitas terhadap pemberi kerja pada tahun 
2021. 

Tunjangan cuti maternitas juga dapat diberikan 
melalui skema bantuan sosial, khususnya bagi 
perempuan yang tidak memenuhi kriteria sebagai 
peserta jaminan sosial atau tidak memiliki kemampuan 
berkontribusi (Brimblecombe et al. 2023). Kami 
berargumen bahwa memasukkan manfaat cuti 
maternitas ke dalam sistem jaminan sosial nasional 
dapat meningkatkan pemenuhan hak maternitas 
pekerja perempuan sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 
183 tentang perlindungan maternitas dan Konvensi 
ILO Nomor 102 tentang standar minimal jaminan 
sosial.  Selain itu, pemenuhan hak cuti maternitas 
yang didukung oleh penyediaan layanan pengasuhan 
anak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kerja 
perempuan serta kontribusi perempuan terhadap 
produktivitas dalam perekonomian dan juga bagi 
kesejahteraan keluarganya.

Hak cuti maternitas bagi pekerja perempuan telah 
tertuang dalam UU Ketenagakerjaan, namun praktik 
pelaksanaannya masih beragam di Indonesia. Meski 
sedikit, beberapa studi menunjukkan rendahnya 
akses perempuan ke cuti maternitas. Better Work 
Indonesia (2010) menyebutkan bahwa masih banyak 
ditemukan kasus perempuan tidak dapat mengakses 
hak maternitasnya. Hal ini disebabkan besarnya unit 
usaha mikro dan kecil di Indonesia. Seperti telah 
disampaikan di bagian sebelumnya, dengan skala 
kecil, pengusaha akan menghadapi banyak kesulitan 
dalam hal produktivitas dan akses ke kredit, dan 
akibatnya mereka sering tidak menaati peraturan 
ketenagakerjaan, termasuk tidak memenuhi kewajiban 
upah minimum, dan sering mengalami pergantian 
pekerjaan yang tinggi (Rothenberg et al. 2016). 

Cuti maternitas yang menjadi kewajiban tunggal 
perusahaan memicu adanya anggapan bahwa 
mempekerjakan perempuan lebih mahal dibandingkan 
pekerja laki-laki. Selain persepsi bahwa mereka memiliki 
produktivitas lebih rendah, pekerja perempuan juga 
dianggap sering absen bekerja untuk mengurus 
anak, seperti harus tidak masuk kerja ketika anak 
sakit, karena norma sosial yang masih menjatuhkan 
tanggung jawab merawat anak pada perempuan. Cuti 
maternitas tiga bulan juga dianggap meningkatkan 
biaya mempekerjakan perempuan (World Bank 2004) 

karena selain perusahaan harus memberikan hak gaji 
selama masa cuti, mereka juga harus mempekerjakan 
pengganti bagi pekerja yang cuti. Akibatnya, untuk 
mengurangi labour cost, beberapa pengusaha 
menjalankan kebijakan untuk mempekerjakan lebih 
sedikit pekerja perempuan, terutama jika mereka hamil 
atau memiliki anak. 

Studi yang memotret kondisi tenaga kerja pada era 
tahun 1990-an menunjukkan bahwa memecat pekerja 
perempuan setelah mereka memiliki anak merupakan 
praktik umum yang dilakukan perusahaan, terutama 
di sektor manufaktur yang labour intensive (Wolf 1992; 
Blackburn 2004; Caraway 2005). Beberapa studi lain juga 
menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menghindar 
dari kewajiban memberikan cuti maternitas dengan 
memberikan layanan kontrasepsi kepada pekerja 
perempuan serta mempekerjakan pekerja perempuan 
dengan skema harian atau kontrak (Hutagalung et al. 
1994; Caraway 2005; Robinson 2009).

Sementara itu, meski tidak banyak, studi yang 
memotret akses perempuan ke cuti maternitas pasca 
tahun 2000 juga menunjukkan masih rendahnya akses 
pekerja perempuan ke cuti maternitas. Hasil survei 
terhadap 300 responden di Provinsi Lampung, Jawa 
Tengah, dan Bali memperlihatkan bahwa pengusaha 
hanya memenuhi hak cuti maternitas selama 3 bulan 
tanpa memberikan upah penuh selama masa cuti dan 
minimnya pengawasan pelaksanaan cuti maternitas. 
Terkait perusahaan yang tidak membayar upah penuh 
selama cuti maternitas, 13 persen responden di Provinsi 
Bali, 10 persen responden di Provinsi Jawa Tengah dan 
14 persen responden di Provinsi Lampung menyatakan 
tidak keberatan dengan praktik tersebut karena sudah 
disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja saat diterima 
bekerja (Istiarti 2012). 

Studi Setyonaluri et al. (2023) terhadap 479 
responden di wilayah metropolitan Indonesia 
memperlihatkan 13,4 persen responden tidak 
mendapatkan cuti maternitas. Sebanyak 68,7 persen (64 
responden) di antaranya mengajukan cuti maternitas 
kepada pemberi kerja, namun hanya 53,1 persen (34 
responden) yang akhirnya mendapatkan. Hasil survei 
menunjukkan bahwa pengajuan cuti maternitas dari 
pekerja perempuan dengan status tetap (66,9 persen) 
lebih banyak yang disetujui dibandingkan pekerja 
perempuan dengan status kontrak (58,9 persen). 
Pelaksanaan cuti maternitas juga cukup berbeda antara 
skala usaha besar dan skala usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM). Mayoritas pekerja di skala usaha 
besar dapat mengambil hak cuti maternitas secara 



199

Diahhadi Setyonaluri & 
Resmi Setia Milawati

Mendorong Kesejahteraan Perempuan: Menjamin Cuti Maternitas melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Promoting Maternal Wellbeing: Protecting Maternity Rights through Social Insurance for Employment Programs

penuh (3 bulan), sedangkan kebanyakan pekerja di 
skala UMKM tidak terpenuhi hak cutinya. 

Kondisi serupa juga ditemukan oleh Perempuan 
Mahardhika (2018) dalam studinya terhadap pekerja 
perempuan di perusahaan garmen di Kawasan Berikat 
Nusantara Cakung (KBN Cakung). Buruh kontrak sulit 
mendapatkan hak cuti melahirkan dibandingkan buruh 
tetap. Ketika usia kehamilan buruh kontrak memasuki 7 
bulan lebih, mereka kerap mendapatkan tawaran untuk 
“libur atau istirahat” yang disampaikan dalam surat 
pernyataan pengunduran diri atau istirahat. Sebagian 
dari mereka bisa kembali bekerja dengan kontrak atau 
status baru.  Sebagian lainnya hanya bisa mengambil 
waktu cuti maternitas 1,5 bulan atau setengah dari 
ketentuan.

Berbagai temuan tersebut memperlihatkan masih 
adanya tantangan dalam pemenuhan hak maternitas 
di berbagai tempat kerja. Pekerja di UMKM dan pekerja 
berstatus kontrak cenderung kurang terlindungi hak 
maternitasnya dibandingkan dengan pekerja di skala 
usaha besar dan pekerja berstatus tetap. Pelimpahan 
seluruh tanggung jawab pemenuhan cuti maternitas 
pada pengusaha membuka peluang diskriminasi 
terhadap sebagian kelompok pekerja dan dapat 
memengaruhi kesempatan kerja perempuan. Apalagi 
jika usulan penambahan periode cuti maternitas 
dari 3 bulan menjadi 6 bulan diterapkan berpotensi 
menambah beban biaya pengusaha.

Strategi Pemenuhan Hak Cuti Maternitas

Bagian ini membahas berbagai tantangan dalam 
pelaksanaan perlindungan cuti maternitas dan 
alternatif perbaikan kebijakannya. Kami menyoroti tiga 
aspek utama dalam pemenuhan hak cuti maternitas, 
yaitu durasi cuti maternitas, tunjangan cuti maternitas, 
dan sumber pembiayaan. Selain itu, kami juga ingin 
mendorong cuti orang tua (parental leave) sebagai 
sebuah upaya mendorong redistribusi peran perawatan 
antar gender dan mengurangi terciptanya arena yang 
tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam 
pasar kerja (Siregar et al. 2019; World Bank 2020). 

Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan 
adalah mendorong tanggung jawab kolektif dalam 
pelaksanaan hak cuti maternitas sebagai strategi 
untuk memperluas cakupan penerima, memastikan 
pemberian tunjangan/upah dan menambah periode 
cuti. Menurut standar ILO, pengusaha seharusnya 
tidak menanggung biaya cuti maternitas sendiri 
melainkan disediakan melalui sistem jaminan sosial 

atau dana publik atau bantuan sosial5. Dalam salah satu 
publikasi terbarunya, ILO mengusulkan penyediaan 
manfaat maternitas melalui sistem jaminan sosial 
ketenagakerjaan di Indonesia (Brimblecombe et al. 
2023). Beberapa hal yang diusulkan dalam kajian ILO 
tersebut sebagai berikut:

a)	 Manfaat maternitas mencakup seluruh pekerja 
penerima upah dan jasa konstruksi.

b)	 Manfaat tunjangan maternitas dapat diakses 
oleh pekerja yang telah memenuhi periode 
kepesertaan atau kontribusi tertentu. Di 
Indonesia, disarankan peserta memenuhi syarat 
mendapat manfaat maternitas/paternitas jika 
telah berkontribusi setidaknya selama 12 bulan 
dari 18 bulan masa kepesertaan sebelum cuti 
melahirkan. Kualifikasi ini perlu dikaji secara 
berkala.

c)	 Tunjangan maternitas harus dirancang untuk 
menggantikan upah yang hilang saat cuti 
maternitas.

d)	 Nilai tunjangan maternitas tidak boleh lebih 
rendah dari 45 persen upah sebelumnya. Konvensi 
ILO 183 menyarankan nilai manfaat mencapai 
67 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan 
dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang 
mewajibkan pengusaha untuk membayar upah 
secara penuh.

e)	 Tingkat upah peserta selama 6 bulan terakhir 
harus digunakan sebagai dasar penentuan 
tunjangan maternitas bulanan yang diterima. 

f )	 Penetapan nilai manfaat minimum untuk peserta 
yang memiliki upah sangat rendah.

g)	 Durasi pembayaran tunjangan maternitas 
disesuaikan dengan ketentuan cuti maternitas. 
Konvensi ILO 183 menetapkan periode cuti 
maternitas berbayar setidaknya 14 minggu. 
Dalam UU Ketenagakerjaan ditetapkan 3 bulan 
(13 minggu) cuti maternitas dan Rancangan 
Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak 
menetapkan 6 bulan (26 minggu).

h)	 Tunjangan untuk kasus keguguran diberikan 
sesuai upahnya selama 1,5 bulan (sesuai UU 
Ketenagakerjaan).

i)	 Tunjangan cuti paternity diberikan selama satu 
minggu dengan upah penuh6.

j)	 Tunjangan kelahiran dapat dibayarkan kepada 
peserta perempuan yang telah memenuhi syarat 
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kontribusi. Tunjangan ini juga dapat dibayarkan 
kepada peserta laki-laki yang istrinya tidak 
menjadi peserta jaminan sosial. Nilai tunjangan 
dapat disesuaikan dengan standar upah 
minimum.

Terkait sumber pembiayaan, praktik di berbagai 
negara memperlihatkan bahwa perlindungan hak 
maternitas kebanyakan dibiayai melalui skema 
kontribusi jaminan sosial (kontribusi bersama antara 
pemberi  kerja dan pekerja) dan mencakup seluruh 
pekerja atau sebagian kategori pekerja di sektor 
formal. Sejumlah negara, seperti Portugal dan Siprus 
memperluas cakupannya hingga pekerja mandiri 
(informal). Namun, di banyak negara berbagai kategori 
pekerja di sektor informal, seperti pekerja domestik 
(contoh Filipina, Argentina, dan Yunani), pekerja 
pertanian (contoh Bolivia, Mesir, dan Sudan) dan 
pekerja lepas (contoh Panama) dikeluarkan dari skema 
perlindungan maternitas karena munculnya masalah 
dalam pendaftaran dan penarikan iuran. Di sejumlah 
negara berpendapatan tinggi, seperti Selandia Baru, 
manfaat maternitas dibiayai oleh negara (pajak) dan 
cakupan pesertanya diperluas hingga mencakup seluruh 
penduduk perempuan yang memiliki pendapatan atau 
pendapatan keluarganya di bawah standar negara 
tersebut (Brimblecombe et al. 2023).

Pada konteks Indonesia, pembiayaan bersama 
antara pemberi kerja dan pekerja dapat memicu reaksi 
keras mengingat selama ini penyediaan tunjangan/
upah selama cuti maternitas sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab pengusaha. Namun seperti yang 
diperlihatkan dalam berbagai studi sebelumnya, 
ketidakpatuhan pengusaha dan keterbatasan 
pengawasan membuat pelaksanaan perlindungan 
cuti maternitas saat ini tidak berjalan secara optimal. 
Penyediaan manfaat cuti maternitas melalui sistem 
jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat 
memperbaiki pelaksanaan dan memperluas cakupan 
penerimanya. Selain itu, berpotensi mengurangi 
ketimpangan gender di pasar kerja akibat berkurangnya 
beban biaya yang harus ditanggung pengusaha ketika 
mempekerjakan perempuan (Karshenas et al. 2014; 
Lee & Cho 2005).

Namun, berbagai usulan dari ILO di atas masih 
berfokus pada kelompok pekerja penerima upah. 
Padahal perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, 
seperti pekerja mandiri, pekerja informal, pekerja 
migran, dan pekerja penyandang disabilitas sangat 

diperlukan. Kelompok pekerja miskin yang memenuhi 
syarat dapat diusulkan sebagai penerima skema bantuan 
sosial (Addati et al. 2022). Sementara itu, kelompok 
pekerja rentan (missing middle) perlu dikaji lebih 
lanjut karena mereka tidak memenuhi syarat menjadi 
penerima bantuan sosial, namun memiliki kemampuan 
terbatas untuk menjadi peserta jaminan sosial. Salah 
satu strategi pembiayaan yang dapat dieksplor melalui 
kontribusi bersama antara pemerintah dan pekerja atau 
dikenal dengan istilah ko-kontribusi. Skema ini dapat 
mengurangi beban kontribusi pekerja dan menjamin 
nilai tunjangan manfaat maternitas agar memadai 
untuk menanggung kebutuhan dasar selama masa 
cuti maternitas. Kelompok pekerja rentan ini umumnya 
kurang terlindungi dan ketika hamil kerap terpaksa 
untuk tetap atau kembali bekerja meski berbahaya 
secara medis atau dipaksa berhenti bekerja yang 
mengakibatkan penalti pendapatan. Kondisi tersebut 
menempatkan pekerja perempuan hamil dalam posisi 
yang rentan dan dapat mengancam kesehatan calon 
bayinya (Addati et al. 2022).

Penutup

Tulisan ini memperlihatkan pentingnya pemenuhan 
hak cuti maternitas, sebagai upaya untuk mengakui, 
mengurangi, dan meredistribusikan beban kerja 
perawatan tidak dibayar yang menghambat 
perempuan bekerja untuk mendapatkan penghasilan 
bagi keluarganya. Cuti maternitas tidak saja 
memberikan “pengaman” bagi perempuan agar tetap 
bisa memperoleh penghasilan tanpa mengurangi 
kesejahteraan anak ataupun keluarga yang dirawat. 
Dengan kata lain, cuti maternitas dapat mengurangi 
risiko dan kerentanan perempuan.

Pelaksanaan cuti maternitas di Indonesia masih 
bervariasi. Sejumlah hasil studi menunjukkan masih 
tidak meratanya akses cuti maternitas berbayar selama 
tiga bulan. Kondisi tersebut terkait dengan tingkat 
kepatuhan pengusaha sebagai penanggungjawab 
pemenuhan hak cuti maternitas dan masih lemahnya 
pengawasan. Belum optimalnya pelaksanaan cuti 
maternitas dapat berkontribusi pada tetap stagnannya 
TPAK perempuan dan tingginya representasi 
perempuan di sektor informal di masa depan. 
Rendahnya partisipasi kerja perempuan dan juga 
upah perempuan akan menyulitkan akses mereka ke 
perlindungan sosial, khususnya jaminan sosial (skema 
kontribusi) yang artinya meningkatkan risiko dan 
kerentanan mereka untuk jatuh ke jurang kemiskinan. 
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Langkah kebijakan yang dapat dilakukan untuk 
menjamin perlindungan hak maternitas adalah 
mendorong tanggung jawab kolektif melalui sistem 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberi kerja dan 
pekerja berkontribusi bersama untuk membiayai 
tunjangan cuti maternitas. Skema pembiayaan 
ini memungkinkan penambahan periode cuti 
maternitas dari tiga bulan menjadi enam bulan tanpa 
menimbulkan kerugian bagi pemberi kerja maupun 
pencari kerja perempuan. Penambahan periode cuti 
maternitas berbayar dibutuhkan karena waktu cuti tiga 
bulan dianggap kurang memadai untuk membantu ibu 
bertransisi kembali ke pekerjaan. Skema pembiayaan 
bersama juga membuka peluang perluasan cakupan 
cuti maternitas, bagi pekerja perempuan maupun 
laki-laki. Untuk pekerja mandiri miskin atau rentan, 
pembiayaan dapat ditanggung bersama antara 
pemerintah dan pekerja melalui skema ko-kontribusi 
atau melalui skema nonkontribusi (bantuan sosial). 

Tanggung jawab kolektif dalam pembiayaan cuti 
maternitas juga dapat mengurangi beban biaya yang 
harus ditanggung oleh pemberi kerja. Perubahan ini 
diharapkan dapat memperbaiki perlakuan diskriminatif 
pemberi kerja terhadap pekerja perempuan di masa 
kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, penting 
bagi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan hak 
cuti maternitas bagi pekerja melalui skema jaminan 
sosial ketenagakerjaan.
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(Endnotes)

1	 Bantuan sosial atau program jaringan keamanan sosial adalah 
bentuk-bentuk pemberian bantuan uang atau barang yang 
bersifat non-contributory dan ditargetkan untuk kelompok 
miskin dan rentan. Program tersebut antara lain Program 
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Sembako, Program 
Indonesia Pintar (PIP) dan lainnya.  

2	 Penambahan JKP tertuang dalam UU No. 6/2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.

3	  Selama pandemi Covid-19 , kekerasan seksual berbasis gender 
dan beban perawatan tidak dibayar semakin intensif dialami 
oleh perempuan. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 dari 3 
responden mengalami stres akibat bertambahnya pekerjaan 
rumah tangga (Misiyah 2020).

4	 Disediakan melalui program jaminan kesehatan dengan 
sumber pembiayaan dari kontribusi peserta dan program 
jaminan persalinan dengan sumber dana APBN.

5	 Di Indonesia, komponen kehamilan telah menjadi salah satu 
syarat penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

6	 Hingga tahun 2021 terdapat 115 yang memberikan hak cuti 
bagi bapak (Addati et al. 2022). 



204

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 3, Desember 2023



205

Artikel/Article

Vol. 28 No. 3, Desember 2023, 205—216
copyright @ 2023 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v28i3.878 DDC: 305 

Minimnya Dukungan Industri dan Negara:  
Kerja Perawatan pada Perempuan Pekerja Pabrik dan Rumahan

The  Lack of Industry and State Support:  
Care Work for Women Factory and Home-Based Workers

Didit Saleh1, Nitya Swastika2, & Rizky Amalia Fatikhah3

Trade Union Rights Centre
Jalan Kompleks Batan Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 125201,2,&3

didit@turc.or.id1, kiki@turc.or.id2, & nitya@turc.or.id3

Kronologi Naskah: diterima 12 November 2023, direvisi 15 November 2023, diputuskan diterima 23 Desember 2023

Abstract

This article aims to delineate the systemic challenges and discrimination faced by women workers in the footwear and home-based 
industries, both in terms of working conditions and caregiving responsibilities. The findings of this study were obtained through 
in-depth interviews with women workers in three footwear factories in Banten Province and home-based workers in North Jakarta. 
The experiences of these women workers were analyzed within two interrelated domains: the realm of production and social 
reproduction. The research reveals that women workers, both in factories and home-based settings, face a dual burden, striving to 
meet high production targets while also bearing the responsibilities of caregiving. Specifically, women home-based workers are more 
vulnerable to health risks compared to factory workers due to the lack of separation between their workplace and living spaces. The 
study also uncovers that women workers in both factory and home-based settings encounter economic violence, as their caregiving 
work goes unpaid and lacks support from the government and the industry.

Keywords: women factory workers, women home workers, care work

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguraikan tantangan sistemik dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan pekerja di industri sepatu dan 
alas kaki serta pekerja rumahan, baik dalam hal kondisi kerja maupun pelaksanaan kerja perawatan. Temuan dari studi ini diperoleh 
melalui wawancara mendalam dengan perempuan pekerja di tiga pabrik sepatu di Provinsi Banten dan pekerja rumahan di Jakarta 
Utara. Pengalaman kerja perempuan pekerja tersebut dianalisis dalam dua ranah yang saling berhubungan, yaitu ranah produksi dan 
reproduksi sosial. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa perempuan pekerja di pabrik maupun rumahan menghadapi tekanan ganda, 
baik dalam mencapai target produksi yang tinggi maupun dalam menanggung beban kerja perawatan. Secara khusus, perempuan 
pekerja rumahan menghadapi risiko kesehatan yang lebih rentan dibandingkan pekerja di pabrik karena kurangnya pemisahan antara 
tempat kerja dan tempat tinggal mereka. Studi ini juga menemukan bahwa perempuan pekerja di pabrik maupun pekerja rumahan 
menghadapi kekerasan ekonomi karena pekerjaan pengasuhan mereka tidak dibayar dan minim dukungan dari negara dan industri.

Kata kunci: perempuan pekerja pabrik, perempuan pekerja rumahan, kerja perawatan 

Pendahuluan

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa perempuan 
pekerja kerap menghadapi berbagai bentuk 
diskriminasi, misalnya yang ditulis oleh Teri L. Caraway 
(2005) bahwa pekerja perempuan mengalami 
pembedaan karena adanya dikotomi laki-laki dan 
perempuan yang berakibat pada jenis pekerjaan yang 
mereka lakukan. Studi lainnya misalnya menjelaskan 
praktik diskriminasi terhadap perempuan pekerja 
dalam pelaksanaan cuti haid, yang disebabkan adanya 
bias gender yang kemudian turut memengaruhi 
aturan tentang cuti haid (Istakhori 2017). Dalam aspek 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), studi  terdahulu 

cenderung memusatkan perhatian pada kecelakaan 
kerja dan penyakit yang hanya memengaruhi pekerja 
pria secara eksklusif (Greenberg & Dement 1994). 
Fokus yang sangat terbatas ini membuat perempuan 
pekerja diabaikan dalam konteks K3. Keberadaan studi 
yang mengabaikan peran perempuan pekerja dalam 
industri sering kali disebabkan oleh penekanan studi 
pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan dan 
pengolahan minyak yang mayoritas dihuni oleh pekerja 
laki-laki. Sebagai akibatnya, data dan studi  yang ada 
menciptakan kesan bahwa dampak Penyakit Akibat 
Kerja (PAK) terhadap perempuan pekerja hampir tidak 
terungkap.
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Diskriminasi lain berbentuk kurangnya identifikasi 
profesi perempuan pekerja dalam pengumpulan data 
resmi oleh negara. Sebagai contoh, hasil studi dari 
Semenciew et al. (1993) menemukan bahwa perempuan 
pekerja di Kanada tidak diakui sebagai petani. Hanya 
suami mereka yang diidentifikasi sebagai petani, 
meskipun pada kenyataannya perempuan tersebut 
aktif terlibat dalam pekerjaan pertanian. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa sejauh ini ketidakhadiran 
perempuan dalam dunia kerja kerap tidak tercermin 
dalam data resmi. Hal ini menyebabkan suara-suara 
perempuan pekerja dari akar rumput kerap tidak 
terdengar.

Menurut Todaro (dalam Herlina 2016) dalam 
kesempatan di pasar kerja, perempuan pun 
kerap menghadapi kerentanan yang lebih besar 
dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak. Mereka secara sistematis mendapati diri 
mereka dalam posisi yang lebih rendah dan menerima 
upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja 
laki-laki, bahkan ketika kedua belah pihak memiliki 
posisi pekerjaan yang sama dan serupa. Sejumlah studi 
mengeksplorasi disparitas ini dan menunjukkan bahwa 
perempuan pekerja cenderung mendapatkan rata-rata 
67 persen dari upah yang diterima oleh pekerja  laki-
laki untuk jenis pekerjaan yang sama (Armstrong & 
Armstrong 2010   ). Disparitas upah yang signifikan ini 
mencerminkan tidak hanya ketidaksetaraan ekonomi, 
tetapi kesenjangan gender yang sering terjadi di dunia 
kerja (Herlina 2016). 

Lebih parah lagi, perempuan pun menghadapi lebih 
banyak keterbatasan dalam hal fleksibilitas pekerjaan. 
Mereka lebih cenderung memilih untuk bekerja paruh 
waktu dan perusahaan cenderung mempekerjakan 
mereka dengan status kontrak atau sementara 
(Amalia & Saleh 2020). Kecenderungan pilihan ini 
berdampak pada diri perempuan pekerja yang sering 
tidak mendapatkan perlindungan kerja dan jaminan 
sosial yang memadai. Selain itu, keterbatasan ini 
merugikan perempuan dalam keamanan kerja jangka 
panjang (job security) dan keberlanjutan finansial, serta 
membawa risiko kerentanan yang lebih besar di pasar 
kerja.  Fenomena ini pun menciptakan ketidaksetaraan 
dalam kesempatan karier dan akses terhadap promosi 
di tempat kerja, menghasilkan ketimpangan gender 
yang terus berlanjut di berbagai sektor industri (Herlina 
2016).

Dalam konteks industri textile, garment, shoes, 
and leather (TGSL), secara umum jumlah perempuan 
sebagai pekerja di industri ini sangat dominan 

dibandingkan industri lain (ILO 2022). Secara statistik, 
jumlah perempuan pekerja lebih tinggi 80 persen 
dibandingkan pekerja laki-laki di sektor ini (Better 
Work 2021).  Namun, banyaknya jumlah perempuan 
terserap di industri TGSL menciptakan ilusi kemajuan 
tentang partisipasi dan kesetaraan gender di dunia 
kerja dan memunculkan sejumlah realitas pahit yang 
kerap terabaikan. Perempuan-perempuan di industri ini 
kerap menghadapi tekanan ganda. Mereka tidak hanya 
tertekan karena target yang tinggi di pabrik, namun 
mereka pun harus memikul beban kerja perawatan 
di rumah (Saleh et al. 2023; Saptari & Holzner 2016; 
Fraser 2016). Tugas perawatan sering kali tidak dilihat 
sebagai bagian dari kerja sebab tugas rumah tangga 
tidak menghasilkan upah sehingga kerja perempuan 
menjadi tidak terlihat. Situasi ini mengungkapkan 
perempuan pekerja menghadapi ketidakseimbangan 
yang signifikan antara ruang produksi dan ruang 
reproduksi sosial. 

Selanjutnya, Saptari dan Holzner (2016) menyatakan 
bahwa faktor-faktor ideologis di tingkat negara 
maupun rumah tangga memengaruhi jenis pekerjaan 
yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. 
Terdapat stereotipe bahwa pekerjaan rumah tangga 
adalah pekerjaan perempuan. Pekerjaan rumah 
tangga dianggap sebagai jenis keterampilan yang 
telah diperoleh perempuan dari rumah, seperti 
memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, 
dan mengasuh anak. Dengan demikian, perempuan 
tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan 
khusus agar bisa melakukan pekerjaan ini (Saptari & 
Holzner 2016). Mengutip konsep reproduksi sosial 
oleh Nancy Fraser (2016) bahwa dalam reproduksi 
sosial, perempuan dibebankan pada tugas-tugas 
yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti 
melahirkan dan membesarkan anak, merawat teman 
dan anggota keluarga, menjaga rumah tangga dan 
komunitas yang lebih luas, dan memelihara hubungan 
secara umum. 

Alasan utama yang diduga kuat industri TGSL lebih 
cenderung mempekerjakan perempuan karena mereka 
dapat dibayar dengan upah murah dan dianggap 
bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, terutama 
jika dibandingkan dengan suami atau laki-laki. Industri 
TGSL juga diidentikkan dengan kerja-kerja yang secara 
tradisional dianggap terkait erat dengan perempuan, 
seperti menjahit. Pekerjaan ini sering kali juga dilakukan 
di rumah atau di ranah reproduksi sosial (Caraway 
2005). Selain itu, kapital menganggap pemberian upah 
kepada perempuan di pabrik sebagai bentuk “penuh 
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kasih”, bukan sebagai hak. Alasan lainnya berkaitan erat 
dengan anggapan bahwa perempuan lebih mudah 
ditundukkan atau diatur dan ditekan dibandingkan 
laki-laki.  

Secara kritis, penting untuk diakui bahwa pekerjaan 
rumah tangga yang tidak berbayar dan dilakukan 
oleh perempuan pekerja dalam ranah reproduksi 
sosial memiliki dampak besar pada ekonomi secara 
keseluruhan. Ekonom feminis menekankan bahwa 
dalam memahami ekonomi tidak hanya memasukkan 
produksi materi, tetapi juga harus mengakomodir 
aspek pekerjaan tidak berbayar, seperti memasak dan 
berbagai aktivitas kerja perawatan lainnya (Elson 2010). 
Kedua aspek ini, produksi materi dan reproduksi sosial, 
saling terkait dan saling mendukung. Reproduksi sosial 
menjadi kunci menjaga keberlanjutan kehidupan 
dengan menyediakan tenaga kerja yang diperlukan 
untuk produksi materi. Sebaliknya, produksi materi 
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 
mendukung pekerjaan reproduksi sosial. 

Berdasarkan narasi di atas, kerangka studi ini 
mengadopsi dan mengembangkan pendekatan analisis 
gender untuk mengkaji kondisi perempuan pekerja di 
pabrik dan pekerja rumahan di sektor sepatu dan alas 
kaki.  Dalam industri ini, perempuan pekerja sering 

kali terlibat dalam dua ranah utama: produksi dan 
reproduksi sosial. Ranah produksi mencakup pekerjaan 
di pabrik sepatu, yakni perempuan terlibat dalam 
berbagai tahapan produk, mulai dari pemotongan, 
menjahit,  bahan hingga proses pengiriman. Pada 
sisi lain, reproduksi sosial melibatkan perempuan 
pekerja dalam kerja-kerja rumah tangga meliputi tugas 
merawat anak-anak, memasak, membersihkan rumah, 
dan aktivitas lain yang mendukung kehidupan sehari-
hari.

Kerangka studi ini tidak hanya memosisikan 
perempuan sebagai pekerja, tetapi juga 
mempertimbangkan peran mereka dalam struktur sosial 
yang lebih luas (Saleh et al. 2023). Dengan memahami 
keterkaitan antara ranah produksi dan reproduksi 
sosial, studi ini dapat memberikan gambaran yang 
lebih komprehensif tentang pengalaman perempuan 
pekerja dalam konteks industri sepatu dan alas kaki. 
Melalui pendekatan ini, diharapkan akan muncul 
pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan 
yang dihadapi oleh perempuan pekerja. Gambar 1 
mengilustrasikan kerangka studi ini sebagai grafik 
lingkaran, merepresentasikan keterkaitan erat antara 
ranah produksi dan reproduksi sosial pada perempuan 
pekerja di industri ini.

Gambar 1. Kerangka Analisis Gender

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil observasi

Kerangka studi ini juga berlaku untuk pekerja di 
rumah. Namun, perbedaan kunci terletak pada keadaan 
tempat kerja. Sementara pekerja formal memiliki pabrik 
sebagai tempat kerja yang ditetapkan, pekerja di rumah 
menjalankan pekerjaan mereka di rumah sendiri (Saleh 
et al. 2023). Pekerja rumahan sebagai salah satu studi 

kasus menambahkan elemen baru dibandingkan 
dengan studi sebelumnya karena bertujuan untuk 
membandingkan  kondisi  perempuan pekerja di pabrik 
dan pekerja rumahan di ranah produksi dan sosial 
reproduksi.
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Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian 
feminis karena keterkaitannya yang erat dengan 
pengalaman perempuan dan sensitivitasnya dalam 
mengungkapkan pengalaman-pengalaman tersebut. 
Dalam pendekatan ini, perempuan ditempatkan sebagai 
subjek studi. Selain itu, metodologi ini bertujuan untuk 
merespons kebutuhan perempuan sebagai pekerja baik 
di tempat kerja maupun dalam serikat pekerja (Naples 
2007).

Data yang dikumpulkan dalam studi ini terdiri dari 
dua jenis. Pertama, data primer dikumpulkan melalui 
observasi dan wawancara mendalam terhadap 20 
responden dalam di setiap pabrik. Informan dalam 
studi dari berbagai aktor, seperti perempuan pekerja 
dari berbagai departemen di pabrik, pejabat dari serikat 
pekerja, dan pekerja rumahan. Studi lapangan ini juga 
mencakup pengamatan terhadap lingkungan tempat 
tinggal informan untuk memahami kondisi ekonomi 
dan sekitarnya. Kedua, data sekunder diperoleh 
dengan mengkaji berbagai sumber literatur, termasuk 
buku, artikel jurnal ilmiah, berita media massa, dan 
dokumen lain yang relevan. Selain itu, data tambahan 
dikumpulkan melalui diskusi terfokus dengan Asosiasi 
Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Kementerian 
Ketenagakerjaan, praktisi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3), Kantor Tenaga Kerja Kota Tangerang dan 
Kabupaten Serang, Inspektur Ketenagakerjaan Provinsi 
Banten, Komnas Perempuan, Jaringan Pekerja Rumahan 
Indonesia (JPRI), serta serikat pekerja mitra di pabrik, 
tingkat kabupaten, dan tingkat nasional.

Studi kasus tentang pekerja formal dilakukan di 
dua pabrik yang terletak di Kabupaten Serang dan satu 
pabrik yang berlokasi di Kota Tangerang, semua berada 
dalam Provinsi Banten. Beberapa faktor memengaruhi 
pemilihan pabrik-pabrik ini sebagai lokasi studi. 
Pertama, dua dari tiga pabrik yang dipilih karena 
memproduksi merek-merek terkenal dan memiliki 
pangsa pesanan sepatu dan alas kaki berorientasi 
ekspor yang signifikan, berkisar dari 25 persen hingga 
60 persen. Kedua, ketiga pabrik ini masuk dalam 
kategori tingkat satu, yang berarti mereka menerima 
pesanan langsung dari merek. Terakhir, ketiga  pabrik-
pabrik ini mempekerjakan tenaga kerja yang cukup 
besar, berkisar dari 7.000 hingga 50.000 pekerja.

Pada sisi lain, studi kasus untuk pekerja informal 
dilakukan di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan 
subjek studi adalah pekerja rumahan. Pemilihan lokasi 
ini dan pekerja rumahan sebagai studi kasus karena dua 
alasan. Pertama, pekerja rumahan di Jakarta Utara telah 

terlibat dalam produksi komponen alas kaki tertentu, 
terutama untuk pasar domestik, dalam periode yang 
cukup lama. Selain itu, pemilihan subjek penelitian 
ini karena sesuai dengan keterangan teoretis tentang 
tantangan yang dihadapi oleh perempuan pekerja 
tidak hanya di ranah produksi, namun di ranah sosial 
reproduksi. Kedua, sebagai upaya untuk melakukan 
perbandingan temuan studi, terutama mengenai 
tingkat kerentanan di antara perempuan pekerja di 
sektor formal maupun informal.

Kerja Perawatan: Dinamika Perempuan Pekerja 
Pabrik dan Pekerja Rumahan 

Perempuan yang bekerja di sektor formal, seperti 
pabrik dengan pendapatan setara upah minimum dan 
tidak memiliki kemampuan untuk mempekerjakan 
pekerja rumah tangga penuh waktu, tidak terbebas 
sepenuhnya dari tanggung jawab kerja-kerja perawatan 
di dalam lingkup reproduksi sosial. Mengasuh anak, 
memasak, dan pekerjaan perawatan lainnya sering kali 
tidak dihitung secara ekonomi (Dhewy 2018). Padahal 
pekerjaan ini yang sebagian besar dilakukan oleh 
perempuan pekerja memiliki peran vital dalam rantai 
pasok industri terutama di industri TGSL. Nancy Fraser 
(2016) dengan kritis menggarisbawahi bahwa aktivitas 
kerja-kerja domestik atau perawatan menggerakkan 
roda ekonomi kapitalisme. Perempuan pekerja 
menyediakan tenaga kerja produktif yang menjadi 
fondasi bagi sistem ekonomi kapitalisme. Ironisnya, 
kapitalisme sendiri memaksa perempuan berperan 
ganda dengan tidak mengakui kontribusi vital mereka 
dalam pekerjaan reproduktif.

Temuan studi dilakukan pada perempuan pekerja 
formal di tiga pabrik di Provinsi Banten. Meskipun 
mereka bekerja di tiga pabrik dan mendapatkan upah, 
ternyata pasangan atau suami  mereka tidak secara 
otomatis mengambil alih tanggung jawab dan peran 
untuk melakukan kerja-kerja perawatan padahal suami 
mereka menganggur. Tidak sedikit ditemukan aktivitas 
dari pasangan perempuan pekerja sebagai pengemudi 
antar-jemput istri , bahkan tugas pengasuhan anak pun 
“dititipkan” kepada anggota keluarga lainnya, seperti 
kedua orang tuanya. Lebih ekstrim lagi, ada perempuan 
pekerja harus menitipkan anak ke tempat penitipan 
anak dan biaya ini harus dikeluarkan dari kantong 
pendapatan atau upah dari perempuan pekerja, 
meskipun upahnya hanya standar upah minimum. 
Fenomena ini, dalam sudut pandang Fraser (2016) 
disebut sebagai “krisis kepedulian atau pengasuhan” 
(crisis of care).
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Fenomena menarik dalam reproduksi sosial tidak 
hanya dialami oleh perempuan pekerja di sektor formal, 
seperti pabrik pada industri TGSL, tetapi juga dialami 
oleh perempuan pekerja di sektor informal.  Studi ini 
menemukan bahwa perempuan pekerja rumahan di 
Jakarta Utara memiliki perbedaan dengan perempuan 
pekerja pabrik, meskipun mereka mungkin saja 
menghasilkan komoditas yang serupa, seperti alas kaki. 
Perbedaannya terletak pada keadaan tempat bekerja. 
Perempuan pekerja rumahan mengerjakan produksi 
komoditas alas kaki di rumah, meskipun bahan bakunya 
diperoleh dari pabrik. Sistem kerja semacam ini biasa 
disebut sebagai putting out system (POS), yakni terdapat 
perantara bertindak sebagai mediator dalam rantai 
industri ini, menghubungkan pengusaha atau pihak 
pabrik dengan perempuan pekerja rumahan. 

Pada perempuan pekerja di pabrik, meskipun dalam 
perkembangannya semakin kabur batas antara ranah 
produksi dan ruang produksi, tetapi batas tersebut 
terlihat berbeda karena ada dimensi tempat dan ruang 
yang bekerja, seperti pabrik dan rumah. Sebaliknya, 
perempuan pekerja rumahan tidak memiliki batas 
yang jelas dan tempat serta ruang yang berbeda antara 
aktivitas produksi dan produksi sosial. Secara sederhana, 
latar depan dan belakang kehidupan mereka, 
sebagaimana dijelaskan oleh Fraser (2016) menyatu 
menjadi satu kesatuan di tempat dan ruang yang sama. 
Savitri & Sigiro (2021) menuliskan bahwa bekerja dari 
rumah bagi perempuan pekerja, menggabungkan dua 
tugas di tempat dan waktu yang sama. Hal ini terjadi 
pada perempuan pekerja rumahan. Perempuan pekerja 
rumahan bekerja sekaligus mengerjakan pekerjaan 
domestik, seperti memasak, merawat anak, dan 
sebagainya.

Tampaknya pekerjaan dari pabrik yang dikerjakan 
oleh pekerja rumahan menjadi “solusi” dan lebih 
fleksibel agar dapat bekerja sambil melakukan kerja-
kerja perawatan, seperti mengasuh anak dan memasak 
dapat berjalan seiring dengan kerja produksi. Padahal 
secara kritis, model dan sistem kerja tersebut merupakan 
cara kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan lebih 
melalui skema upah buruh murah. Kondisi mereka tidak 
jauh berbeda dengan perempuan pekerja di pabrik. 
Mereka mengalami tekanan dan target yang tinggi. 
Lebih ironisnya, mereka tidak memiliki jam kerja yang 
tetap sehingga sering kali mereka dapat bekerja lebih 
dari dua belas jam sehari, dengan tetap menjalankan 
kerja-kerja perawatan. Dalam hal upah, perempuan 
pekerja rumahan juga dianggap sebagai tenaga kerja 
murah sehingga upah yang mereka peroleh masih 

rendah. Dalam temuan, studi ini menemukan bahwa 
mereka hanya dibayar Rp 50.000 dari per 100 pasang 
sandal. Mekanisme penghitungan upah ini berbasis 
satu hasil tanpa mempertimbangkan aspek beban kerja 
perawatan yang dilakukan oleh mereka.

Temuan studi di atas mengungkapkan bahwa baik 
perempuan pekerja di pabrik maupun perempuan 
pekerja rumahan menghadapi tantangan serupa. Kerja 
perawatan yang mereka lakukan tidak dihargai sebagai 
pekerjaan berbayar. Ironisnya, roda kapitalisme tetap 
berputar berkat kerja perawatan yang dilakukan tanpa 
upah oleh perempuan pekerja, yang bekerja di ruang 
reproduksi sosial untuk mendukung anggota keluarga 
mereka yang juga merupakan bagian dari tenaga kerja. 
Dalam konteks ini, Federici (2023) menuliskan secara 
tajam bahwa keluarga telah menjadi pusat produksi 
tenaga kerja. Dalam sistem ini, kapitalisme “memaksa” 
agar tenaga kerja “dirawat dengan baik” oleh institusi 
keluarga melalui pekerjaan perawatan di dalam 
ranah reproduksi sosial oleh perempuan, termasuk 
menyediakan makanan bergizi, pakaian layak, dan 
menjaga kebersihan tubuhnya.

Dalam hal kekerasan ekonomi pada kerja 
perawatan, pekerja rumah tangga yang bekerja untuk 
perempuan pekerja pabrik misalnya, turut mengalami 
kekerasan ekonomi. Pekerja rumah tangga yang juga 
perempuan, sering kali dianggap sebagai pekerjaan 
yang tidak memiliki keahlian khusus (Dhewy 2017). 
Kerja perawatan secara alamiah dibebankan bagi 
perempuan sehingga dalam hal upah, pekerja rumah 
tangga juga berpotensi tidak mendapatkan upah yang 
layak.

Kekerasan Ekonomi: Dua Peran, Satu Perempuan 
Pekerja

Perempuan pekerja menghadapi bentuk kekerasan 
ekonomi dalam hal ekonomi atau kerja perawatan. 
Mereka tidak hanya bekerja di pabrik atau sebagai 
pekerja rumahan (home based worker), tetapi juga 
harus menjalankan tugas perawatan di rumah dan 
membayar upah kepada pengasuh. Paralel dengan 
tanggung jawab pekerjaannya sebagai pekerja, mereka 
juga dihadapkan pada pekerjaan tidak berbayar di 
ranah reproduksi sosial. Meskipun sering kali mereka 
adalah pencari nafkah utama dalam keluarganya, 
namun mereka kerap dianggap sebagai pencari 
pelengkap upah dari pencari nafkah utama, yang 
sering kali adalah laki-laki dalam konteks keluarga 
pada umumnya.
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Temuan studi ini mengungkapkan banyak 
perempuan pekerja di tiga pabrik lokasi studi 
merupakan pencari nafkah utama dan suami atau 
pasangannya sebagai pengangguran. Alasan utama 
pabrik TGSL cenderung lebih memilih perempuan 
sebagai pekerja daripada laki-laki karena perempuan 
dianggap lebih teliti. Meskipun demikian, alasan 
tersebut tidak mengurangi beban kerja perawatan 
yang harus dipikul oleh perempuan pekerja. Tanggung 
jawab perempuan sebagai pencari nafkah utama justru 
menambah kompleksitas dalam pekerjaan mereka. 

Secara kritis. keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
kekerasan ekonomi yang dialami oleh pekerja di pabrik 
maupun perempuan pekerja rumahan tidak hanya 
terjadi di dalam keluarga, melainkan secara sistematis 
dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Model 
kerja ini terjadi dalam skema kerja kapitalisme bahwa 
tenaga kerja dan mesin sebagai alat produksi yang 
menghasilkan produk. Oleh karena itu, upah yang 
diberikan oleh pemberi kerja tidak mempertimbangkan 
aktivitas kerja perawatan yang diemban oleh 
perempuan pekerja. Padahal aktivitas ini mendukung 
dan merupakan bagian integral dari keseluruhan 
produktivitas pekerja di pabrik. Ini merupakan bukti 
konkret ketidaksetaraan gender dan tidak mengakui 
nilai kerja perawatan masih terjadi di industri TGSL.

Model kerja kapitalisme yang tidak mengakui kerja 
perawatan sebagai bagian integral dari produktivitas 
pekerja di pabrik ataupun pekerja rumahan didukung 
oleh pola budaya patriarki yang memisahkan peran 
maskulin dan feminin (Mudzakkir 2022). Dalam konteks 
ini, laki-laki tidak bekerja, laki-laki tidak diharuskan 
mengerjakan tugas rumah tangga. Sebaliknya, 
meskipun perempuan bekerja, perempuan tetap 
diharapkan  melakukan  peran ganda seperti tugas 
domestik. Realitas ini menggambarkan dominasi 
budaya patriarki yang membedakan laki-laki sebagai 
pencari nafkah utama dan perempuan mengurus kerja 
domestik. Akibat dari pemisahan ini, perempuan seakan 
wajib melakukan tugas domestiknya sekalipun ia bekerja 
dan laki-laki tidak memiliki kewajiban melakukan tugas 
domestiknya sekalipun ia tidak bekerja. 

Meskipun kerja perawatan memberikan kontribusi 
signifikan dalam menghasilkan keuntungan bagi 
perusahaan dan pemilik mereka, akan tetapi kerja 
perawatan masih kurang mendapat dukungan yang 
memadai dari pemerintah dan pelaku industri di TGSL 
seperti pengusaha dan pemilik brand. Pada umumnya, 
setelah perempuan pekerja di pabrik maupun pekerja 
rumahan menghabiskan waktu dan tenaganya bekerja 

demi tujuan profit perusahaan atau pemberi kerja, 
kerja-kerja perawatan seperti pengasuhan anak dan 
bahkan ada pula yang menganggap kesehatan mental 
dan penyakit kerja yang dialaminya sebagai tanggung 
jawab pribadi perempuan pekerja di luar lingkup 
pekerjaan formal.

Berdasarkan catatan diskusi kelompok fokus 
(FGD) yang dilakukan oleh Trade Union Rights Centre 
(TURC) pada tahun 2022 dengan serikat pekerja di tiga 
pabrik produsen sepatu yang berlokasi di Banten dan 
Tangerang, ditemukan bahwa ketiga pabrik tersebut 
belum menyediakan fasilitas daycare. Oleh karena itu, 
bagi pekerja yang memiliki anak, mereka terpaksa 
harus menitipkan anak mereka pada anggota keluarga, 
daycare, atau pengasuh. Lebih ironis, biaya untuk 
mempekerjakan pekerja rumah tangga, pengasuh 
anak, atau biaya daycare tidak dihitung sebagai 
salah satu komponen pengupahan. Akibatnya, upah 
yang diterima oleh para perempuan pekerja tidak 
mencukupi untuk membiayai layanan penitipan 
anak. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam 
sistem upah menunjukkan kesulitan para perempuan 
pekerja dalam memenuhi kebutuhan kerja perawatan. 
Padahal, perlu dicatat bahwa Konvensi ILO Nomor 156 
menyatakan bahwa pekerja dengan Tanggung Jawab 
Keluarga menekankan pentingnya memperhatikan 
beban pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga. 
Terutama ketika pekerja bekerja di rumah, pemberi 
kerja diharapkan untuk memahami peningkatan 
beban pekerja, dengan semua aktivitas pekerjaan 
dan tanggung jawab keluarga dilaksanakan di rumah. 
Konvensi ini mendorong pentingnya penyediaan 
layanan perawatan, seperti daycare yang terjangkau 
dan mudah diakses bagi pekerja di rumah.

Pemenuhan Hak Maternitas: Jalan Panjang dan 
Berliku Menuju Kesetaraan 

Pemenuhan hak-hak maternitas oleh pemberi 
kerja dan negara memiliki dampak signifikan dalam 
memperbaiki situasi perempuan pekerja dalam ranah 
reproduksi sosial terutama kerja perawatan, sambil 
tetap mengukuhkan tanggung jawab laki-laki dalam 
rumah tangga. Misalkan, dengan memberikan cuti 
melahirkan untuk ibu dan ayah yang cukup, pemberi 
kerja memberikan perempuan pekerja dan pasangannya 
kesempatan untuk fokus pada perawatan anak mereka 
tanpa harus khawatir tentang pekerjaan. Contoh lain, 
fasilitas perawatan anak di tempat kerja menghilangkan 
kendala yang sering kali membuat perempuan pekerja 
harus memilih antara karir dan peran orang tua. 
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Secara regulatif, telah ada aturan-aturan yang 
mengatur hak-hak terkait kehamilan, seperti UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto UU Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur 
cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan fasilitas 
untuk ibu menyusui. Namun, pada level implementasi 
pemenuhan hak maternitas sesuai Konvensi ILO Nomor 
183 tentang Perlindungan Maternitas bagi perempuan 
pekerja masih buruk di sektor pekerja formal maupun 
informal. Temuan studi ini mengungkapkan perempuan 
pekerja, terutama perempuan pekerja rumahan, masih 
belum mendapatkan hak maternitas yang layak. Ini 
mencakup cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, 
serta akses yang terbatas ke fasilitas penitipan anak dan 
ruang laktasi.

Studi  yang dilakukan oleh Saleh et al. (2023) 
mengungkapkan bahwa implementasi yang buruk dari 
hak-hak maternitas dapat menyebabkan diskriminasi 
gender di tempat kerja. Diskriminasi gender di tempat 
kerja, misalnya; 1) perempuan pekerja mengalami 
perlakuan yang tidak adil saat mencoba mengambil cuti 
haid; 2) perempuan pekerja menghadapi tingkat stres 
dan ketidaknyamanan yang tinggi jika harus kembali 
bekerja terlalu cepat setelah melahirkan, terutama jika 
akses mereka ke fasilitas perawatan anak di tempat kerja 
terbatas; dan 3) pekerja informal, termasuk perempuan 
pekerja rumahan, sering kali tidak memiliki akses ke 
perlindungan sosial dan hak-hak kerja yang layak. 
Dalam konteks ini, perempuan pekerja informal lebih 
rentan terhadap implementasi yang buruk dari hak-
hak maternitas karena hubungan kerja yang tidak jelas 
dan ketidakjelasan batas antara ruang hidup dan ruang 
kerja. Kondisi ini pun diperparah oleh tidak ada regulasi 
yang mengatur pekerja di sektor informal terutama 
pekerja rumahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan 
perubahan dalam kebijakan dan praktik perusahaan, 
serta dukungan dari pemerintah untuk memastikan 
pelaksanaan yang baik terhadap hak-hak maternitas.

Temuan studi ini mengungkapkan bahwa 
perusahaan di tiga pabrik lokasi studi sering kali 
mengopresi dan tidak memerhatikan kebutuhan 
perempuan sehingga tidak menganggap menstruasi 
sebagai alasan yang valid untuk cuti. Alih-alih 
mengakui nyeri haid sebagai masalah kesehatan 
yang sah, perusahaan lebih suka untuk memberikan 
izin “istirahat haid” dari pada memberikan cuti haid. 
Akibatnya, perempuan pekerja hanya bisa beristirahat 
di klinik perusahaan saat merasa nyeri haid, tanpa 
mempertimbangkan ketidaknyamanan lain yang 

mereka alami. Dalam studi ini, salah seorang informan 
perempuan pekerja menyatakan bahwa: 

Iya istirahat di klinik. Kalau sakitnya sudah hilang, kerja 
lagi. Soalnya kalau cuti haid susah ambilnya. Nanti ada 
(rekan kerja dan atasan) yang julid, ribet banget (AX 2022, 
Wawancara 15 Oktober). 

Selain itu, seorang Informan lain menyatakan 
bahwa ia khawatir target produksi tidak tercapai jika 
mengambil cuti haid dan khawatir tidak mendapat 
upah lembur untuk menambah upah bulanan yang 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (BX 
2022, Wawancara 15 Oktober).

Pemberi kerja juga tidak menyediakan obat 
penghilang rasa sakit di kotak P3K yang bisa 
diakses dengan mudah oleh perempuan pekerja 
yang mengalami nyeri haid ketika bekerja. Situasi 
ini menunjukkan bahwa akses perempuan pekerja 
terhadap perlindungan K3 yang memadai masih 
tergantung pada niat dan komitmen pemberi kerja, 
bukan dijamin sebagai hak fundamental. 

Sulitnya perempuan pekerja untuk mengambil cuti 
haid tidak terlepas dari sistem kerja di perusahaan 
terutama pabrik TGSL yang saling memiliki 
ketergantungan satu sama lain. Pada level dan hierarki 
terendah para perempuan pekerja yang disebut 
operator bekerja dengan sistem mini cell1 sebagaimana 
diilustrasikan pada gambar 2. Misal, pada departemen 
menjahit terdapat 40 orang perempuan pekerja untuk 
menjahit bagian tertentu sepatu, dan 40 orang tersebut 
saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu 
perempuan pekerja absen dengan alasan apa pun, 
termasuk karena sedang cuti haid, maka kondisi 
ini dianggap dapat mengganggu jalannya capaian 
target produksi. Meskipun ada sebagian perusahaan 
menerapkan mekanisme zona buffer (buffer zone)2, 
namun pada level implementasi mekanisme ini 
dianggap tidak mengatasi persoalan ini. Dengan sistem 
kerja tersebut, para perempuan pekerja yang berada 
pada tingkat operator kerap mengalami kekerasan 
verbal dan tekanan secara vertikal dari supervisor 
mereka. Selain itu, tekanan secara horizontal datang dari 
rekan kerja. Kombinasi tekanan memiliki dampak pada 
kesehatan mental mereka, menyebabkan tingkat stres 
yang tinggi karena beban kerja yang terus bertambah. 
Pada sisi ranah produksi, mereka harus bekerja di 
bawah tekanan target produksi yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan. Di sisi ranah reproduksi sosial, mereka 
masih harus memikul tanggung jawab kerja perawatan.
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Gambar 2. Bagaimana Produksi Sepatu Beroperasi di Tiga Pabrik di Provinsi Banten

Sumber: Saleh et al. (2023)

Dengan sistem kerja tersebut dan target produksi 
yang tinggi, perusahaan sering kali menerapkan 
prosedur izin yang rumit. Beberapa perempuan pekerja 
yang mencoba mengajukan cuti menstruasi bahkan 
mengalami penolakan dari atasan mereka, yang cemas 
bahwa ini akan memengaruhi pencapaian target 
produksi. Akibatnya, para pekerja merasa enggan untuk 
mengambil cuti, khawatir bahwa ini akan mengganggu 
proses produksi. 

Salah satu informan dalam studi ini mengatakan 
bahwa dirinya kerap kali mengajukan cuti haid, tapi 
tidak diberikan izin oleh atasannya. 

(Bos) bilang, kayaknya sepele ya kalau sedang haid. Kata 
supervisornya, “Benarkah, sakit haid?” Iya, padahal aku 
izin untuk itu (cuti haid). Iya, kalau sakitnya parah sampai 
pingsan, ya mungkin saja diberikan (izin). Tapi, kalau hanya 
sakit haid biasa ya sudah, tidak akan diberikan (izin)” (CX 
2022, Wawancara 15 Oktober).

Selain itu, aspek lain yang perlu dipertimbangkan 
adalah ketersediaan pembalut gratis, yang meskipun 
sederhana, memiliki kepentingan besar bagi perempuan 
pekerja. Selain mengurangi beban finansial, pembalut 
gratis juga memastikan kenyamanan perempuan 
pekerja selama menstruasi, serta mendukung kesehatan 
reproduksi mereka.

Perbedaan signifikan terlihat dalam perlakuan 
terhadap perempuan pekerja di pabrik dengan 
perempuan pekerja rumahan. Perempuan pekerja 
rumahan tidak memiliki hak cuti haid, melahirkan, 

hamil, keguguran, dan tidak ada akses ke pembalut 
gratis. Mereka berada dalam posisi yang lebih rentan 
dan diabaikan oleh kerja formal yang ada. Salah satu 
informan dalam studi ini mengungkapkan bahwa 
dirinya tidak pernah cuti karena tidak memiliki hak 
tersebut,

Ya nggak (ada cuti) sih, kalau saya (lagi sakit atau 
menstruasi) mah yang ke sana (mengambil pekerjaan dari 
pemberi kerja) kan suami ya. Kalau suami sakit, saya yang 
ke sana. Saya nggak pernah kosong, nggak pernah libur (DX 
2022, Wawancara 15 Oktober).

Dalam konteks masa kehamilan, perempuan pekerja 
di pabrik mengalami gangguan kesehatan, seperti mual 
dan muntah, sakit kepala. Meskipun mereka dapat 
mengambil cuti sakit, namun prosesnya rumit dan sulit, 
seperti melampirkan surat keterangan medis dari klinik 
pabrik. Dalam beberapa kasus, mereka merasa terpaksa 
untuk tidak melaporkan masalah kesehatannya selama 
kehamilan. Lebih ironis, perempuan pekerja yang hamil 
cenderung menjadi korban pemutusan hubungan kerja 
oleh pabrik misal yang terjadi di salah satu perusahaan di 
Sukabumi. Perempuan pekerja dengan masa kehamilan 
tujuh bulan di-PHK oleh perusahaan (KSBSI 2022).

Sementara dalam kasus pekerja rumahan, mereka 
terus-menerus terpapar bahan berbahaya dalam proses 
pengeleman sepatu. Hal ini berdampak serius pada 
kondisi kehamilan mereka dan peningkatan risiko 
keguguran. Salah satu informan menyatakan bahwa ia 
sempat mengalami keguguran anak kedua dan kelima 
selama menjadi pekerja rumahan pengelem sepatu 
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Yang kegugurannya, dia (janin) dua bulan di perut. Tahun 
berapa ya, sebelum Covid-19, tahun 2017 kalo nggak salah. 
Saya ngelem (waktu hamil). Saya capek, kecapekan. Waktu 
itu kerjaan (sedang) numpuk-numpuknya, sampai malem. 
Makanya, kuat amat (saya kerja) sampai malam sambil 
hamil? (EX 2022, Wawancara 15 November).

Kondisi tersebut mencerminkan bagaimana pekerja 
rumahan ditempatkan dalam posisi yang rentan dan 
diabaikan oleh peraturan dan perlindungan kerja yang 
ada. Oleh karena itu, dengan memberikan perempuan 
pekerja cuti hamil dan melahirkan yang layak dan 
memadai, maka ini adalah salah satu bentuk pengakuan 
bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses fisik 
yang membutuhkan waktu dan pemulihan yang cukup. 
Kebijakan semacam ini memungkinkan perempuan 
pekerja untuk merawat anak mereka dengan tenang dan 
merasa lebih terhubung dengan bayi mereka selama 
masa penting ini. Meskipun pekerjaan reproduksi sosial 
dan merawat anak bukanlah tugas eksklusif perempuan, 
namun pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan bagi 
perempuan pekerja ini minimal mengurangi beban 
yang dirasakan oleh perempuan pekerja.

Aspek lain yang secara integral menjadi bagian dari 
pemenuhan hak maternitas dalam penyediaan fasilitas 
ruang laktasi dan perawatan anak.  Dalam konteks 
hak untuk menyusui, target kerja yang tidak realistis 
dan ambisius memberikan dampak serius terhadap 
perempuan pekerja menyusui. Target produksi bagi 
perempuan pekerja yang sedang menyusui tidak serta-
merta berkurang sehingga mereka harus mengatur 
waktu sendiri agar tetap dapat mencapai target. 
Meskipun tersedia fasilitas ruang laktasi, tapi target 
kerja yang tinggi diberlakukan tanpa pertimbangan 
yang memadai terhadap kebutuhan dan kesejahteraan 
perempuan pekerja. Mereka tidak memiliki cukup waktu 
untuk memompa ASI. Oleh karena itu, banyak dari 
mereka terpaksa beralih ke susu formula. Dalam lensa 
5R dari ILO, pemenuhan dukungan atas kerja perawatan 
merupakan hal yang dibutuhkan oleh pekerja, aspek 
pengurangan (reduction) dapat dipenuhi dengan 
penyediaan fasilitas. seperti pojok laktasi, akses layanan 
pengasuhan anak, istirahat/cuti haid yang disediakan 
oleh perusahaan/pabrik merupakan contoh bentuk 
upaya untuk mengurangi beban perempuan. 

Selain itu, studi ini menemukan bahwa perempuan 
pekerja di pabrik terpaksa harus bergantung pada 
anggota keluarga, seperti orang tua, mertua, saudara, 
atau saudari untuk merawat anak-anak mereka. 
Sebagian dari mereka yang berstatus perantauan harus 
mencari bantuan dari tetangga atau kenalan, yang tentu 

saja mengakibatkan beban finansial tambahan yang 
tidak wajar jika dibandingkan dengan upah bulanan 
mereka. Salah satu informan studi  ini mengungkapkan 
betapa dirinya harus mengeluarkan jumlah uang setiap 
bulan untuk biaya penitipan anak. 

Iya, seperti biasa, (situasi pengasuhan anak pada bulan-
bulan pertama) dengan ibu saya. Nanti kalau mau kerja, 
saya serahkan ke penjaga anak. Tentu saja saya (yang 
membayar). Enam ratus lima puluh ribu per bulan (FX 2023, 
Wawancara 15 November).

Pemenuhan fasilitas perawatan anak di tempat kerja 
adalah sebuah langkah progresif dalam mendukung 
perempuan pekerja dan pasangan dalam ranah 
reproduksi sosial. Namun, dalam praktiknya, kesuksesan 
fasilitas perawatan anak sangat tergantung pada 
implementasinya. Pemenuhan fasilitas perawatan anak 
dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan 
pekerja dan pasangan dalam ranah reproduksi sosial, 
dengan catatan bahwa pelaksanaan dan kualitas 
fasilitas tersebut harus dikelola dengan baik. 

Berdasarkan studi  lapangan yang dilakukan oleh tim 
peneliti, kami menemukan perbedaan signifikan yang 
dialami oleh perempuan pekerja rumahan dibanding 
pekerja pabrik. Kondisi mereka tak memungkinkan 
adanya fasilitas perawatan anak dan ruang laktasi di 
tempat kerja karena rumah dan tempat kerja tidak 
ada batas pemisah. Ruang kerja dan ruang hidup 
pekerja rumahan yang mengelem sol sepatu yang 
tidak terpisahkan berdampak pada anggota keluarga, 
termasuk anak-anak mereka, yang juga terpapar bau 
lem dan mengalami masalah kesehatan. Bau lem yang 
ada di dalam rumah menciptakan risiko buruk terhadap 
kesehatan selama periode kehamilan dan menyusui 
juga. Selama kehamilan dan menyusui, banyak 
pekerja rumahan terpaksa terus bekerja mengelem 
sepatu karena kebutuhan akan pendapatan, yang 
menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius.

Situasi ini juga membebani perempuan dengan 
tanggung jawab yang berat dalam merawat anak dan 
bekerja secara simultan. Anggota keluarga laki-laki, baik 
pasangan, anak, orang tua, saudara, maupun kerabat, 
perlu berpartisipasi aktif dalam pembagian tugas rumah 
tangga dan perawatan anak. Dengan demikian, beban 
yang dihadapi perempuan sebagai pekerja rumahan 
dapat berkurang. Pemerintah dan perusahaan juga 
harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan 
kerja yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua 
pekerja, termasuk mereka yang bekerja dari rumah. 
Namun, upaya ini masih menemui kendala karena 
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pekerja rumahan belum diakui sebagai pekerja sehingga 
sulit untuk memperoleh hak-haknya, termasuk hak 
maternitas dan hak atas pekerjaan yang layak. Upaya 
memperoleh pengakuan (recognition) pekerja rumahan 
pernah dilakukan melalui Judicial Review oleh Trade 
Union Rights Centre (TURC) dan Jaringan Pekerja 
Rumahan Indonesia (JPRI). Lima pekerja rumahan 
melakukan uji materi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan) pada Agustus 
2022 (Arfana 2022). 

Dalam konteks ini, konsep 5R yang diusung oleh 
International Labour Organization (ILO) juga menjadi 
relevan. Recognition (pengakuan) terkait pemberian 
hak cuti hamil dan melahirkan dengan tidak adanya 
pemotongan upah saat cuti adalah langkah awal 
dalam menghargai peran perempuan. Reduction 
(reduksi) dicerminkan dalam upaya memberikan 
fasilitas dan layanan, seperti pojok laktasi dan akses 
layanan pengasuhan anak. Redistribution (pemindahan) 
dapat dilihat dari ketersediaan layanan perawatan 
(di tempat kerja atau yang mudah diakses) yang 
membantu mendistribusikan peran perawatan oleh 
perusahaan atau pemberi kerja. Sementara itu, Reward 
(penghargaan) seperti memberikan bonus dan program 
pelatihan yang mendukung perempuan dalam peran 
perawatan, menjadi bentuk apresiasi atas tugas 
perawatan. Namun, perlu diakui bahwa untuk pekerja 
rumahan, akses terhadap hak-hak dan layanan ini 
mungkin tidak sebanding karena nihilnya pengakuan 
sebagai pekerja dari pemerintah. Bahkan pekerja 
rumahan harus membagi jam kerja mereka dengan 
merawat anak di rumah yang akan berpengaruh pada 
jumlah waktu dan target yang dapat diselesaikan untuk 
mendapat upah kerja. 

Paket kebijakan perawatan ini harus bersifat khusus 
untuk setiap negara dan mencakup kombinasi waktu 
(cuti), manfaat (keamanan pendapatan), hak, dan 
layanan untuk memungkinkan hak untuk merawat 
dan dirawat serta untuk mempromosikan kesetaraan 
gender dan pekerjaan yang layak (Addati et al. 2022). 
Paket kebijakan perawatan perlu berbasis hak dan 
responsif terhadap gender, terintegrasi, universal, dan 
didasarkan pada solidaritas, representasi, dan dialog 
sosial. Mereka juga harus mengadopsi pendekatan 
siklus hidup dan mencakup kebijakan dan layanan mulai 
dari cuti perawatan dan hak menyusui hingga layanan 
perawatan anak dan lansia untuk semua pekerja yang 
memiliki tanggung jawab keluarga.

Penutup

Perempuan pekerja di industri sepatu dan pekerja 
rumahan menghadapi beban ganda dalam mencapai 
target produksi tinggi sambil memikul kerja-kerja 
perawatan. Mereka menghadapi tantangan di bidang 
produksi dan reproduksi sosial. Secara khusus, 
perempuan pekerja rumahan lebih rentan terhadap 
risiko kesehatan dibandingkan pekerja pabrik karena 
kurangnya pemisahan antara tempat kerja dan tempat 
tinggal mereka.

Partisipasi aktif anggota keluarga laki-laki penting 
dalam pekerjaan rumah dan perawatan anak untuk 
mengurangi beban yang ditanggung oleh perempuan 
pekerja. Pemerintah dan perusahaan seharusnya 
berkomitmen untuk mengatasi tantangan tersebut, 
seperti menyediakan penitipan anak secara gratis.

Selain itu, perempuan pekerja pabrik maupun 
rumahan sering kali terus bekerja meskipun sedang 
hamil dan menyusui, yang dapat menyebabkan masalah 
kesehatan serius. Mereka dianggap sebagai tenaga 
kerja murah, namun upah mereka tidak mencerminkan 
beban kerja perawatan yang mereka lakukan. Oleh 
karena itu, perlu adanya perubahan dalam sikap 
sosial dan kebijakan pemerintah serta industri untuk 
menghargai pekerja perempuan dan mendukung peran 
mereka dalam ranah produksi dan reproduksi sosial.
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(Endnotes)

1	 Sistem Mini Cell adalah metode kerja yang umumnya terjadi di 
tingkat operator di pabrik garmen, sepatu, dan alas kaki. Setiap 
Mini Cell terdiri dari 40 orang pekerja yang saling bergantung 
satu sama lain. Jika salah satu dari 40 orang tersebut dalam 
satu Mini Cell tidak hadir karena alasan tertentu, seperti izin 
ke toilet, hal tersebut dapat berdampak pada pekerjaan 
yang lain dan bahkan dapat mengganggu pencapaian target 
produksi. Sistem kerja Mini Cell ini memberikan tekanan 
ganda pada pekerja, khususnya perempuan pekerja. Mereka 
menghadapi tekanan vertikal dari atasan karena gangguan 
terhadap pekerjaan dan ketidakcapaian target produksi. Secara 
horizontal, tekanan juga berasal dari rekan kerja di dalam satu 
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mini cell karena saling bergantung satu sama lain dan tanggung 
jawab kelompok terhadap target produksi yang tinggi.

2	 Istilah ini merujuk pada sekelompok pekerja (operator) yang 
berfungsi sebagai pekerja cadangan. Fungsi utama mereka 

adalah untuk menggantikan operator utama yang sedang 
berhalangan atau tidak dapat bekerja. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa target produksi yang tinggi tetap tercapai 
meskipun ada kekosongan atau ketidakhadiran dari operator 
utama.
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Abstract

The expansion of oil palm plantation has drawn scholarship attention. On one hand, studies have examined how oil palm plantation 
development serves an important instrument for employment creation, poverty alleviation and rural development. On the other, 
there is plenty of research that shows adverse impacts of such expansion on socio-ecological conditions. This includes the recruitment 
of women plantation workers into maintenance work with flexible labour relations. Meanwhile, literature on oil palm plantations in 
Indonesia has not paid significant attention on care work. Employing feminist political economy perspective, this article attempts to 
understand care work in monoculture oil palm plantations, particularly in relations to maintenance work on plantation. Through the 
concept of social reproduction, care work is understood in a broader terms as a way to draw the entanglement between production 
and reproduction in monoculture oil palm plantations. This article argues that women workers participation into maintenance work 
on plantations show the articulation of social relations based on patriarchal system  with palm oil competition in the global market. 
From the perspective of the women workers, participation in the maintenance work is viewed as a livelihood strategy. The strategy 
that involves works with risk of regular exposure to toxic chemicals is understood as toxic care.

Keyword: care work, social reproduction, oil palm plantation, women workers

Abstrak

Perkembangan perkebunan sawit telah menarik perhatian kajian ilmiah. Di satu sisi, berbagai studi membahas mengenai pentingnya 
pengembangan perkebunan sawit sebagai upaya dalam menyediakan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan 
pedesaan. Di sisi lain, tidak sedikit laporan dan studi yang mengungkap dampak negatif ekspansi perkebunan terhadap kondisi sosial-
ekologis suatu masyarakat dan lingkungannya. Salah satunya adalah perekrutan buruh perempuan di bagian perawatan  perkebunan 
dalam relasi kerja yang fleksibel. Sementara itu, topik kerja perawatan dalam perkebunan sawit masih kurang mendapat perhatian 
dalam literatur perkebunan sawit Indonesia. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik feminis, artikel ini berusaha untuk 
mengkaji kerja perawatan dalam perkebunan monokultur kelapa sawit, khususnya dalam hubungannya dengan kerja perawatan 
perkebunan. Melalui konsep reproduksi sosial, kerja perawatan dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai upaya untuk 
menangkap kelindan antara produksi dan reproduksi dalam perkebunan monokultur kelapa sawit. Artikel ini berpendapat bahwa 
partisipasi buruh perempuan dalam kerja perawatan perkebunan di perkebunan monokultur sawit menunjukkan artikulasi relasi 
sosial masyarakat yang berlandaskan sistem patriarki dengan kompetisi minyak sawit dalam pasar global. Dari sisi buruh perempuan, 
partisipasi dalam kerja perawatan perkebunan dipandang sebagai suatu strategi penghidupan. Strategi yang melibatkan kerja yang 
berisiko paparan racun kimia secara terus-menerus ini dapat disebut sebagai perawatan yang beracun.

Kata kunci: kerja perawatan, reproduksi sosial, perkebunan kelapa sawit, buruh perempuan
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copyright @ 2023 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v28i3.886

Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu 
primadona dalam sektor perkebunan Indonesia 
terutama karena posisi sektor perkebunan sawit 
Indonesia di pasar minyak nabati global. Sejak tahun 
2007, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit 
mentah (crude palm oil) terbesar di dunia. Menurut 
Gambar 1, Indonesia menyumbang sekitar 59 persen 
dari produksi minyak sawit dunia. Pada tahun 2021, 

perkebunan sawit Indonesia mencapai 14.586.597 
hektare dengan produksi mencapai 45.741.845 ton 
(Badan Pusat Statistik 2022). Posisi penting sektor 
perkebunan sawit Indonesia dibarengi dengan 
ekspansi perkebunan sawit. Gambar 2 menunjukkan 
tren ekspansi lahan dan produksi perkebunan sawit  
antara 2017--2021 yang menunjukkan kecenderungan 
peningkatan.
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               Gambar 1. Presentasi Produksi Minyak Sawit terhadap Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 2023 

Sumber: USDA Foreign Agricultural Service (2023)

Gambar 2. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Sawit Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

	 Pertumbuhan sektor perkebunan  sawit 
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi minyak 
sawit yang penting dalam pasar minyak nabati dunia. 
Gambar 3 menunjukkan bagaimana minyak sawit 
mendominasi konsumsi minyak sawit global. Hal ini 

salah satunya disebabkan oleh pandangan bahwa  
sawit adalah komoditi yang paling efisien (lihat Gambar 
4). Selain itu, minyak sawit juga dipandang sebagai 
komoditas yang fleksibel karena dapat diolah menjadi 
berbagai produk (Alonso-Fradejas et al. 2016).

 

Gambar 3. Konsumsi Minyak Nabati Global Berdasarkan Jenis Minyak Nabati (juta metrik ton)

Sumber: Statista (2023)
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Gambar 4. Luas Areal yang Diperlukan untuk Produksi 1 Ton Minyak

Sumber: Kementerian Perindustrian (2021)

Pertumbuhan sektor perkebunan sawit Indonesia 
telah menarik perhatian akademik yang membahas 
aspek ekonomi dari perkebunan sawit. Berbagai studi 
mengangkat pentingnya perkembangan perkebunan 
sawit untuk pembukaan lapangan kerja, pemberantasan 
kemiskinan, dan pembangunan pedesaaan (Rist et al. 
2010; Zen et al. 2005). Sementara itu, studi-studi yang 
lain mengkaji dampak sosial dan ekologis dari ekspansi 
perkebunan  sawit (Richter 2009; Colchester et al. 2006). 
Kondisi kerja di perkebunan  sawit merupakan salah 
satu sorotan laporan dan kajian akademik mengenai 
dampak sosial dari ekspansi perkebunan sawit (Assalam 
& Parsaoran 2018). Salah satunya adalah cukup 
banyaknya buruh perkebunan yang berstatus buruh 
harian lepas (BHL), yang didominasi oleh perempuan 
(Sinaga 2021; Muttaqien et al. 2021). 

Meski topik rentannya buruh perempuan di 
perkebunan sawit bukanlah hal yang baru, literatur 
yang berfokus pada kerja perawatan di perkebunan 
monokultur  sawit masih relatif sedikit. Artikel ini 
berusaha untuk menganalisa kerja perawatan (care 
work) dalam sektor perkebunan monokultur sawit, 
khususnya dalam kaitannya dengan kerja perawatan 
perkebunan (maintenance work). Menggunakan 
konsep reproduksi sosial dalam kajian ekonomi politik 
feminis, artikel ini memahami kerja perawatan dalam 
konteks yang lebih luas, terutama dalam keterkaitan 
antara ranah produktif dan reproduksi sosial. Dalam 
konteks 5R ILO yang meliputi pengakuan (recognition), 
pengurangan (reduction), pembagian (redistribution), 
perwakilan (representation), dan penghargaan (reward) 

- maka analisa kerja perawatan perkebunan yang 
dilakukan buruh perempuan perkebunan merupakan 
langkah awal dari pengakuan mengenai peran para 
buruh ini dalam reproduksi sosial perkebunan sawit.  

Berdasarkan analisa temuan dari studi kasus di empat 
perkebunan monokultur  sawit di Sambas, Kalimantan 
Barat, artikel ini berpendapat bahwa keterlibatan buruh 
perempuan dalam perkebunan sawit harus dipahami 
dalam hubungan antara reproduksi sosial dan proses 
kerja di perkebunan monokultur kelapa sawit yang 
dipengaruhi oleh kompetisi minyak sawit dalam pasar 
global. Partisipasi buruh perempuan dalam kerja 
perawatan perkebunan (maintenance work) dapat 
dipahami secara lebih luas sebagai kerja perawatan (care 
work) dalam konteks reproduksi sosial perkebunan.

Artikel ini ditulis dengan struktur sebagai berikut: 
Bagian pertama berupa pendahuluan. Bagian kedua 
berisi metode penelitian. Bagian ketiga mengulas 
literatur terkait buruh perempuan di perkebunan 
sawit dan kaitannya dengan reproduksi sosial. Bagian 
keempat mengelaborasi kerangka pemikiran yang 
digunakan dalam artikel ini, yaitu kajian ekonomi 
politik feminis, khususnya, konsep kerja perawatan, 
dan reproduksi sosial. Bagian ini diikuti oleh gambaran 
singkat mengenai perkebunan sawit di Sambas. 
Temuan dari studi kasus perkebunan sawit di Sambas, 
Kalimantan Barat, dibahas di bagian keenam. Pada 
bagian ketujuh, penulis memaparkan analisa terhadap 
temuan yang disajikan di bagian sebelumnya. Artikel ini 
ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
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Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi 
ini adalah metode penelitian kualitatif. Studi kasus 
dilakukan pada empat perkebunan (PT A, PT B, PT C, dan 
PT D) kelapa sawit monokultur di Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat. Wawancara dan diskusi kelompok 
terfokus dengan 22 orang buruh perempuan bagian 
perawatan dilakukan sebagai teknik pengumpulan 
data dan dilakukan pada bulan Januari dan Juli 2023. 
Sebagian besar buruh perempuan berusia antara 30 
hingga 50 tahun dan satu orang buruh perempuan 
lansia. Mereka sebagian besar adalah penduduk lokal 
yang memiliki latar etnis Melayu Sambas dan sebagian 
kecil merupakan keturunan transmigran dari Pulau 
Jawa. Satu orang buruh perempuan merupakan buruh 
migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Data wawancara 
dan diskusi kelompok terfokus kemudian ditranskripsi 
dan dianalisa menggunakan analisa konten kualitatif. 
Wawancara dan diskusi kelompok terfokus dilakukan 
sebagai bagian dari proyek penelitian yang lebih besar 
dengan topik Transisi Berkeadilan di Industri Kelapa 
Sawit Indonesia. Perkebunan kelapa sawit wilayah 
Sambas, Kalimantan Barat, dipilih karena merupakan 
salah satu wilayah pengorganisiran dari salah satu 
serikat buruh perkebunan yang terlibat dalam proyek 
penelitian Transisi Berkeadilan di Industri Kelapa Sawit. 

Pemahaman  akan hubungan antara konsep 
reproduksi sosial dengan proses kerja dalam 
perkebunan monokultur sawit ingin dicapai oleh artikel 
ini. Artikel ini tidak mengkaji kerja perawatan dalam 
lingkup kerja domestik yang dilakukan perempuan 
dalam rumah tangga buruh sebab topik ini sudah 
banyak dibahas dalam laporan dan studi tentang 
buruh perempuan di perkebunan sawit. Dengan 
berfokus kepada buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan, artikel ini membahas hubungan antara 
reproduksi sosial dan proses kerja perkebunan. Dalam 
melakukan upaya ini, penulis menggunakan studi 
kasus perkebunan monokultur kelapa sawit di Sambas, 
Kalimantan Barat. Pada dua bagian berikutnya, penulis 
menjelaskan metode penelitian yang digunakan 
beserta profil singkat mengenai perkebunan kelapa 
sawit di Sambas, Kalimantan Barat.

Buruh Perempuan dan Reproduksi Sosial di 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Berbagai kajian mengenai dampak sosial dari 
ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mengungkap 
bagaimana perkebunan sawit menjadi sektor penyedia 

lapangan kerja yang penting bagi masyarakat 
Indonesia (Dib et al. 2018; Dharmawan et al.  2020). 
Hal ini salah satunya digambarkan melalui rekrutmen 
buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit 
Indonesia. Buruh perempuan pada umumnya bekerja 
di bagian perawatan di perkebunan. Menurut Yallita 
dan Mardhiah (2023), pembagian kerja ini dipengaruhi 
oleh faktor risiko kerja, psikologis, dan stigmatisasi 
buruh perempuan di perkebunan. Lebih lanjut, meski 
perkebunan sawit menjadi penyedia lapangan kerja 
bagi perempuan, buruh perempuan di Indonesia 
cenderung bekerja sebagai BHL (Buruh Harian Lepas). 
Karena kecenderungan status sebagai BHL, data yang 
akurat mengenai jumlah buruh perempuan yang 
bekerja di perkebunan sawit sulit ditemukan. Menurut 
Center for International Forestry Research (CIFOR 2017), 
terdapat sekitar 1,5 juta buruh perempuan yang bekerja 
di perkebunan sawit Indonesia, baik perkebunan skala 
besar maupun skala kecil. Menurut Sawit Watch (2019) 
terdapat 16,2 juta orang yang bekerja di perkebunan 
sawit Indonesia, dengan 4 juta orang bekerja secara 
langsung, dan sisanya bekerja secara tidak langsung. 
Yang belakangan juga mencakup buruh perempuan 
di perkebunan. Oleh karena itu, buruh perempuan 
di perkebunan sawit sering disebut sebagai buruh 
siluman. Selain mengerjakan kerja-kerja perawatan 
yang tidak dibayar, sebutan buruh siluman ini juga 
digunakan untuk merujuk ke status buruh perempuan 
sebagai BHL. BHL perempuan di perkebunan sawit 
mendapat upah yang rendah dan tidak memiliki akses 
terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 
yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS). Upah yang rendah berkaitan dengan 
relasi kerja yang fleksibel membuat buruh perempuan 
dibayar sesuai dengan jumlah Hari Kerja (HK). Selain 
itu, buruh perempuan tidak memiliki akses terhadap 
cuti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti cuti haid, cuti 
tahunan, dan cuti sakit.

L i t e r a t u r  m e n g e n a i  b u r u h  p e r e m p u a n 
di perkebunan kelapa sawit pada umumnya 
menunjukkan beban ganda yang ditanggung oleh 
buruh perempuan (Eliza 2021; Fatchiya et al. 2022). 
Selain harus melakukan pekerjaan di perkebunan, 
buruh perempuan juga harus melakukan pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga. Bahkan terkadang buruh 
perempuan juga mengambil pekerjaan tambahan 
di samping pekerjaan sebagai buruh perkebunan 
(Theresia  & Wahyuni 2021). Hal ini dikarenakan 
upah rendah yang diterima oleh buruh perempuan. 
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Beban ganda atau bahkan beban rangkap tiga  ini 
menyebabkan buruh perempuan di perkebunan 
memiliki waktu kerja yang lebih lama dibandingkan 
buruh laki-laki (Rowland et al. 2022). 

Selain mengenai beban ganda yang ditanggung 
oleh buruh perempuan, berbagai kajian yang 
mengangkat isu gender dan perkebunan sawit 
menganalisa perubahan dan dinamika relasi gender 
terkait ekspansi perkebunan sawit. Hal ini secara 
khusus terkait dengan dampak gender dari perubahan 
relasi tanah akibat ekspansi perkebunan sawit. Julia 
dan White (2012) menunjukkan bagaimana artikulasi 
sistem patriarki lokal dengan ekspansi perkebunan 
kelapa sawit memengaruhi pengalaman-pengalaman 
gender yang tercermin dalam relasi tanah, pembagian 
kerja, dan penghidupan. Secara khusus, perubahan 
dalam pembagian kerja berbasis gender tersebut 
menyebabkan perempuan harus bekerja sebagai buruh 
di perkebunan sawit, sebuah fenomena yang disebut 
sebagai feminisasi kerja pertanian (Julia & White 2012). 

Persoalan lain yang muncul dari ekspansi 
perkebunan sawit adalah berkurangnya hutan adat 
di Kalimantan Tengah. Hal ini berdampak pada relasi 
gender masyarakat tenurial Dayak Ngaju, yang 
tercermin dalam dominasi laki-laki dalam relasi tenurial 
tersebut (Siscawati & Mahaningtyas 2012). Hal ini 
mengakibatkan perempuan kehilangan akses terhadap 
tanah dan penghidupan secara lebih luas. Penurunan 
akses penghidupan juga dialami oleh perempuan-
perempuan Dayak Modang di Kalimantan Timur 
akibat perubahan akses gender terhadap sumber daya 
alam dan manfaat adat yang dibawa oleh ekspansi 
perkebunan kelapa sawit (Toumbourou & Dressler 
2020). 

Meski literatur yang mengangkat tema gender 
dan perkebunan telah menunjukkan beban ganda 
perempuan di perkebunan dan  aspek gender juga 
penghidupan yang lebih luas akibat perubahan relasi 
tenurial pascaekspansi perkebunan sawit, studi yang 
berfokus pada kerja perawatan dalam perkebunan 
sawit monokultur masih relatif sedikit. Dalam penelitian 
ini, kerja perawatan dipahami secara lebih luas, yaitu 
dalam pengertian reproduksi sosial. Sebagai upaya 
untuk menunjukkan dan menganalisa kelindan antara 
produksi dan reproduksi dalam perkebunan monokultur 
perkebunan sawit, pada bagian berikutnya, penulis 
menjabarkan kerangka pemikiran yang mendasari 
tulisan ini, yaitu kerja perawatan dan reproduksi sosial 
dalam perspektif ekonomi politik feminis.

Kerja Perawatan dan Reproduksi Sosial dalam 
Kajian Ekonomi Politik Feminis

Kerja perawatan dan reproduksi sosial adalah dua 
konsep yang penting dalam kajian ekonomi politik 
feminis. Kajian ekonomi politik feminis muncul sebagai 
kritik feminis terhadap kajian ekonomi politik dan kajian 
ekonomi politik kritis yang sama-sama mengabaikan 
relasi gender dalam menganalisa relasi antara negara 
dan pasar, khususnya dalam sistem kapitalisme global 
(Bedford & Rai 2010). Dalam kajian ekonomi politik 
feminis, relasi gender menjadi pintu masuk dalam 
mengkaji relasi antara negara, pasar, dan nonpasar, 
baik dalam konteks produksi maupun dalam konteks 
reproduksi sosial (Rao & Akram-Lodhi 2021). Berbagai 
analisa dari kajian ekonomi politik feminis memiliki 
kesamaan pandangan dengan kajian ekonomi feminis 
(Mezzadri et al. 2021). Termasuk mengenai konsep 
kerja perawatan dan ekonomi perawatan. Ekonomi 
perawatan pada dasarnya merujuk pada ekonomi 
yang berkaitan dengan kerja-kerja perawatan. 
Konsep ini awalnya muncul sebagai bentuk perhatian 
para ekonom feminis mengenai nilai ekonomi dari 
kerja perawatan khususnya dalam merumuskan 
kebijakan publik yang relevan, yang meliputi keadilan 
pembayaran, penilaian dari kerja nonpasar, dan 
dukungan publik terhadap orang tua (Folbre 1995). 
Nancy Folbre (2006) memahami ekonomi perawatan 
dalam kerangka kerja-kerja perawatan yang dapat 
dikategorikan berdasarkan hubungan kerja perawatan 
dengan pasar, karakteristik proses kerja, dan tipe-tipe 
penerima perawatan. Berdasarkan aspek hubungan 
antara kerja perawatan dengan pasar, kerja-kerja 
perawatan mencakup kerja-kerja subsisten yang 
tidak dibayar, kerja informal, dan kerja perawatan 
yang dibayar. Masing-masing kategori ini dapat 
diklasifikasikan lebih lanjut menjadi kerja perawatan 
langsung yang mencakup keterlibatan personal dan 
emosional serta kerja perawatan tidak langsung 
yang mendukung kerja perawatan langsung. Dalam 
aspek karakteristik proses kerja, kerja perawatan 
dapat mengacu pada kerja-kerja yang melibatkan 
interaksi personal yang dekat atau interaksi emosional. 
Sementara dalam aspek penerima jasa kerja perawatan, 
terdapat anak-anak, orang tua, orang sakit, kelompok 
difabel, dan diri sendiri. 

Nicola Yeates (2004) memahami kerja perawatan 
sebagai aktivitas atau hubungan yang membantu 
kesejahteraan fisik dan emosional pihak lain yang tidak 
dapat atau cenderung tidak dapat melakukan aktivitas 
tersebut. Baik konseptualisasi yang ditawarkan Folbre 
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maupun definisi yang diajukan oleh Yeates sama-
sama memandang bahwa kerja-kerja perawatan tidak 
hanya dilakukan di rumah. Sesuai dengan hal ini, Paula 
England (2005) berpendapat bahwa kerja perawatan 
dapat dilakukan di rumah maupun disediakan oleh 
pasar dengan mendapatkan bayaran. Terkait kerja-kerja 
perawatan yang dibayar, dikenal konsep ekstraktivisme 
perawatan yang merujuk pada eksploitasi pekerja 
dan penipisan sumber daya di sektor kesehatan 
akibat dampak kebijakan neoliberalisme (Wichterich 
2019). Konsep ekstraktivisme perawatan ini dapat 
dihubungkan dengan istilah perawatan korporat 
(Nading 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep kerja 
perawatan dan ekonomi perawatan pada awalnya 
berfokus pada hubungan antara kerja dan rumah 
tangga dengan upaya untuk menangkap bagaimana 
kerja-kerja perawatan memengaruhi karateristik dari 
kerja dan hubungan pekerjaan (Mezzadri et al. 2021, 
hlm. 1788 ). Meski literatur feminis tentang kerja 
perawatan telah memberikan sumbangsih pemikiran 
mengenai bagaimana kerja perawatan dapat dipahami, 
perlu ditekankan kembali bahwa kerja perawatan 
adalah konstruksi sosial sehingga batasan antara apa 
yang menjadi kerja perawatan dan tidak harus terus 
diproblematisasi. Lebih lanjut, penulis memahami kerja 
perawatan dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam 
konteks reproduksi sosial. 

Konsep reproduksi sosial menawarkan 
keterhubungan antara produksi barang dan jasa 
dengan produksi kehidupan (Luxton 2006, hlm. 
36). Para pemikir feminis mengembangkan konsep 
reproduksi sosial menjadi teori reproduksi sosial 
(Bhattacharya 2017). Teori reproduksi sosial berupaya 
memetakan sistem kapitalisme sebagai suatu relasi 
sosial, yang melibatkan hubungan terintegrasi antara 
poin produksi dan ruang reproduksi tenaga kerja 
(Bhattacharya hlm. 4 & 7). Menurut teori ini, ruang 
reproduksi tenaga kerja tidak hanya terjadi di rumah, 
tetapi harus memperhatikan relasi sosial yang lebih 
luas. Dengan demikian, konsep reproduksi sosial 
menunjukkan bahwa perjuangan feminis tidak hanya 
terbatas pada keseimbangan antara kerja produktif 
dan rumah tangga, tetapi lebih dari itu, termasuk 
perjuangan perumahan yang layak, keamanan pangan, 
kerja dengan penghasilan yang layak, perjuangan 
peningkatan layanan publik, dan lain sebagainya (Fraser 
2017, hlm. 35). Reproduksi sosial dapat merujuk pada 
tiga aspek, yaitu: (1) reproduksi biologis orang-orang, 
termasuk kehamilan, menyusui; (2) reproduksi tenaga 

kerja yang tidak hanya melibatkan kerja subsisten, 
tetapi juga pendidikan dan pelatihan; (3) reproduksi 
layanan sosial dan kebutuhan perawatan, baik yang 
diprivatisasi dalam keluarga maupun di luar rumah 
tangga, atau kombinasi keduanya (Bakker& Gill 2003, 
hlm. 32). Selain itu, reproduksi sosial juga mencakup 
institusi-institusi, proses-proses, dan relasi sosial yang 
terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan 
komunitas, yang merupakan tumpuan dari produksi 
dan pertukaran (Bakker 1999). Reproduksi sosial 
juga menjadi konsep yang produktif dalam melihat 
keterhubungan antara kehidupan sehari-hari dengan 
aspek ekonomi global yang lebih luas (Elias & Rai 2019). 
Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial, kerja 
perawatan dapat ditempatkan dalam lanskap sosial 
yang lebih luas (Kofman 2012).

Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial 
sebagai lensa analisa, batasan antara produksi dan 
reproduksi dapat dipahami sebagai konstruksi sosial. 
Menurut para pemikir feminis, semua kerja bersifat 
produktif (Federici 2012). Selain itu, kerja produktif 
dan reproduktif dapat dilakukan secara bersamaan 
dan bukan sebagai alternatif atau sekuensial. Hal ini 
dapat dilihat dalam konteks sektor pertanian dan 
perkebunan (Gore & LeBaron 2019). Kerja subsisten di 
sektor pertanian pada umumnya dilihat sebagai kerja 
reproduktif yang terekam dalam sistem perhitungan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan 
pertanian skala kecil, batasan antara produktif dan 
reproduktif dalam perkebunan agribisnis skala besar 
memang lebih terlihat. Meskipun demikian, batasan 
tersebut masih tetap relatif samar. Begitu pula dalam 
konteks perkebunan monokultur kelapa sawit skala 
besar yang tidak memiliki pemisahan antara ruang kerja 
dan ruang hidup. Dengan demikian,  kerja perawatan 
perlu dipahami secara lebih luas.

Selain tidak adanya pemisahan antara ruang kerja 
dan ruang hidup yang membutuhkan pemahaman 
kerja perawatan dalam arti yang lebih luas, perawatan 
dalam konteks perkebunan monokultur  sawit juga 
dapat dihubungkan dengan  salah satu kegiatan kerja 
perkebunan. Aktivitas kerja di perkebunan monokultur 
sawit pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kerja 
pemanenan dan kerja perawatan. Kerja pemanenan 
pada umumnya dilakukan oleh laki-laki karena ada 
anggapan bahwa aktivitas ini membutuhkan fisik yang 
lebih kuat. Kerja perawatan meliputi aktivitas perawatan 
pohon sawit mulai dari pemupukan, penyemprotan 
herbisida hingga pembersihan piringan. Pembagian 
kerja ini berbasis gender yang menyebabkan 
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perempuan mendominasi kerja perawatan. Sebagai 
buruh perawatan perkebunan, buruh perempuan pada 
umumnya bekerja dengan status BHL karena adanya 
anggapan bahwa kerja perawatan perkebunan bukan 
merupakan kegiatan utama dalam aktivitas kerja di 
perkebunan. Hal ini menunjukkan konsep reproduksi 
sosial perlu dikaitkan dengan proses kerja dalam 
perkebunan monokultur kelapa sawit. Hal ini sesuai 
dengan pemahaman dalam konsep reproduksi sosial 
bahwa batasan antara produksi dan reproduksi harus 
dipahami secara historis dan melibatkan transformasi 
proses-proses sosial, berbagai mekanisme dan institusi 
yang menjadi tumpuan masyarakat, produksi, dan 
kekuasaan (Bakker & Gill 2003). Selain itu, proses kerja 
dalam produksi memiliki dampak politis dan ideologis 
yang memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan 
(Burawoy 1985).

Menghubungkan konsep reproduksi sosial dengan 
proses kerja dalam perkebunan monokultur kelapa 
sawit juga membantu memahami dua hal. Pertama, 
pemahaman akan keseharian dalam perkebunan 
monokultur sawit dapat diperoleh apabila aspek 
produksi dan reproduksi dipahami sebagai dua 
relasi yang terintegrasi satu dengan yang lain. 
Kedua, menghubungkan konsep reproduksi sosial 
dengan proses kerja dapat membantu memahami 
kerja perawatan perkebunan dalam kerangka 
rezim perburuhan sebagai kerja perawatan. Rezim 
perburuhan mengacu kepada sekumpulan relasi-
relasi sosial dan institusi yang membentuk buruh dan 
memengaruhi eksploitasi pada berbagai skala dan 
melalui berbagai bidang dalam jangkauan ekonomi 
global (Baglioni et al. 2022, hlm. 82). Pengertian ini tidak 
hanya menyoroti aspek sosial, tetapi juga aspek ekologis 
dari rezim perburuhan (Sinha 2023). Rezim perburuhan 
perkebunan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 
konsentrasi dan kekuasaan industri agribisnis skala 
besar, khususnya kecenderungan perkebunan 

monokultur skala besar yang diikuti oleh penekanan 
pada kebijakan modernisasi pertanian, yang melibatkan 
penggunaan teknologi intensif, bibit dengan hasil 
tinggi, dan bahan kimia pertanian, seperti pupuk dan 
pestisida. Bahan kimia pertanian mengandung racun 
dan para buruh perkebunan terpapar racun tersebut. 
Terkait penggunaan racun yang cukup intens dalam 
sektor pertanian modern, kritik para pemikir di bidang 
lingkungan mengenai merajelalanya penggunaan racun 
dalam kehidupan modern menggarisbawahi bahwa 
kerja adalah cerminan dari penduniaan yang beracun, 
Tubuh yang bekerja tidak hanya menjadi sebuah 
mekanisme penduniaan yang beracun, tetapi juga 
menjadi dunia yang beracun itu sendiri (Nading 2020). 
Dalam konteks ini, diperkenalkan istilah perawatan 
yang beracun, yang berusaha memahami perawatan 
dalam lingkup merajalelanya penggunaan racun dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Perkebunan Kelapa Sawit di Sambas, Kalimantan 
Barat

Sejak tahun 2007, Indonesia merupakan produsen 
minyak sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2021, 
luas perkebunan sawit di Kalimantan Barat mencapai 
1.829.533 hektare (Badan Pusat Statistik 2022). Gambar 
5 menunjukkan kontribusi Provinsi Kalimantan Barat 
terhadap produksi minyak sawit mentah nasional. 
Sementara pada tahun 2022, luas perkebunan sawit di 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mencapai 81.743 
hektare, yang mengalami kenaikan dari 68.676 hektare 
pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kalimantan 
Barat 2023a). Pada tahun 2022, produksi minyak sawit 
dari perkebunan skala besar di Kabupaten Sambas 
mencapai 272.850 ton (Badan Pusat Statistik Kalimantan 
Barat 2023b). Berbagai studi telah mengangkat 
perubahan lanskap akibat ekspansi perkebunan sawit 
di Kabupaten Sambas (Milieudefensie 2018; Nurhidayah 
et al. 2015). 

Gambar 5. Produksi Minyak Sawit Mentah Berdasarkan Provinsi Tahun 2021                  

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2022
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Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang 
terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Sambas 
dengan sawit sebagai komoditi pertanian yang semakin 
penting perannya di samping beras, sayur-sayuran, 
dan karet (Supriadi 2013). Pentingnya peranan sawit 
sebagai komoditi pertanian di Kabupaten Sambas juga 
membawa dampak terhadap proses produksi komoditi, 
yang juga menunjukkan perubahan lanskap pertanian 
akibat ekspansi perkebunan sawit (Morgan 2017). 
Selain itu, ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten 
Sambas mendapatkan perlawanan dari masyarakat 
lokal, memicu konflik lahan (de Vos 2016), termasuk 
protes dari para perempuan lokal (Morgan 2017). 
Sebuah studi menunjukkan dampak-dampak gender 
dari ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Sambas 
(De Vos & Delabre 2018).

Buruh Perawatan Perkebunan dan Reproduksi 
Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit

Buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
di PT A, B, C, dan D melakukan kerja perawatan 
perkebunan baik pemupukan maupun penyemprotan 
pestisida. Buruh perempuan di PT A, B, dan C berstatus 
sebagai BHL. Akibat status mereka sebagai BHL, buruh 
perempuan tidak memiliki akses terhadap hak-hak 
perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti hak 
cuti, termasuk cuti haid dan cuti melahirkan. Dalam 
konteks ekonomi perawatan, hak-hak ini merupakan 
bagian dari kebijakan dan layanan perawatan. 
Ketiadaan akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan ini 
menunjukkan belum adanya pengakuan (recognition) 
terhadap kebutuhan perawatan buruh perempuan. 

Salah satu buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT B menjelaskan bagaimana dirinya 
harus bekerja hingga usia kehamilan delapan bulan 
dan kemudian berhenti bekerja hingga bayinya 
berusia tiga bulan (Ibu A 2023, Wawancara 20 Januari). 
Selama periode tidak bekerja ini, ia tidak dibayar oleh 
perusahaan. Selain ketiadaan akses terhadap cuti, para 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
ini tidak memiliki akses terhadap asuransi yang 
disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Para buruh 
perempuan ini juga tidak ikut serta dalam asuransi 
kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Para 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
yang berstatus BHL ini juga memiliki kesulitan 
dalam mengakses Alat Pelindung Diri (APD). Di PT 
A, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 

tidak disediakan APD oleh perusahaan perkebunan 
sehingga mereka harus membeli sendiri. Di PT B, 
APD disediakan oleh perusahaan hanya sekali dalam 
setahun. Berdasarkan diskusi kelompok, terfokus 
dengan buruh perempuan di PT ini (FGD 2023, 20 
Januari), APD biasanya sudah rusak setelah tiga bulan. 
Sementara buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT C tidak menggunakan apron, 
melainkan hanya menggunakan masker dan sarung 
tangan ketika melakukan pemupukan. APD disediakan 
oleh perusahaan di masa lalu, sementara saat ini tidak 
lagi karena alasan efisiensi. 

Sementara buruh perempuan bagian perawatan di 
PT D berstatus Buruh Harian Tetap (BHT). Istilah BHT yang 
digunakan oleh perusahaan menimbulkan kerancuan 
mengenai status kerja para buruh perempuan. Menurut 
para buruh perempuan, status ini menunjukkan status 
mereka yang sudah “tetap”. Meski demikian, para buruh 
perempuan bagian perawatan perkebunan di PT ini tetap 
dibayar dengan berdasarkan Hari Kerja (HK). Seperti 
yang akan dijelaskan di bawah ini, Hari Kerja merupakan 
komponen penentu berapa besar penghasilan yang 
diterima oleh buruh perempuan. Hanya saja, tidak 
seperti BHL yang tidak dibayarkan HK-nya ketika tanggal 
merah atau hari libur, buruh perempuan yang berstatus 
BHT di PT D tetap mendapatkan HK pada hari libur. 
Berdasarkan wawancara dengan buruh perempuan di 
PT D, perbedaan yang mereka rasakan setelah diangkat 
menjadi buruh “tetap” adalah akses yang mereka miliki 
terhadap hak cuti dan BPJS. Selebihnya, mereka tetap 
dibayar berdasarkan perhitungan HK. Meski demikian, 
beberapa buruh perempuan mengaku belum dapat 
mengakses cuti haid. Berdasarkan diskusi kelompok 
terfokus dengan para buruh perempuan di PT D tidak 
ada kesulitan dalam mengakses APD. Ketika APD rusak, 
buruh perempuan dapat meminta kepada perusahaan 
(FGD 2023, 11 Juli). 

Mengenai isu upah, para buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan, baik yang berstatus BHL 
maupun BHT, dibayar berdasarkan HK. HK merupakan 
satuan hari kerja dengan nilai nominal tertentu yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Nilai nominal tersebut 
kemudian dikalikan dengan jumlah HK yang dimiliki 
oleh buruh perempuan dalam sebulan. Penggunaan 
HK sebagai dasar perhitungan upah buruh perempuan 
menunjukkan penekanan terhadap aspek produktivitas 
buruh.  Tabel 1 menunjukkan jumlah penghasilan yang 
diterima oleh buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan dan perbandingannya dengan Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) Sambas. Berdasarkan 
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Tabel 1, dapat dilihat bahwa penghasilan yang diterima 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
masih di bawah UMK. Perhitungan penghasilan pada 
Tabel 1 menggunakan asumsi buruh perempuan 
memiliki HK 5 hari dalam seminggu. Sementara 
pada saat wawancara dan diskusi kelompok terfokus 
dilakukan dengan buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT C, para buruh baru saja mendapat 
informasi dari perusahaan bahwa jumlah HK mereka 

dikurangi menjadi 4 hari dalam seminggu disebabkan 
oleh produksi yang menurun. Ini berarti bahwa buruh 
perempuan menerima penghasilan bahkan lebih 
rendah dari perhitungan di Tabel 1. Menurut buruh 
perempuan bagian perawatan perkebunan di PT B, 
upah mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari.  Sumber penghidupan yang tidak layak ini 
menunjukkan belum adanya pengakuan (recognition) 
terhadap kebutuhan perawatan buruh perempuan.

Tabel 1. Perbandingan Tarif HK dan Penghasilan Buruh Perempuan Bagian Perawatan Perkebunan

PT A PT B PT C PT D

Tarif HK Rp   111.700 Rp   111.000 Rp   108.000 Rp   111.700

Jumlah Penghasilan 
dalam sebulan*

Rp2.234.000 Rp2.220.000 Rp2.160.000 Rp2.234.000

UMK Kabupaten Sambas 
tahun 2023

Rp2.792.599,31

Sumber: hasil wawancara yang diolah oleh penulis
Catatan *: Asumsi jumlah HK yang dimiliki oleh buruh perempuan bagian perawatan kebun sawit adalah lima hari dalam 

seminggu sehingga, total HK yang dimiliki sebulan adalah 20.

Terkait isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
terpapar racun dari bahan kimia yang terdapat dalam 
pupuk dan herbisida setiap kali mereka melakukan 
kerja perawatan perkebunan. Dengan demikian, akses 
terhadap APD adalah hal yang penting bagi kesehatan 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan. 
Berdasarkan penjelasan paragraf awal pada bagian 
ini, hanya PT D yang memberikan kemudahan akses 
terhadap APD. Sementara ketiga perkebunan lain, 
ketika buruh perempuan masih berstatus sebagai 
BHL, maka mereka tidak memiliki akses terhadap APD. 
Implikasinya, buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan mengalami berbagai dampak dari paparan 
racun tersebut. Buruh perempuan bagian pemupukan 
di PT A melaporkan sesak napas yang dialami setelah 
bekerja. Salah satu buruh perempuan di PT tersebut 
juga menunjukkan kuku tangannya yang menghitam 
akibat pemupukan (Ibu W 2023, Wawancara 19 
Januari). Selain sesak napas, buruh perempuan bagian 
penyemprotan di PT B melaporkan gatal-gatal pada 
kulit. Dampak kesehatan yang sama juga dialami oleh 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di 
PT C. Salah satu buruh perempuan di PT ini bahkan 
melaporkan pernah mengalami pusar yang berdarah 
setelah menyemprot (Ibu L 2023, Wawancara 20 
Januari). Gatal-gatal pada kulit juga dilaporkan oleh 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT 

D (FGD 2023, 13 Juli). Meski perusahaan menyediakan 
akses terhadap APD, dampak kesehatan tetap dirasakan. 
Kegunaan APD memang bukan untuk menghilangkan 
paparan racun, melainkan meminimalisir paparan. Di 
sisi lain, penggunaan APD kerap menyulitkan buruh 
perempuan dalam melakukan aktivitas kerjanya. 
Penggunaan APD lengkap di tengah kebun sawit 
yang panas dapat menghambat kerja di perkebunan. 
Buruh perempuan dihadapkan pada pilihan antara 
perlindungan kesehatan atau pencapaian target kerja. 

Selain paparan racun kimia, masalah kesehatan lain 
yang dialami oleh buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan berhubungan dengan kegiatan kerja 
yang secara berulang dilakukan. Salah satu buruh 
perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A 
meminta pensiun dini karena sakit kaki dan merasa 
kesulitan untuk bekerja akibat penyakit tersebut (Ibu 
M 2023, Wawancara 19 Januari). Perkebunan sawit PT A 
dan PT B berada pada lahan gambut dengan struktur 
tanah yang tidak sekokoh tanah biasa, khususnya pada 
musim hujan. Hal ini menyebabkan buruh perempuan 
membutuhkan tenaga ekstra dalam berjalan dan 
bergerak di sekitar wilayah perkebunan. Selain sakit 
kaki, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
di PT D mengeluhkan sakit pinggang (FGD 2023, 11 Juli). 
Baik buruh perempuan yang melakukan pemupukan 
maupun penyemprotan harus menanggung beban 
yang cukup berat. Buruh perempuan yang melakukan 
pemupukan di PT D harus menggendong ember berisi 
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pupuk yang beratnya antara 12,5 kilogram hingga 25 
kilogram yang dilakukan secara berulang selama 5 
kali dalam sehari. Sementara buruh perempuan yang 
melakukan kegiatan penyemprotan  di PT yang sama 
harus memanggul kep seberat 12 liter secara berulang 
dengan pengisian kep sebanyak 12 hingga 13 kali 
pengisian. 

Meski terdapat berbagai persoalan kesehatan 
dan keselamatan kerja, tidak semua perkebunan 
memiliki klinik. Dari keempat perkebunan kelapa 
sawit monokultur yang menjadi studi kasus penelitian 
ini, hanya dua perkebunan, yaitu PT A dan PT D yang 
menyediakan klinik kesehatan. Meski demikian, 
baik klinik PT A maupun klinik PT B tidak memiliki 
ketersediaan obat-obatan yang lengkap. PT B tidak 
menyediakan klinik di kebun. Dengan alasan berada 
dalam satu manajemen dan berlokasi tidak jauh dari 
perkebunan. PT B menganjurkan buruh perkebunan 
untuk berobat ke klinik di PT A. Dibandingkan ke klinik 
di PT A, para buruh perempuan perkebunan PT B lebih 
memilih untuk berobat keluar. Hanya saja, buruh harus 
meminta izin dari mandor. Sementara di PT C, klinik 
sudah tidak disediakan lagi oleh perusahaan. 

Tanggung jawab para buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan di dalam reproduksi sosial 
perkebunan mencakup antara lain kerja domestik 
dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan 
keluarga. Karena menerima upah yang rendah, seperti 
ditunjukkan oleh Tabel 1. Para buruh perempuan 
mengandalkan alternatif lain agar kebutuhan 
pangan keluarga tercukupi, misalnya mengandalkan 
tumbuhan dan sayuran yang tumbuh di sekitar 
perkebunan. Sembari melakukan kerja perawatan 
perkebunan, buruh perempuan mengumpulkan 
tumbuhan atau sayuran yang mereka temui untuk 
kemudian dibawa pulang dan dimasak. Salah satu 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
di PT C mengungkapkan bahwa berjualan makanan 
merupakan salah satu strategi untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga (FGD 2023, 20 Januari). 
Sementara untuk berjualan kue membutuhkan modal 
yang lebih besar sehingga pilihan ini tidak menjadi 
pilihan utama bagi para buruh perempuan. Beberapa 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
di PT D mengelola kebun pangan di pekarangan 
rumah. Meski demikian, buruh perempuan di PT 
ini menghadapi kemungkinan tumbuhan di kebun 
pangannya ditebas oleh perusahaan. Peraturan 
mengenai tumbuhan yang diperbolehkan selalu 
berubah-ubah seiring dengan pergantian manajemen.

Isu air merupakan satu aspek yang penting dalam 
reproduksi sosial di perkebunan sawit. Di PT A, sumber 
air para keluarga buruh untuk mandi dan kebersihan 
rumah tangga berasal dari sumur bor dan bukan 
berasal dari air sungai. Di perkebunan sawit pada 
umumnya terdapat dua jenis air yang digunakan untuk 
kebutuhan rumah tangga, yaitu air untuk mandi juga 
kebersihan dan air untuk minum. Air sumur atau air 
sungai merupakan sumber air yang digunakan untuk 
mandi dan kebersihan rumah tangga. Sementara, air 
galon digunakan sebagai sumber air minum. Meski 
tidak lagi mengandalkan air sungai, para buruh di 
PT A, termasuk buruh perempuan merasa khawatir 
dengan rencana dibangunnya pabrik kelapa sawit 
di sekitar perkebunan yang akan berakibat pada 
pencemaran air. Ketersediaan air juga penting untuk 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang 
melakukan kerja penyemprotan. Buruh perempuan 
bagian penyemprotan memerlukan air untuk 
mencampur herbisida dengan air. Selain itu, buruh 
perempuan bagian penyemprotan juga menggunakan 
air di parit dalam perkebunan untuk membersihkan 
badan mereka setelah bekerja sambil menunggu 
waktu pulang. Buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT B mengungkapkan bagaimana 
mereka mengalami kesulitan untuk mencari air di parit 
pada musim kemarau (FGD 2023, 20 Januari). Buruh 
perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C 
bahkan terkadang harus mengendarai motor untuk 
dapat mencari parit yang berisi air. 

Akses terhadap lahan merupakan hal yang sentral 
bagi reproduksi sosial buruh perempuan perkebunan. 
Bahkan sebelum menjadi buruh perkebunan, akses 
terhadap lahan merupakan sumber penghidupan bagi 
perempuan. Sebagian besar buruh perkebunan di 
PT A dan PT B berasal dari masyarakat di desa sekitar, 
yaitu Desa A. Awalnya, masuknya dua perkebunan 
tersebut pada tahun 2006 mendapatkan penolakan 
dari masyarakat desa tersebut, yang merupakan 
masyarakat Melayu Sambas. Salah satunya disebabkan 
oleh skema plasma yang tidak jelas. Berdasarkan skema 
yang ditawarkan kepada masyarakat Desa A, mereka 
harus memberikan lahan mereka dan kemudian akan 
menerima lahan perkebunan berdasarkan alokasi 70:30. 

Berdasarkan FGD (2023), para buruh perkebunan 
tidak memahami arti alokasi 70:30 tersebut dan 
implikasinya. Para buruh perkebunan juga meragukan 
struktur keuangan dari skema plasma tersebut, yang 
kemudian menimbulkan pertanyaan apakah mereka 
pada akhirnya akan mendapatkan lahan perkebunan 
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yang dijanjikan. Pada akhirnya, menurut masyarakat 
Desa A, skema plasma hanya membawa berbagai 
masalah. Salah satu buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT A mengungkapkan bahwa lahan 
plasma yang diterima keluarganya baru mulai ditanami 
sawit. Implikasinya, buruh perempuan harus bekerja 
sebagai buruh perkebunan di PT A.  Sementara itu, PT C 
berlokasi di Desa C yang memiliki sejarah sebagai desa 
transmigrasi. Sejak awal masuknya perkebunan PT C 
pada tahun 1990, terdapat berbagai masalah, termasuk 
konflik terkait skema plasma dengan masyarakat adat 
Dayak Bekati (Jiwan & Colchester 2020). Para buruh 
perkebunan di PT C terdiri dari berbagai etnis yang 
berasal dari wilayah sekitar, seperti Melayu Sambas, 
Jawa (generasi kedua dari masyarakat transmigran) 
maupun buruh migran dari daerah lain, seperti dari Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Sementara konflik terkait plasma 
juga terjadi di PT D. Pada tahun 2012, upaya penanaman 
kembali yang dilakukan oleh PT D menimbulkan konflik 
karena bersinggungan dengan lahan masyarakat sekitar 
yang berakhir dengan dikembalikannya lahan kepada 
masyarakat sekitar (Tempo 2018). Buruh perkebunan 
di PT D juga terdiri dari berbagai etnis, seperti Melayu 
Sambas, Jawa (generasi keluarga transmigran), dan 
Dayak.  

Berdasarkan karakteristik buruh di keempat 
perkebunan, yang sebagian besar merupakan buruh 
lokal, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan fungsi 
lahan akibat ekspansi perkebunan sawit menyebabkan 
perempuan harus bekerja di perkebunan. Perubahan 
akses terhadap lahan ini memengaruhi posisi tawar 
perempuan. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai 
bagaimana perubahan akses terhadap lahan ini 
memengaruhi posisi tawar perempuan. Meski demikian, 
buruh perempuan yang menjadi subyek penelitian ini 
merupakan anggota serikat buruh. Meskipun sebagian 
besar dari mereka memiliki status BHL, keanggotaan 
dalam serikat buruh paling tidak dapat meningkatkan 
daya tawar mereka dalam menghadapi perusahaan 
perkebunan.

Perawatan Beracun

Pemaparan tentang kondisi kerja buruh perempuan 
bagian perawatan perkebunan yang dibahas di bagian 
sebelumnya menunjukkan bagaimana sebagian besar 
buruh perempuan bagian perawatan perkebunan 
dipekerjakan dalam rezim perburuhan yang fleksibel. 
Status mereka sebagai BHL memungkinkan perusahaan 
untuk mempekerjakan buruh perempuan pada saat 
dibutuhkan. Buruh perempuan bagian perawatan 

perkebunan di PT A mengungkapkan bahwa ketika 
pandemi melanda, perusahaan mengurangi HK mereka 
menjadi dua hari dalam sebulan yang berlangsung 
selama tujuh bulan. Seperti yang dipaparkan di bagian 
sebelumnya, buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan di PT C juga mengalami pengurangan HK 
menjadi 4 hari dalam seminggu dengan alasan produksi 
yang menurun. Rezim kerja yang fleksibel ala no work no 
pay atau tidak bekerja maka tidak diupah memberikan 
gerak yang leluasa bagi perusahaan untuk melakukan 
efisiensi pengeluaran, khususnya pengeluaran yang 
terkait ketenagakerjaan. 

Terkait rezim kerja fleksibel di perkebunan 
monokultur sawit, perusahaan pada umumnya 
menjadikan fleksibilitas sebagai sesuatu yang 
ditawarkan untuk menangkap potensi rekrutmen 
buruh perempuan. Dengan anggapan bahwa buruh 
perempuan juga memiliki tanggung jawab terhadap 
kerja perawatan di dalam rumah tangga buruh, rezim 
kerja yang fleksibel memungkinkan buruh perempuan 
untuk menyeimbangkan antara kerja ekonomi produktif 
di perkebunan dan kerja reproduktif dalam rumah 
tangga buruh. Selain itu, ada anggapan bahwa kerja 
perawatan perkebunan, yang sebagian besar dilakukan 
oleh buruh perempuan, adalah kerja penunjang dan 
bukan kerja utama di perkebunan monokultur sawit. 
Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan status BHL 
dalam kerja perawatan perkebunan dan efisiensi 
yang dilakukan perusahaan perkebunan cenderung 
mengurangi HK para buruh BHL. 

Perlu dipahami dalam konteks proses kerja dalam 
perkebunan monokultur bahwa rezim kerja perawatan 
perkebunan yang fleksibel, umumnya dilakukan 
oleh buruh perempuan. Karakteristik perkebunan 
monokultur memungkinkan perusahaan untuk 
mendapatkan keuntungan dalam waktu yang lebih 
cepat sembari menekan pengeluaran. Keuntungan 
yang ditawarkan oleh perkebunan monokultur dicapai 
dengan fokus terhadap produksi dan produktivitas 
perkebunan. Hal ini dicapai dengan penggunaan 
pupuk kimia dan herbisida. Penggunaan pupuk dan 
herbisida cukup menguras pengeluaran perusahaan 
karena harganya yang relatif mahal. Oleh karena itu, 
alternatif penekanan pengeluaran adalah melalui 
penerapan rezim kerja yang fleksibel. Melalui rezim 
kerja ini, perusahaan dapat membatasi pengeluaran 
karena perusahaan tidak perlu membayarkan gaji tetap, 
pesangon, dan pensiun, serta tidak perlu memberikan 
hak cuti, hak terkait kesehatan, dan  keselamatan kerja. 
Menurut Tania Li (2017), relasi kerja yang fleksibel 
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dalam perkebunan sawit adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan keuntungan. Dengan cara demikian, 
biaya produksi minyak sawit dapat ditekan agar dapat 
berkompetisi dengan komoditi minyak nabati lainnya 
di pasar global. Dalam konteks pasar global minyak 
nabati, minyak sawit dipandang sebagai komoditi yang 
paling efisien dan paling kompetitif. Efisiensi dan daya 
saing komoditi minyak sawit dalam persaingan global 
ini bertumpu pada ekspansi lahan perkebunan kelapa 
sawit.

Dari penjelasan di atas, kerja perawatan perkebunan 
dalam konteks perkebunan monokultur kelapa sawit 
dapat dipahami sebagai artikulasi dari kompetisi 
komoditi minyak sawit dalam pasar global dengan relasi 
sosial masyarakat, yaitu relasi yang berdasarkan sistem 
patriarki yang menempatkan perempuan sebagai 
pihak yang bertanggung jawab terhadap kerja-kerja 
reproduktif. Kerja perawatan perkebunan dalam rezim 
kerja yang fleksibel di perkebunan sawit memungkinkan 
perusahaan untuk memanfaatkan suplai tenaga kerja 
murah, yaitu buruh perempuan. Literatur sejarah rezim 
perburuhan dan gender di perkebunan kelapa sawit 
menunjukkan bahwa aspek kolonial dari rekrutmen 
buruh perempuan di perkebunan sawit, kemudian 
diteruskan dalam rezim perburuhan di perkebunan 
sawit kontemporer (Sinaga 2021). Dalam rezim 
perburuhan perkebunan kontemporer, pendekatan 
rekrutmen rumah tangga buruh memungkinkan 
adanya tambahan potensi tenaga kerja, yaitu buruh 
perempuan. Untuk memungkinkan buruh perempuan 
melakukan peran gandanya, rezim kerja yang fleksibel 
dianggap sebagai pilihan yang tepat. Dengan demikian, 
rekrutmen buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan dapat dianggap sebagai inklusi sekaligus 
eksklusi. Inklusi dalam arti bahwa perkebunan 
monokultur  sawit menjadi penyedia lapangan kerja 
bagi buruh perempuan. Eksklusi dalam arti status kerja 
buruh perempuan sebagai BHL justru membatasi akses 
terhadap upah yang layak dan hak-hak ketenagakerjaan.

Dinamika relasi sosial yang dijelaskan dalam 
paragraf sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari akses 
terhadap lahan sebagai sumber penghidupan. Ekspansi 
perkebunan  sawit berdampak pada berkurangnya akses 
terhadap lahan. Skema plasma yang ditawarkan untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor 
perkebunan sawit skala kecil, justru menimbulkan 
permasalahan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, 
keempat perkebunan yang menjadi studi kasus artikel 
ini menghadapi masalah konflik lahan terkait dengan 
skema plasma. Terhambatnya akses terhadap lahan 

akibat konflik terkait skema plasma dapat memengaruhi 
rezim perburuhan perkebunan. Seperti yang 
diceritakan oleh salah satu buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan di PT A, bekerja sebagai BHL 
di perusahaan tersebut dilakukan karena keluarganya 
baru saja mendapat lahan plasma yang belum dapat 
menghasilkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, 
anggapan bahwa kerja perawatan perkebunan sebagai 
kerja penunjang menjadi alasan perusahaan dalam 
menerapkan rezim perkebunan yang fleksibel. Padahal 
kerja perawatan perkebunan dilakukan secara teratur. 
Akibatnya, buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan dapat dipekerjakan sebagai BHL selama 
bertahun-tahun. Misalnya, buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan di PT A sudah bekerja sebagai 
BHL semenjak perusahaan mulai beroperasi pada tahun 
2006. 

Berdasarkan FGD, ada beberapa buruh bagian 
perawatan perkebunan berstatus BHL yang sudah 
diangkat menjadi SKU karena proses pengangkatan 
sebelumnya dianggap lebih mudah. Meski demikian, 
buruh bagian perawatan masih didominasi oleh BHL. 
Sementara di PT C, buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan telah bekerja sebagai BHL selama dua 
hingga lima tahun. Di PT D, buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan diangkat sebagai BHT setelah 
bekerja selama 10 hingga 15 tahun. Pandangan kerja 
perawatan perkebunan sebagai kerja penunjang 
dan perempuan yang lebih cocok untuk melakukan 
kerja penunjang tersebut, salah satunya dipengaruhi 
oleh persepsi sosial masyarakat yang bias gender. 
Di samping itu, sesuai dengan pandangan Burawoy 
(1985) yang berpandangan bahwa proses kerja 
memiliki dampak politis dan ideologis, kerja perawatan 
perkebunan yang dilakukan buruh perempuan juga 
memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Hal 
ini semakin menunjukkan bagaimana aspek kerja 
produktif bertindak sekaligus sebagai reproduksi 
sosial suatu sistem sosial tertentu.

Dalam paparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa 
inklusi dalam perkebunan kelapa sawit dipahami dalam 
hal penyediaan lapangan kerja perkebunan kepada 
buruh perempuan. Di sisi lain, buruh perempuan 
bekerja di perkebunan sebagai salah satu cara untuk 
menambah penghasilan keluarga. Seperti yang 
ditunjukkan oleh literatur mengenai dampak gender 
dari ekspansi perkebunan sawit, berkurangnya akses 
perempuan terhadap tanah, hutan, dan sumber 
penghidupan lainnya mengakibatkan perempuan 
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terpaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan. Ini 
berarti bahwa partisipasi buruh perempuan dalam 
perkebunan monokultur sawit sebagai strategi untuk 
penghidupan. Dalam dinamika gender yang dibangun 
dalam sistem patriarki, strategi ini diambil oleh buruh 
perempuan dengan dilandasi oleh aspirasi perawatan 
rumah tangga. Kebutuhan untuk mencukupi kehidupan 
rumah tangga adalah salah satu cerminan aspirasi 
perawatan (care). 

Dengan demikian, peran perempuan dalam 
reproduksi sosial tidak hanya dipahami sebatas 
peran perempuan dalam kerja perawatan dalam 
rumah tangga buruh, tetapi juga dalam hal kerja 
buruh perempuan di bagian perawatan perkebunan. 
Lebih lanjut, buruh perempuan bagian  perawatan 
perkebunan yang melakukan pekerjaannya dengan 
risiko terpapar racun kimia secara terus-menerus 
dalam jangka waktu yang lama dapat dipahami 
sebagai perawatan yang beracun. Hal ini menunjukkan 
hubungan antara reproduksi sosial dan perkebunan 
monokultur kelapa sawit yang berlandaskan 
paradigma modernisasi pertanian. Seperti yang telah 
dijelaskan di bagian tiga, paradigma modernisasi 
pertanian mengakibatkan penggunaan bahan kimia 
perkebunan yang dalam perkembangannya semakin 
merajalela seiring dengan hasrat untuk meningkatkan 
produktivitas dan keuntungan perkebunan. Sementara, 
peran perempuan dalam reproduksi sosial rumah 
tangga buruh memengaruhi pilihan mereka untuk 
berpartisipasi dalam kerja perkebunan sebagai strategi 
penghidupan. 

Sebagai buruh perkebunan bagian perawatan 
perkebunan, buruh perempuan melakukan kerja 
perawatan dalam dua aspek yang saling berkelindan. 
Aspek pertama merujuk pada kerja perawatan 
perkebunan (maintenance work) yang berkontribusi 
pada produksi, keuntungan, dan ekspansi perkebunan 
monokultur sawit. Penekanan pengeluaran 
ketenagakerjaan melalui penerapan rezim perburuhan 
perkebunan yang fleksibel tidak hanya meningkatkan 
daya saing minyak sawit di pasar global, tetapi juga 
dapat membantu perluasan ekspansi perkebunan 
monokultur kelapa sawit. Aspek kedua merujuk pada 
kerja perawatan (care work) rumah tangga perkebunan 
yang dilakukan buruh perempuan. Aspek ini 
mencerminkan reproduksi sosial rumah tangga buruh. 
Dengan menggunakan lensa analitis reproduksi sosial, 
kerja perawatan dalam dua aspek ini dipahami dalam 
arti yang lebih luas. Aspek pertama, menunjukkan 
bahwa kerja perawatan perkebunan dipahami 

sebagai reproduksi sosial sebuah sistem sosial, yaitu 
sistem perkebunan monokultur kelapa sawit. Aspek 
kedua, kerja perawatan dipahami sebagai reproduksi 
sosial rumah tangga buruh. Dengan menggunakan 
konsep reproduksi sosial, pemahaman yang lebih luas 
mengenai kerja perawatan rumah tangga buruh tidak 
hanya terjadi di dalam rumah. Ketika buruh perempuan 
mengumpulkan tumbuhan dan sayur-sayuran di sekitar 
perkebunan sebagai salah satu sumber pangan, hal ini 
juga mencerminkan kerja perawatan rumah tangga 
buruh. Selain itu, aspek pertama dan aspek kedua  
berkelindan dan mencerminkan kontradiksi dalam 
reproduksi sosial. Aspek pertama menunjukkan hasrat 
untuk mencari keuntungan, sementara aspek kedua 
menunjukkan hasrat untuk memproduksi hidup (life-
making) (Bhattacharya 2017).

Dalam konteks perkebunan sawit monokultur, 
perawatan yang beracun juga dapat mencerminkan 
pengalihan atau eksternalisasi biaya-biaya yang 
dilakukan oleh perusahaan perkebunan kepada 
buruh perempuan dan lingkungan. Buruh perempuan 
bagian perawatan perkebunan bertanggung jawab 
untuk melakukan kerja reproduktif yang tidak dibayar. 
Reproduksi buruh dalam rumah tangga buruh 
dimungkinkan oleh kerja reproduktif tersebut. Hal ini 
mencerminkan eksternalisasi biaya oleh perusahaan. 
Selain itu, penggunaan bahan kimia perkebunan 
yang beracun sebenarnya berdampak negatif baik 
terhadap buruh perempuan maupun terhadap 
lingkungan sekitar perkebunan. Buruh perempuan 
bagian perawatan di PT B harus menggunakan air 
parit perkebunan, baik sebagai bahan campuran 
herbisida maupun untuk membersihkan tubuhnya. 
Alasannya, perusahaan tidak menyediakan air sebagai 
bahan campuran herbisida. Hal ini merupakan salah 
satu bentuk eksternalisasi biaya oleh perusahaan. 
Ketika membersihkan tubuh mereka dengan air 
setelah melakukan kerja penyemprotan, buruh 
perempuan bagian perawatan di PT B menyadari 
bahwa mereka, “membersihkan racun dengan racun” 
(Ibu A 2023, Wawancara 20 Januari). Sebuah laporan 
penelitian (Kinasih, akan terbit) tentang kesehatan 
dan keselamatan kerja (K3) di perkebunan sawit 
mengungkapkan bagaimana durasi kerja yang 
panjang dari buruh yang bekerja dengan bahan 
kimia menunjukkan keterlibatan bahan kimia dalam 
keseharian buruh, yang ditunjukkan dalam ekspresi 
“hidup bersama racun”. Akses buruh perempuan bagian 
perawatan perkebunan yang terbatas baik terhadap 
APD, alat kerja, alat transportasi maupun terhadap 
hak-hak atas cuti, dan K3 menambah daftar biaya yang 
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dieksternalisasi perusahaan. Lebih lanjut, polusi air 
akibat limbah pabrik kelapa sawit juga menunjukkan 
eksternalisasi biaya lingkungan oleh perusahaan, yang 
kemudian harus ditanggung oleh buruh perkebunan 
dan masyarakat sekitar. 

Penutup

Kerja perawatan yang merupakan fokus dari 
ekonomi perawatan, perlu dipahami dalam konteks 
yang lebih luas. Konsep reproduksi sosial menawarkan 
pendekatan yang dapat membantu memahami 
kelindan antara aspek produktif dan reproduktif. 
Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial 
sebagai lensa analitis, partisipasi buruh perempuan 
dalam kerja perawatan perkebunan di perkebunan 
monokultur sawit menunjukkan artikulasi relasi 
sosial masyarakat yang berlandaskan sistem patriarki 
dengan kompetisi minyak sawit dalam pasar minyak 
nabati global. Corak perkebunan monokultur yang 
cenderung berupaya menekan pengeluaran bertemu 
dengan relasi gender yang timpang. Hal ini tercermin 
dalam adanya pembagian kerja berbasis gender yang 
cenderung menempatkan buruh laki-laki untuk bekerja 
di bagian pemanenan dan buruh perempuan di bagian 
perawatan perkebunan. Kerja perawatan perkebunan 
sawit juga dipandang sebagai kerja penunjang sehingga 
membenarkan penerapan rezim perburuhan yang 
fleksibel pada buruh perempuan bagian perawatan 
perkebunan. 

Selain karena anggapan sebagai kerja penunjang, 
penerapan rezim perburuhan yang fleksibel di 
bagian perawatan perkebunan juga dilakukan 
untuk memastikan buruh perempuan menjalankan 
peran gandanya, yaitu peran dalam kerja produktif 
perkebunan dan peran dalam kerja reproduktif rumah 
tangga buruh. Jika mengacu pada Konvensi ILO 
Nomor 156 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab 
Keluarga, buruh perempuan perkebunan memang 
memiliki kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan ekonomi perkebunan. Meski demikian, 
fleksibilisasi kerja perawatan perkebunan menunjukkan 
bagaimana buruh perempuan perkebunan mengalami 
diskriminasi. Karena fleksibilisasi kerja perawatan 
perkebunan menyulitkan buruh perempuan 
mendapatkan hak-haknya, termasuk hak maternitas, 
maka ini tidak sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 183 
tentang Perlindungan Maternitas. 

Sementara dari sisi buruh perempuan, partisipasi 
dalam kerja perawatan perkebunan dipandang sebagai 

suatu strategi untuk penghidupan. Hal ini dikarenakan 
peran buruh perempuan dalam reproduksi sosial 
rumah tangga buruh. Strategi untuk menjamin 
reproduksi sosial rumah tangga buruh diambil oleh 
buruh perempuan berdasarkan aspirasi perawatan 
rumah tangga. Dengan demikian, peran perempuan 
dalam reproduksi sosial tidak hanya dipahami sebatas 
peran perempuan dalam kerja perawatan dalam rumah 
tangga buruh, tetapi juga dalam hal kerja ekonomi 
produktif buruh perempuan di perkebunan, yaitu 
kerja perawatan perkebunan. Hal ini menunjukkan 
pentingnya peran perempuan dalam reproduksi sosial. 
Meski demikian, peran perempuan dalam reproduksi 
sosial belum mendapat pengakuan (recognition). 
Buruh perempuan yang mengambil bagian perawatan 
perkebunan dengan risiko terpapar racun kimia secara 
terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat 
dipahami sebagai perawatan yang beracun. 

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang 
berfokus pada aspek perburuhan dan gender dalam 
perkebunan kelapa sawit. Isu interseksionalitas, 
dalam hal persinggungan antara aspek perburuhan, 
gender, dan  relasi sosial lainnya tidak dibahas dalam 
artikel ini. Penulis merekomendasikan penelitian yang 
menggunakan pendekatan interseksionalitas tentang 
ekonomi perawatan dalam perkebunan sawit. Selain itu, 
akses terhadap lahan merupakan hal yang sentral dalam 
reproduksi sosial di konteks perkebunan kelapa sawit. 
Penelitian ini memiliki batasan dalam pembahasan 
yang mendalam mengenai hubungan antara relasi 
tenurial dan rezim perburuhan perkebunan, terutama 
dalam hal dinamika gendernya. Oleh karena itu, penulis 
merekomendasikan perlunya dilakukan studi yang 
mengkaji secara mendalam dinamika gender dalam 
nexus lahan dan perburuhan dalam konteks reproduksi 
sosial perkebunan monokultur kelapa sawit. Selain itu, 
isu reproduksi sosial dapat menjadi pintu masuk untuk 
merajut keterhubungan berbagai isu sosial-ekologis 
yang melampaui kerja perawatan dalam perkebunan 
monokultur kelapa sawit. Merajut keterhubungan ini 
penting  tidak hanya dalam membangun solidaritas 
lintas isu di antara berbagai organisasi masyarakat 
termasuk serikat buruh, tetapi juga untuk merancang 
transformasi perkebunan kelapa sawit monokultur 
yang memiliki perspektif sosial-ekologis (Pye 2021). 
Oleh karena itu, penulis juga menyarankan perlunya 
dilakukan penelitian yang berupaya memahami 
bagaimana organisasi sosial masyarakat, khususnya 
serikat buruh perkebunan menggunakan isu reproduksi 
sosial untuk membangun jaringan solidaritas dengan 
berbagai gerakan sosial lainnya.
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Abstract

Domestic workers (DWs) are in a very vulnerable position. However, the problems faced by domestic workers have not yet become 
a mainstream discourse, let alone transformed into public policies that provide legal protection for them. In the absence of a legal 
framework that can be used to claim their rights, domestic workers are one of the most vulnerable groups of workers to discrimination, 
violence, and exploitation. In Indonesia, advocacy for a law to protect domestic workers has been ongoing for almost two decades. 
However, to date, the law has not been materialised, even though the Indonesian government, when hosting the G20, advocated 
for the recognition of the care economy. This article aims to discuss the PPRT Bill using the 5 R’s framework (recognition, reduction, 
redistribution, reward, and representation) developed by the ILO. This article assesses that the PPRT Bill is generally in line with the 5R’s 
framework, but it still needs strengthening in several aspects, especially issues of pay, benefits, and the right to unionise.
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Abstrak 

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki posisi yang sangat rentan. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh PRT belum menjadi 
diskursus arus utama apalagi bertransformasi dalam bentuk kebijakan publik yang memberikan pelindungan hukum terhadap 
mereka. Dengan ketiadaan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak mereka, PRT menjadi salah satu kelompok 
pekerja yang paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Di Indonesia, advokasi untuk mendorong adanya 
undang-undang pelindungan PRT sebenarnya telah dimulai sejak hampir dua dekade lalu. Akan tetapi hingga saat ini, undang-
undang tersebut belum juga dimaterialisasikan, padahal pemerintah Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 mendorong pengakuan 
atas care economy. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 
PPRT) menggunakan kerangka 5R (recognition, reduce, redistribution, reward, dan representation) yang dikembangkan oleh ILO. Artikel 
ini menilai bahwa RUU PPRT secara umum telah sejalan dengan kerangka 5R, namun masih dibutuhkan penguatan pada beberapa 
aspeknya, terutama masalah penggajian, tunjangan, dan hak berserikat.

Kata kunci: pekerja rumah tangga, kerja perawatan, RUU PPRT, Indonesia, gender, perburuhan

Pendahuluan

Indonesia telah mencanangkan arahan untuk 
mendorong pengakuan atas Care Economy (Ekonomi 
Perawatan). Saat menjadi tuan rumah G20, Pemerintah 
Indonesia menyoroti pentingnya Ekonomi Perawatan 
sebagai salah satu Resolusi di G20 tahun 2022. 
Perhatian ini berangkat dari pengalaman pandemi 
Covid-19. Kerja-kerja perawatan atau pengasuhan tidak 
berbayar memainkan peran penting, namun kerja ini 
justru tidak terlihat di ranah publik. Ketidakterlihatan 
kerja perawatan yang selama ini cenderung dipikul 
oleh perempuan telah berdampak pada rendahnya 

tingkat partisipasi kerja perempuan dalam statistik 
ketenagakerjaan (Indonesia.go.id 2022). Upaya untuk 
mempromosikan ekonomi perawatan sebenarnya 
dapat dimulai dari kerja perawatan yang sudah tidak 
asing di kalangan masyarakat, yakni pekerja rumah 
tangga (PRT). 

Sebagai pekerja, PRT memiliki posisi yang sangat 
rentan akibat dari karakteristik pekerjaannya. Kerja-kerja 
PRT banyak dilakukan di ruang-ruang privat sehingga 
tak banyak yang tahu apa yang terjadi pada para PRT 
di balik tembok-tembok rumah tempat mereka bekerja. 
Kerentanan lainnya juga disebabkan karena minimnya 
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regulasi yang dapat memberikan pelindungan 
bagi PRT. International Labour Organization (ILO) 
memperkirakan bahwa 29,9 persen PRT di seluruh 
dunia tidak memiliki kerangka pelindungan melalui 
hukum ketenagakerjaan nasional (Mahanta & Gupta 
2019). Padahal secara global, ada sekitar 75,6 juta PRT 
berusia 15 tahun ke atas dan sektor ini juga masih 
didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 76,2 
persen (ILO 2021). Perempuan yang kemudian memilih 
bekerja sebagai PRT sebanyak 74 persen berasal 
dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan 
rendah (ILO 2015). Ironisnya, kerja perawatan, seperti 
memasak, mencuci, memberi makan, merawat orang 
sakit, dan bentuk kerja domestik lainnya yang lekat 
dengan keseharian masyarakat yang kemudian 
dikerjakan oleh PRT, tidak dilihat sebagai kerja-kerja 
produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Kerja-
kerja yang dilakukan PRT turut menyokong ekonomi. 
Merekalah yang berperan menyuplai kebutuhan 
sehari-hari pekerja yang dalam hal ini pemberi kerja/
majikan agar ketika mereka kembali ke rumah dapat 
beristirahat dan siap untuk kembali mengakumulasi 
modal keesokan harinya (Dhewy 2018). 

Hubungan antara PRT dan pemberi kerja 
juga ditandai dengan ketimpangan relasi kuasa. 
Ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja/
majikan dan PRT ini sering kali berakhir dengan 
terjadinya kekerasan yang dialami PRT baik ekonomi 
maupun fisik. Komnas Perempuan mengategorikan 
kekerasan yang dialami PRT termasuk dalam kekerasan 
yang terjadi di ranah publik yaitu kekerasan yang 
terjadi di tempat kerja. CATAHU Komnas Perempuan 
tahun 2023 menyebutkan bahwa di tahun 2022 ada 
2.978 kasus kekerasan yang terjadi di ranah publik 
dan 1.276 kasusnya dilaporkan ke Komnas Perempuan 
(Komnas Perempuan 2023). Dari total 1.276 kasus 
kekerasan di ranah publik yang dilaporkan ke Komnas 
Perempuan tersebut, 115 kasus di antaranya terjadi 
di tempat kerja (Komnas Perempuan 2023). Namun, 
dari data tersebut, belum dapat dilihat secara spesifik 
berapa banyak yang menimpa PRT. Sementara itu, 
Jala PRT memperkirakan setidaknya ada 20 kasus 
pelecehan dan kekerasan terhadap PRT tiap harinya. 
Bahkan, ada yang disekap dan mengalami multi 
kekerasan berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, 
dan ekonomi selama berbulan-bulan hingga 9 tahun 
lamanya (Jala PRT 2023). Angka ini tentu hanya di 
permukaan mengingat ada banyak kasus yang tidak 
terdata karena PRT tersebut tidak bisa melapor atau 
tidak tahu ke mana mereka bisa melapor. 

Di kawasan Asia dan Pasifik, data ILO menyebutkan 
ada 38,3 juta pekerja rumah tangga dan 61,5 persen PRT 
tersebut masih belum mendapat pelindungan dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan (ILO 2021). Lebih 
lanjut, menurut data ILO, sebanyak 71 persen PRT di 
wilayah ini tidak memiliki batasan hukum tentang waktu 
kerja mereka (ILO 2021). Di Indonesia sendiri diperkirakan 
terdapat 5 juta PRT yang selama ini berkontribusi dalam 
perluasan kesempatan kerja, namun belum didukung 
sepenuhnya melalui pengakuan dan pelindungan 
dalam regulasi maupun kebijakan negara (Komnas 
Perempuan 2023). Covid-19 juga turut memberikan 
dampak besar terhadap informalitas PRT di kawasan 
Asia dan Pasifik karena kurangnya perlindungan hukum 
saat mereka kehilangan pekerjaan saat pandemi lalu 
(ILO 2021).

Ketiadaan pelindungan terhadap PRT di kawasan 
Asia dan Pasifik khususnya Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari beberapa faktor, antara lain belum 
diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 189 tentang 
Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga 
dan ketiadaan data yang pasti mengenai PRT yang 
disebabkan oleh minimnya akses informasi yang dapat 
diperoleh mengingat pola kerja PRT yang berada di balik 
pintu (ranah domestik). Dengan ketiadaan kerangka 
hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-
hak mereka, pekerja rumah tangga tidak memiliki 
saluran untuk menyelesaikan masalah apabila mereka 
mengalami pelecehan dan eksploitasi. Pemetaan 
skala pelecehan yang dihadapi PRT juga cukup sulit 
dilakukan karena tidak adanya mekanisme pelaporan 
dari pemberi pekerja atau lembaga khusus untuk 
menerima pengaduan PRT (Mahanta & Gupta 2019). 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh 
PRT di Indonesia, maka pelindungan hukum terhadap 
PRT menjadi sebuah urgensi bagi pembentukan UU 
PPRT. Pada prosesnya, RUU PPRT telah diadvokasi oleh 
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga 
(Jala PRT) bersama masyarakat sipil dan akademisi 
sejak 2004 lalu. Akan tetapi hingga saat ini, RUU PPRT 
tersebut belum juga kunjung ditetapkan menjadi 
undang-undang. Hal ini berdampak pada berlarutnya 
RUU PPRT sebagai permasalahan penting agar dikaji 
untuk memahami posisi negara dalam melihat 
permasalahan yang dihadapi PRT. Oleh karena itu, 
artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan perdebatan 
di seputar panjangnya proses pembahasan RUU PPRT 
untuk melihat bagaimana kebijakan negara dalam 
rangka mengatur pelindungan hukum atas PRT tersebut 
diperdebatkan dan diformulasikan. Menggunakan 
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kerangka 5R (recognition, reduce, redistribution, reward, 
dan representation), artikel ini juga menjelaskan 
sejauh apa permasalahan-permasalahan krusial dalam 
rancangan-rancangan tersebut sejalan dengan upaya 
pelindungan hak PRT utamanya perempuan.

Metode Penelitan

Artikel ini menggunakan metode penelitian 
sosio-legal. Secara khusus, kebijakan dan rencana 
kebijakan negara mengenai pekerja rumah tangga. 
Kajian terhadap rancangan kebijakan yaitu draft 
RUU PPRT versi draft final tahun 2020 tersebut akan 
dikaji menggunakan teori, konsep, atau metode 
yang ada dalam ilmu sosial, khususnya kajian gender. 
Adapun saat tulisan ini dibuat, penulis telah mencoba 
mengonfirmasi pada Ibu Lita Anggraini, Koordinator 
Nasional Jala PRT yang menyatakan bahwa draft 
tersebut masih digunakan dan belum ada versi lainnya. 
Dalam rangka menjawab permasalahan, artikel ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
peraturan perundang-undangan di bidang hukum 
ketenagakerjaan yang relevan dengan topik penelitian, 
kepustakaan yang terdiri dari buku, artikel, bab serta 
dokumen atau laporan pemerintah, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Organisasi Internasional, serta bahan 
tersier yang berbentuk kamus hukum atau ensiklopedi 
hukum. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara 
kualitatif untuk menjelaskan bagaimana negara 
mengenali pengalaman dan kepentingan perempuan 
dalam kerja perawatan sebagaimana tertuang dalam 
RUU PPRT.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahanta dan 
Gupta (2019), untuk memahami kompleksitas dari 
permasalahan PRT, maka peneliti harus bergelut dengan 
pertanyaan tentang hierarki sosial dalam bentuk kelas, 
gender, ras, dan kasta. Karena karakteristik pekerjaan 
domestik yang dekat dengan relasi gender, maka kajian 
atas RUU PPRT dilakukan menggunakan ilmu hukum 
feminis (feminist jurisprudence) yang menempatkan 
relasi gender sebagai fokus utama dalam menilai siapa 
yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan dalam 
pertarungan atas kebijakan hukum tersebut. Hal ini 
berangkat dari dua preposisi dasar ilmu hukum feminis 
bahwa: (1) hukum dibentuk oleh laki-laki sebagai buah 
dari keistimewaan dan kuasa yang besar dalam lintasan 
sejarah; dan (2) sebagai produk dari konstruksi sosial, 
hukum dapat diubah sehingga tercipta kesetaraan 
antara perempuan dan laki-laki (Levit & Verchick 2016, 
hlm. 12). Dalam hal ini, mengikuti MacKinnon (1979; 
lihat juga Scales 1986), ilmu hukum feminis  digunakan 

untuk mempertanyakan bagaimana kebijakan atau 
praktik hukum negara berkontribusi memelihara dan 
mereproduksi ketimpangan kelas dan gender.

Perempuan dan Kerja Domestik

Kerja Perawatan

Dalam laporannya yang berjudul “Care Work and 
Care Jobs for the future of Decent Work”, ILO memberikan 
kategorisasi kerja perawatan yang bersifat langsung 
dan tidak langsung. Kerja perawatan langsung, pribadi 
dan relasional dapat dilihat dari memberi makan 
anak atau merawat pasangan yang sakit sementara 
kerja perawatan yang bersifat tidak langsung seperti 
memasak dan membersihkan rumah (ILO 2018). 
Sementara, UN Women melekatkan kerja perawatan 
dengan ekonomi perawatan yang mencakup produksi 
dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan untuk 
kesejahteraan fisik, sosial, mental, dan emosional 
kelompok yang bergantung pada perawatan, seperti 
anak-anak, orang tua, orang sakit, dan penyandang 
disabilitas, serta orang dewasa yang sehat dan berusia 
produktif (UN Women 2018). 

Federici (2012) mendefinisikan kerja perawatan 
tak sekadar pekerjaan membersihkan rumah, tapi 
juga pelayanan bagi para pekerja (laki-laki maupun 
perempuan yang bekerja di sektor formal), merawat 
anak-anak mereka dan membuat mereka siap untuk 
bekerja setiap hari. Lebih jauh, Federici melihat bahwa 
di balik setiap pabrik, sekolah, kantor maupun tambang, 
ada pekerjaan yang tak terlihat dari jutaan perempuan 
yang bekerja sebagai PRT yang telah menghabiskan 
hidup dan tenaga kerja mereka untuk menghasilkan 
tenaga kerja lain yang bekerja di pabrik, kantor, sekolah, 
atau tambang tersebut (Federici 2012).  Perawatan – 
pekerjaan dengan memberikan pelayanan perawatan 
kepada pihak lain baik berbayar maupun tidak berbayar 
– masih cenderung marginal dalam diskursus tentang 
perburuhan. 

Para sejarawan dan ekonom tradisional memandang 
bahwa kerja perawatan secara tradisional merupakan 
ranah perempuan dan merupakan pekerjaan yang 
“tidak produktif“ karena ia mengambil tempat di ruang 
nonpublik sehingga berada di luar kerangka hubungan 
komersial (Blofield 2012; Van Nederveen Meerkerk  et 
al. 2015, hlm. 4--5; Sigiro et al. 2018). Data Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018 memperkirakan 
ada sekitar 36,1 juta orang yang bekerja mengurus 
rumah tangga dan jenis pekerjaan ini dikategorikan 
Bukan Angkatan Kerja (Sigiro et al. 2018).  
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Kerja-kerja domestik yang banyak dilakukan 
perempuan kerap dilihat sebagai kerja-kerja tak 
produktif (unproductive labor) dalam sistem ekonomi 
kapitalistik sehingga banyak perempuan yang 
kemudian ingin menukar (pekerjaan rumah tangga) 
dengan pekerjaan di pasar kerja (formal). Hal ini terjadi 
walaupun keduanya merupakan bentuk pekerjaan 
rutin atau dilakukan secara berulang-ulang untuk 
memperoleh gaji (Kreps 1971 dalam Federici 2012, 
hlm. 99). Dengan demikian, penilaian yang rendah 
(devaluasi) terhadap pekerjaan rumah tangga 
berakar kuat pada diskriminasi struktural yang lebih 
besar. Dalam hal ini, baik PRT (baik orang maupun 
aktivitasnya) tidak dilihat dalam kerangka hubungan 
formal antara pemberi kerja dan pekerja (Mahanta & 
Gupta 2019).

Secara historis, kerja perawatan berbayar, khususnya 
dalam bentuk pekerjaan rumah tangga, telah ada 
sejak berabad-abad dan pekerjaan ini menjadi sektor 
yang sangat feminin hingga saat ini (Van Nederveen 
Meerkerk et al. 2015). Sebagaimana diungkapkan oleh 
Blofield (2012), pekerjaan rumah tangga berbayar 
merupakan salah satu komponen dari konteks yang 
lebih luas terkait kerja perawatan dan relasinya dengan 
gender (Blofield 2012). Hal ini karena pekerjaan tersebut 
memiliki implikasi spesifik bagi perempuan dan relasi 
kelas dalam masyarakat sehingga permasalahan 
seputar PRT harus dilihat dalam konteks ketimpangan 
gender dan kelas dalam masyarakat tersebut (Blofield 
2012).

Sebagaimana diungkapkan oleh Van Nederveen 
Meerkerk et al. (2015, hlm. 18), selain menghasilkan 
makanan dan lingkungan yang memuaskan 
secara emosional, pekerjaan rumah tangga juga 
menghasilkan “modal sosial” bagi kelompok yang 
memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar dan 
diuntungkan dari ketimpangan relasi kelas dan gender 
untuk tetap dapat menikmati status istimewa mereka 
dalam masyarakat. “Jasa” yang diberikan pekerja rumah 
tangga, seperti menyiapkan makanan dan kebersihan, 
tentu saja memberikan nilai tambah dalam hal kualitas 
hidup yang lebih tinggi dan lebih sehat bagi pemberi 
kerja dan keluarganya. Pada gilirannya, pemberi kerja 
dapat terus melanjutkan kegiatan produksinya di 
luar rumah karena pekerjaan rumah tangganya telah 
dialihkan kepada PRT. Dengan demikian, politik yang 
melingkupi pekerjaan rumah tangga merupakan 
persinggungan antara kelas, gender, dan terkadang 
dalam konteks tertentu juga menyangkut ras atau etnis. 
Kenyataannya, pekerja rumah tangga sebagian besar 

adalah perempuan dan berasal dari latar belakang 
miskin; mereka juga cenderung berasal dari etnis atau 
ras minoritas yang kesulitan untuk mengakses pasar 
kerja formal (Van Nederveen Meerkerk et al.  2015, hlm. 
4).

Pengaturan PRT di Level Internasional dan 
Praktiknya di Negara Lain

Dalam konteks internasional, pengaturan mengenai 
PRT merupakan fenomena hukum yang relatif baru. 
Pengakuan atas PRT ini baru terjadi sejak 16 Juni 2011 
ketika Konferensi Jenewa, ILO mengadopsi Konvensi 
ILO Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga. 
Sebelumnya, hak PRT tersebar secara terpisah dalam 
berbagai instrumen soft law maupun hard law yang 
berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak perempuan, 
hingga pelindungan kelompok rentan. Hal ini misalnya 
dapat ditemui di Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengakui “Setiap 
orang memiliki hak untuk bekerja, bebas memilih 
pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, 
serta pelindungan terhadap pengangguran” dan ayat 
(2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang, tanpa 
diskriminasi apa pun, berhak mendapatkan upah yang 
sama untuk pekerjaan yang sama.”

Dengan diadopsinya Konvensi ILO 189 tentang 
Pekerja Rumah Tangga, pekerja rumah tangga di 
seluruh dunia telah menerima pengakuan yang 
signifikan (Mahanta & Gupta 2019).  Secara legal, sesuai 
dengan Pasal 1 (a) Konvensi ILO Nomor 189 tentang 
Pekerja Domestik, pekerjaan domestik diartikan 
sebagai “…pekerjaan yang dilakukan di dalam atau 
untuk rumah tangga atau lebih dari satu rumah 
tangga”. Selanjutnya, konvensi tersebut, sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 1 (b), memberikan pengertian 
atas pekerja domestik sebagai “…setiap orang yang 
terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu 
hubungan kerja“. 

Konvensi ini sendiri bertujuan untuk memastikan 
pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dan 
juga mendesak negara-negara pihak untuk mematuhi 
standar-standar ketenagakerjaan tertentu dalam 
mempekerjakan pekerja rumah tangga (Mahanta & 
Gupta 2019). Secara substantif, standar minimum yang 
harus diikuti oleh negara pihak dalam melindungi PRT, 
yakni hak-hak dasar PRT, informasi mengenai syarat dan 
ketentuan kerja, jam kerja, pengupahan, keselamatan 
dan kesehatan kerja, jaminan sosial, standar mengenai 
kelompok rentan (PRT anak, PRT tinggal di dalam, 
PRT migran), agen ketenagakerjaan swasta, serta 
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penyelesaian perselisihan, pengaduan, dan penegakan 
peraturan (DPR RI 2020). 

Saat ini, banyak negara telah mengikuti arahan 
Konvensi ILO untuk membuat kerangka hukum 
pelindungan PRT secara nasional. Di India, misalnya, 
pengakuan atas PRT telah dituangkan dalam legislasi 
bernama Unorganized Workers Social Security Act. 
Undang-undang ini memperluas langkah-langkah 
jaminan sosial bagi PRT seperti jaminan jiwa; tunjangan 
kesehatan dan kehamilan; pelindungan hari tua dan 
pelindungan lainnya yang mungkin ditentukan oleh 
pemerintah pusat untuk pekerja rumah tangga. Dengan 
demikian, undang-undang ini meletakkan hubungan 
pemberi kerja dan PRT dalam konteks pekerjaan 
domestik berbayar yang berada di ranah rumah tangga 
pribadi (Mahanta & Gupta 2019). Kecenderungan 
yang sama juga terjadi di Amerika Latin. Meski pun 
aturan perburuhan di sebagian besar negara-negara 
Amerika Latin belum memberikan hak yang sama bagi 
PRT, delapan negara Amerika Latin telah melakukan 
reformasi hukum yang berkaitan dengan PRT sejak 
2010. Empat di antaranya (Bolivia, Kolumbia, Kosta 
Rika, dan Uruguay) telah mengakui persamaan hak PRT 
dengan pekerja secara umum. Empat negara lainnya 
(Argentina, Brazil, Chili, dan Peru) melakukan reformasi 
secara parsial dalam hal pengakuan misalnya berkaitan 
dengan batasan jam kerja (Blofield 2012).

Di kawasan Asia Tenggara, hanya Filipina yang telah 
meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mengadopsinya 
dalam Republic Act Nomor 10381 atau yang dikenal 
dengan sebutan Batas Kasambahay. Indonesia 
sendiri, meski Konvensi ILO 189 telah berusia 12 
tahun, belum ada tanda-tanda yang mengarah pada 
kebijakan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini 
kontradiktif dengan agenda mendorong pengakuan 
atas care economy yang dibahas saat Indonesia menjadi 
tuan rumah G20 tahun 2022 lalu. Di sisi yang lain, 
upaya untuk mendorong RUU PPRT sebagai bentuk 
pengejawantahan dari Konvensi ILO 189 juga terkesan 
berlarut-larut.

Kemandekan Pembahasan RUU PPRT

Diskursus tentang adanya kebutuhan menetapkan 
Undang-Undang terkait  pelindungan PRT sebenarnya 
bukan merupakan agenda baru. Hal ini berangkat dari 
kekurangan peraturan perundang-undangan nasional 
yang ada dalam memberikan pelindungan bagi PRT. 
Dengan ketiadaan aturan yang spesifik melindungi 
PRT, permasalahan hak PRT masih merujuk pada 

ketentuan yang bersifat umum. Beberapa rujukan 
hukum tersebut, misalnya, UU Ketenagakerjaan, Pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); 
Pasal 38, 49, dan 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);  Pasal 6 
dan 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya yang disahkan oleh UU Nomor 11 Tahun 
2005 (KIHESB). Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 (3) misalnya, 
menyebutkan definisi buruh/pekerja sebagai orang 
yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. Bunyi Pasal ini cenderung mengatur hubungan 
pekerjaan formal sehingga tidak ada pengaturan 
spesifik tentang hak PRT sebagai pekerja yang juga 
menerima upah.

Pengajuan Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) 
sendiri sudah dimulai sejak tahun 2004. Sejak saat itu, 
rancangan tersebut masuk sebagai Prolegnas DPR RI 
pada periode 2004--2009, dan berlanjut terus masuk 
menjadi program pada periode 2009—2014, 2014--
2019, dan 2019--2024 dan telah tercatat sebagai RUU 
Prioritas sejak tahun 2020. Akan tetapi hingga saat 
ini, RUU PPRT belum juga kunjung disahkan menjadi 
Undang-Undang sehingga menimbulkan pertanyaan 
mengapa membutuhkan waktu begitu lama untuk 
bisa diterima secara politik. Hal ini tentu bertentangan 
dengan ketentuan hak asasi manusia sebagai negara 
yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga 
negaranya terkait pekerjaan dan penghidupan yang 
layak dengan memastikan adanya pelindungan 
terhadap pekerja, upah dan kondisi pekerjaan yang 
layak termasuk juga bagi PRT. 

Apabila ditinjau lebih dalam, permasalahan PRT 
sebagaimana diungkapkan sebelumnya sangat 
berkaitan dengan relasi kelas dan gender yang 
timpang. Sebagaimana telah banyak diungkap oleh 
pengamat, institusi demokrasi dan hukum Indonesia 
dibajak oleh kepentingan elite ekonomi-politik dengan 
kekuatan ekonomi yang mengarahkan kebijakan 
publik sebagai sarana pertahanan atas keistimewaan 
kelas sosial mereka (Robison & Hadiz 2004; Winters 
2013; Wardana 2023). Sementara itu, kelompok sosial 
lainnya, apalagi kelompok perempuan pekerja rumah 
tangga, tidak memiliki akses dalam memengaruhi 
atau bahkan membentuk kebijakan publik. Adanya 
pengakuan dan pelindungan hak-hak PRT dipercaya 
akan berdampak pada kelompok sosial yang memiliki 
kekuatan ekonomi dan politik lebih besar dan akses atas 
proses penyusunan kebijakan publik yang  selama ini 
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diuntungkan dari ketimpangan relasi kelas dan gender. 
Hal ini tercermin dari komentar Teddy Gusnaidi selaku 
Juru Bicara Partai Garuda, yang berpendapat bahwa 
apabila RUU PPRT disahkan maka pengguna jasa PRT 
harus memberikan upah sesuai peraturan perundang-
undangan yang memberatkan pengguna jasa PRT dan 
memutuskan untuk melepas atau tidak menggunakan 
lagi jasa PRT. Baginya, hubungan antara PRT dengan 
pemberi kerja harus berdasarkan kearifan lokal 
sehingga tidak semua PRT harus disamakan dan hal ini 
bukan bentuk diskriminasi (Detiknews 2023). Merike 
Blofield (2012, hlm. 4) mengungkapkan bahwa “Secara 
hukum dan ekonomi, kepentingan PRT berlawanan 
dengan kepentingan majikan mereka, yang berasal 
dari kalangan menengah, menengah ke atas, dan kelas 
atas.“ Oleh karena itu, benturan kepentingan kelompok 
pemberi kerja dengan PRT dan juga akses yang tidak 
seimbang bagi proses legislasi menjadi penghambat 
kebijakan pelindungan PRT. 

Berdasarkan diskusi di ranah terkait dengan RUU 
PRT, sikap negara dalam mengatasi ketimpangan 
relasi kuasa antara pemberi kerja dengan pekerja 
rumah tangga menjadi indikator sejauh mana 
negara menjalankan tanggung jawabnya untuk 
menyeimbangkan kepentingan si kaya dan si miskin 
dalam masyarakat (Blofield 2012, hlm. 4). Di Indonesia, 
negara mesti mencoba menyeimbangkan kepentingan 
tersebut dengan mengusulkan RUU PPRT. Akan tetapi, 
alasan pemerintah untuk mendukung RUU PPRT lebih 
berkaitan dengan alasan pertumbuhan ekonomi, 
alih-alih pelindungan hak asasi manusia. Jaleswari 
Pramodhawardani selaku Deputi V Politik Hukum, 
Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden, misalnya, 
memberikan pandangan bahwa penetapan RUU 
PPRT dapat memberikan efek domino yaitu dapat 
menurunkan angka pengangguran di Indonesia sebab 
PRT akan masuk dalam statistik pekerja (KemenPPPA 
2023). Di DPR sendiri, dua partai besar, Golkar dan PDI 
Perjuangan, pada 8 Desember 2022, justru menolak 
membawa RUU tersebut menjadi rancangan inisiatif DPR 
karena anggapan pelindungan PRT bukan merupakan 
permasalahan yang mendesak (Utami 2022).

Permasalahan Krusial dalam RUU PRT 

Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada 
ketentuan-ketentuan krusial dalam RUU PPRT. Dalam 
hal ini, setidaknya tujuh permasalahan urgen yang 
seharusnya diatur dalam RUU PPRT (Adyatama 2021). 
Ketujuh permasalahan tersebut, yakni: 

Pertama, tentang kategori PRT. Permasalahan 
mengenai kategorisasi muncul dari bagaimana 
PRT didefinisikan. Dalam Naskah Akademik, PRT 
dimaknai sebagai “kegiatan dalam mencuci alat rumah 
tangga, mencuci pakaian, mengasuh anak termasuk 
memandikan dan memberi makan, menyiapkan 
makanan, membersihkan rumah, menyetrika pakaian 
dan berbelanja” (Naskah Akademik n.d, hlm. 10). 
Dari pengertian itu, PRT kemudian dikategorikan ke 
dalam dua bentuk, yaitu: a) Jenis pekerjaan pokok 
dan tambahan yang merujuk pada pekerjaan rutin 
yang dilakukan setiap hari.  b) Pekerjaan tambahan, 
merupakan pekerjaan insidental dan merupakan 
pekerjaan tambahan di luar pekerjaan pokok. 

Kedua, tentang syarat dan kondisi kerja. Syarat dan 
kondisi kerja ini berkaitan dengan kondisi yang harus 
dipenuhi dalam hubungan pemberi kerja dan PRT, 
misalnya batas usia kerja yang seharusnya melarang 
untuk mempekerjakan anak. Dalam naskah akademik, 
pengaturan mengenai batas usia PRT diarahkan 
pada larangan mempekerjakan anak di bawah 15 
tahun. Selanjutnya, batas usia 15–18 tahun masih 
dimungkinkan dengan pemenuhan atas beberapa 
persyaratan: a) mendapat izin tertulis dari orang tua/
wali; b) membuat perjanjian kerja dengan orang tua/
wali; c) waktu kerja lebih pendek dari PRT yang berusia 18 
tahun ke atas; d) tidak dipekerjakan hingga larut malam; 
e) tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan/
atau moral; f ) diberi kesempatan untuk belajar; g) 
dipekerjakan untuk jenis pekerjaan ringan yang tidak 
mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, 
dan sosial.

Syarat dan kondisi kerja juga berkaitan dengan 
permasalahan rekrutmen dan penempatan sehingga 
PRT yang dipekerjakan sesuai dengan kualifikasi yang 
dimiliki. Selanjutnya, permasalahan hubungan kerja 
juga menjadi sorotan dalam konteks kondisi kerja PRT 
untuk mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa 
antara pemberi kerja dengan PRT sebagai orang yang 
mencari kerja. Oleh karena itu, hubungan ini diarahkan 
pada formalisasi melalui persyaratan adanya perjanjian 
kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak 
yang terlibat dalam hubungan kerja.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan PRT. Pendidikan 
dan pelatihan bagi PRT merupakan aspek penting 
untuk diberikan perhatian. Hal ini karena PRT perlu 
terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, PRT dapat 
diberdayakan sebagai bagian dari masyarakat.
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Keempat, penyelesaian perselisihan. Dalam 
hubungan kerja, tidak menutup kemungkinan 
terjadinya sengketa antara PRT dan pemberi kerja. 
Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk 
mekanisme penyelesaian perselisihan dengan tetap 
mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa yang 
ada menjadi hal krusial yang dibutuhkan PRT dalam 
melindungi dan memenuhi haknya.

Kelima, pembinaan dan pengawasan merupakan 
tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara. 
Dalam hal pembinaan, negara memiliki tanggung 
jawab dalam penyelenggaraan pelindungan PRT, 
melakukan pembinaan terhadap penyedia PRT, dan 
melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap kebijakan 
perlindungan PRT (Naskah Akademik n.d, hlm. 127--
128). Pengawasan juga dibutuhkan untuk “menciptakan 
kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab 
kedua belah pihak berdasarkan perjanjian kerja yang 
disepakati” (Naskah Akdemik, n.d, hlm. 128).

Keenam, informasi kerja dan penyedia jasa. 
Informasi kerja merupakan kebutuhan bagi calon PRT 
untuk mengetahui kesesuaian rekrutmen, penempatan 
serta hak dan kewajiban yang akan diterima selama 
hubungan kerja. Tanpa adanya informasi ini, PRT 
menjadi rentan untuk diiming-imingi pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan harapan dari PRT itu sendiri. 
Tidak jarang, tanpa ketiadaan informasi yang akurat, 
lengkap, dan tepat waktu, PRT justru tergelincir menjadi 
korban perdagangan orang. Dalam hal ini, penyedia 
jasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
pengelolaan arus informasi, rekrutmen, permintaan dan 
penempatan PRT yang sesuai dengan kualifikasi dan 
melindungi hak-hak dari PRT.

Terakhir, sanksi bagi penyalur. Penyalur PRT tidak 
jarang yang memanfaatkan kelemahan pendidikan 
PRT dan sumber daya yang dimiliki PRT untuk 
mengeksploitasi PRT demi keuntungannya. Dengan 
demikian, ada kebutuhan untuk mengancam 
penjatuhan sanksi bagi penyalur PRT yang nakal/curang 
dan merugikan hak-hak dari PRT.

Berdasarkan 7 (tujuh) permasalahan tersebut, RUU 
PPRT akan dibedah untuk mengetahui bagaimana 
dan sejauh mana rancangan tersebut sesuai dengan 
5R Framework for Decent Care Work (Kerangka Kerja 
5R untuk Pekerjaan Perawatan yang Layak) yang 
dikembangkan oleh ILO sehingga dapat memberikan 
jaminan pelindungan hukum bagi PRT. Kerangka Kerja 
5R tersebut, yakni: recognise (pengakuan atas makna 
dan nilai kerja pengasuhan), reduce (pengurangan 

atas bentuk pekerjaan yang menjemukan), redistribute 
(redistribusi tanggung jawab pengasuhan), reward 
(penghargaan atas pekerjaan pengasuhan), dan 
representation (representasi perempuan PRT dalam 
organisasi dan pengambilan keputusan) (ILO, n.d., hlm. 
17--18). 

Pengakuan (recognition)

Pembacaan atas RUU PPRT, terdapat ketentuan yang 
bersifat positif yang dapat berkontribusi pada adanya 
pengakuan atas kerja perawatan yang dilakukan 
oleh PRT. Adapun substansi positif dapat ditemukan 
di beberapa ketentuan. Salah satunya sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 3 RUU PPRT terkait tujuan dari 
RUU PPRT.1 Pasal ini berangkat dari latar belakang dan 
pengakuan atas fakta bahwa banyaknya kasus kekerasan 
dan eksploitasi terhadap PRT khususnya perempuan 
di Indonesia. Selain itu, banyak pemberi kerja juga 
memperlakukan PRT dengan tidak berperikemanusiaan 
dengan mempekerjakan tidak sesuai dengan tugasnya. 
Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan 
(recognition) atas kerja pengasuhan yang dilakukan 
oleh perempuan PRT yang cenderung rentan. Hal ini 
merupakan kemajuan apabila dibandingkan dengan 
UU Ketenagakerjaan yang cenderung bias pekerja 
formal dan gender blind.

RUU PPRT juga akan memainkan peran instrumental 
untuk mengakui kerja-kerja perawatan oleh perempuan 
yang selama ini tidak terlihat. Apabila dikaitkan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2025--2045 yang menargetkan tingkat 
partisipasi perempuan dari 53 persen menjadi 70 persen 
di tahun 2045, maka dengan pemberlakuan UU PPRT, 
target tersebut akan dapat dicapai. Hal ini dikarenakan 
pengakuan pada kerja perawatan termasuk di dalamnya 
PRT akan terintegrasi dalam kerangka  ekonomi 
dominan dan model pembangunan yang selama ini 
meniadakan kerja perawatan yang didominasi oleh 
pekerja perempuan. Sebagaimana ditunjukkan oleh 
pengalaman di Filipina, pengakuan atas keberadaan 
PRT dalam skema ketenagakerjaan nasional telah 
berkontribusi pada kenaikan peringkat Filipina dalam 
Indeks kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap 
Index) (Ogaya 2020, hlm. 171). 

Pengurangan (reduce)

Beberapa ketentuan dalam RUU PPRT juga 
berpotensi untuk mendorong pengurangan beban dan 
risiko kerja PRT. Pasal 5 ayat (2) RUU PPRT mengatur 
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tentang perjanjian kerja tertulis antara calon PRT 
dan pemberi kerja.2 Hal ini penting karena adanya 
perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis, 
dapat menjamin kepastian status kerja PRT dan dapat 
meminimalisir pelanggaran atas hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang telah dituangkan secara jelas dalam 
perjanjian kerja tersebut. Lingkup pekerjaan (Pasal 7) 
juga diarahkan untuk memberikan pembatasan waktu 
kerja dan beban kerja  dengan harapan bahwa PRT tidak 
dibebankan untuk mengerjakan segala sesuatu yang 
berada di luar lingkup pekerjaan dan jam kerja yang 
ditentukan. 

Kontribusi yang lainnya dapat diberikan oleh 
ketentuan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban 
Pemberi Kerja sebagaimana dalam Pasal 11, Pasal 13, 
Pasal 14, Pasal 15 RUU PPRT. Dalam hal ini, pemberi 
kerja sesuai yang tertera pada Pasal 15 RUU PPRT 
memiliki tanggung jawab, antara lain: (a) menaati dan 
melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan 
Kerja; (b) memberikan hak-hak PRT sesuai dengan 
Perjanjian Kerja; (c) memberikan waktu istirahat; (d) 
memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai 
identitas pemberi kerja, anggota keluarganya, rincian, 
dan prosedur pekerjaan; (e) melaporkan keberadaan 
PRT yang bekerja di rumahnya kepada Ketua RT/RW. 
Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian kerja yang 
bersifat tertulis dan tegas mengatur lingkup pekerjaaan 
menjadi instrumen penting untuk melakukan 
pengurangan atas bentuk kerja yang berlebih dan 
berisiko (reduce).

Redistribusi (redistribution)

Sejatinya, seorang PRT memiliki beban kerja 
domestik ganda. Selain melakukan kerja-kerja 
domestik di lingkungan kerjanya, PRT juga tidak 
dapat dilepaskan dari kerja-kerja domestik dan 
tanggung jawab di lingkup keluarganya sendiri. Oleh 
karena itu, mereka perlu diberikan jaminan atas hak 
untuk bekerja dalam rentang waktu yang manusiawi 
sehingga PRT masih dapat menjalankan perannya 
di rumah tangga mereka sendiri dan dapat juga 
memiliki waktu untuk beristirahat. Ketentuan yang 
tegas tentang perjanjian kerja dan jaminan jam kerja 
yang manusiawi serta lingkup kerja yang jelas menjadi 
kebutuhan bagi pemenuhan hak-hak PRT untuk 
terbebas dari eksploitasi oleh pemberi kerja/majikan. 
Hal ini pada gilirannya akan dapat berdampak positif 
pada terjadinya pendistribusian (redistribution) atas 
pekerjaan yang tidak diatur dalam perjanjian kerja 
kepada pemberi kerja atau dialihkan kepada pihak lain. 

Dengan demikian, pengalihan kerja di luar perjanjian 
kerja akan dapat membuka kesempatan bagi pekerja 
perempuan lainnya yang membutuhkan.

Penghargaan (reward)

Penghargaan terhadap PRT merupakan poin 
penting yang akan diatur dalam UU PPRT sebagai 
konsekuensi dari pengakuan atas kontribusi mereka 
dalam reproduksi sosial melalui kerja perawatan. Hal ini 
akan diatur dalam ketentuan mengenai hak-hak yang 
dimiliki oleh PRT yang selanjutnya harus dituangkan 
dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 15 RUU PPRT. Salah satu 
bentuk penghargaan bagi PRT dalam RUU PPRT adalah 
berkaitan dengan upah, tunjangan, jaminan kesehatan, 
dan jaminan sosial yang menjadi hak PRT sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 11 RUU PPRT.

Pemberian penghargaan tentu juga membutuhkan 
adanya mekanisme penyelesaian sengketa apabila 
penghargaan bagi PRT tersebut tidak dipenuhi oleh 
pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya. 
Pasal 26 RUU PPRT mengarahkan perselisihan antara 
PRT dengan pemberi kerja untuk diselesaikan secara 
musyawarah mufakat. Mengingat ketimpangan relasi 
kuasa di antara pihak yang bersengketa, maka pasal 27 
memberikan peluang untuk menyelesaikan perselisihan 
dengan menggunakan pihak ketiga melalui mekanisme 
mediasi. Apabila mekanisme ini tidak berhasil, maka 
upaya hukum dapat ditempuh oleh para pihak. Dengan 
demikian, perjuangan PRT untuk menuntut haknya atas 
penghargaan kerja telah dibuka melalui RUU PPRT.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah ketentuan 
mengenai pemberian sanksi kepada pihak yang tidak 
melaksanakan kewajibannya. Pasal 23 RUU PPRT3 
mengatur tentang larangan dan sanksi administratif 
bagi penyalur PRT yang bertujuan untuk melindungi 
hak PRT dari penyalur kerja yang tidak bertanggung 
jawab. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Undang-
Undang, mekanisme pengawasan (Pasal 25 RUU PRT) 
disusun untuk menjamin pelindungan terhadap pekerja 
rumah tangga apabila terjadi pelanggaran.4 Dalam Pasal 
28 RUU PPRT, diatur sejumlah larangan yang bertujuan 
untuk melindungi PRT dari tindakan diskriminasi, 
ancaman, pelecehan, dan/atau kekerasan lainnya yang 
saat ini sangat banyak terjadi pada PRT di Indonesia. 
Terakhir, tentu saja ketentuan pidana (Pasal 30--32 RUU 
PRT). Ketentuan ini dibutuhkan untuk memberikan 
efek jera bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana 
dalam kaitannya dengan pelindungan PRT. 
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Representasi (representation)

Dalam Naskah Akademik RUU PPRT, diarahkan 
untuk mengatur secara tegas salah satunya tentang 
hak dan kewajiban pemberi kerja. Dalam hal ini, 
meliputi kewajiban pemberi kerja untuk memberikan 
kebebasan PRT untuk berserikat (Naskah Akademik 
n.d, hlm. 122). Akan tetapi, dalam RUU PPRT versi tahun 
2020, nampaknya jaminan PRT untuk berserikat belum 
diakomodasi secara tegas. Oleh karena itu, menjadi 
penting bagi RUU PPRT untuk memastikan adanya 
jaminan dan mengartikulasikan secara tegas hak-hak 
berserikat dan mekanisme penyelesaian sengketa. 
Hal ini penting karena dengan hak berserikat dan 
mekanisme yang efektif, PRT dapat memperjuangkan 
hak-haknya yang selama ini terpinggirkan. Hal ini juga 
agar sejalan dengan rekomendasi ILO R204 mengenai 
transisi dari informal ke formal ekonomi. Karena 
PRT merupakan pekerjaan yang secara dominan 
dibebankan kepada perempuan, adanya jaminan untuk 
berserikat bagi PRT akan dapat membantu perempuan 
PRT dalam pemberdayaan politik dan keorganisasian 
sehingga dapat terlibat aktif dalam pengambilan 
keputusan yang berdampak pada mereka. Singkatnya, 
jaminan berserikat dan partisipasi perempuan PRT ini 
merupakan pengejawantahan dari Kerangka Kerja 5R 
ILO khususnya pada aspek representasi. 

Singkatnya, di ranah perdebatan RUU PPRT, tentu 
saja ketentuan yang dinilai positif di atas untuk 
mengakui dan melindungi hak PRT akan dipandang 
berbeda oleh mereka yang terkena dampak, utamanya 
pemberi kerja. Adanya kejelasan tentang status dan 
jam kerja tentu akan membuat kekuasaan pemberi 
kerja menjadi berkurang. Selain itu, perjanjian kerja 
yang bersifat tertulis dinilai tidak mencerminkan 
kenyataan bahwa hubungan kerja PRT dan pemberi 
kerja cenderung bersifat lisan dan berdasarkan 
kebiasaan setempat. Sebagai hubungan kerja 
berbayar, seharusnya mengikuti format hubungan 
yang formal-rasional melalui perjanjian kerja tertulis 
sehingga menjamin kepastian bagi kedua belah pihak 
dan mampu menciptakan kemampuan kalkulabilitas 
dan prediktabilitas ketika terjadi sengketa. 

Di samping itu, beberapa pihak juga melihat 
ketentuan pidana ini tidak diperlukan. Teddy Gusnaidi 
dari Partai Garuda, misalnya, berpendapat bahwa 
apabila RUU PPRT bertujuan untuk memberikan 
pelindungan dari kekerasan dan tindak pidana lain bagi 
PRT, maka penegakan hukumnya dapat menggunakan 
aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
tersebut sehingga tidak perlu adanya pengkhususan 

bagi PRT karena tindak pidana tersebut juga terjadi 
untuk kalangan yang lain (Detiknews 2023). Dalam 
konteks Kerangka Kerja 5R ILO, ancaman sanksi pidana 
bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana 
yang diatur dalam RUU PPRT harus dilihat sebagai 
bentuk pemenuhan atas pelindungan hukum represif 
dalam skema reward and punishment.

Penguatan Substantif RUU PPRT

Terlepas dari ketentuan positif di atas yang sejauh 
ini relatif sejalan dengan prinsip 5R ILO, terdapat hal-
hal yang masih perlu diperkuat dan diperbaiki dari 
rancangan yang ada saat ini. Pertama, di dalam RUU 
PPRT tidak mengatur adanya batas minimal umur PRT. 
Hal ini bisa menjadikan celah untuk mempekerjakan 
anak sebagai PRT. Dalam masyarakat patriarkis, anak 
laki-laki lebih menjadi preferensi keluarga. Ketika 
dihadapkan pada kebutuhan untuk mempekerjakan 
PRT anak, maka kemungkinan terbesar akan 
dibebankan pada  anak perempuan. Oleh karena 
ini, anak perempuan menjadi lebih rentan untuk 
dieksploitasi apabila tidak ada pengaturan mengenai 
batas minimal umur PRT.

Kedua, Pasal 11 RUU PPRT menyebutkan tentang 
upah dan tunjangan bagi PRT. Disebutkan dalam 
pasal tersebut bahwa PRT berhak mendapatkan upah 
dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan 
pemberi kerja. Dari formulasi ini, perlu diberikan 
catatan bahwa pemberian upah belum merujuk pada  
standar yang jelas berapa besaran upah bagi PRT. 
Di dalam pasal ini terkesan memberikan ruang bagi 
adanya kesepakatan antara pemberi kerja dengan PRT, 
padahal dengan ketimpangan relasi kuasa, hasil dari 
kesepakatan ini cenderung akan lebih menguntungkan 
pemberi kerja yang memiliki kuasa lebih besar. Apabila 
merujuk pada Pasal 11 Konvensi ILO 189, dinyatakan 
adanya kewajiban negara yang memiliki skema 
upah minimum untuk memastikan PRT menikmati 
upah minimum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin. Hingga saat ini, komunikasi dan negosiasi 
berkaitan dengan upah yang layak bagi PRT masih 
berjalan alot sebagai akibat dari adanya kekhawatiran 
pemberi kerja yang bisa saja menerima gaji sebesar 
upah minimum regional (UMR) untuk membayar PRT 
dengan besaran yang sama. Terkait tunjangan hari 
raya pada umumnya diberikan 1 kali gaji. Akan tetapi, 
di dalam RUU PPRT tidak menjelaskan berapa besaran 
yang harus diberikan pemberi kerja kepada PRT terkait 
tunjangan hari raya. Harapannya, negosiasi perihal 
upah dan tunjangan ini akan mengarah pada titik 
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temu yang dapat menyeimbangkan kepentingan bagi 
PRT dan pemberi kerja.

Ketiga, pada Pasal 11 huruf b, dituliskan bahwa 
bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Hal ini tentu 
kurang menjelaskan karena tidak ditentukan secara 
jelas besaran waktunya sehingga membuka ruang 
multitafsir. Oleh karena itu, pasal ini perlu untuk 
mempertimbangkan kemungkinan waktu kerja bagi 
PRT, misalnya empat jam per hari untuk PRT paruh 
waktu dan delapan jam per hari untuk PRT penuh 
waktu. Untuk mengakomodir berbagai praktik dalam 
hubungan kerja PRT, dapat saja diberikan arahan untuk 
mengatur ketentuan mengenai jam kerja dan status PRT 
dalam aturan yang lebih operasional, misalnya melalui 
peraturan pemerintah.

Mengenai rekrutmen PRT, Pasal 5 (1) RUU 
menyatakan bahwa perekrutan calon PRT secara 
langsung dilakukan berdasarkan kesepakatan calon PRT 
dan Pemberi Kerja. Pasal 5 ayat (2) Perekrutan calon PRT 
secara tidak langsung dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
dilakukan dengan Perjanjian Kerja tertulis antara calon 
PRT dan Pemberi Kerja. Ada pun catatan yang dapat 
diberikan di sini adalah perjanjian kerja secara tertulis 
menjadi salah satu bukti yang sah dan dapat digunakan 
apabila suatu saat terjadi adanya ketidaksesuaian 
antara perjanjian dengan pelaksanaannya, tetapi 
perjanjian tertulis hanya diberlakukan bagi PRT yang 
direkrut secara tidak langsung yaitu melalui penyalur 
PRT. Sementara itu, PRT yang direkrut secara langsung 
tidak wajib menggunakan perjanjian kerja secara 
tertulis. Tentu hal ini akan menempatkan PRT yang 
direkrut secara langsung berada dalam posisi yang 
lebih rentan dibandingkan dengan PRT yang direkrut 
melalui penyalur. 

Di India, penyalur PRT wajib memiliki badan hukum 
yang terdaftar sesuai dengan Shops and Commercial 
Establishment Act 1953 sehingga penyalur yang tidak 
bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif 
berupa penutupan izin dan juga sanksi pidana 
(Mahanta & Gupta 2019, hlm. 10). Selain itu, Mahanta 
dan Gupta (2019, hlm. 10) berpendapat bahwa undang-
undang yang komprehensif yang melindungi PRT 
hanya dapat dipahami jika ada basis data yang diteliti 
dengan baik yang memberikan indikator-indikator 
tertentu yang pasti mengenai kompleksitas masalah 
pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk 
memiliki database tersentral mengenai PRT sehingga 
memudahkan pembuatan kebijakan yang berangkat 
dari kenyataan dan kondisi empiris PRT di lapangan. 

Persyaratan penyalur harus berbadan hukum menjadi 
salah satu medium untuk memperoleh informasi 
tentang PRT sehingga dapat membangun database 
yang dibutuhkan dalam rangka pelindungan PRT. 
Hal ini patut ditiru oleh Indonesia dalam rangka 
pengembangan database PRT yang sangat dibutuhkan 
dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence 
based policies).

Selain itu, Unorganized Workers Social Security 
Act di India memandatkan pemerintah pusat untuk 
membentuk Satuan Tugas (Task Force) yang disebut 
sebagai National Policy on Domestic Workers untuk 
mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak 
pada PRT (Mahanta & Gupta 2019, hlm. 2). National 
Policy on Domestic Workers juga mengakui hak PRT 
untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja 
sebagaimana termaktub di bagian 4.3 (Mahanta & 
Gupta 2019, hlm. 5). Dalam RUU PPRT, substansi tentang 
hak untuk berorganisasi dan membentuk serikat 
pekerja serta ketentuan terkait institusi khusus untuk 
mengembangkan kebijakan pelindungan PRT menjadi 
sebuah kebutuhan sekaligus sebagai lembaga yang 
memantau implementasi dari Undang-Undang. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA), pada saat tulisan ini dibuat, 
sedang menyusun peta jalan dan Rencana Aksi Nasional 
Ekonomi Perawatan dengan acuan 5R. Di samping itu, 
Kerangka Ekonomi Perawatan 2024--2028 sedang 
berproses untuk dielaborasikan ke RPJMN 2025--2029 
dengan 7 poin strategi prioritas yaitu: 1. Pengasuhan 
dan layanan pengasuhan anak, 2. Layanan jangka 
panjang dan lansia, 3. Layanan yang inklusif untuk 
disabilitas dan kelompok rentan, 4. Cuti maternitas, 5. 
Cuti paternitas, 6. Kerja layak untuk pekerja perawatan, 
7. Perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan. Pada 
poin 6, kerja layak untuk pekerja perawatan dari pekerja 
pengasuhan anak, perawat lansia, perawatan disabilitas, 
pekerja perawatan tingkat komunitas termasuk pekerja 
rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada 
diskursus dominan tentang ekonomi perawatan di 
dalam tubuh pemerintah sendiri. Akan tetapi, kebijakan 
tersebut akan sulit untuk diimplementasikan secara 
efektif apabila belum ada kerangka hukum di tingkat 
nasional yang mengatur secara spesifik tentang kerja 
perawatan khususnya PRT sebagai salah satu ujung 
tombaknya. Oleh karena itu, perjuangan RUU PPRT 
juga seharusnya menjadi perjuangan pemerintah untuk 
dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 
dengan ekonomi perawatan.
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Penutup

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki posisi yang 
sangat rentan karena permasalahan PRT sangat 
berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kelas dan 
gender yang ada dalam masyarakat. Ketimpangan 
kelas menempatkan PRT sebagai kelas pekerja yang 
memberikan pelayanan kepada kelas pemberi kerja 
yang memiliki kuasa lebih besar. Di samping itu, dalam 
masyarakat yang memiliki ketimpangan relasi gender, 
perempuan yang dikondisikan di ranah domestik dilihat 
secara sebelah mata karena ia tidak berkontribusi 
bagi proses produksi. Dengan kenyataan tersebut, 
permasalahan yang dihadapi oleh PRT belum menjadi 
diskursus arus utama apalagi bertransformasi dalam 
bentuk kebijakan publik yang memberikan pelindungan 
hukum terhadap mereka. Di banyak tempat, PRT belum 
dilihat sebagai pekerja yang memiliki hak-hak yang sama 
dengan pekerja formal. Dengan ketiadaan kerangka 
hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak 
mereka, PRT menjadi salah satu kelompok pekerja yang 
paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan 
eksploitasi. 

Di Indonesia, melihat permasalahan PRT yang 
sedemikian kompleks, advokasi untuk mendorong 
adanya Undang-Undang terkait pelindungan PRT telah 
dimulai sejak hampir dua dekade lalu. Salah satunya 
dengan mengajukan Rancangan UU Perlindungan 
PRT sejak 2004. Akan tetapi hingga saat ini, rancangan 
Undang-Undang tersebut belum juga ditetapkan 
menjadi Undang-Undang. Konsekuensinya, PRT masih 
terus terpinggirkan dari pelindungan hukum dan 
mekanisme efektif untuk memenuhi hak-hak mereka.  

Sebagaimana telah diuraikan di atas, menggunakan 
kerangka 5R ILO dalam melakukan telaah atas RUU PPRT 
dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, RUU PPRT 
dalam versi tahun 2020 setidaknya telah mencerminkan 
agenda pemberian pengakuan (recognition) atas kerja 
perawatan yang dilakukan PRT khususnya perempuan, 
mendorong upaya terjadinya pendistribusian 
(redistribution) pekerjaan rumah tangga, mengurangi 
(reduce) lingkup kerja dan jam kerja PRT menjadi lebih 
manusiawi, dan memberikan penghargaan (reward) 
bagi PRT atas kontribusinya dalam masyarakat serta 
pemberian sanksi (punishment) bagi pihak yang 
melanggar hak-hak PRT. Kedua, RUU PPRT belum secara 
eksplisit memberikan ruang dan jaminan bagi PRT 
untuk berserikat dalam rangka menguatkan kapasitas 
organisasinya dan keterwakilannya (representation) 
dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik 
yang berdampak pada PRT. Ketiga, hak untuk berserikat 

dan kepastian mengenai standar penggajian perlu 
untuk dipertimbangkan dalam rangka penguatan 
ketentuan mengenai pelindungan hukum bagi PRT 
dalam RUU PPRT.

Daftar Pustaka

Adyatama, E. 2021. “7 Alasan Kenapa RUU Perlindungan PRT Harus 
Disahkan”, diakses pada 30 Oktober 2023, di https://nasional.
tempo.co/read/1472928/7-alasan-kenapa-ruu-perlindungan-prt-
harus-disahkan.

Bridget, A. & Davidson, J. O. 2003. Is Trafficking is Human Beings 
Demand Driven? A Multi-Country Pilot Study. International 
Organization for Migration (IOM): Geneva, diakses pada 25 Oktober 
2023, di https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/ER-
2004-Trafficking_Demand_Driven_IOM.pdf.

Blofield, M. 2012. Care Work and Class: Domestic Workers’ Struggle 
for Equal Rights in Latin America. The Pennsylvania State University 
Press: Pennsylvania.

DetikNews. 2023. “Partai Garuda Tolak RUU Perlindungan Pekerja 
Rumah Tangga, ini Alasannya”, diakses pada 30 Oktober 2023, di 
https://news.detik.com/berita/d-6566081/partai-garuda-tolak-ruu-
perlindungan-pekerja-rumah-tangga-ini-alasannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 2020. 
Catatan Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi 
untuk Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Narasumber atas 
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, diakses pada 25 
Oktober 2023, di https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-
RJ-20200622-042407-1772.pdf.

Dhewy, A. 2018. “Perempuan dan Ekonomi Perawatan”, Jurnal 
Perempuan 23 (4), hlm. Iii, diakses pada 14 November 2023, di  
https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/
view/278/274.

Federici, S. 2012. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, 
and Feminist Struggle.  PM Press: California, New York.

Gerstel, N. 2000. “The Third Shift: Gender and Care Work Outside the 
Home”, Qualitative Sociology, Vol. 23 (4), hlm. 467--483. https://doi.
org/10.1023/A:1005530909739.

Indonesia.go.id. 2022. “Indonesia Soroti Isu Perawatan tidak 
Berbayar pada Kaum Perempuan”, diakses pada 14 Desember 2023, 
di https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/6103/
indonesia-soroti-isu-perawatan-tidak-berbayar-pada-kaum-
perempuan?lang=1.

International Labour Organization (ILO). Convention No. 189, 2011 
tentang Decent Works for Domestic Workers.

International Labour Organization (ILO). Recomendation No. 204 
tentang the Transition from the Informal to the Formal Economy.

International Labour Organization (ILO). 2015. “Pekerja Rumah 
Tangga Indonesia”, diakses pada 20 Oktober 2023, di https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/
documents/presentation/wcms_553078.pdf. 

International Labour Organization (ILO). 2018. “Care Work and Care 
Jobs for the Future of Decent Work”, diakses pada 14 November 



246

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 3, Desember 2023, 235—246

2023, di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf. 

International Labour Organization (ILO). 2020. “RDP Badan Legislasi 
DPR RI: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, diakses pada 30 
Oktober 2023, di https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-
RJ-20200622-042906-9061.pdf. 

International Labour Organization (ILO). 2021. “Making Decent Work 
a Reality for Domestic Workers”, diakses pada 14 Desember 2023, 
di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_802551.pdf.

Jala PRT. 2023. “Tidak Ada Toleransi Kekerasan Terhadap 
Perempuan”, instagram.com,  diakses pada 14 Desember 2023, di 
https://www.instagram.com/p/C0gdPuQyDZH/?hl=id.

KemenPPPA. 2023. “Menteri PPA Dukung Semangat Kekeluargaan 
dan Gotong Royong Lindungi PRT Melalui Pengesahan RUU PPRT”, 
diakses pada 30 Oktober 2023, di https://www.kemenpppa.go.id/
index.php/page/read/29/4354/menteri-pppa-dukung-semangat-
kekeluargaan-dan-gotong-royong-l indungi-pr t-melalui-
pengesahan-ruu-pprt.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan). 2022. “Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari 
Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional”, diakses pada 19 Oktober 
2023, di https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-
pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-
prt-nasional.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan). 2023. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas 
Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah 
Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan”, 
diakses pada 19 Oktober 2023, di https://komnasperempuan.go.id/
download-file/949. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 2022. “Kajian 
Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization 
(ILO) No. 189 tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja 
Rumah Tangga”, diakses pada 20 Oktober 2023, di https://www.
komnasham.go.id/files/20230508-kajian-kebijakan-ratifikasi-
konvensi-$SVZ8.pdf. 

Kreps, J. M. 1971. Sex in the Marketplace: American Women at Work. 
Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD.

Levit, N. & Verchick, R. 2016. Feminist Legal Theory: A Primer, 2nd 
Edition. New York University Press: New York.

Mackinnon, C. 1979. Sexual Harassment of Working Women: A Case 
of Sex Discrimination. Yale University Press: USA.

Mahanta, U. & Gupta, I. 2019. Recognition of the Rights of Domestic 
Workers in India: Challenges and the Way Forward. Springer: 
Singapore.

Ogaya, C. 2020. “The Rights Movement for Domestic Workers in 
the Philippines Its Local and Transnational Path to Decent Work”, In 
Revue internationale des études du développement, Vol. 242(2), hlm. 
169--189. DOI:10.3917/ried.242.0169. 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. n.d. Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279.

Robison, R. & Hadiz, V. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The 
Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge Curzon: London.

Scales, A. C. 1987. “The Emergence of Feminist Jurisprudence: An 
Essay”, The Yale Law Journal, Vol. 95 (7), hlm. 1373-1403. https://doi.
org/10.2307/796562.

Sigiro, A. N., Primaldhi, A., & Takwin, B. 2018. “Ekonomi Perawatan dan 
Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia”, Jurnal Perempuan, Vol. 
24 (4), hlm. 249--258, diakses pada 14 November 2023, di https://
indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/278/274.

UN Women. 2018. “Promoting Women’s Economy Empowerment: 
Recognizing and Investing in the Care Economy”, unwomen.org, 
diakses pada 2 November 2023, di https://www.unwomen.org/
sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/
Publications/2018/Issue-paper-Recognizing-and-investing-in-the-
care-economy-en.pdf. 

Utami, E. 2022. “Membongkar Bias Kelas dalam Pembahasan RUU 
Perlindungan PRT, PRT Lancarkan ‘Bom’ Panci”, Konde (online), 
diakses pada 2 November 2023, di https://www.konde.co/2022/01/
bongkar-bias-kelas-dalam-pembahasan-ruu-perlindungan-prt-
prt-lancarkan-bom-panci.html/.

van Nederveen M. E. et al. 2015. “Domestic Workers of the World: 
Histories of Domestic Work as Global Labor History”, Labor History. 
DOI:10.1163/9789004280144_002. 

Wardana, A. 2023. “Governing Through Courts? Law and the 
Political-Economy of Climate Change Litigation in Indonesia”, 
Verfassung un Recht in Übersee, Vol. 56 (2), hlm. 351--370.

Winters, J. 2013. “Oligarchy and Democracy in Indonesia”, Indonesia, 
Vol. 96, hlm. 11–33. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099. 

(Endnotes)

1	 Pasal 3 RUU PPRT: Perlindungan PRT bertujuan: a. Memberikan 
kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja; b. Mencegah 
segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap 
PRT; c. Mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; d. 
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; 
dan e. Meningkatkan kesejahteraan PRT.

2	 Pasal 5 (2) RUU PPRT: Perekrutan calon PRT secara tidak 
langsung dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan 
Perjanjian Kerja tertulis antara calon PRT dan Pemberi Kerja.     

3	 Pasal 29 RUU PPRT: Penyalur PRT dilarang: a. Memberikan 
informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon 
PRT kepada Pemberi Kerja; dan/atau b. Mengintimidasi dan 
melakukan kekerasan kepada calon PRT atau PRT. 

4	 Pasal 30 RUU PPRT: Pemberi Kerja yang mendiskriminasi, 
mengancam, melecehkan, dan/atau menggunakan kekerasan 
fisik dan non fisik kepada PRT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 125.000.000 
(seratus dua puluh lima juta rupiah).
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Abstract

Paid and unpaid care work has regained prominence in national and international forums as a pivotal issue affecting the low 
participation of women in development. Despite being predominantly carried out by women, care work remains inadequately 
recognized and undervalued, especially at the policy level. This paper delves into the reasons behind the lack of attention to care work 
issues at the national level. It explores the extent of gender ideology implications on state policies related to care work. The research 
employs desk review and self-reflection based on the author’s experience facilitating discussions on care work issues. The analysis 
reveals a policy gap in Indonesia concerning care work, influenced by the ambiguity of the state’s gender ideology. Consequently, 
gender transformation has not been a central focus in care policies, and the legitimacy of women’s roles in unpaid work tends to be 
reinforced.

Keywords: care work, economic care, gender ideology, gender transformation

Abstrak

Kerja-kerja pemeliharaan berbayar (paid care) dan tidak berbayar (unpaid care), kembali diangkat dalam forum-forum nasional 
dan internasional sebagai sebuah isu yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kerja 
perawatan yang sebagian besar didominasi oleh perempuan belum sepenuhnya diakui dan dianggap penting khususnya dalam level 
kebijakan negara. Tulisan ini menganalisis mengapa isu kerja perawatan belum mendapatkan perhatian di level negara dan sejauh 
apa implikasi dari ideologi gender terhadap kebijakan-kebijakan negara terkait kerja perawatan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah desk review dan observasi penulis ketika memfasilitasi berbagai pertemuan yang membahas isu kerja perawatan sejak tahun 
2022--2023. Penulis menganalisis bahwa ada kesenjangan dalam kebijakan-kebijakan negara terkait isu perawatan di Indonesia. Hal 
ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan ideologi gender negara. Implikasinya, transformasi gender belum menjadi fokus pada kebijakan 
perawatan. Legitimasi peran perempuan dalam kerja tidak berbayar malah cenderung diperkuat. 

Kata kunci: kerja pemeliharaan, ekonomi perawatan, ideologi gender, transformasi gender

Pendahuluan

Pada Oktober 2021, ASEAN mengeluarkan dokumen 
The ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy 
dalam rangka merespons Covid-19 (ASEAN 2021).1 
Dokumen tersebut menekankan bahwa ketika pandemi 
Covid-19 melanda, kerja-kerja perawatan, perawatan 
kesehatan, peran perempuan dalam keluarga dan 
wilayah rumah merupakan kontribusi yang penting. 
Oleh sebab itu, isu ini perlu menjadi prioritas dalam 
pembangunan di negara-negara ASEAN. Temuan ini 
tidak jauh berbeda dengan hasil kajian yang dilansir oleh 
organisasi-organisasi internasional seperti UN Women 
(2020), ILO, ataupun Oxfam (2020) tentang pentingnya 
memberikan perhatian pada isu kerja perawatan. Selama 

ini, pembangunan khususnya pembangunan ekonomi 
berbasis pada kerja-kerja yang berlokasi di arena 
publik. Pembangunan ekonomi dianggap terpisah dan 
tidak dilakukakan di ruang domestik. Di masa pandemi 
Covid-19, situasi kerja berubah.  Kantor bergeser ke 
rumah sehingga rumah menjadi tempat kerja berbayar 
sekaligus tempat kerja perawatan dilakukan. Hal ini 
menunjukkan bahwa kerja perawatan berdampak dan 
menyokong perekonomian keluarga. Kegiatan di ruang 
publik lainnya yang berpindah ke rumah saat pandemi 
Covid-19 adalah pendidikan dan pengajaran. Selain itu, 
rumah juga menjadi unit pelayanan kesehatan mandiri 
bagi tiap anggota keluarganya, mengingat saat itu 
prioritas rumah sakit terfokus pada Covid-19. Dalam 
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situasi pandemi, terjadi peleburan, rumah menjadi pusat 
kegiatan publik dan domestik. Hal ini berdampak pada 
peningkatan peran perawatan, khusus bagi perempuan. 
Hal ini juga menunjukkan problem ketidaksetaraan 
gender dalam kerja-kerja perawatan yang selama ini 
sudah terjadi jauh sebelum Covid-19 terjadi.

Beghini et al. (2019) dalam kajiannya yang diterbitkan 
oleh ILO menyebutkan adanya ketidakseimbangan 
jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan 
perawatan tidak dibayar dengan laki-laki. Menurut 
kajian tersebut, perempuan mencapai 606 juta jiwa 
atau 21,7 persen, lebih tinggi dari laki-laki di angka 
41 juta jiwa atau 1,5 persen terlibat dalam kerja 
perawatan tidak berbayar. Mereka mengalkulasi bahwa 
jika dihitung berdasarkan standar tujuh hari kerja, 
perempuan menggunakan 201 hari kerja per tahun 
untuk melakukan kerja perawatan, sedangkan laki-
laki 63 hari kerja per tahun. Problemnya lagi adalah 
kontribusi perempuan dalam melakukan kerja tidak 
dibayar tidak diperhitungkan sekalipun data dari 64 
negara menunjukkan bahwa kerja perawatan tidak 
dibayar telah menyumbang nilai ekonomi sebesar 16,4 
miliar per jam, per hari. Dengan demikian, sesungguhnya 
perempuan telah berkontribusi sebanyak sepertiga dari 
total nilai tersebut yang bila dikalkulasi setara dengan 
2 miliar orang yang bekerja penuh waktu (40 jam per 
minggu) tanpa bayaran (Beghini et al. 2019). 

Dalam kondisi Covid-19, ketidakseimbangan kerja-
kerja perawatan tidak berbayar ini semakin menguat 
(UN Women 2020). Walaupun kontribusi laki-laki dan 
perempuan dalam kerja perawatan rumah tangga 
sama-sama meningkat, kesenjangan waktu kerja 
perawatan perempuan dan laki-laki tetap terjadi. UN 
Women (2020) dan Villanueva et al. (2020) menganalisis 
bahwa peran gender tradisional masih dipegang kuat 
oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggapan 
dan praktik sosial yang memaknai peran perawatan 
sebagai tanggung jawab utama perempuan.

Persoalan seputar kerja perawatan sebetulnya 
bukan isu baru bagi kalangan gerakan perempuan di 
Indonesia. Kerja-kerja perawatan sebagai kerja-kerja 
yang dilekatkan terhadap perempuan, merujuk pada 
kerja di sektor domestik, merupakan salah satu isu 
yang dianggap oleh gerakan perempuan sebagai isu 
yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender 
(Eddyono 2022). Oleh karena itu, telah muncul berbagai 
inisiatif yang digagas oleh organisasi masyarakat sipil 
perempuan untuk mendorong adanya pembagian 
kerja yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan di 
rumah tangga. Namun, aktivitas ini belum meluas dan 

belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan di tingkat 
pemerintah (Eddyono 2022).

Penelitian ini mengkaji sejauh mana pemerintah 
Indonesia memberikan perhatian pada isu perawatan. 
Isu perawatan telah menjadi isu di tingkat regional 
dan internasional. Isu ini bahkan menjadi pembahasan 
di tingkat ASEAN dan dalam forum G-20. Indonesia 
bahkan dianggap sebagai pihak yang mendorong agar 
isu perawatan menjadi agenda penting dalam forum 
G-20. Namun, sejauh apa agenda itu diintegrasikan di 
tingkat kebijakan di Indonesia masih perlu ditelaah. 
Penulis berargumentasi bahwa isu kerja perawatan 
ataupun kerja-kerja domestik tidak dianggap penting 
dan belum masuk sebagai kebijakan prioritas bagi 
pemerintah. Hal ini disebabkan oleh  ideologi gender 
negara yang bersifat  kontradiktif. Di satu sisi, negara 
hendak mendorong partisipasi perempuan dalam 
ekonomi dan pembangunan yang lebih aktif demi 
adanya akselerasi ekonomi di Indonesia. Namun di 
sisi lain, konstruksi gender masih melanggengkan 
anggapan bahwa penanggung jawab  rumah tangga 
dan domestik merupakan kerja utama perempuan. 

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode desk review dan 
internal reflection. Desk review dilakukan dengan cara 
menganalisis dokumen-dokumen negara, program 
pemerintah, dan kajian-kajian yang diakses melalui 
internet. Data kemudian diolah dengan observasi 
selama mengikuti berbagai konsultasi terkait kerja 
perawatan baik yang diselenggarakan masyarakat 
sipil dan organisasi internasional Oxfam dan ILO sejak 
2022—2023.

Kerja Perawatan dan Transformasi Gender

Istilah kerja perawatan (care work), perawatan 
tidak berbayar (unpaid care), kerja berbayar (paid care) 
dan ekonomi perawatan (care economy) merupakan 
istilah-istilah yang berkontestasi dan berdimensi 
paradoks (Eddyono 2022; Kabeer 2008). Eddyono 
(2022) menganalisis istilah-istilah ini muncul dari 
berbagai kritik terhadap dikotomi yang kuat antara 
kerja-kerja domestik dan kerja di arena publik. Kerja 
domestik dilekatkan sebagai kerja-kerja reproduktif 
yang lekat dengan perempuan sementara aktivitas 
publik sebagai kerja yang produktif yang menjadi 
wilayah laki-laki (Eddyono 2022; Kabeer 2008). Kerja 
reproduktif dimaknai sebagai kerja-kerja yang secara 
tidak langsung, namun menjadi kerja prakondisi 
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untuk memproduksi sesuatu (Villanueva et al. 2020). 
Sementara, kerja-kerja produktif dikonotasikan sebagai 
kerja yang berdimensi monetary menghasilkan uang 
(Kabeer 2008); seperti kerja di kantor, kerja di pabrik, 
dan kerja di sektor pemerintahan. 

Kerja produktif dianggap membutuhkan keahlian 
tertentu. Kerja produktif memiliki penghitungan  
kinerja yang dijadikan standar perusahaan/pemberi 
kerja untuk mempromosikan dan/atau memberikan 
kenaikan posisi dalam karier tertentu. Pada masyarakat 
yang patriarki, kerja-kerja reproduktif kerap dilekatkan 
pada perempuan, sebagai sesuatu yang dianggap 
semestinya, dan dianggap sebagai kerja yang tidak 
berbayar (Kabeer 2008; Power 2020). Sebagai contoh, 
kerja reproduktif seperti mengurus anak, mendidik 
anak, mengurus orang yang sakit, ataupun mengurus 
orang tua, seluruhnya diidentikkan dan dibebankan 
pada perempuan. Kerja-kerja reproduktif lainnya 
mencakup pula kegiatan mengurus rumah tangga, 
mulai dari berbelanja dan memasak agar tersedia 
makanan bagi keluarga, mencuci dan menyetrika untuk 
memastikan seseorang dapat menggunakan pakaian 
yang rapi saat bekerja di kantor, membersihkan rumah 
agar kebersihan dan kesehatan terjamin, dan berbagai 
praktik lainnya. Kerja-kerja reproduktif ini disebut pula 
sebagai kerja-kerja perawatan (ILO 2018; Chopra & 
Krishnan 2022). 

Berbagai teori feminis dan riset terdahulu melihat 
bahwa tingkat partisipasi perempuan pada dunia publik 
termasuk partisipasi dalam kerja-kerja berbayar relatif 
rendah. Hal ini disebabkan oleh masih dilekatkannya 
perempuan pada kerja-kerja domestik (Kabeer 2008). 
Implikasinya, kerja-kerja dilakukan secara tidak 
proporsional antara laki-laki dan perempuan (Chopra & 
Krishnan 2022). Karenanya, dalam  upaya pemberdayaan 
perempuan dalam dunia kerja, terbukanya akses 
perempuan dalam kerja berbayar menjadi penting. 
Akses perempuan terhadap kerja berbayar, menjadikan 
perempuan lebih independen dan meningkatkan daya 
tawar perempuan terhadap laki-laki (termasuk suami), 
keluarga, dan lingkungannya (Kabeer 2008). Kabeer 
juga menganalisis, penting bagi perempuan untuk 
keluar dari rumahnya karena perempuan akan melihat 
berbagai opsi tentang cara hidup yang beragam yang 
akan memperkuat perempuan dalam mengontrol 
hidupnya. Kendati demikian, akses terhadap dunia 
luar dan partisipasi dalam ekonomi produktif saja 
tidak serta-merta menghasilkan keadilan gender.  
Ketika perempuan terlibat dalam ekonomi produktif, 
tetapi beban ganda dari kerja perawatan tidak diakui, 

dikurangi, dan diredistribusi secara berimbang, maka 
sangat mungkin perempuan tersingkir dari kerja-kerja 
produktif yang dilakukannya.  

Ide mendorong partisipasi perempuan dalam pasar 
tenaga kerja menjadi perhatian para feminis dan aktivis 
keadilan gender (Kabeer 2008). Namun pertanyaannya, 
jika perempuan terlibat dalam kerja-kerja produktif,  
kepada siapa kerja-kerja reproduktif ini didelegasikan? 
Terlebih ketika dalam relasi kuasa yang tidak setara, 
perempuan yang telah bekerja di sektor publik tidak 
serta-merta lepas dari perannya di sektor domestik. 
Mereka melakukan kerja ganda dan tidak selalu 
memiliki privilese untuk mendelegasikan kepada pihak 
lain, apalagi suami (Observasi seminar evaluasi projek I 
WILL , Oxfam, 15 Juni 2023). 

Dalam situasi  Covid-19, dilema ini semakin 
terlihat. Peran perempuan dalam kerja perawatan 
keluarga dilakukan bersamaan dengan pekerjaan 
kantor sehingga sulit mendelegasikan pekerjaan 
kepada orang lain. Pada saat itu, isolasi menjadi 
tantangan bagi perempuan bekerja (Power 2020; UN 
Women 2022). Ketika kerja-kerja tersebut dilakukan 
oleh seorang istri, ibu, dan anggota keluarga 
perempuan, maka kerja tersebut dianggap sebagai 
kerja yang tidak berdimensi ekonomi (unpaid care). 
Bagi perempuan yang melakukan kerja produktif 
dan memiliki privilese ekonomi, mereka memiliki 
pilihan untuk mendelegasikan peran mereka kepada 
pihak lain, seperti pada pekerja rumah tangga (PRT). 
Ketika kerja tersebut dialihkan kepada orang lain 
yang didelegasikan untuk menggantikan peran istri, 
ibu, atau anggota perempuan lainnya, maka kerja 
tersebut menjadi kerja perawatan yang berbayar (paid 
care). Pekerjaan perawatan yang berbayar ini relatif 
dilakukan oleh perempuan, mengingat pekerjaan itu 
adalah pekerjaan yang lekat dengan ‘keterampilan’ 
perempuan. Kerja-kerja pendelegasian tersebut 
sudah berdimensi transnasional (Yeates 2005), bukan 
saja perempuan yang bekerja di publik, di negerinya 
sendiri. Tetapi juga berlaku bagi perempuan pekerja 
migran. Pekerja migran menyerahkan pengurusan 
anak kepada tetangga dan keluarga besar.

Ada persoalan dalam pendelegasian tugas 
perawatan.  Ketika perempuan yang mandiri secara 
ekonomi memiliki peluang dan keuntungan yang lebih 
besar untuk mendelegasikan peran mereka kepada 
pihak lain, seperti pekerja rumah tangga, kerabat yang 
diberikan insentif untuk menjaga, atau tempat penitipan 
anak bagi ibu yang bekerja untuk melakukan kerja 
perawatan rumah tangga termasuk pengasukan anak. 
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Ada persoalan kerentanan pada pihak yang menerima 
delegasi tugas perawatan tersebut (Observasi pada 
Diskusi Pararel Kerja Perawatan Berkeadilan Gender 
dalam Konsultasi ASEAN, oleh Oxfam dan Kalyanamitra, 
14 Maret 2023). Perlu dipertimbangkan bahwa tugas 
perawatan umumnya didelegasikan pada perempuan 
lain yang lebih tidak beruntung secara ekonomi atau 
pada perempuan yang memiliki posisi kelas sosial 
yang lebih rendah (Yeates 2005). Persoalan yang 
dihadapi oleh pekerja rumah tangga di Indonesia hari 
ini adalah tidak adanya standar upah yang memadai 
atau pengasuh anak di daycare yang bergaji tinggi (UN 
Women 2022). Hal ini disebabkan oleh pemahaman 
bahwa kerja-kerja perawatan merupakan kerja 
yang tidak membutuhkan keahlian sehingga kerja 
perawatan pengasuhan anak dianggap tidak bernilai 
tinggi dan berimplikasi pada upah juga rendah (Chopra 
& Krishnan 2022). Hal yang menjadi penting dalam 
fenomena pendelegasian kerja perawatan adalah 
bahwa praktik tersebut tidak serta-merta mengubah 
relasi gender perempuan dengan laki-laki. Meskipun 
pendelegasian kerja perawatan memberikan peluang 
besar bagi perempuan untuk ‘menikmati’ aktivitas 
di wilayah publik seperti laki-laki pada umumnya, 
namun menyisakan problem ketimpangan bagi pihak 
perempuan yang melakukan kerja perawatan berbayar.  

Lalu, apakah delegasi tanggung jawab perawatan 
sudah cukup untuk mendorong pemberdayaan 
perempuan dalam ekonomi? Terlebih ketika 
pemahaman dan praktik di masyarakat masih 
melanggengkan kelekatan kerja perwatan dengan 
perempuan. Menurut penulis, transformasi gender dan 
keadilan gender yang diharapkan dalam konteks kerja 
ditunjukkan dengan terjadinya pergeseran pemaknaan 
dan apresiasi atas kerja reproduktif sebagai kerja yang 
bernilai dan dianggap penting di dalam masyarakat. 
Dalam masyarakat yang kapitalistik, perhitungan nilai 
senantiasa dilekatkan dengan perhitungan ekonomi. 
Ada pandangan bahwa bila kerja-kerja pemeliharaan 
dianggap hendak dipahami dan diterima sebagai kerja 
yang bernilai, maka kerja-kerja yang tidak berbayar 
itu pun perlu dikuantifikasi secara ekonomi. Dengan 
cara inilah, kontribusi kerja perawatan terhadap kerja 
yang produktif dapat terlihat sehingga dampak dan 
kontribusi langsungnya pada ekonomi dapat dihargai. 
Dengan melihat relasi tersebut, maka kerja perawatan 
berbayar atau tidak berbayar perlu diakui sebagai 
kerja yang dilakukan oleh para “pekerja” sebagai kerja 
ekonomi perawatan (care economy) (ILO 2018). Tetapi 
sekali lagi, konteks ekonomi perawatan ini tidaklah 
sederhana. Ia membutuhkan analisis yang lebih dalam 

dan komprehensif, yang perlu dilihat dalam berbagai 
konteks dan tidak semata-mata menggunakan 
pendekatan ekonomi (Yeates 2005).2  

Pendekatan ekonomi melihat bahwa kerja 
perawatan dapat dan berpotensi untuk berkontribusi 
pada ekonomi global dengan meletakkan kerja 
perawatan pada pihak di luar keluarga; institusi-
institusi daycare yang akan merekrut dan menciptakan 
lapangan kerja bagi para pekerja perawatan (Power 
2020). Namun jika dikritisi lebih lanjut, kerja perawatan 
tidak semata seputar  pengalihan tugas  dan dimensi 
ekonomi, melainkan mencakup  peran-peran interaksi 
antara keluarga dan di dalam keluarga yang tidak 
bisa dialihkan pada pihak ketiga ketika seseorang 
memproduksi makanan, merawat anak, merawat orang 
tua ataupun kerja perawatan lainnya (Power 2020). 
Ada keterhubungan yang membuat kerja perawatan 
menjadi  bernilai tinggi dan berkualitas.

Kebijakan Kerja Perawatan dan Ideologi Gender 
di Indonesia

Jadi bagaimana hendaknya isu paid care, unpaid 
care, economic care ini perlu diusung, khususnya 
dalam konteks Indonesia? Tentu jawabannya tidaklah 
mudah, terlebih karena paradoks-paradoks yang timbul 
khususnya di tingkat kebijakan negara. Kebijakan 
negara yang sangat mendasar, yaitu UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan masih membakukan 
peran gender perempuan dan kebijakan ini mendasari 
berbagai kebijakan yang muncul sesudahnya terkait 
dengan peran perempuan. UU ini merepresentasikan 
ideologi negara tentang keluarga dan peran gender 
perempuan yang tradisional. Walaupun ada upaya-
upaya mendorong perempuan untuk keluar dari 
jebakan peran gender tradisionalnya terutama sejak 
reformasi dan telah ada perubahan kebijakan terkait 
perlindungan perempuan dalam kekerasan berbasis 
gender (Eddyono 2019), tetapi kebijakan perkawinan 
dan peran perempuan belum berubah sebagaimana 
penjelasan di bawah ini.  

Sejak adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (UUP), peran perempuan sebagai pekerja 
di wilayah rumah tangga dibakukan (Hadiz & Eddyono 
2003). Perempuan disebutkan memiliki peran sebagai 
ibu rumah tangga dan wajib menjalankan peran 
rumah tangga.  Gagal menjalankan kewajibannya 
maka menjadi dasar bagi suami untuk menceraikannya 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31, 34, dan 35 
UUP. 
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Sampai saat ini, pasal-pasal terkait pembakuan 
peran gender belum direvisi, dan tidak ada wacana 
untuk mengubahnya pula. Pada tahun 2009, Indonesia 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga yang menyebutkan bahwa 
kesetaraan gender menjadi dasar dalam pembangunan 
keluarga Indonesia. Namun, UU ini tidak menegaskan 
tentang perlunya perubahan peran laki-laki dan 
perempuan. Kesetaraan gender tidak diturunkan 
lebih rinci di dalam praktik berkeluarga.  Eddyono 
(2019) menganalisis bahwa ideologi gender negara 
masih berfluktuasi. Walaupun di satu sisi negara telah 
menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan, 
namun konsep pemberdayaan perempuan masih 
tidak jelas. Wieringa (2015) menganalisis pula terjadi 
tarik-menarik ideologi negara, dari pemberdayaan 
perempuan kembali ke harmoni gender (gender 
harmony) yang mengarah pada konsepsi gender yang 
tradisional.

K o m p l e k s n y a  i s u  e k o n o m i  p e r a w a t a n 
bersinggungan dengan ketidakjelasan ideologi gender 
negara menjadikan pemerintah Indonesia gagap 
(gagal) dalam menanggapi isu ekonomi perawatan. 
Respons pemerintah tidak solid, tersebar, dan saling 
bertentangan. Sebagai contoh, ekonomi perawatan 
telah dimasukkan di dalam goals 5 dalam SDGs, Target 
5.4: “recognize and value unpaid care and domestic work 
through the provision of public services, infrastructure and 
social protection policies, and the promotion of shared 
responsibility within the household and the family as 
nationally appropriate.” Kebijakan ini menyerukan bahwa 
penting untuk “mengakui dan menghargai pekerjaan 
perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga 
melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan 
kebijakan perlindungan sosial, serta mempromosikan 
tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan 
keluarga sesuai dengan kondisi nasional”.

Indonesia telah menyusun Peta Jalan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 2023--2030, namun 
pemerintah Indonesia tidak meletakkan Target 5.4. di 
dalam prioritas SDGs Indonesia 5 tahun mendatang. 
Indonesia memberikan dua prioritas dalam goals 5, 
yaitu  proporsi peningkatan usia perkawinan (anak 
dan remaja) dan proporsi perempuan yang berada 
dalam posisi manajerial.  Salah satu rekomendasi 
yang perlu dilakukan di dalam peta jalan tersebut 
adalah ‘menyediakan fleksibilitas kerja, termasuk 
fleksibilitas waktu dan tempat kerja, untuk mendukung 
keseimbangan kerja, dan kehidupan pribadi perempuan. 

Hal ini diharapkan dapat membantu perempuan untuk 
tetap produktif dalam karier mereka sambil menghadapi 
tuntutan kehidupan pribadi dan keluarga (Bappenas 
2023). Artinya, di satu sisi pemerintah mendorong 
meningkatnya jumlah perempuan yang berada pada 
posisi manajerial dalam lingkup kerja, namun di sisi lain 
ada tekanan bahwa kerja itu diseimbangkan dengan 
tuntutan dan peran perempuan dalam keluarga. 
Keberadaan dokumen ini menunjukkan bahwa 
pemerintah tidak mampu menganalisis problem-
problem yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja 
di publik yaitu tuntutan peran gender yang diabaikan. 
Kurangnya dukungan untuk dapat membagi peran 
yang adil termasuk mendelegasikan peran perawatan 
yang tidak berbayar menjadi tantangan besar bagi 
perempuan untuk menduduki posisi manajerial di 
lingkup kerjanya. Prioritas dan pendekatan terhadap 
SDGs goal 5 dengan dua prioritas di atas dan tanpa 
menghubungkan target 4 sebetulnya menunjukkan 
pengabaian inti dari tujuan 5: pencapaian kesetaraan 
gender dan memberdayakan kaum perempuan. 

Persoalan lain yang tercermin dari kebijakan 
negara adalah keberadaan Rancangan Undang-
Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang 
meletakkan peran ibu (perempuan) yang sentral 
dalam pembangunan keluarga (DPR RI 2022). RUU 
ini merupakan RUU inisiatif DPR RI dan telah dibahas 
bersama pemerintah. Peletakan perempuan sebagai 
pemeran utama dalam keluarga sangat terlihat dari 
berbagai usulan pasal-pasalnya. Salah satunya adalah 
usulan untuk perubahan cuti melahirkan untuk ibu/
perempuan pekerja dari tiga bulan menjadi enam bulan. 
Walaupun RUU ini mulai memberikan peran terhadap 
laki-laki/suami dan ayah di dalam pengasuhan anak, 
namun pemberian cuti pendamping yang hanya 40 hari 
tidak seimbang dengan jumlah cuti ibu melahirkan. 
Masa cuti 6 bulan tersebut terdiri dari cuti berbayar 3 
bulan dan cuti berbayar 75 persen untuk tiga bulan 
berikutnya. Ketentuan ini membuat  pekerja berada 
dalam keadaaan dilematis (Kompas 2022). Ada potensi 
perusahaan enggan merekrut perempuan sebagai 
tenaga kerja full time karena beban yang ditanggung 
perusahaan semata dalam memberikan cuti pekerja 
perempuan melahirkan. Alhasil, perempuan akan lebih 
banyak bekerja sebagai pekerja yang fleksibel untuk 
mengatasi kesulitan dalam pengasuhan anak (Blair-
Loy et al. 2015). Pekerjaan dengan waktu fleksibel akan 
membuat perempuan tidak mendapatkan full benefit 
sebagai pekerja full time. Kontradiksi-kontradiksi ini 
mengarah pada upaya yang seakan mengenali dan 
merespons kebutuhan pekerja perempuan padahal  
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tidak terjadi. Malahan dari rancangan kebijakan ini 
kita dapat melihat kecenderungan membuat posisi 
perempuan menjadi dilematis. Mereka disituasikan 
untuk melakukan pilihan antara melanjutkan karier 
atau mengasuh anaknya, mengingat 6 bulan adalah 
waktu yang panjang dan mencerabut perempuan 
dari kehidupan publiknya. Terlebih lingkungan sekitar 
masih belum berubah meletakkan perempuan sebagai 
pengasuh utama anak. 

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan prioritas 
pula terhadap keberadaan daycare yang ramah anak. 
Hal ini terlihat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan 
dan program yang dikeluarkan oleh kementerian, 
antara lain Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2015 
tentang  Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif 
Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, Perpres 
Nomor  25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/
Kota Layak Anak, dan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 
2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak 
Anak.3 Dalam dokumen Rencana Strategis 2020--2024, 
Kementerian ini menargetkan ketersediaan daycare 
Ramah Anak di 15 Kementerian/Lembaga. Kementerian 
juga menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI)  
daycare yang digunakan sebagai standar minimal. 
Dalam konsideran Permen PPA Nomor 5 tahun 2015, 
telah menyebutkan bahwa peran pengasuhan anak 
tidak hanya pada perempuan, namun membutuhkan 
kepedulian dan menjadi tanggung jawab keluarga dan 
setiap orang di lingkungannya. Oleh karena itu, guna 
mendukung perempuan bekerja maka perlu adanya 
dukungan yang responsif gender antara lain tempat 
ibu menyusui dan daycare. Akan tetapi, keberadaan 
daycare ini lagi-lagi hanya diberikan kepada pekerja 
perempuan, tidak dimaksudkan untuk laki-laki pekerja. 
Kebijakan ini di satu sisi dapat menjadi afirmasi kepada 
perempuan pekerja, namun di sisi lain, menutup 
kemungkinan adanya laki-laki yang juga menjalankan 
peran pengasuhan anak, dan karenanya dapat 
mengirimkan anaknya di dalam daycare tersebut. 
Kebijakan ini belum mendukung keterlibatan atau 
upaya mendorong pembagian peran yang sama antara 
laki-laki dan perempuan dalam mengakses fasilitas 
untuk anak. Hal ini kemudian tidak selaras dengan 
apa yang disebutkan di dalam pertimbangan, yang 
seharusnya meletakkan perawatan dan pemeliharaan 
anak bukan semata pada tugas perempuan.  

Prioritas kementerian untuk keberadaan daycare, 
di satu sisi terlihat dapat mendukung perempuan 
untuk mendelegasikan peran perawatan anak 

selama perempuan itu bekerja. Hal ini pun dengan 
catatan bahwa perusahaan memang pada akhirnya 
menyediakan fasilitas tersebut. Problem keberadaan 
daycare di tempat kerja secara praktis tidak selalu 
tepat pula, mengingat tempat kerja yang bisa jadi 
jauh dari rumah sehingga ada kebutuhan transportasi 
anak khusus. Biaya transportasi anak dan waktu yang 
ditempuh anak terlebih kalau tempat kerja jauh 
menjadi beban tambahan bagi pekerja. Selain itu, 
ketika perempuan kembali ke rumahnya, tidak akan 
mengubah situasi bahwa anak tersebut masih akan 
menjadi tanggungan pemeliharaannya. Program 
daycare tidak mengubah relasi kekuasaan suami dan 
istri, tidak pula mengubah peran suami istri. Program 
daycare hanya memindahkan peran perempuan kepada 
pihak lain, yang sebetulnya di tempat kerja perempuan 
menambahkan beban pekerja perempuan di mata 
perusahaannya/tempat kerjanya.  

Belum lagi pengawasan terhadap hak normatif 
pekerja perempuan yaitu cuti tiga bulan relatif tidak 
sepenuhnya berjalan secara efektif. Hak perempuan 
untuk hamil masih berkendala, sebagaimana ILO 
menemukan dari penelitiannya ada sekitar 4 dari 25 
perempuan pekerja menyembunyikan kehamilannya 
karena terkendala kontrak kerja (ILO 2022).4

Lantas bagaimana mengurai kompleksitas 
berbagai isu kerja perawatan di masa mendatang? 
Menurut penulis, penting untuk menghilangkan 
dikotomi peran publik dan domestik perempuan 
dan pembakuan peran gender dalam kebijakan-
kebijakan. Dikotomi peran publik dan domestik bagi 
laki-laki dan perempuan perlu diurai dan dihilangkan. 
Artinya, dikotomi ini bersumber pada ketidakjelasan 
ideologi gender negara. Ketika ideologi gender 
negara bertuju pada pemberdayaan perempuan, 
maka  konsistensi kebijakan yang menyokong 
kesetaraan dan keadilan gender harus terlihat jelas 
di dalam kebijakan-kebijakannya. Hal ini termasuk 
kebijakan yang menyeimbangkan peran laki-laki dan 
perempuan baik di dunia publik maupun domestik. 
Hal ini menjadi penting mengingat saat ini peran 
sebagai penanggung jawab kerja peawatan jelas 
tidak proporsional antara laki-laki dan perempuan 
(Chopra & Krishnan 2022). Persoalan lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah pemerintah tidak tunggal, 
tapi beragam (Eddyono, 2019). Hal ini ditunjukkan 
oleh  isu yang diangkat dan dianggap prioritas oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan belum 
tentu dianggap penting bagi institusi lain. Adanya 
dokumen SDGs yang menghilangkan kerja perawatan 
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sebagai prioritas dalam indikator pada capaian SDGs 
5 yang disusun oleh kementerian Bappenas misalnya 
menunjukkan keberagaman pandangan dan belum 
terjadi keterhubungan antara satu kementerian dan 
kementerian lain.

Beberapa kerangka kerja perawatan yang adil telah 
dikembangkan oleh berbagai pihak. Chopra & Krishnan 
dan Oxfam international (2022) misalnya, mereka telah 
menekankan pentingnya Triple R, yaitu Recognition, 
Reduce, dan Redistribute dalam mendorong adanya 
kualitas perawatan yang transformasi gender. 
Sementara itu, ILO menambahkan dua elemen penting 
selain Triple R, yaitu Reward dan Representation (ILO 
2018; Eddyono 2023). Triple R didasarkan berbagai 
pertimbangan dan prinsip. Pertama, kerja perawatan 
sangat penting dan perlu diperbanyak jumlahnya 
dan diperkuat kualitasnya bagi keluarga, masyarakat, 
dan dunia (Chopra & Krisnan 2022).  Krisis perawatan 
dianggap mereduksi kualitas hidup manusia. Oleh 
karena itu, pengakuan terhadap nilai kerja perawatan 
menjadi sangat penting. Hal ini termasuk pengakuan 
terhadap pekerja perawatan sebagai pekerja yang 
layak (ILO 2018). Kedua, Chopra dan Krisnan (2022) 
menegaskan prinsip transformasi gender yang 

disproporsionalitas peran perawatan perempuan 
perlu dikurangi dan kemudian didistribusikan kepada 
pihak lain sehingga terjadi relasi gender yang setara. 
Pembagian beban kerja-kerja domestik menjadi sangat 
mendasar dalam seluruh upaya untuk menyokong 
keterlibatan perempuan di publik khususnya dalam 
dunia kerja. Pengurangan dan redistribusi peran ini 
melalui adanya infrastruktur perawatan, proteksi/
jaminan sosial, pelayanan perawatan,  dan kebijakan 
ketenagakerjaan terkait perawatan (Chopra & Krisnan 
2022; ILO 2018).  

Selain Triple R, ILO menegaskan pentingnya 
penghargaan terhadap kerja perawatan dan para 
pekerja perawatan untuk mendorong semakin 
banyaknya pihak yang mau melakukan kerja perawatan 
dan tidak terbatas pada perempuan. Representasi para 
pekerja perawatan pun dirasa sangat penting untuk 
mendorong adanya partisipasi penuh para pekerja 
perawatan khususnya perempuan, terbentuknya 
organisasi pekerja perawatan, dan terjadinya dialog 
sosial yang konstruktif untuk semakin meningkatkan 
kualitas kerja perawatan dan kesejahteraan pekerja 
perawatan (Eddyono 2022).

Gambar 1. Kerangka Kebijakan Terkait Kerja Perawatan oleh ILO 

Sumber: Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, ILO Report (2018)
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Dengan kerangka Triple R plus 2R atau 5R, maka 
kompleksitas dan kontradiksi-kontradiksi kebijakan 
dan respons terhadap upaya peningkatan partisipasi 
perempuan dapat diurai. Kata kuncinya adalah kerja 
perawatan yang bertransformasi menjadi adil gender. 
Transformasi gender mensyaratkan setiap program 
yang disusun menyentuh aspek perubahan peran 
dan relasi kekuasaan yang lebih adil. Pendekatan 
dan program yang berbasis gender strategis menjadi 
perlu dibangun, tidak semata gender praktis. 
Penulis merefleksikan ada sejumlah hal yang perlu 
dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan yang 
hendak mendukung keadilan gender bagi perempuan 
dalam dunia kerja:

Pertama, pengadaan daycare satu sisi bisa menjadi 
jalan masuk sebagai penyelesaian gender praktis, 
namun hal ini saja tidak cukup. Apalagi jika pengadaan 
daycare ditekankan hanya untuk pekerja perempuan, 
dibebankan, dan dikelola di tempat kerja. Daycare perlu 
membuka ruang adanya keterlibatan kedua orang tua 
dalam peletakan anak di daycare, pengasuhan anak 
sebelum dan sesudah anak dititipkan di daycare. Daycare 
penting tidak hanya bagi pekerja perempuan tetapi 
juga bagi pekerja laki-laki. Pengembangan daycare 
yang beragam disesuaikan dengan konteks sosial, 
seperti misalnya daycare berbasis komunitas yang 
semakin menguatkan pembagian peran antar individu 
dan keterlibatan masyarakat dalam pengasuhan anak 
(Eddyono 2023). Penyelenggaraan daycare perlu 
pula mempertimbangkan keragaman jenis kelamin 
pekerja atau pengasuh anak agar menciptakan 
lingkungan yang inklusif. Selain itu, para pekerja 
daycare harus diakui dan dijamin kesejahteraannya. 
Terakhir, penting untuk menghadirkan modul daycare 
yang mensosialisasi pendidikan adil gender sejak dini 
sebagai muatan harus menjadi standar pembelajaran. 

Kedua, perubahan tekanan cuti ibu/perempuan 
melahirkan menjadi cuti orang tua. Cuti orang 
tua meletakkan ibu dan ayah sebagai subjek yang 
setara dalam perjanjian kerja dan juga kebijakan. 
Implikasinya,  perusahaan dapat lebih adil dalam 
rekrutmen pekerja. Kebijakan cuti orang tua dapat 
mencegah keengganan/eksklusi pasar tenaga kerja 
terhadap pekerja perempuan. Baik pekerja laki-laki dan 
perempuan sama-sama berpotensi mengambil cuti 
orang tua sebab keduanya memiliki tanggung jawab 
atas kerja perawatan. Menurut penulis, cuti orang tua 
sangat terhubung dengan prinsip pembagian peran 
yang setara di dalam keluarga dan dalam pengasuhan 
anak.  

Ketiga, tentu saja pengadaan cuti orang tua tidak 
seharusnya menjadi beban satu pihak yaitu pihak 
pemberi tenaga kerja. Mengingat kerja perawatan 
berimplikasi luas pada kesejahteraan publik dan 
pembentukan serta penguatan populasi dan 
masyarakat yang berkualitas, maka pengadaan cuti 
keluarga perlu menjadi skema perlindungan sosial. 
Negara harus berperan dengan memberikan jaminan 
sosial atau pengadaan insentif bagi pemberi cuti. 
Sistem jaminan sosial dan sistem reward bagi pihak 
yang menyokong cuti orang tua juga perlu dibangun. 
Pengadaan daycare dan cuti orang tua merupakan 
upaya yang saling menguatkan untuk pengurangan, 
pembagian, pengakuan, dan juga penghargaan atas 
pekerja perawatan.

Keempat, pengakuan pekerja perawatan 
perlu dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan 
ketenagakerjaan. Pekerja perawatan perlu diakui 
sebagai pekerja sehingga mereka mendapat jaminan 
atas kerja yang layak dan aman. Pengakuan pekerja 
perawatan sebagai pekerja yang layak berarti mengakui 
bahwa kerja-kerja perawatan adalah kerja yang tidak 
semata dibutuhkan tapi bernilai tinggi.  Pekerja 
perawatan dengan demikian menjadi bagian dan 
masuk dalam skema jaminan sosial. Seperti kerja dari 
sektor lainnya, pekerja perawatan harus dijamin dan 
dipenuhi haknya.

Kelima, untuk meghasilkan kebijakan dan 
implementasi daycare, cuti orang tua yang berkeadilan 
gender, kebijakan ketenagakerjaan perlu perencanaan 
komprehensif yang terintegrasi di dalam kebijakan 
negara secara makro dan mikro. Program-program 
tersebut perlu disusun dalam bentuk peta jalan 
yang jelas untuk memastikan kerja perawatan yang 
bertransformasi keadilan gender terwujud dalam target 
waktu yang jelas. Penting pula memastikan adanya 
pendataan yang komprehensif tentang berbagai 
bentuk kerja perawatan dan pekerja perawatan serta 
ketersediaan layanan dan kondisi layanan yang ada 
secara nasional. Kajian-kajian skema perlindungan 
sosial termasuk dalam pemberian cuti ayah juga perlu 
dilakukan. Dokumentasi praktik-praktik daycare yang 
terjadi dalam konteks dan kondisi saat ini membuat 
berbagai stakeholder dapat memetakan kebutuhan 
mendatang sebagai bagian integral dari  peta jalan kerja 
perawatan. Keberadaan peta jalan kerja perawatan ini 
perlu dimasukkan di dalam Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah dan Panjang. Pengabaian terhadap 
kerja perawatan seharusnya sudah tidak terjadi lagi.
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Penutup

Perbincangan isu kerja perawatan di tingkat 
regional dan internasional sudah mulai menguat dan 
pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA) terlibat dalam pembahasan-pembahasan di 
level regional dan internasional. Namun, perhatian 
terhadap isu kerja perawatan belum meluas di 
tingkat pemerintah. Pemerintah tidak tunggal dan 
satu kementerian tidak merepresentasikan wajah 
pemerintah dalam merespons isu kerja perawatan. 
Kebijakan negara saat ini pun masih cenderung belum 
mendukung adanya pembagian peran kerja perawatan 
yang lebih adil bagi perempuan. Hal ini termanifestasi 
dengan tidak adanya agenda untuk mengubah UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebijakan 
tersebut masih membakukan peran gender tradisional 
perempuan dan laki-laki. Bukti lain dapat kita 
refleksikan dari keberadaan RUU KIA yang masih 
berfokus pada peran ibu/perempuan sebagai pekerja 
perawatan utama. Walaupun ada upaya melibatkan 
peran bapak/laki-laki, tapi pelibatan itu tidak/belum 
ada dalam kerangka transformasi peran gender yang 
lebih adil. Keberadaan program daycare yang diinisiasi 
oleh KPPPA pun masih belum meletakkan peran ayah 
secara proporsional sebagai orang tua yang memiliki 
tanggung jawab perawatan terhadap anak. Solusi yang 
ditawarkan masih seputar membagi/mendelegasikan 
tugas tersebut kepada institusi lain. 

Penulis menganalisis lemahnya dukungan 
kebijakan untuk kerja perawatan yang adil disebabkan 
oleh ideologi gender negara yang belum jelas. Ada 
ketidakberlanjutan perkembangan ideologi gender 
negara yaitu perubahan pada ideologi gender 
tradisional ke konsep pemberdayaan perempuan. 
Konsepsi pemberdayaan perempuan lebih mengarah 
pada konsepsi gender harmoni. Artinya, perempuan 
didorong untuk terlibat ke ranah publik dan 
berkontribusi pada perkembangan pembangunan. 
Keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja 
ditargetkan demi ekonomi dan pembangun, tetapi 
ideologi gender negara tidak mengenali, apalagi 
merespons secara serius.  Ketika tanggung jawab 
perawatan terhadap anak dan keluarga tetap diletakkan 
pada perempuan saja, maka keadilan dalam partisipasi 
kerja tidak akan tercapai. Menurut penulis, tarik-menarik 
ideologi ini menyebabkan transformasi adil gender 
belum menjadi fokus dari kebijakan negara dan upaya 
perubahan kebijakan perawatan.

Peneliti melihat pentingnya melakukan advokasi 
untuk perubahan kebijakan perkawinan yang 
mendikotomikan peran perempuan (domestik) dan 
laki-laki (publik) sebab pembakuan peran ini menjadi 
dasar penolakan atau penyingkiran pengakuan atas 
kerja-kerja perawatan yang berbayar dan tidak berbayar. 
Selain itu, keberadaan peta jalan perawatan ekonomi 
yang berorientasi pada transformasi keadilan gender 
sangat penting. Peta jalan ini untuk mendorong adanya 
kebijakan kerja perawatan yang adil gender yang 
meliputi: tersedianya sokongan terhadap perempuan 
yang bekerja di publik melalui penyediaan layanan-
layanan perawatan yang komperhensif; tidak hanya 
pada layanan anak, tetapi layanan lansia, disabilitas, dan 
kesehatan keluarga. Dalam peta jalan tersebut, perlu 
ditegaskan pengakuan dan jaminan terhadap pekerja 
perawatan, termasuk pekerja rumah tangga. Selain itu, 
perlu ada  keterlibatan laki-laki dalam kerja perawatan 
berbayar dan tidak berbayar termasuk adanya cuti 
parental/keluarga (ayah dan ibu) untuk pengasuhan 
anak yang baru lahir dan perawatan kesehatan anak.
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Abstract

The construction of unpaid care work as the responsibility of women has contributed to the emergence of the postponing marriage 
phenomenon (waithood) among youth, especially women. On the other hand, care work is an integral part of the reproductive 
workforce, related to productive work. Furthermore, care work also contributes to reproducing the workforce in serving the interests 
of capital accumulation. The mechanization of women’s roles in creating a workforce surplus makes women work excessively and 
hinders economic access. It argues that the financial pressures and the burden of work indirectly lead to the delayed marriage 
phenomenon. This financial pressure and the burden of care work indirectly contribute to the postponement of marriage. This study 
adopts a perspective of Social Reproduction Theory by utilizing qualitative research methods and a literature study approach. This 
study analyzes the relationship between capitalism, care work, and the recent phenomenon of waithood. The results indicate that 
women have been supporting the workforce through their care work, and this occurs systemically as a consequence of the capitalist 
system, which has led to the postponement of women’s marriages.

Keywords: care work, capitalism, social reproduction, waithood

Abstrak

Kerja perawatan tak berupah yang dikonstruksi menjadi tanggung jawab perempuan telah berkontribusi pada berkembangnya 
fenomena penundaan pernikahan (waithood) di kalangan pemuda khususnya perempuan. Di sisi lain, kerja-kerja perawatan 
merupakan kerja reproduksi yang terintegrasi dengan kerja produksi. Care work juga berkontribusi dalam mereproduksi tenaga kerja 
demi kepentingan akumulasi modal. Mekanisasi perempuan dalam menciptakan tenaga kerja membuat kerja perempuan berlebih 
dan menghambat akses ekonomi. Akibatnya, himpitan ekonomi dan beban kerja secara tidak langsung menciptakan fenomena 
penundaan pernikahan. Kajian ini menggunakan perspektif Social Reproduction Theory dengan metode penelitian kualitatif dan 
pendekatan studi pustaka. Kajian ini menganalisis hubungan antara kapitalisme, kerja perawatan, dan fenomena waithood yang 
terjadi belakangan ini. Hasil analisis ditemukan perempuan telah menyokong tenaga kerja melalui kerja-kerja perawatan. Hal ini 
terjadi secara sistemik akibat sistem kapitalisme dan berdampak pada penundaan pernikahan perempuan.	

Kata kunci: kerja perawatan, kapitalisme, reproduksi sosial, waithood

Pendahuluan

Kerja-kerja perawatan tak berupah telah menciptakan 
ketersediaan tenaga kerja dan secara tidak langsung 
menyebabkan fenomena penundaan pernikahan di 
kalangan pemuda. Pernikahan selama ini sering kali 
diasosiasikan dengan terhambatnya proses aktualisasi 
pemuda dalam karier dan ekonomi. Aktualisasi diri 
identik dengan kemerdekaan seseorang yang lepas 
dari ikatan pernikahan. Diakui atau tidak kerja-kerja 
perawatan tak berupah dalam keluarga merupakan 
salah satu penghambatnya. Namun, yang dilupakan 
dalam kerja-kerja perawatan keluarga tersebut adalah 

proses produksi di baliknya. Kerja-kerja perawatan 
selalu menciptakan ketersediaan tenaga kerja secara 
tak terlihat dan di sisi lain kerja perawatan tak berupah 
telah menimbulkan ketakutan untuk menikah.

Fenomena pemuda menunda untuk menikah 
(waithood) banyak terjadi di berbagai negara, termasuk 
di Indonesia. Semenjak akhir 2022, pemuda memiliki 
kecenderungan untuk tidak segera menikah. Hal ini 
dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2022 yang menunjukkan tren peningkatan persentase 
pemuda dengan status belum kawin. Angka pernikahan 
dalam 10 tahun terakhir menurun dari 1,79 juta 
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pernikahan menjadi 1,7 juta pernikahan pada tahun 
2022. Menunda pernikahan ini tidak hanya di Indonesia. 
Pew Research Center mengatakan bahwa di Amerika, 
orang yang hidup tanpa pasangan semakin meningkat. 
Sekitar 61 persen orang Amerika yang berumur di 
bawah 35 tahun belum memiliki pasangan (Inhorn & 
Smith-Hefner 2021).

Waithood berdampak terhadap perubahan 
kependudukan dan sosial ekonomi sebab menunda 
pernikahan berpengaruh terhadap angka kelahiran. 
Waithood telah mengubah demografi dan membuat 
angka kelahiran semakin menurun. Total Fertility Rates 
(TRFs) telah menurun di banyak negara sejak tahun 
1980, termasuk pada negara muslim dunia (Inhorn & 
Smith-Hefner 2021). Menurunnya angka kelahiran tentu 
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk 
dan ketersediaan tenaga kerja di suatu negara. 

Fenomena waithood terjadi berkaitan erat dengan 
sistem ekonomi dan politik yang memaksa pemuda 
untuk menunda pernikahan. Fenomena-fenomena 
ekonomi seperti kemandirian finansial pribadi 
membuat pemuda memilih untuk meningkatkan karier 
terlebih dahulu dibandingkan menikah. Dalam hal lain, 
ekonomi keluarga juga dapat menjadi salah satu alasan 
seseorang menunda pernikahan. Himpitan ekonomi 
keluarga seperti orang tua, membuat pemuda memilih 
menunda pernikahan agar mengurangi beban sandwich 
generation. Sandwich Generartion sendiri merujuk 
kepada individu yang memiliki beban untuk merawat 
anak mereka yang kecil maupun sudah dewasa, serta 
mengurus orang tua mereka yang sudah lanjut usia 
(Chisholm 1999) sehingga pemuda sekarang menjalani 
waithood untuk mengurangi beban mereka di masa 
mendatang.       

Himpitan ekonomi keluarga berjalan bersamaan 
dengan tanggung jawab perawatan anak muda 
terhadap orang tuanya. Dalam kerja-kerja perawatan 
ini, perempuan sering kali terlibat dalam pengasuhan 
jangka panjang sebagai pemberi perawatan baik 
dalam sistem formal maupun informal yang berasaskan 
kekerabatan ataupun teman (Polivka 2017). Sementara, 
kerja-kerja perawatan berbasis keluarga masih banyak 
terjadi di Indonesia. Didukung oleh minimnya jaminan 
sosial dan infrastruktur yang tidak memadai dalam 
hal fasilitas kesehatan dan pengasuhan serta lainnya, 
membuat pemuda khususnya perempuan tidak dapat 
terhindar dari kerja-kerja perawatan rumah tangga.

Di sisi lain, prioritas seseorang dalam memilih untuk 
berkarier dan memperbaiki ekonomi terlebih dahulu 
juga dihimpit oleh ketidakpastian ekonomi hari ini. 

Ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat 
banyak dirasakan oleh pemuda khususnya di perkotaan 
(Thieme 2018) yang menyebabkan mereka memilih 
untuk menunda pernikahan. Di tengah himpitan 
ekonomi, pemuda khususnya perempuan yang 
dibebankan kerja-kerja perawatan tak berupah semakin 
sulit mengakses kerja-kerja berupahnya. Banyak 
perempuan yang harus menarik diri dari kerja berupah 
karena harus merawat anggota keluarga (Elson 2017).

Terpinggirkannya perempuan dalam kerja-kerja 
berupah karena kerja-kerja perawatan tak berupah 
ini secara tidak langsung telah membuka jalan bagi 
kesenjangan pendapatan, pekerjaan, dan mobilitas 
seseorang untuk berkembang (Lightman & Kevins 
2021). Kesenjangan dalam ekonomi baik pendapatan, 
pekerjaan, dan mobilitas tadi kemudian berpotensi 
menjadikan seseorang khususnya perempuan untuk 
menunda pernikahan. Hal ini juga dikuatkan oleh beban 
kerja perawatan.

Kerja-kerja perawatan yang dibebankan kepada 
perempuan sangat erat kaitannya dengan proses 
reproduksi sosial. Perempuan dengan himpitan 
ekonomi, tanggung jawab perawatan, dan pengasuhan 
secara tidak langsung telah menyumbang tenaga kerja 
baik formal maupun informal, baik itu menyumbang 
secara langsung menjadi tenaga kerja ataupun melalui 
kerja-kerja tak berupah yang telah berkontribusi 
memproduksi tenaga kerja. Jadi, kerja perawatan 
telah memberikan subsidi pada produksi komoditas 
dan produksi tenaga kerja (Bhattacharya et al. 2017). 
Hal ini membuat pemuda khususnya perempuan rela 
menunda pernikahan untuk menunaikan beban kerja 
perawatan dan membantu ekonomi keluarga. 

Dilihat dari perspektif teori reproduksi sosial maka 
kerja-kerja tak berupah yang selama ini dilakukan 
perempuan telah membantu berjalannya proses 
sistem kapitalisme. Mulai dari perempuan merawat 
orang tua agar memiliki kesehatan baik dan dapat 
bekerja dengan baik, merawat anak agar dapat sekolah 
dan menjadi angkatan kerja yang baik, termasuk 
ketika perempuan menjadi tenaga kerja itu sendiri. 
Tantangan berlipat dan beban kerja perawatan dalam 
keluarga mendorong perempuan memutuskan untuk 
menunda pernikahan. Tanggung jawab dalam keluarga 
yang tak dapat diduga sering kali menghambat 
kemajuan pendidikan dan prospek pekerjaan. Hal ini 
dapat menunda transisi pemuda yang diharapkan 
secara sosial (Day & Evans 2015) termasuk pernikahan. 
Bagaimanapun, pemuda memiliki keinginan untuk 
menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan 
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layak, pasangan, dan berkembang. Namun, tanggung 
jawab dan aspirasi pengasuhan dan perawatan 
terhadap keluarga membuat pemuda memilih 
menunda untuk menikah sebagai tanda transisinya 
menuju dewasa secara sosial. 

Fenomena menunda pernikahan pada akhirnya 
adalah fenomena yang juga dibentuk oleh sistem 
kapitalisme. Penelitian ini hendak menjawab 
pertanyaan utama yaitu bagaimana sistem kapitalisme 
secara diam-diam memanfaatkan kerja-kerja 
perawatan hingga berdampak kepada fenomena 
penundaan pernikahan. Fenomena ini akan dibahas 
menggunakan perspektif teori reproduksi sosial untuk 
melihat sejauh mana kerja perawatan mendukung 
sistem kapitalisme dan menimbulkan beban serta 
ketakutan anak muda khususnya perempuan untuk 
melangsungkan pernikahan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada kajian ini adalah 
studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Metode ini digunakan sebagai langkah analisis kritis 
terkait fenomena waithood dan kaitannya dengan 
kerja-kerja perawatan dan sistem kapitalisme. Dengan 
menggunakan perspektif Social Reproduction Theory 
(SRT), penulis akan mengkritisi fenomena tersebut 
melalui pembacaan-pembacaan berbagai literatur 
yang tersedia seperti jurnal, hasil penelitian, berita, 
dan dokumen lainnya yang mendukung. Jadi, pertama, 
penulis melakukan kajian tentang SRT sebagai 
pisau analisis untuk melihat kerja-kerja perawatan 
perempuan baik faktor yang mendorong dan siapa 
yang mendapatkan manfaat dari kerja-kerja tersebut 
serta dampaknya pada penundaan pernikahan 
khususnya pada perempuan. Hasil penelitian berupa 
narasi kritis pada sistem kapitalisme yang telah 
membentuk tenaga kerja alami dalam rumah tangga 
berupa perempuan yang berangkat dari ketidakadilan 
gender dalam ketenagakerjaan itu sendiri (Ferguson 
2020) serta narasi kritis pada kerja-kerja perawatan 
tak berupah (unpaid care work) dan hubungannya 
dengan pembentukan fenomena waithood. Kami 
juga menggunakan konsep 5R, yaitu recognition, 
reduction, redistribution, reward, & representation (ILO 
2019) yang dijabarkan oleh ILO untuk menjawab 
permasalah waithood yang juga berkaitan dengan 
kerja keperawatan tak berupah yang dilakukan oleh 
perempuan.

Memahami Kerja Perawatan dan Reproduksi 
Sosial 

Kerja-kerja keperawatanan tak berupah mayoritas 
dilakukan oleh perempuan. Kerja perawatan yang tidak 
berupah ini dibebankan kepada istri untuk melakukan 
perawatan kepada keluarganya baik suami ataupun 
anak sebagai tenaga kerja atau calon tenaga kerja. 
Perempuan telah menghabiskan banyak waktunya 
untuk melakukan perawatan, pengasuhan, memasak, 
membersihkan rumah, dan bertanggung jawab 
terhadap anak dan orang tua lebih banyak daripada 
yang dilakukan laki-laki. Beberapa hal tersebut disebut 
dengan kerja keperawatan yang tidak berupah (unpaid 
care work). 

Dalam masyarakat kapitalis, kerja keperawatan 
tidak berupah yang dibebankan kepada perempuan 
merupakan bentuk dehumanisasi perempuan dan tidak 
membebaskan perempuan (Ferguson 2020). Menurut 
Ferguson, perempuan memiliki tanggung jawab untuk 
memproduksi tenaga kerja yang sangat membantu 
kapitalis. Perempuan digunakan oleh kapitalis untuk 
merawat dan memproduksi tenaga kerja tanpa 
mendapatkan upah. Hal tersebut karena masih ada 
konstruksi pikiran patriarki yang beranggapan bahwa 
perempuan berada di bawah laki-laki dan akhirnya 
bergantung terhadap kerja berupah yang dilakukan 
oleh laki-laki. Akhirnya, perempuan menjadi tenaga 
kerja keperawatan untuk laki-laki merupakan sebab dari 
sistem kapitalisme dan patriarki. 

Adapun kerja perawatan merupakan kerja yang 
berkontribusi terhadap kesejahteraan fisik, mental, 
sosial, dan emosional orang lain (Duffy et al. 2013) baik 
itu kerja perawatan tak berupah dan yang berupah. 
Kerja perawatan berupah seperti Pekerja Rumah 
Tangga (PRT) dan yang tak berupah seperti kerja 
perawatan yang dilakukan dengan suka rela oleh ibu 
rumah tangga. Namun, Federici menjelaskan bahwa 
PRT yang diupah pun juga tetap menjadi tanggung 
jawab majikan yang mempekerjakan PRT, bukan 
dari kapitalis ataupun negara. Artinya, perempuan 
masih bertanggung jawab atas kerja perawatan, baik 
berupah ataupun tidak berupah (Federici 2020).

Kerja perawatan berupah maupun tidak telah 
mengalami genderisasi dan membebankan perempuan. 
Kerja-kerja keperawatan telah memengaruhi bagaimana 
aktivitas kerja antara laki-laki dan perempuan dalam 
kehidupan sehari-hari. Seperti kesenjangan dalam 
kerja produksi berupah yang masih didominasi laki-laki, 
membuat mayoritas perempuan beraktivitas dalam 
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kerja perawatan tak berupah dalam rumah tangga. 
Kesenjangan yang dimaksud seperti perbedaan akses 
terhadap tenaga kerja atau peluang laki-laki dan 
perempuan dalam sektor kerja produksi berupah 
yang secara tersistem telah menempatkan laki-
laki dan perempuan “dalam ruang yang berbeda”. 
Sistem pasar tenaga kerja yang masih bias gender 
telah memosisikan perempuan pada kerja-kerja 
keperawatan khususnya tak berupah yang kemudian 
menjadi agen reproduksi sosial bagi terbentuknya 
tenaga kerja baru. Hal ini menyulitkan perempuan 
untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja Indonesia. 
Hal ini dibuktikan dengan survei Badan Pusat Statistik 
tahun 2023 yang menjelaskan Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 54,42 persen, 
sedangkan laki-laki 83,98 persen. Penelitian Utomo 
(2018) juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan 
kerja perempuan mengalami stagnasi hanya 51 persen 
saja. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja Perempuan tidak berkembang secara 
signifikan sejak tahun 1990-an hingga 2023.

Jika sistem ekonomi yang bias gender selalu 
menghambat perempuan pada sektor kerja 
berupah dan menempatkan perempuan pada kerja 
keperawatan tidak berupah, maka kerja perempuan 
dalam keperawatan tak berupah juga mampu merawat 
sistem ekonomi yang dikendalikan oleh kapitalisme. 
Kerja keperawatan tidak berupah menjadikan 
perempuan sebagai mesin reproduksi bagi berjalannya 
dan perputaran produksi komoditas dan tenaga kerja. 
Aktivitas-aktivitas keseharian perempuan, seperti 
mengasuh anak, orang tua, dan anggota keluarga 
sebetulnya adalah upaya untuk merawat calon/tenaga 
kerja berupah. Artinya, kerja keperawatan perempuan 
sebenarnya kerja reproduksi dalam proses kerja 
produksi kapitalis.

        	 Dalam kerja upahan pun, perempuan juga 
sering kali ditempatkan pada kerja-kerja keperawatan 
yang mencakup pengasuhan; menjadi pekerja 
rumah tangga; perawat; dan lainnya. Dengan begitu, 
terjadi feminisasi kerja perawatan yang semakin 
memiskinkan perempuan dan tidak membebaskan 
perempuan dalam dunia kerja, baik itu dalam kerja 
perawatan berupah dan tidak berupah. Hal ini karena 
kerja perawatan yang berupah pun sering kali tidak 
mendapatkan haknya seperti hak cuti bahkan upah 
sering kali di bawah UMR. Paparan Jaringan Nasional 
Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) juga 
menyebutkan upah rata--rata PRT di DKI Jakarta hanya 
Rp 1.200.000—Rp 1.500.00 sementara Semarang, 

Yogyakarta, Makassar, Surabaya, dan Medan hanya 
Rp 800.000—Rp 1.000.000 (Sinambela 2023). Kerja 
perawatan yang tidak berupah pun, menurut Federici 
juga rawan mengalami kekerasan (Federici 2020) baik 
itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Jika 
dilihat secara saksama, posisi kerentanannya bisa dua 
kali lipat karena ketiadaan upah dan perlindungan. 
Apalagi, kerja perawatan yang mayoritas dikerjakan 
oleh perempuan ini belum mendapatkan pengakuan 
sebagai kerja dan tidak memiliki regulasi upah yang 
jelas. Kerja keperawatan menjadi kerja informal bahkan 
tak diakui yang membuat kondisi perempuan semakin 
rentan. 

Hal yang perlu digarisbawahi dalam kerja-kerja 
perawatan tak berupah adalah pemeliharaan tenaga 
kerja atau calon tenaga kerja. Kerja perawatan 
berkontribusi dalam membangun dan memelihara 
tenaga kerja yang tidak dapat disubsidi oleh pasar 
(Duffy et al.  2013). Dalam hal ini, kerja perawatan 
tak berupah memiliki keterkaitan dengan pasar 
karena memengaruhi terbentuknya tenaga kerja 
yang berkualitas. Tenaga kerja berkualitas adalah 
elemen penting dalam produksi komoditas sehingga 
tersedianya tenaga kerja yang baik dan generasi 
berkualitas untuk tenaga kerja menguntungkan pihak 
lain yaitu pasar. Tenaga kerja sebagai aspek penting 
dalam proses akumulasi kapital.  

Konstruksi sosial yang terjadi pada perempuan 
dan laki-laki dalam pembagian kerja menjadi bagian 
penting dalam kajian ini. Konstruksi gender atas tenaga 
kerja juga menyebabkan perempuan tidak terserap 
pada kerja-kerja produksi dan berupah dan menjadi 
pekerja perawatan tak berupah. Hal ini berkaitan 
dengan pendekatan yang peneliti pakai yakni social 
reproduction theory (SRT) yang mempertanyakan 
bagaimana kontribusi kerja perawatan dalam 
memelihara/mereproduksi tenaga kerja? Siapa yang 
menerima manfaat besar dari kerja-kerja perawatan? 
Bagaimana kerja perawatan telah memproduksi 
tenaga kerja dan memastikan seorang anak dapat 
menjadi tenaga kerja dan generasi kerja yang baik? 
Yang secara tidak terlihat telah menyokong proses 
kerja produksi kapitalisme. Dalam tradisi Marxian, 
teori reproduksi sosial juga mempertanyakan nilai 
lebih yang diberikan kelompok tertentu dalam sistem 
reproduksi ini (Larastiti 2020). Lalu, siapa dan kerja-
kerja apa yang selama ini telah memberikan nilai lebih 
tersebut? 

Perempuan sebagai pelaku kerja keperawatan 
tak berupah telah dimaknai sebagai subjek yang 
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membantu memulihkan apa yang habis selama proses 
produksi dalam melangsungkan kehidupan (Larastiti 
2020). Dalam hal ini, reproduksi sosial menggunakan 
organisasi keluarga sebagai basis analisis dalam melihat 
bagaimana opresi yang terjadi pada perempuan. 
Perempuan dalam keluarga setiap hari harus berusaha 
untuk menjamin pangan yang baik untuk keluarga, 
menjamin kesehatan keluarga dengan menyediakan 
air bersih dan kelengkapan lainnya untuk menjaga 
kesehatan. Bahkan, perempuan dapat bekerja lebih 
keras untuk memastikan keluarganya mendapat 
asupan makan yang baik. Apalagi, bagi perempuan-
perempuan di pedesaan yang menggantungkan 
hidup pada sumber daya alam di tengah krisis iklim 
yang melanda. Upaya-upaya perawatan akan semakin 
sulit dan membutuhkan upaya lebih besar dari 
sebelumnya. Hal-hal tersebut merupakan reproduksi 
sosial yang memiliki arti menciptakan, memelihara, 
hingga merestorasi tenaga kerja untuk kepentingan 
kapitalis (Bhattacharya et al. 2017). Kerja perawatan 
yang memiliki arti merawat tenaga kerja merupakan 
kerja reproduksi dalam tahapan memelihara agar 
sistem ketenagakerjaan berjalan dengan baik berikut 
dengan ketersediaannya. Kerja yang memastikan 
tenaga kerja dalam kondisi sebaik mungkin untuk 
bekerja di hari esok sebagai tenaga kerja upahan.

Perempuan mengalami kesulitan untuk mengakses 
kerja produksi karena segregasi gender. Akhirnya, 
perempuan bekerja sebagai pekerja keperawatan tanpa 
upah yang memastikan anggota keluarganya dapat 
bekerja dengan baik, apakah itu di sektor perkebunan, 
pabrik, dan perkantoran, atau kerja lainnya. Reproduksi 
sosial mengurai bagaimana opresi perempuan yang 
menguat dalam ranah keluarga menuju sistem produksi 
kapitalisme (Ferguson 2020). Teori ini melihat relasi 
kerja produksi dan reproduksi dalam proses produksi 
kapitalisme yang merenggut kerja-kerja perempuan. 
Perempuan melakukan kerja perawatan tak berupah 
untuk kepentingan kapitalisme dengan merawat 
tenaga kerja milik kapitalis. Opresi terhadap perempuan 
ini terus dipertahankan seiring dengan dinamika dalam 
hubungan reproduksi sosial dan proses akumulasi 
kapital. 

Reproduksi sosial sangat berkaitan dengan 
kapitalisme. Kerja reproduksi sosial ialah cara 
menciptakan tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri 
merupakan tenaga produksi untuk memproduksi 
komoditas kapital. Adapun kerja perawatan merupakan 
salah satu hal dari reproduksi sosial yang akan 
memelihara tenaga kerja, seperti menyiapkan makanan, 

mencuci baju untuk tenaga kerja milik kapitalis. Tugas-
tugas dasar inilah yang mendukung berlangsungnya 
para tenaga kerja agar bisa tetap bekerja di kemudian 
hari. Namun, pada saat yang sama, reproduksi sosial 
ini telah menyediakan pasokan tenaga kerja untuk 
mendukung proses akumulasi kapital (Ferguson 2020), 
dengan tugas-tugas dasar yang dilakukan dan strategi 
dalam mempertahankan kehidupan anggota keluarga. 

Maka, pertanyaan di atas terkait siapa yang 
mendapatkan manfaat dari kerja keperawatan tak 
berupah? Bagaimana tenaga kerja itu diproduksi? 
Jawabannya ada dalam teori reproduksi sosial.  SRT 
percaya bahwa produksi barang dan jasa serta produksi 
kehidupan merupakan sesuatu yang terintegrasi satu 
sama lain (Bhattacharya et al. 2017). Ketiganya berjalan 
dalam sistem kapitalisme patriarkis. Kapitalisme 
memanfaatkan sistem sosial patriarki dengan menindas 
perempuan agar mendapatkan keuntungan lebih dari 
penindasan perempuan tersebut. Sistem kapitalisme 
patriarki pelan-pelan mengopresi perempuan melalui 
kerja perawatan tak berupahnya. Hal ini adalah kegiatan 
sehari-hari perempuan yang tidak banyak disadari telah 
berkontribusi secara signifikan pada produksi barang 
dan jasa. Perempuan telah melakukan pekerjaan yang 
tak terlihat dan dianggap remeh di sela-sela kesibukan 
mereka (Fernandes et al. 2023).

Eksploitasi pada perempuan oleh kapitalisme 
dilakukan melalui kerja perawatan. Kerja keperawatan 
sebagai salah satu reproduksi sosial yang sarat akan 
opresi perempuan dapat dilihat dari dampaknya 
terhadap kerentanan perempuan. Dalam kerja 
perawatan tak berupah seperti ibu rumah tangga, 
opresi dapat dilihat dari beban ganda atau kerja 
berlebih (over burden/over work) yang dilakukan oleh 
perempuan dengan tanpa upah. Pada corak produksi 
kapitalis, eksploitasi perempuan dalam kerja perawatan 
tak berupah ini sangat menguntungkan. Kapitalisme 
bisa memanfaatkan perempuan untuk menciptakan 
dan memelihara tenaga kerja tanpa perlu memberikan 
upah kepada para perempuan secara langsung. Maka 
dari itu, kerja keperawatan tidak berupah sangat 
menguntungkan kapitalisme. 

Beban Kerja dan Kerentanan Perempuan dalam 
Kerja Keperawatan

Kesenjangan gender dalam kerja reproduksi 
menyebabkan perempuan memiliki beban kerja 
berlebih bahkan juga beban ganda. Dalam sistem 
patriarki, kerja produksi lebih didominasi oleh laki-laki, 
sedangkan perempuan sering kali tidak terlibat. Beban 
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kerja perempuan ada pada kerja-kerja perawatan, 
domestik, pengasuhan, dan lainnya yang berhubungan 
dengan kerja rumah tangga. Namun, perempuan juga 
mulai terlibat dalam kerja produksi untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga yang tidak cukup apabila hanya 
mengandalkan upah dari suaminya. Selama ini, 
perempuan dikenal memiliki tiga beban (triple burden) 
di antaranya beban produksi, beban reproduksi, 
dan beban sosial. Beban produksi pada perempuan 
terjadi karena perempuan turut memiliki peran dalam 
pemenuhan ekonomi keluarga. Tidak jarang perempuan 
melakukan kerja berupah dan bekerja di sektor formal 
maupun informal untuk menyokong penghidupan. 
Namun, selama ini perempuan mayoritas bekerja di 
sektor ekonomi informal dengan waktu yang lebih 
fleksibel agar dapat melakukan kerja reproduksinya 
dengan baik.

Beban reproduksi merupakan kerja pengasuhan 
dan perawatan serta domestik yang diserahkan kepada 
perempuan dalam rumah tangga. Status pernikahan 
perempuan selalu diasosiasikan dengan peran antara 
pengasuhan dan bekerja (Zilanawala 2016). Kerja-kerja 
perawatan dan domestik seperti sudah tidak dapat 
dipisahkan dari kerja perempuan. Tanggung jawab 
untuk ketahanan pangan keluarga, ketersediaan air 
bersih, kesehatan keluarga, dan fasilitas lainnya untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga diberikan kepada 
perempuan. Selain itu, tanggung jawab perempuan 
tidak hanya pada suami dan anaknya saja, tetapi juga 
mengasuh orang tua atau orang lanjut usia dalam 
keluarga.

Layanan kesehatan keluarga sering kali 
bergantung kepada kerja perawatan tak berupah 
yang dilakukan perempuan – dianggap dapat 
memperkuat kekeluargaan dan rasa keibuan. Hal ini 
mengasumsikan bahwa perempuan atau ibulah yang 
paling bertanggung jawab dalam merawat baik untuk 
keluarga dan masyarakat (Jakimow et al. 2019). Oleh 
karena itu, kerja perawatan tak berupah perempuan 
terkadang menghambat kerja-kerja berupah 
perempuan hingga mengeksklusi perempuan dari 
pasar tenaga kerja. Perempuan adalah sumber daya 
manusia primer dalam sebuah keluarga dan keluarga 
merupakan unit primer bagi reproduksi sosial. 
Kontribusi perempuan di bidang non-ekonomi dalam 
keluarga lebih besar dibandingkan suaminya karena 
peran-peran domestik sesuai konstruksi gender, seperti 
mengurus suami, anak, mengatur rumah tangga, baik 
sebelum dan setelah bekerja (Tjandraningsih 2018).

Dalam kerja reproduksi, perempuan memiliki banyak 

waktu untuk bekerja namun perolehan pendapatan 
perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Penggunaan 
waktu perempuan bergantung pada norma sosial yang 
membentuk keluarga dan memengaruhi keseimbangan 
kerja perawatan dalam rumah tangga (Charmes 2022). 
Waktu perempuan untuk bekerja, belajar, waktu 
istirahat, merawat diri sendiri sebagai kebutuhan dan 
waktu luang semuanya merupakan bentuk konstruksi 
dan mendorong perempuan untuk lebih berkomitmen 
pada kerja tak berupah dan kerja perawatan. 

Komitmen tinggi perempuan dalam melakukan kerja 
reproduksi telah menentukan kesejahteraan yang lain. 
Melalui kerja perawatannya, perempuan memberikan 
nilai lebih yang tersembunyi pada kerja-kerja berupah. 
Perempuan menopang seluruh kebutuhan rumah 
tangga demi kerja berupah atas kontrol kapitalisme 
(Felt & Sinclair 1992). Hanya saja, kerja-kerja perawatan 
ini belum menjadi kerja yang diakui. Padahal, kerja 
perawatan juga memiliki kerentanan kerja yang sama 
seperti kerja berupah lainnya. Kerentanan pekerja 
perawatan dapat terjadi pada aspek fisik, psikis, 
dan ekonomi, bahkan seksual. Kerentanan semakin 
diperparah dengan tidak adanya regulasi yang 
jelas terkait perlindungan pada pekerja perawatan 
(care workers), seperti jaminan sosial, regulasi upah, 
jaminan kesehatan, dan lainnya. Akhirnya, pekerjaan 
reproduktif juga pekerjaan inheren perempuan yang 
menguntungkan dunia patriarki (Irawaty 2017).  

Pembagian kerja tak seimbang dalam keluarga 
menyebabkan perempuan menanggung pekerjaan 
domestik dan perawatan. Domestikasi perempuan 
menunjukkan bahwa upaya subordinasi telah dimulai 
sejak dalam institusi keluarga. Perempuan menjadi 
identik dengan kepedulian, perawatan, pengasuhan, 
dan kekeluargaan. Sementara, beban perempuan 
di lingkungan sosial terletak pada keterlibatan 
perempuan dalam kegiatan-kegiatan organik 
masyarakat, seperti arisan, ritual budaya dan agama, 
serta lainnya yang juga sering kali dibebankan kepada 
perempuan seperti menyiapkan makanan dalam satu 
hari penuh yang menghabiskan waktu. Khususnya 
perempuan yang hidup di pedesaan dengan 
solidaritas masyarakat yang tinggi. Ketiga beban 
kerja perempuan berjalan dalam waktu yang sama. 
Karenanya, perempuan memiliki beban kerja berlebih 
dalam berbagai ruang kerjanya khususnya pada beban 
perawatan dan pengasuhan. Kerja berlebih ini juga 
menghambat perempuan mengakses sumber daya 
ekonomi dan peluang kerja berupah. 

Dalam perspektif SRT, pekerja perawatan disebut 
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sebagai the shadow of slavery. Perbudakan ini 
menyebabkan kerja berlebih bahkan ganda terhadap 
perempuan yang menjauhkan perempuan dari 
kesejahteraan. Hal ini juga membuat perempuan 
dalam menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, 
baik untuk keluarga, sosial, produksi, dan reproduksi, 
dan tidak memiliki waktu luang untuk meningkatkan 
pengetahuannya, seperti belajar ataupun diskusi. 
Berbeda dengan laki-laki yang masih memiliki 
waktu luang untuk belajar dan berdiskusi dengan 
kelompoknya. Perempuan memiliki waktu bekerja yang 
relatif lebih lama daripada laki-laki namun memiliki 
kesejahteraan yang relatif lebih rendah dari laki-laki. 

Perempuan dalam Jerat Kapitalisme

Perempuan mengalami ketertindasan sejak 
era perbudakan hingga kapitalisme. Dari era 
perbudakan hingga kapitalisme membuat individu 
memegang kendali atas kehidupan orang lain 
karena kepemilikan sumber daya atau modal. Engels 
menjelaskan penindasan perempuan juga sejalan 
dengan konsep hak milik pribadi dan keluarga dalam 
sejarah perkembangan corak produksi masyarakat 
(Engels & Untermann 2021). Corak produksi dengan 
adanya akumulasi modal membuat keluarga harus 
menurunkan kekayaannya atau modal ke anak laki-
laki yang nantinya akan membuat keluarga baru. 
Perempuan nantinya akan menjadi bagian keluarga 
yang dipimpin oleh suami atau bapaknya. Inilah 
yang membuat perempuan menjadi properti (hak 
milik pribadi) suaminya atau bapaknya sebagai 
upaya proses reproduksi sosial. Engels menjelaskan 
bahwa perempuan mengalami ketertindasan dalam 
proses akumulasi kapital karena perempuan menjadi 
hak milik. Akibatnya, perempuan tidak memiliki 
kesempatan yang setara dalam pembagian kerja. 
Di era perbudakan, perempuan dijadikan hak milik 
keluarga sebagai budak tenaga kerja pertanian 
dan pemuas nafsu. Di era kapitalisme, perempuan 
dijadikan hak milik kelas borjuasi sebagai tenaga kerja 
dan reproduksi tenaga kerja.

Patriarki juga dimanfaatkan oleh sistem kapitalisme 
untuk menekan biaya produksi agar mendapatkan 
keuntungan yang lebih (Ferguson 2020). Kapitalisme 
dan patriarki menjadi dua elemen yang berkelindan 
satu sama lain. Hal ini juga dibedakan dari upah 
perempuan lebih rendah, jenis kerja, dan kesempatan 
kerja. Nilai kerja perempuan dikurangi atau direduksi 
karena faktor biologisnya, seperti menstruasi, hamil, 
melahirkan, dan menyusui (Rahayu 2017). Seperti dalam 

praktiknya, cuti untuk menstruasi, hamil, melahirkan, 
dan menyusui dipersulit oleh pemilik pabrik. Ketika 
perempuan sedang menstruasi, sering kali harus tetap 
bekerja karena sulitnya mendapatkan cuti. Apabila 
tidak sanggup bekerja, maka akan memilih bolos kerja 
dengan potongan upah. Cuti hamil pun diberikan 
hanya satu bulan (Mailoa 2022). Akibatnya, sering kali 
pekerja perempuan ketika memiliki kandungan atau 
sedang hamil mengundurkan diri tanpa mendapatkan 
pesangon atau bahkan mengalami keguguran ketika 
sedang bekerja.

Sistem kapitalisme enggan memberikan upah 
kepada pekerja perempuan yang cuti karena tidak 
melakukan kerja produksi yang menguntungkan 
mereka. Ketika tidak melakukan pekerjaan produksi 
komoditas pabrik karena cuti, maka tidak akan 
dianggap oleh sistem kapitalisme dan tidak diberikan 
upah. Akibatnya, pekerjaan keperawatan ketika 
pekerja perempuan melahirkan dan menyusui 
menjadi tanggung jawab perempuan itu sendiri 
tanpa adanya keterlibatan pemilik pabrik. Adapun 
pilihan lain ketika keluar dari pabrik adalah menjadi 
pekerja rumahan (home based worker) yang bekerja 
untuk pabrik dan melakukan kegiatan produksi dari 
rumah agar tidak meninggalkan kerja keperawatan 
dan pengasuhan. Namun, pekerja rumahan tidak 
tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga 
mereka menjadi rentan tidak mendapatkan jaminan 
kerja layak dan aman. Kerentanan ini dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan kerja yang buruk, Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) yang tidak memadai, serta 
tidak adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi 
pekerja rumahan perempuan (Rifyana 2019), seperti 
penyimpanan alat kerja yang berbahaya seperti 
mudah terbakar dan beracun yang diletakan di rumah 
pekerja yang bisa saja dimainkan oleh anak-anak. 

Pada akhirnya, kapitalisme memanfaatkan sistem 
patriarki untuk akumulasi kapital sebagai keuntungan 
mereka dengan cara tidak memberikan hak kepada 
pekerja perempuan dalam melakukan kerja perawatan 
atau care work. Namun di sisi lain, kerja perawatan 
juga dijadikan keuntungan sistem kapitalisme sebagai 
mesin produksi tenaga kerja. Hal ini sangat berkaitan 
dengan kondisi perempuan baik secara fisik, psikis, 
maupun sosial termasuk pada ekonomi perempuan 
yang semakin rentan. Perempuan menjadi subjek 
yang dihimpit oleh kapitalisme dari berbagai sisi. 
Perempuan seharusnya mendapatkan hak cuti untuk 
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haid dan melahirkan dengan tetap diupah baik dari 
pabrik langsung atau disubsidi oleh negara sehingga 
perempuan tetap mendapatkan penghasilan ketika 
melakukan kerja perawatan. Hal tersebut sebagai upaya 
perempuan tetap mendapatkan penghasilan ketika 
melakukan pekerjaan perawatan. 

Kerja Keperawatan yang Tak Dianggap 

Tujuan utama kapitalisme adalah akumulasi 
kapital. Dalam proses akumulasi kapital, kapitalisme 
menggunakan strategi akumulasi primitif untuk 
mentransformasi sistem sosial feodal ke kapitalisme. 
Akumulasi primitif membuat petani sebagai pemilik 
tanah (alat produksi di era feodalisme) dirampas oleh 
para kelas borjuasi (Marx 2006). Akumulasi primitif ini 
membuat kelas borjuasi dapat menguasai tanah (alat 
produksi) dan membuat petani, nelayan, masyarakat 
adat yang dirampas alat produksinya menjadi tenaga 
kerja bagi kelas borjuasi. Namun bagi Silvia Federici, 
akumulasi primitif juga berkaitan dengan perempuan. 
Perempuan dirampas kontrol tubuhnya oleh kapitalisme 
untuk tujuan menciptakan tenaga kerja bagi kapitalis 
yang pada akhirnya perempuan tidak mendapatkan 
kebebasan dan hidup dalam belenggu kontrol tubuh 
oleh kapitalisme. 

Perampasan atas tubuh perempuan oleh kapitalisme 
menjadikan perempuan hidup dalam ketertindasan. 
Federici menyampaikan tiga bentuk perampasan atas 
tubuh perempuan (Federici 2009). Pertama, pembagian 
kerja berbasis gender yang meletakkan kerja dan 
fungsi reproduksi perempuan ke dalam reproduksi 
tenaga kerja. Kedua, pembentukan tatanan patriarki 
baru berdasarkan pada eksklusi perempuan dari kerja 
upahan dan subordinasi dari laki-laki. Ketiga, kontrol 
atas tubuh berupa mekanisasi tubuh perempuan bagi 
produksi tenaga kerja baru. Pembagian kerja berbasis 
gender ini membuat perempuan akhirnya dibatasi 
bekerja pada hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi 
tenaga kerja saja. Sementara itu, kerja reproduksi tidak 
dimasukkan dalam pekerjaan yang mendapatkan upah 
dan tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan. Padahal 
pekerjaan reproduksi menjadi hal yang penting bagi 
akumulasi kapital karena melahirkan tenaga-tenaga 
kerja baru untuk kapitalisme.

Tenaga kerja menjadi keuntungan sendiri bagi 
kapitalisme. Perempuan sangat berperan penting 
dalam menciptakan tenaga kerja sehingga pada 
pertengahan abad ke-16 pemerintahan di Eropa 
menerapkan hukuman bagi perempuan yang 
melakukan kontrasepsi, aborsi, dan bagi yang 

mandul. Perempuan tidak diperbolehkan menahan 
laju pertumbuhan tenaga kerja. Populasi yang besar 
menjadikan sumber kekayaan sosial bagi kapitalisme. 
Di era kapitalisme awal, tenaga kerja sangat 
memengaruhi kekayaan kelas borjuasi sehingga 
dengan cara apa pun produksi tenaga kerja tidak boleh 
dihentikan. Ini juga membuktikan bahwa perempuan 
sangat dikontrol oleh negara dan dijadikan sebagai 
pelayan untuk kapitalisme dengan tujuan akumulasi 
kapital.

Perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek 
yang dijadikan sebagai produksi tenaga kerja, 
melainkan juga merawat tenaga kerja dan tidak 
berupah. Perempuan baik sebagai anak maupun istri 
dalam patriarki diharuskan melakukan pekerjaan 
domestik atau rumah. Perempuan melakukan pekerjaan 
membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan 
ayah atau suami setelah dan sebelum bekerja di pabrik. 
Perempuan melakukan pelayanan kepada ayah atau 
suaminya, seperti membuatkannya makanan, teh atau 
kopi, mencuci pakaiannya, dan merawatnya apabila 
sakit. Secara tidak langsung, yang dilakukan perempuan 
adalah merawat tenaga kerja pemilik modal. Namun, 
perempuan tidak mendapatkan timbal balik upah apa 
pun dari pemilik modal, padahal mereka sudah merawat 
tenaga kerja mereka. Kerja-kerja perawatan tenaga 
kerja pun akhirnya tidak dianggap sebagai keterlibatan 
produksi pabrik dan tidak perlu diberikan upah dalam 
sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme, hanya produksi dalam 
pabrik yang dianggap sebagai aktivitas menciptakan 
nilai guna dan nilai tukar. Komoditas pabrik yang bisa 
dijual memiliki nilai guna diciptakan oleh tenaga kerja 
yang mayoritas adalah laki-laki di era kapitalisme 
awal. Perempuan dipaksa berada di rumah untuk 
menciptakan dan merawat tenaga kerja tetapi dinilai 
tidak memiliki nilai dari sudut pandang ekonomi dan 
tidak dikategorikan sebagai kerja (Federici 2009). Hal 
ini membuat perempuan tidak memiliki sumber daya 
apa pun karena tidak pernah mendapatkan upah 
dari hasil kerja perawatan mereka atas tenaga kerja 
yang berupa keluarganya. Kondisi ini pada akhirnya 
membuat perempuan berada di bawah laki-laki karena 
perbedaan akses modal dan akibatnya patriarki tidak 
pernah padam.

Semakin berkembangnya kapitalisme juga 
membuat perempuan bisa masuk dalam ranah 
publik untuk melakukan pekerjaan pabrik. Catatan 
International Labor Organization (ILO) pada tahun 
2022 menjelaskan industri garmen di Indonesia 
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didominasi oleh perempuan (ILO 2022). Fenomena 
ini menunjukkan bahwa di era ini, perempuan 
Indonesia bisa menjadi tenaga kerja seperti laki-
laki. Kendati demikian, masih dari hasil catatan ILO 
(2022), menjelaskan bahwa buruh perempuan juga 
mengalami kesenjangan upah dan ketimpangan dalam 
kariernya. Perempuan bekerja pun tidak sepenuhnya 
menunjukkan indikasi bahwa perempuan berdaya 
dan memiliki kebebasan. Dalam masyarakat kapitalis, 
didapati bahwa perempuan bekerja dikarenakan tidak 
mencukupinya penghasilan suami untuk kebutuhan 
keluarganya. Ironisnya, perempuan tidak hanya 
dituntut terlibat dalam kerja produksi namun tetap 
melakukan reproduksi dalam keluarganya termasuk 
kerja perawatan tak berupah.

Situasi perempuan bekerja sebagai pekerja 
keperawatan tidaklah tunggal. Ada juga keluarga yang 
memiliki penghasilan memadai memilih menyewa 
Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk melakukan kerja 
perawatan. Namun, ketika menyewa PRT sebuah 
keluarga harus memberikan upah kepadanya yang 
diambil dari kantong pribadi dari hasil kerja keluarga 
yang menyewanya. Keluarga harus mengeluarkan 
biaya tambahan untuk membayar PRT yang melakukan 
kerja perawatan untuk merawat tenaga kerja dan 
menopang kapitalisme. Artinya, walaupun perempuan 
tidak melakukan kerja perawatan untuk keluarganya 
dan bisa menyewa PRT, tapi tetap masih menanggung 
kerja perawatan itu sendiri yang diambil dari kantong 
pribadi untuk menyewa PRT.

Perempuan dalam Kerja Keperawatan dan Kerja 
Produksi

Kerja perempuan dalam merawat dan 
menciptakan tenaga kerja pada akhirnya adalah untuk 
mempersiapkan komoditas tenaga kerja bagi kapitalis. 
Di situasi kapitalisme patriarkis, perempuan tidak bisa 
dilepaskan dari kerja-kerja perawatan yang memiliki 
arti memproduksi dan melakukan perawatan tenaga 
kerja untuk kapitalisme. Ditambah perempuan bekerja 
juga tidak menghilangkan penindasan mereka, justru 
beban mereka bertambah. Perempuan melakukan 
kerja produksi dan kerja perawatan tak berupah untuk 
kepentingan kapitalisme, tetapi tidak mendapatkan 
timbal balik.

Kondisi perempuan yang semakin ditindas oleh 
kapitalisme inilah yang membuat perempuan semakin 
hari semakin mengalami kesulitan. Bagi perempuan, 
bisa saja mereka hanya melakukan kerja perawatan dan 
reproduksi saja. Namun, hal tersebut mengharuskan 

perempuan mencari suami yang memiliki modal 
besar dan akhirnya tunduk kepada suaminya 
karena modal dipegang oleh suaminya. Hal ini juga 
mengkhawatirkan perempuan apabila suaminya 
melakukan perselingkuhan atau hal yang semena-
mena terhadap dirinya, tetapi tidak bisa meminta cerai 
atau melawan. Perselingkuhan juga terjadi ketika salah 
satu pihak bergantung kepada pasangannya (Munsch 
2015). Apabila meminta cerai, maka akan membuat 
perempuan hidup tanpa modal sama sekali yang 
pada akhirnya juga harus melakukan kerja produksi. 
Dalam penelitian yang dipaparkan di The Conversation, 
menyebutkan juga perempuan pascabercerai memiliki 
kesulitan keuangan lebih tinggi dibandingkan laki-
laki (Hitchings & Douglas 2023). Hal tersebut karena 
perempuan juga harus melakukan kerja perawatan. Hal 
ini lah pada akhirnya membuat perempuan menolak 
bergantung karena ketakutan diselingkuhi ataupun 
dicerai membuat mereka harus melakukan kerja 
produksi. 

Kerja produksi juga akan menyita banyak waktu 
perempuan. Sejak pagi sebelum matahari terbit 
harus melakukan kerja perawatan seperti memasak 
dan mencuci. Selanjutnya, dari pagi sampai sore 
bahkan menjelang malam melakukan kerja produksi 
di bawah kelas pemilik modal. Setelah pulang pun, 
lanjut melakukan kerja keperawatan tak berupah 
dan reproduksi di waktu senggang. Hal ini membuat 
perempuan benar-benar hidup dalam kontrol 
kapitalisme. Mereka tidak bisa bebas dan setiap 
waktu harus bekerja untuk kepentingan kapitalisme 
itu sendiri. Kekhawatiran-kekhawatiran inilah 
yang kemudian berpeluang membuat perempuan 
memutuskan untuk menunda pernikahan karena kerja 
perawatan dalam rumah tangga, beban kerja berlebih, 
dan himpitan ekonomi. Tidak ada distribusi peran kerja 
dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan mengalami ketidakadilan gender 
dalam kerja produksi dan kerja perawatan. Distribusi 
kerja perawatan lebih dibebankan kepada perempuan 
sehingga hal ini juga memengaruhi bagaimana 
perempuan sulit dalam mengakses kerja-kerja 
produksi —dan ini tidak sesuai dengan kerangka 5R 
ILO. Apabila berada dalam kerja produksi berupah, 
perempuan juga tetap melakukan kerja perawatan. 
Hal yang paling memberatkan ialah apabila kerja-
kerja produksi menghabiskan waktu yang sangat lama 
melalui skema lembur yang tiada henti. Otomatis 
waktu istirahat perempuan juga akan semakin sedikit 
karena kerja produksi yang lama dan harus melakukan 
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kerja perawatan tak berupah di rumah sepulang kerja. 
Perempuan mengalami ketertindasan karena distribusi 
kerja yang tidak adil dan waktu kerja yang sangat lama. 
Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari skema kapitalisme 
yang bertanggung jawab karena menggunakan kerja-
kerja lembur kepada para buruhnya, termasuk buruh 
perempuan dan memanfaatkan sistem patriarki yang 
membuat perempuan tetap harus menanggung kerja 
perawatan tak berupah.

Kapitalisme Menciptakan Waithood 

Perempuan muda di Indonesia terutama di perkotaan 
memahami masalah yang mereka alami dalam situasi 
kapitalisme patriarkis. Perempuan muda di perkotaan 
lebih memiliki akses pendidikan dibandingkan di 
pedesaan (Lisnasari 2023). Hal ini membuat perempuan 
di perkotaan dapat belajar mengenai problem yang 
mereka rasakan. Namun, pemahaman ini menciptakan 
ketakutan sekaligus upaya dari perempuan untuk 
tetap bertahan dalam himpitan kapitalisme yang 
patriarkis dengan cara menunda pernikahan. Dilansir 
dari Kumparan, dua psikolog Dian Wisnuwardhani 
dan Reynitta Poerwito menjelaskan pemuda-pemudi 
memiliki ketakutan atas finansial, sosial, dan konflik 
ketika akan menikah (Ramadhan 2023). Bagaimana 
perempuan sudah memiliki imajinasi terhadap situasi 
pernikahannya baik dalam ekonomi, tanggung jawab 
sosial, seperti kerja perawatan, bahkan konflik yang 
akan terjadi. 

Perempuan juga berada dalam bayang-bayang 
kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Sering kali 
perempuan berperan penting dalam mengelola 
keuangan keluarga. Kebutuhan perempuan muda saat 
ini pun semakin tinggi, seperti rumah, baju, makan, 
make up, dan lain sebagainya untuk menunjang 
hidupnya. Kebutuhan biaya pernikahan dan merawat 
anak juga sangat tinggi. Bagi perempuan, hal ini 
jelas akan menggambarkan ketika berkeluarga maka 
juga harus bekerja keras untuk mendapatkan upah 
yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan 
keluarganya serta menjamin kerja perawatan dan 
pengasuhan untuk keluarganya. 

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perempuan 
menikah akan melakukan kerja keperawatan dan 
sering kali menyebabkan perempuan tidak bekerja. 
Dari survei Badan Pusat Statistik tahun 2023, 
menjelaskan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
perempuan hanya 54,42 persen sedangkan laki-
laki 83,98 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa 
masih banyak perempuan yang belum bekerja. Hal 

tersebut dikarenakan kondisi patriarki yang membuat 
perempuan harus melakukan kerja-kerja keperawatan 
tak berupah. Perempuan ketika melahirkan sering 
kali keluar dari tempat kerja karena sulitnya cuti 
melahirkan. Dalam merawat anak terlebih menyusui 
hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kondisi ini 
akhirnya membuat laki-laki yang bekerja secara 
tunggal dan perempuan sangat berharap kepada upah 
yang didapat oleh suaminya nanti. 

Perempuan yang sangat bergantung kepada upah 
suami sangat rawan dengan relasi kuasa oleh suaminya 
karena merasa suami yang menghidupi keluarga dan 
dapat mengontrol istrinya (Cameron 2014). Hal ini 
yang pada akhirnya membuat perempuan berpikir 
panjang untuk berkeluarga dan muncul fenomena 
Waithood. Mereka menunda untuk menikah dan 
berkeluarga karena ingin mencari kestabilan ekonomi 
terlebih dahulu agar tidak bergantung kepada 
suaminya (Wulandari 2023). Singerman, pencetus 
konsep waithood juga menjelaskan bahwa menunda 
pernikahan dan melahirkan ditunda karena faktor 
ekonomi dan politik seperti lapangan pekerjaan 
yang tidak memadai sehingga membuat kaum muda 
melakukan waithood (Singerman 2007). Dalam konteks 
perempuan, sering kali juga menunda pernikahan untuk 
mengejar pendidikan dan karier. Bisa disimpulkan, 
waithood sendiri adalah tahapan menunggu untuk 
berfokus kepada menunda pernikahan dan memiliki 
anak karena kebutuhan ekonomi yang tinggi.

Waithood mulai berkembang di Indonesia. 
Mahasiswa di Yogyakarta lebih memilih pendidikan dan 
pekerjaan dibandingkan menikah (Hasan 2019). Adapun 
di tahun 2017, Badan Pusat Statistik menunjukkan 
tingkat kebahagian orang yang sendiri (belum/tidak 
menikah) lebih tinggi dibandingkan mereka yang telah 
menikah, terutama kaum perempuan (Andita 2017). 
Apabila mengacu kepada definisi Singerman (2007), 
maka perempuan akan fokus kepada pendidikan dan 
kariernya. Dalam era kapitalisme, pendidikan dan karier 
menjadi hal yang penting. Meningkatkan pendidikan 
juga berarti meningkatkan standar hidupnya, dengan 
harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak 
sehingga kariernya menjadi lebih baik dan masalah 
atas ekonomi bisa terjawab di kemudian hari karena 
pendidikan dan kariernya yang tinggi.

Perempuan memiliki beban kerja produksi dan kerja 
keperawatan sekaligus. Inilah yang menjadi alasan 
perempuan melakukan waithood (Kara & Mullings 
2023). Kebutuhan ekonomi yang tinggi, seperti rumah, 
biaya sekolah anak, dan sebagainya dari tahun ke 
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tahun juga mengalami kenaikan. Artinya, pemuda 
membutuhkan ekonomi yang stabil untuk kehidupan 
ke depannya. Namun, sulitnya lapangan pekerjaan yang 
layak juga menjadi ancaman sehingga harus berfokus 
dan meningkatkan status pendidikan dan karier agar 
dapat hidup dengan ekonomi layak. Pada akhirnya, 
dengan kondisi yang berat inilah, membuat perempuan 
memilih pilihan hidup waithood. 

Waithood sendiri adalah pilihan hidup yang 
bersifat individual. Salah satu hal yang dilakukan oleh 
kapitalisme dalam masyarakat di aspek kebudayaan 
ialah penyelesaian masalah secara individual. 
Kapitalisme membuat narasi agar masalah-masalah 
yang terjadi atau dialami oleh masyarakat bisa 
diselesaikan oleh diri sendiri, salah satunya perempuan 
yang memilih waithood. Waithood sendiri juga sering 
diindikasikan dengan kebudayaan Barat. Barat sudah 
sangat lama dikenal dengan sistem kapitalismenya 
yang menekan segala pemecahan masalah pada 
individu dan hal ini membuat sistem kapitalisme 
lepas tanggung jawab. Waithood juga sebagai upaya 
para perempuan dalam mengatasi ketakutan dirinya 
pada kegagalan dalam berumah tangga. Kegagalan 
ini juga sering terjadi terutama di era late capitalism. 
Kapitalisme sudah ikut campur masuk ke dalam 
kebudayaan dan tingkah laku individu (Durham 
2021) tanpa disadari. Dalam konteks ekonomi, biaya 
kehidupan tinggi dan sulitnya lapangan kerja juga 
tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi saat ini. 
Kapitalisme akan membuat kesenjangan hidup di 
antara masyarakat karena distribusi alat produksi 
yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Akibatnya, 
kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok 
dan kondisi harga pasar serta lapangan kerja berada 
di tangan mereka. Hal ini menunjukkan waithood 
muncul karena adanya situasi kapitalisme yang sudah 
membuat perempuan khawatir atas hidupnya baik 
karena konteks sosial patriarki dan ekonomi serta 
sekaligus menciptakan pilihan hidup secara individual.

Pilihan waithood sendiri juga bukan tanpa 
konsekuensi bagi perempuan. Konteks patriarki 
yang masih sangat kuat, menggambarkan bahwa 
perempuan harus memiliki suami. Stigma negatif 
masih mengiringi perempuan yang tidak menikah 
seperti “perawan tua” (Mustikasari 2018). Usaha 
perempuan dalam melakukan waithood pun justru 
menimbulkan pengembangan makna kekerasan 
gender yang belum berhenti (Musahwi et al. 2022). 
Jadi, dalam memutuskan untuk menunda pernikahan 
pun, perempuan dalam posisi rentan mengalami 

stigmatisasi dari masyarakat. Stigmatisasi merupakan 
kekerasan psikis terhadap perempuan yang dapat 
berdampak pada kekerasan lainnya. 

Bagi negara, fenomena waithood ini juga bisa 
berdampak pada terjadinya resesi seks. Resesi 
seks akan membuat para tenaga kerja produktif 
di beberapa tahun mendatang mengalami beban 
yang lebih berat karena berkurangnnya tenaga kerja 
baru. Bagi kapitalisme, potensi berkurangnya tenaga 
kerja merupakan hambatan proses produksi. Kerja 
reproduksi harus tetap berlanjut agar produksi tenaga 
kerja produktif sebagai calon tenaga kerja terus 
berjalan. Karenanya, menurut negara, waithood juga 
menjadi fenomena yang perlu diseriusi. Maka, menikah 
ataupun tidak, pada akhirnya menjadi keputusan 
yang sebenarnya didorong oleh sistem kapitalisme 
secara tidak langsung. Dalam hal ini, waithood juga 
termasuk keputusan yang diciptakan diam-diam oleh 
sistem kapitalisme. Melalui beban kerja produksi dan 
perawatan tak berupah yang sering kali bebankan 
kepada perempuan serta kesulitan akses lapangan 
pekerjaan yang layak membuat perempuan memilih 
untuk menunggu untuk menikah dan memiliki anak. 
Waithood tidak hanya mencakup penundaan aspirasi 
pemuda dalam mengejar tujuan pendidikan dan 
karier, namun juga menggarisbawahi sifat gender dari 
ekspektasi keluarga dan masyarakat (Inhorn & Smith-
Hefner 2021). Aspek waithood ini mencerminkan 
kesenjangan gender karena perempuan sering kali 
mengalami beban ganda. Konsep waithood bukan 
sekadar penundaan dalam mencapai tonggak masa 
dewasa tradisional namun juga sangat terkait dengan 
struktur ekspektasi gender dan pekerjaan perawatan 
tidak berupah yang menghadirkan tantangan dan 
implikasi sosial yang kompleks.

Penutup

Situasi kapitalisme patriarki menempatkan 
perempuan pada posisi rentan untuk melakukan kerja 
produksi dan kerja perawatan tak berupah sebagai 
kerja reproduksi sosial. Penindasan perempuan sangat 
berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan modal baik 
dari keluarga dan juga sistem sosial yang menghasilkan 
diferensiasi kelas. Penindasan perempuan terjadi 
melalui perampasan tubuh yang secara biologis dapat 
melahirkan anak dan memproduksi tenaga kerja. Hal 
ini membuat perempuan menjadi subjek menciptakan, 
mengasuh, dan merawat anak untuk menjadi tenaga 
kerja bagi kapitalisme. 

Kerja-kerja perawatan tidak dianggap oleh 
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kapitalisme karena tidak menghasilkan komoditasnya. 
Pada akhirnya, perempuan walaupun membantu 
kapitalisme dalam menjaga dan merawat tenaga kerja, 
mereka tidak pernah dianggap dan tidak mendapatkan 
upah. Dengan tidak memiliki akses modal berupa upah 
ini, akhirnya akan membuat perempuan bergantung 
kepada suaminya dan membuat perempuan tidak bisa 
bebas dari dominasi suaminya. 

Dampak pengabaian kerja perawatan dan berupah 
namun dibebankan pada perempuan memunculkan 
fenomena waithood yang menjadi penundaan 
pernikahan dengan alasan ekonomi. Perempuan 
Indonesia berfokus pada karier dan pendidikan untuk 
mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. 
Waithood muncul karena adanya opresi kapitalisme 
yang membuat perempuan menjalani pilihan hidup 
tersebut. Didukung oleh kondisi kerja produksi yang 
bias gender, kerja perawatan tak berupah yang 
identik dengan perempuan, serta realitas sosial yang 
membutuhkan biaya hidup tinggi dan sulitnya lapangan 
pekerjaan. Situasi ini mengalienasi perempuan dari 
kerja produksi—akibat tuntutan pada kerja perawatan 
tak berupah.

Perempuan perlu melakukan gerakan yang 
menuntut pengakuan atas kerja perawatan. Tuntutan 
ini sejalan dengan kerangka kerja 5R ILO yang 
memberikan pengakuan hingga jaminan menyeluruh 
bagi penyelenggaraan kerja perawatan, terutama 
penghargaan bagi perempuan yang telah melakukan 
kerja perawatan. Ini termasuk kesadaran pembagian 
kerja rumah sebagai pendukung kerja produksi—tidak 
lagi dibebankan hanya pada perempuan. Dengan 
demikian, maka kemunculan waithood sebagai alasan 
ekonomi dapat direduksi. Perempuan dapat menjadi 
tenaga kerja perawatan untuk keluarganya dan 
tetap diupah dan diberikan jaminan kesehatan dan 
perlindungan oleh negara ataupun kapitalis. 
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Abstract

Gender inequality in the workplace is rooted in patriarchal norms within families, institutions, and states. Gender roles exclude 
women from job opportunities, promotions, equal income, and more. Care work, associated with women, often forces them to choose 
between a career and family caregiving. However, a feminist perspective advocates for the redistribution of care work involving men. 
This research emphasizes the importance of changing men’s understanding and practices in care work to achieve gender equality 
in the workforce. Through in-depth interviews, the study critiques and synthesizes challenges in care work redistribution, shares 
successful practices, and recommends practical and conceptual suggestions to ensure men’s involvement in caregiving within the 
workplace context.

Keywords: care work, masculinity, redistribution, family-friendly policies, paternity leave

Abstrak

Ketimpangan gender di dalam dunia kerja disebabkan oleh pemahaman patriarki dalam keluarga, institusi, dan negara. Pembagian 
peran gender mengecualikan perempuan dari peluang pekerjaan; promosi; penghasilan yang setara; dan lainnya. Pekerjaan 
perawatan diidentikkan dengan perempuan, membuat mereka tak jarang harus memilih antara karier dan kerja perawatan keluarga. 
Namun, perspektif feminis mendorong redistribusi kerja perawatan yang melibatkan partisipasi laki-laki. Penelitian ini menyoroti 
pentingnya perubahan pemahaman dan praktik laki-laki dalam pekerjaan perawatan untuk mencapai kesetaraan gender di dunia 
kerja. Melalui studi literatur dan metode wawancara mendalam, penelitian ini mengkritisi dan mensintesiskan tantangan dalam 
redistribusi kerja perawatan; praktik baik yang telah dilakukan berbagai pihak; dan merekomendasikan saran praktis dan konseptual 
untuk memastikan keterlibatan laki-laki dalam kerja perawatan dalam konteks dunia kerja.  

Kata kunci: kerja perawatan, maskulinitas, redistribusi, kebijakan ramah keluarga, cuti ayah

Pendahuluan

Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam 
kesetaraan gender. Namun, belum berdampak pada 
peningkatan partisipasi kerja perempuan. Pernikahan 
terus menjadi prediktor terbesar bagi perempuan 
untuk keluar dari angkatan kerja. Berdasarkan 
kecenderungan tingkat partisipasi angkatan kerja di 
Indonesia, terlihat bahwa hingga saat ini disparitas 
gender dalam partisipasi kerja masih sangat besar. 
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan/Female Labour 
Force Participation (FLFP) tetap stagnan di sekitar angka 
52 persen selama dua dekade terakhir – lebih rendah 
dibandingkan Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki yang 
berada di kisaran angka 85 persen. Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia jauh 
lebih rendah dibandingkan dengan tingkat di negara-
negara Asia Timur lainnya (World Bank 2020). 

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia 
Berdasarkan Gender dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun Laki-laki Perempuan

2018 82,80 51,80

2019 83,25 51,81

2020 82,41 53,13

2021 82,27 53,34

2022 83,87 53,41

Sumber: Sakernas/BPS

Data dalam tabel 1 ini menunjukkan bahwa 
meskipun secara konsisten ada sedikit peningkatan 
TPAK perempuan, namun disparitas gender masih 
begitu besar yaitu hampir 30 persen setiap tahunnya.  
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Faktor utama dari ketiadaan perempuan dalam 
angkatan kerja adalah pernikahan dan melahirkan 
anak. Pernikahan mengurangi partisipasi angkatan 
kerja bagi semua perempuan, kecuali mereka yang 
memiliki pendidikan tinggi. Di perkotaan, seorang 
perempuan yang menikah memiliki kemungkinan 
25 persen lebih rendah untuk bekerja atau mencari 
pekerjaan dibandingkan dengan seorang perempuan 
lajang. Norma dan pembagian kerja berdasarkan 
gender menjadi salah satu tantangan partisipasi kerja 
perempuan. Mereka sering kali dibebani dengan 
pekerjaan perawatan tak berbayar dan tanggung 
jawab rumah tangga, membatasi waktu yang tersedia 
untuk berpartisipasi dalam pekerjaan ekonomi 
produktif lainnya, serta berdampak pada penyingkiran 
untuk mendapat promosi dan penempatan pada posisi 
strategis dalam karier (Halim et al. 2018; Mason 2022). 
Persoalan lain yang ditemukan adalah mereka sering 
kali tidak kembali bekerja karena tiadanya komitmen 
keluarga untuk membagi beban kerja perawatan 
dan juga tiadanya jam kerja fleksibel (Cameron et al. 
2018). Perempuan kerap dihadapkan pada dilema 
antara kerja berbayar dan kerja perawatan. Sejumlah 
riset menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak 
mengorbankan karier mereka dan mengambil 
tanggung jawab lebih banyak dibandingkan pasangan 
laki-laki (Becker & Moen 1999; Singley & Hynes 2005). 
Hal ini menunjukkan bahwa beberapa persoalan 
serius partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, 
yaitu disparitas gender dalam TPAK perempuan terjadi 
pada tahun-tahun merawat anak dan kuatnya norma 
budaya yang melanggengkan bahwa perempuan 
bertanggung jawab lebih banyak atas kerja perawatan 
karena jenis kelamin mereka atau anggapan bahwa 
penghasilan perempuan relatif rendah dan bukan 
pencari nafkah utama dalam keluarga (Bittman et al. 
2003; Johansson 2011; Peutere et al. 2017).

Stereotipe gender, yang kemudian menjadi 
keyakinan gender ini, bahkan termanifestasi 
dalam kebijakan negara yaitu Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
banyak melanggengkan norma gender dan tidak 
menguntungkan perempuan. Situasi ini menunjukkan 
bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan 
redistribusi kerja perawatan tidak berbayar agar 
perempuan dapat memiliki kesempatan yang 
setara dalam dunia kerja. Selain itu, diperlukan juga 
dekonstruksi pemaknaan kerja perawatan agar kerja 
perawatan tidak berbayar dapat didistribusikan 
secara setara pada komunitas dan keluarga. Salah satu 
upaya untuk mendorong redistribusi kerja perawatan 

tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif laki-laki. 
World Bank (2020) menyatakan bahwa telah ada upaya 
dari segi kebijakan hingga perubahan praktik dalam 
norma budaya terkait pembagian kerja perawatan 
yang lebih adil di Indonesia.  

Penelitian ini hendak menyoroti tentang 
redistribusi kerja perawatan tidak berbayar yang 
mencakup pembagian tanggung jawab perawatan 
di antara anggota keluarga dan komunitas. Sejumlah 
penelitian terdahulu telah bicara tentang kelekatan 
kerja perawatan pada perempuan. Namun, hanya 
memberi tekanan dari aspek perempuan dan sedikit 
memberikan perhatian pada persepsi dan praktik 
redistribusi kerja perawatan yang melibatkan laki-laki. 
Padahal pembahasan keadilan gender dalam dunia 
kerja melibatkan pemahaman bahwa perlu perubahan 
kesadaran dan praktik distribusi tanggung jawab 
yang memperhitungkan kerja berbayar; keluarga; 
pengasuhan; dan pekerjaan perawatan (Peutere et al. 
2017; O’brien & Wall 2017). 

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam 
penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan laki-laki 
dalam redistribusi kerja perawatan dalam kaitannya 
dengan perubahan pemaknaan dan ideal maskulinitas? 
Melalui perubahan pemaknaan maskulinitas, maka 
peran laki-laki dan perempuan tidak bersifat dikotomis 
atau perempuan (domestik) dan laki-laki (publik). 
Artinya, upaya redistribusi kerja perawatan dapat 
diterima oleh laki-laki melalui pemahaman maskulinitas 
baru, laki-laki dapat berkontribusi pada sektor domestik. 
Dengan menggunakan perspektif feminis, penelitian 
ini akan menunjukkan bagaimana norma dan praktik 
redistribusi kerja perawatan bukan hanya merupakan 
aspek krusial untuk mewujudkan kesetaraan gender, 
tetapi juga merangsang perubahan normatif dalam 
konsep maskulinitas dan femininitas. 

Metode Penelitian

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif 
yang merangkum studi literatur dan wawancara 
mendalam dengan sejumlah stakeholder terkait. Fokus 
penelitian tertuju pada urgensi pengkajian terhadap 
partisipasi laki-laki dalam kerja perawatan sebagai 
elemen krusial dalam mencapai keadilan gender di 
konteks dunia kerja. Melalui wawancara mendalam 
dengan multi-stakeholder, penelitian ini bertujuan 
untuk menggali praktik dan upaya konkret dalam 
mendorong keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan 
perawatan. Dengan menerapkan lensa feminisme 
dalam analisis fenomena ini, penelitian ini akan 
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menyelidiki implementasi kebijakan dan inisiatif yang 
mendukung peran aktif laki-laki dalam perawatan 
keluarga, termasuk kebijakan cuti ayah dan kampanye 
kesetaraan gender di tempat kerja. 

Penelitian ini lebih jauh lagi berupaya memberikan 
wawasan tentang bagaimana perubahan dalam 
redistribusi kerja perawatan, dengan melibatkan laki-
laki dapat menjadi aspek penting dalam mencapai 
keadilan gender di Indonesia. Dengan pemahaman 
yang lebih mendalam terhadap peran laki-laki dalam 
konteks perawatan, diharapkan dapat membentuk 
dasar yang kuat untuk mendorong perubahan positif 
menuju lingkungan kerja yang lebih setara dan inklusif.

Sejumlah teori feminis melihat ketimpangan 
gender hanya dapat diurai dengan memeriksa struktur 
keluarga sebab di sanalah peran gender dilanggengkan 
(Hook 2006; Okin 1989). Pemikiran sejumlah filsuf 

feminis telah melihat pentingnya pelibatan laki-laki 
untuk mendorong keadilan gender terkait partisipasi 
angkatan kerja perempuan. 

Penelitian ini mewawancarai sejumlah perwakilan 
pihak yang relevan, yaitu akademisi yang terlibat 
dalam advokasi kebijakan keadilan gender dalam 
kerja perawatan berbayar maupun tidak; organisasi 
masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya mengubah 
pemahaman dan praktik sosial terkait laki-laki baru; 
serikat pekerja; perusahaan skala kecil; perusahaan 
skala multinasional; dan institusi negara yang 
mengawal sejumlah kebijakan pro keadilan gender. 
Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek, 
antara lain bagaimana kebijakan terkait pelibatan 
laki-laki dalam kerja perawatan tidak berbayar; 
implementasinya; sejumlah tantangan; dan praktik 
baik. Atas landasan etis, identitas narasumber akan 
ditulis sesuai kesepakatan penulis dan narasumber. 

Tabel 2. Identitas dan Keterangan Narasumber

Narasumber Instansi

Nur Hasyim Pendiri Aliansi Laki-laki Baru

Kokok Herdhianto Dirgantoro CEO Opal Communication (Start Up dengan best practice kebijakan ramah 
keluarga)

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Andy Yentriyani Ketua Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan)

SS Industrial Relations Officer (PT XYZ)

Sri Wiyanti Eddyono Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Ahli Kebijakan 

Penelitian ini tidak dimaksudkan memberikan 
gambaran umum tentang situasi partisipasi laki-
laki dalam kerja perawatan. Fokus tulisan adalah 
memperlihatkan situasi keterlibatan laki-laki dalam 
kerja perawatan tidak berbayar dalam konteks kelompok 
pekerja formal. Implikasi penelitian tidak memotret 
tantangan dan juga pengetahuan terkait dilema kerja; 
keluarga; dan kerja perawatan dalam konteks pekerja 
informal dan lainnya.  

Feminisme: Mengenal dan Mengurai Dimensi 
Gender Kerja Perawatan

Susan Moller Okin (1989) percaya bahwa 
institusi keluarga adalah poros struktur gender yang 
dilanggengkan. Menurutnya, asumsi gender bahwa 
tugas utama laki-laki adalah mencari uang, sementara 
perempuan mengurus keluarga tidak menguntungkan 
bahkan merugikan perempuan. Bagi Okin, struktur 
dunia kerja sesungguhnya membayangkan bahwa 

seorang pekerja memiliki istri di rumah yang memasak, 
merapikan rumah, dan merawat anak. Pemahaman ini 
menjadi dasar berbagai praktik yang melanggengkan 
beban ganda bagi perempuan yang bekerja.  Mereka 
tidak hanya dituntut melakukan kerja produktif secara 
profesional namun dituntut juga melakukan kerja 
reproduktif. 

Sejumlah sarjana feminis percaya bahwa distribusi 
kerja rumah tangga dan juga penghapusan pembagian 
peran berdasarkan gender menjadi salah satu syarat 
untuk menghasilkan keadilan gender dalam dunia 
kerja. Bagi Okin (1989), distribusi kerja domestik 
termasuk cuti pengasuhan/orang tua perlu dilakukan 
secara merata.  Sedangkan menurut bell hooks (1984), 
yang dikenal dengan bukunya, Feminist Theory: From 
Margin to Center, kita tidak dapat berhenti pada upaya 
mendistribusikan kerja perawatan dengan laki-laki 
secara setara, melainkan penting untuk mengubah 
persepsi kita terkait apa itu kerja domestik. Menurut 
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hooks, kita terinternalisasi untuk menghargai kerja-kerja 
yang secara tradisional diasosiasikan dengan laki-laki, 
sebaliknya merendahkan kerja-kerja yang diasosiasikan 
pada perempuan. 

Menurut hooks, internalisasi ini telah dilakukan 
sejak dalam pengasuhan, yaitu anak laki-laki dan 
perempuan mulai membentuk persepsi terkait 
kerja perawatan. Anak laki-laki percaya bahwa kerja 
perawatan adalah kerja perempuan dan cenderung 
bergantung pada perempuan untuk pemenuhannya. 
Sementara itu, anak perempuan merasa bahwa kerja 
tersebut dipaksakan dan diwajibkan padanya sehingga 
muncul rasa tidak suka dan terkekang. Padahal 
kerja-kerja perawatan adalah suatu kemampuan 
yang seharusnya dimiliki, dikuasai, dan dikerjakan 
oleh tiap orang. Kerja perawatan perlu dilihat dalam 
kontribusinya terhadap kesejahteraan individual; 
mempromosikan perkembangan estetika; dan reduksi 
rasa tertekan (hooks 2015, hlm. 105). Mendukung 
ide internalisasi tentang ideologi kerja perawatan, 
Nancy Chodorow (1978) juga meletakkan pendasaran 
akan pentingnya pengasuhan ganda, yang dilakukan 
oleh laki-laki maupun perempuan untuk mendorong 
keadilan gender. Ide tentang pengasuhan ganda 
ini menjadi pengingat bahwa perlu ada pelibatan 
yang berarti dari laki-laki dalam kerja perawatan—
khususnya pengasuhan.  

Menurut Okin dan Chodorow, untuk menjamin 
keadilan gender dalam dunia kerja, kebijakan kerja 
seharusnya tidak merugikan pengasuh utama dan 
tidak pula mengasumsikan bahwa pengasuh utama 
adalah perempuan (Okin 1989; Chodorow 1978). 
Selama ini, dalam upaya menjemput keadilan gender 
dalam dunia kerja, kita sering kali terjebak pada asumsi 
bahwa status dan fungsi perempuan ada dalam ranah 
produksi atau kerja produktif yang bersifat publik. 
Padahal, status dan fungsi perempuan juga ada dalam 
ranah reproduksi, sosialisasi anak, dan seksualitas 
(Mitchell dalam Tong 2009). Tanpa membahas hal 
tersebut, maka urgensi terkait isu keadilan gender 
dalam dunia kerja juga tidak dibuat tanggap terhadap 
kebutuhan perempuan.

Cuti keluarga setelah melahirkan seharusnya 
didistribusikan secara adil dan membayangkan 
bahwa setiap pekerja (baik itu laki-laki maupun 
perempuan) memiliki tanggung jawab perawatan; 
dan menghadirkan kerja yang fleksibel sebagai 
norma dalam lingkungan kerja.  Cuti keluarga 
tradisional yang umum dikenal adalah cuti ibu, yaitu 

perempuan dapat jaminan untuk cuti berbayar dan 
tidak berbayar di masa maternalnya. Diskursus feminis 
telah memberikan perhatian terkait pelibatan dan 
redistribusi kerja perawatan bagi laki-laki.  Terkait 
upaya menormalisasi maskulinitas baru yang egaliter, 
misalnya dengan upaya penambahan waktu cuti ayah 
(Peutere et al. 2017; Schouten 2019). 

Untuk menghasilkan keadilan gender dalam dunia 
kerja, relasi antara kerja dan tanggung jawab perawatan 
perlu diperiksa dalam keterkaitannya dengan kerja 
berbayar atau kerja profesi.  Sejumlah aspek seperti 
kebijakan negara; praktik institusional tempat kerja; 
definisi dan praktik maskulinitas adalah tiga hal yang 
hendak diperiksa menggunakan perspektif feminis di 
dalam penelitian ini. Matrix dominasi perlu mengenali 
berbagai bentuk tantangan di setiap lapisannya. 
Menurut Collins & Bilge (2016), kelit-kelindan antara 
penindasan di tataran makro hingga mikro perlu diurai 
dan ditanggapi.  

Melalui matra feminisme, penelitian ini 
menunjukkan keterkaitan antara dampak pembagian 
kerja berbayar dan tidak berbayar dalam bentuk 
kebijakan hingga praktik keseharian tidak saling 
terpisah. Secara kultural, tanggung jawab pengasuhan 
anak dan kerja perawatan diasosiasikan secara 
kuat terhadap perempuan. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa perempuan pekerja memiliki 
tanggung jawab terhadap dua hal tersebut dibanding 
laki-laki (Peutere et al. 2017, hlm. 549). Pembagian 
kerja di keluarga mencerminkan bagaimana hubungan 
gender diorganisir dalam konteks budaya, ekonomi, 
dan politik tertentu (Lachance-Grzela & Bouchard 
2010; Bühlmann et al. 2010). 

Sejumlah penelitian atau temuan terdahulu juga 
mengungkapkan bahwa keberadaan kebijakan cuti 
ayah misalnya berdampak positif pada keterlibatan 
laki-laki melakukan kerja perawatan tidak berbayar 
dalam keluarga (Hook 2006). Dua aspek yang akan 
menjadi perhatian dan analisis penelitian ini yaitu 
bagaimana dampak kebijakan yang ramah keluarga 
dan afirmatif berdampak pada praktik keterlibatan 
laki-laki dalam kerja perawatan tidak berbayar. 
Pertama, penelitian menyoroti bagaimana kebijakan 
afirmatif yang berdampak pada pemahaman dan 
praktik pembagian tanggung jawab perawatan. Kedua, 
penelitian menganalisis ide dan praktik maskulinitas 
dalam kaitannya dengan redistribusi kerja perawatan. 
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Kebijakan Afirmatif yang Ramah Keluarga

Okin dalam Mason (2022) percaya bahwa penting 
untuk melakukan perbaikan/perubahan radikal 
atas kebijakan dan hukum, termasuk dalam hukum 
perkawinan. Definisi tentang peran dalam rumah 
tangga perlu diredefinisi. Menurut keduanya, 
tanggung jawab paternal haruslah ditegakkan. 
Selanjutnya, kebijakan ketenagakerjaan, tidak boleh 
membayangkan bahwa pengasuh utama anak adalah 
perempuan (Mason 2022, hlm. 46). Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa intervensi negara dapat 
mengurangi pembagian kerja berdasarkan gender 
(Peutere et al. 2017; Schouten 2019). Pertanyaannya 
kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita 
telah memiliki kebijakan yang ramah keluarga dan 
mengupayakan perubahan pemaknaan dan praktik 
masyarakat terkait pembagian kerja perawatan? 

Kebijakan afirmatif adalah sebuah payung konsep 
untuk merujuk pada sejumlah kebijakan publik yang 
diadakan untuk meningkatkan representasi dari 
kelompok yang tidak/minim representasi melalui 
sejumlah penilaian/pengukuran langsung. Kebijakan 
afirmatif dapat berupa kuota; meminimalisir hambatan 
bagi kelompok yang rentan; rekrutmen secara aktif 
dan lainnya. Tiga justifikasi umum terkait tindakan 
afirmatif adalah bentuk kompensasi atas kesalahan 
masa lalu; untuk memastikan distribusi yang setara 
bagi kelompok rentan; kompensasi terhadap bias yang 
merugikan (Mason 2022, hlm. 43--44). 

Kebijakan ramah keluarga dimaksudkan untuk 
mendukung para pekerja baik itu perempuan dan 
laki-laki agar dapat menyeimbangkan antara kerja dan 
tanggung jawab perawatan, khususnya bagi orang tua 
(Kamerman & Moss 2009; ILO 2014; Moss 2015). Dalam 
konteks Indonesia, telah ada Undang-Undang Nomor 
52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga yang berpeluang 
untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam kerja 
keperawatan yang tidak berbayar walaupun sampai 
hari ini implementasinya masih jauh dari yang 
diharapkan. 

Secara umum, cuti maternitas adalah bentuk tindak 
afirmatif pertama, disusul dengan daycare, dan dalam 
20 tahun belakangan telah muncul kebijakan terkait 
cuti ayah (paternity leave) di seluruh dunia. Cuti ayah 

adalah kebijakan yang dimaksudkan mendorong 
partisipasi laki-laki dalam perawatan anak yang baru 
lahir. Dalam konteks Indonesia, cuti menemani istri 
melahirkan (yang secara umum dikenal sebagai cuti 
ayah) selama dua hari belum menunjukkan sensitivitas 
ataupun komitmen negara untuk memastikan 
perubahan pemahaman dan praktik pembagian kerja 
berdasarkan gender dalam keluarga (Ariyani 2017). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan hanya memberi cuti ayah1 selama 2 
hari menunjukkan bahwa belum ada komitmen serius 
bagi redistribusi kerja perawatan.  Nur Hasyim, aktivis 
dari organisasi masyarakat sipil Aliansi Laki-Laki Baru 
(ALB) melihat bahwa kebijakan cuti ayah di Indonesia 
tidaklah efektif.  

Apa yang bisa dilakukan selama 2 hari? 2 hari untuk cuti 
ayah karena soal proses melahirkan misalnya, saya kira 
proses persalinan saja bisa memakan waktu, lalu kemudian 
belum lagi soal saat istri menjalani proses nifas 40 hari. 
Belum lagi soal inisiasi soal ASI dan lain-lainnya (Nur 
Hasyim 2023, Wawancara 21 Oktober). 

Wacana penambahan jumlah cuti ayah dalam 
kebijakan negara merupakan bagian dari tindakan 
afirmatif dalam upaya untuk memperbaiki pembagian 
kerja domestik antara pasangan suami-istri.  Hal ini 
juga dilakukan untuk menunjukkan peran laki-laki 
sebagai ayah dalam dunia kerja dan menghapuskan 
stigma kerja perawatan (Peutere et al. 2021, hlm. 
549; Schouten 2019). Dalam Rancangan Undang-
Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), telah 
tertulis wacana penambahan waktu cuti ibu menjadi 
6 bulan dan cuti ayah menjadi 40 hari. Upaya ini patut 
diapresiasi sebab RUU KIA telah menaikkan durasi cuti 
maternitas 13 minggu menjadi 40 minggu (6 bulan). 
Cuti maternitas tersebut telah memenuhi standar 
minimum Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 yaitu 14 
minggu. Hal lain yang perlu diapresiasi juga adalah 
perubahan istilah cuti menemani istri melahirkan 
menjadi cuti ayah. Perubahan istilah tersebut membuka 
peluang redistribusi tanggung jawab perawatan bagi 
ayah dalam pengasuhan anak. Kendati demikian, RUU 
KIA masih menimbulkan sejumlah kritik karena RUU 
tersebut masih memiliki pasal-pasal yang melegitimasi 
peran tradisional perempuan. Adapun pasal-pasal 
bermasalah dalam RUU KIA sebagai berikut: 
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Tabel 3. Pasal Bermasalah dalam RUU KIA

Pasal Isi Analisis

1 ayat 1 Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi yang 
menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu 
dan anak dalam keluarga yang bersifat fisik, psikis, sosial, 
ekonomi, dan spiritual sehingga dapat mengembangkan diri 
secara optimal melalui adaptasi, hubungan, pertumbuhan, 
afeksi, dan pemecahan sesuai fungsi sosial dalam 
perkembangan kehidupan masyarakat.

Narasi fungsi sosial dalam masyarakat 
justru akan mengembalikan perempuan 
ke dalam ruang privat dan kerja 
perawatan sebagai kerja yang tidak 
diakui apalagi berbayar.

1 ayat 3 Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, 
menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/
atau mengasuh anak.

Terdapat poin mengangkat anak, 
namun semua peraturan cuti adalah 
untuk perempuan pascamelahirkan. 
Tidak ada cuti orang tua - waktu untuk 
mengurus anak sakit misalnya.

RUU KIA memang ditujukan untuk 
merespons AKI dan stunting sehingga 
yang akan mendapatkan manfaat 
adalah perempuan dengan pilihan 
dan fungsi “tradisional” sehingga 
mengabaikan identitas pengasuh yang 
plural. 

4 ayat 1 J Mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Jika bantuan pemberdayaan ekonomi 
keluarga berarti perempuan belum 
dijadikan subjek di dalam RUU KIA.

Selama ini bansos di Indonesia akan cair 
melalui nama kepala keluarga (suami) 
jika mengacu pada UU Perkawinan.  

10 ayat 1 Setiap ibu wajib: 

a. menjaga kesehatan diri selama kehamilan; 

b. menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
sejak masih dalam kandungan; 

c. memeriksakan kesehatan kehamilan secara berkala; d. 
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak 
dengan penuh kasih sayang; 

e. mengupayakan pemberian air susu Ibu paling sedikit 6 
(enam) bulan kecuali ada indikasi medis, ibu meninggal 
dunia, atau ibu terpisah dari anak; 

f.  memberikan penanaman nilai keimanan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan budi pekerti pada anak; 

g. mengupayakan pemenuhan gizi seimbang bagi anak; h. 
mengupayakan lingkungan yang mendukung tumbuh 
kembang anak; dan 

i.  memeriksakan kesehatan Ibu dan anak secara berkala 
pada fasilitas kesehatan.

Rincian kewajiban ibu justru akan 
menimbulkan dikte dari negara 
kepada pilihan-pilihan perempuan. 
Hal ini bertentangan dengan hak 
atas kebebasan pilihan dan ekspresi 
perempuan. Pasal ini juga tidak 
mengakomodasi pengalaman yang 
plural serta keterbatasan dan hambatan 
setiap perempuan tergantung konteks 
dan situasinya.  Pasal ini juga mengunci 
peran perawatan dan pendidikan anak 
hanya pada perempuan, dan tidak 
menawarkan terobosan baru tentang 
pengasuhan yang egaliter.

10 ayat 2 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dan ditanggung bersama oleh ibu dan ayah 
demi kepentingan anak, dengan dukungan Keluarga dan 
lingkungan.

Perlu ada rincian dukungan 
yang dilakukan oleh ayah, agar 
implementasinya tidak terbentur pada 
norma masyarakat dengan pembagian 
kerja tradisional. 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan draft RUU KIA 2022 
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Menurut Sri Wiyanti Eddyono, ideologi gender 
negara berpengaruh pada kebijakan yang dihasilkan:  

“Kalau kita bicara soal ideologi gender, sebetulnya kebijakan 
itu tidak lepas dari ideologi gendernya negara. Saat ini, 
masih ada undang-undang yang masih sangat strategis 
namun meletakkan konsep yang sangat tradisional 
tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan, dan 
ini tentu akan berpengaruh terhadap peraturan bidang 
ketenagakerjaan” (Sri Wiyanti Eddyono 2023, Wawancara 1 
November).

Lainnya, perlu dipahami bahwa di banyak negara, 
termasuk Indonesia, bahwa kebijakan afirmatif 
terkait kerja perawatan masih mengeksklusi para 
pekerja informal (O’Brien & Wall 2017, hlm. 5).  UU 
Ketenagakerjaan dan juga RUU KIA yang bicara soal cuti 
maternitas dan cuti ayah, masih belum mengakomodasi 
redistribusi kerja perawatan dan kelompok pekerja 
informal serta berbagai definisi kerja yang non-formal. 

Berdasarkan wawancara seluruh narasumber, 
dapat disarikan bahwa kebijakan afirmatif harusnya 
mengaitkan antara upaya mengubah pola pikir dan 
perilaku masyarakat; disertai dengan penganggaran/
investasi pada kerja perawatan; juga mekanisme 
pengukuran dan pengawasan yang jelas. Sebab jika 
tidak, kebijakan yang dimaksudkan sebagai tindakan 
afirmatif, hanya hadir dalam bentuk formalitas tanpa 
dampak signifikan pada perubahan status kelompok 
yang ditargetkan/diperjuangkan (Andy Yentriyani; Nur 
Hasyim; & Elly Rosita Silaban 2023, Wawancara Oktober).  

Menariknya, meskipun dalam aspek kebijakan 
publik, upaya mendorong redistribusi berkeadilan 
dalam kerja perawatan masih jauh dari memuaskan, 
sejumlah praktik baik telah diinisiasi oleh lembaga, 
organisasi, dan swasta. Wawancara pada salah satu CEO 
start up menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan 
terkait cuti ayah dimaksudkan untuk mendorong 
keadilan gender di lingkungan kerja. 

Jadi kami tetapkan 2015 itu cuti melahirkan selama 6 
bulan bagi karyawati, 2017 kami regulasi cuti ayah 1 
bulan. Kami memperbolehkan karyawan atau karyawati 
membawa anak ke kantor. Semua tetap dapat gaji sampai 
fasilitas-fasilitas pulsa sama persis seperti dia bekerja. Jika 
memang tidak memadai kondisi di rumah ya, itu boleh 
dibawa ke kantor. Ada tempat istirahat anaknya, jadi dia 
bisa kerja sambil ngasuh anaknya…Kebijakan kantor 
saya, kalau karyawan laki-laki tidak ambil cuti ayah itu 
malah saya jadikan catatan untuk tidak promosi. Kami 
berprinsip bahwa pekerja adalah milik keluarganya. Selain 
aspek ekonomi, ada aspek kebahagiaan yang tidak boleh 
dipinggirkan. Mereka bukan hamba sahayanya kapitalis 
saja. Artinya, mereka juga ada keluarga yang harus di-
nurture dengan kasih sayang gitu (Kokok Herdhianto 
Dirgantoro 2023, Wawancara 22 Oktober). 

Kebijakan cuti ayah di perusahaan Kokok dibangun 
dengan berefleksi pada pengalaman pribadi dan istri 
sewaktu masih menjadi karyawan di perusahaan milik 
orang lain.  Pengalaman hamil sangat berat bagi istrinya, 
tetapi perusahaan tidak memiliki empati atau kebijakan 
afirmatif untuk merespons situasi tersebut. Kesulitan 
menyeimbangkan kerja berbayar dan tanggung 
jawab perawatan, istri narasumber memutuskan 
untuk berhenti bekerja. Implikasi dari single income 
tidak mudah untuk sebuah keluarga, tetapi ketiadaan 
dukungan kantor membuat pilihan tersebut terpaksa 
dilakukan.  

Situasi ini sebagaimana ditunjukkan oleh data World 
Bank (2022) bahwa tanpa dukungan dan perlindungan 
dari negara dan tempat bekerja, pekerja perempuan 
kerap dihadapkan pada pilihan antara karier atau 
tanggung jawab perawatan (Hook 2006; Peutere et al. 
2017). Di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang 
menyediakan kebijakan yang membantu transisi pekerja 
sebagai orang tua sehingga tidak jarang, pasangan 
dengan penghasilan yang lebih rendah dihadapkan 
pada situasi untuk berkorban atas kerja berbayarnya.   

Menurut Kokok, perihal kebijakan afirmatif dalam 
perusahaannya dapat dilakukan karena ada kehendak 
baik dan komitmen perusahaan untuk menghadirkan 
situasi dan lingkungan kerja yang humanis. Selain 
itu, dalam kasus Kokok, skala perusahaan yang tidak 
besar memungkinkan mereka untuk memberikan gaji 
dan tunjangan pada karyawan yang mengambil cuti 
orang tua. Semakin besar skala perusahaan tentu aspek 
penganggaran untuk dukungan cuti ibu/ayah dan 
fasilitas daycare menjadi semakin tinggi. Oleh sebab 
itu, diperlukan investasi negara dalam bentuk anggaran 
dan fasilitas daycare; asuransi kehamilan; dan lainnya 
(O’Brien & Wall 2017). 

Dalam konteks Indonesia, investasi publik ini belum 
menjadi prioritas negara dan perusahaan. Faktanya, jika 
hanya mengharapkan tanggung jawab dan komitmen 
perusahaan, upaya memberikan keadilan bagi pekerja 
perempuan akan sangat sulit. Dukungan terhadap 
tanggung jawab pengasuhan seharusnya dibagi dan 
menjadi tanggung jawab bersama antara negara 
dan swasta (Elly Rosita Silaban 2023, Wawancara 23 
Oktober).  

Upaya mendorong situasi kerja yang berkeadilan 
gender juga dilakukan oleh sebuah perusahaan 
multinasional di Indonesia. Perusahaan dengan jumlah 
pekerja perempuan sebanyak 60 persen dari total 
pekerja 22.000 orang.  
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Kita memiliki kebijakan perusahaan terkait pengasuhan. 
Ada istilah pengasuh utama dan sama pengasuh 
pendukung. Pengasuh utama adalah mereka yang 
melahirkan atau yang mengasuh dan bertanggung jawab 
secara penuh atas kehadiran seorang anak. Contohnya 
orang tua adopsi yang  memutuskan  untuk  adopsi 
bayi atau  yang  punya  tanggung  jawab  terus-menerus  
terhadap anak.  Contoh lainnya, suami yang menggantikan 
istrinya yang  meninggal  sewaktu  melahirkan atau sakit; 
dipenjara; atau meninggal dalam masa pasca persalinan; 
sehingga pengasuhan tidak dapat dilakukan oleh istri. 
Maka karyawan yang mengambil tugas perawatan 
tersebut dikategorikan sebagai pengasuh utama karena 
dia yang penuh waktu mengurus anak.  Misalnya dia 
primary caregiver, baik lelaki atau  perempuan, dia  berhak 
memperoleh cuti  pengasuh  utama  4,5  bulan  yang  
dibayar.  Kemudian opsi  untuk  melanjutkannya  itu  1,5  
bulan  tidak  dibayar.  Kalau sebelumnya 3 bulan dibayar  + 
3 bulan tidak dibayar, sekarang  sudah  4,5 bulan dibayar + 
1,5 tidak dibayar (SS 2023, Wawancara 30 Oktober).

Menurut SS, perusahaannya telah memberlakukan 
cuti pengasuh utama berbayar perempuan/laki-laki 
guna mendukung situasi kerja yang egaliter. Istilah 
pengasuh utama ini merupakan upaya redefinisi 
tentang tanggung jawab pengasuhan yang tidak 
melulu membayangkan perempuan sebagai subjeknya 
sebagaimana yang dikatakan (Okin 1989; Mason 2022, 
hlm. 46). Pengakuan tanggung jawab perawatan 
bagi perempuan dan laki-laki dalam kebijakan 
adalah manifestasi normalisasi ide bahwa kerja ini 
merupakan kerja yang dapat diemban baik laki-laki 
atau perempuan. Definisi ini menunjukkan bahwa 
tanggung jawab perawatan tidak serta-merta menjadi 
domain perempuan.  

Menurut SS, mayoritas karyawan dan karyawati 
mengambil cuti pengasuh utama yang berbayar, 
namun jarang yang mengambil cuti tidak berbayar. 
Ini menunjukkan bahwa pertimbangan finansial 
dan bentuk jaminan keuangan juga memengaruhi 
bagaimana kebijakan cuti pengasuhan direspons 
oleh pekerja. Sementara terkait kebijakan perusahaan 
sebagai berikut:

Kalau dulu itu pekerja laki-laki mengambil paternity leave 
5 hari kerja, kami ada cuti ayah tidak berbayar yang bisa 
diambil selama 3  bulan.  Jadi 3 bulan tambah 5 hari. Tapi itu 
jarang ada yang mengambil karena tidak berbayar ya. Jadi 
kalau pun ada biasanya  mereka  hanya mengambil  sedikit  
saja. Jadi, jarang sekali yang  mengambil dua  bulan penuh. 
Paling maksimal yang aku lihat di sini, yang mengambil 56  
hari itu, ada 28 orang (SS 2023, Wawancara 30 Oktober).

Setelah kurang lebih 6 bulan pertama semenjak 
diluncurkan di akhir 2022, 28 orang yang mengambil 
maksimal cuti ayah dibayar (56 hari) adalah sekitar 10 
persen dari karyawan laki-laki yang berhak mengambil cuti 
ayah (SS 2023, Wawancara 30 Oktober). 

Aspek durasi cuti menjadi penting. Hal ini berkaitan 
dengan berapa waktu yang dimiliki laki-laki terlibat 
dalam kerja perawatan khususnya pengasuhan juga 
dampaknya pada keberlanjutan kerja karyawan/
karyawati. Jangan sampai kebijakan cuti perawatan 
yang dimaksudkan mendorong pengasuhan 
egaliter malah menyebabkan perusahaan enggan 
mempekerjakan perempuan; menjauhkan perempuan 
dari promosi; mendapat perundungan di tempat 
kerja; dan dilemahkan posisinya dalam dunia kerja.  
Di sisi lain, perlu diperhatikan pula bahwa pemberian 
cuti ayah juga disertai dengan pemahaman dan 
keterampilan terkait tanggung jawab domestik. Jika 
tidak, cuti yang dimaksudkan untuk memastikan 
pembagian kerja perawatan yang egaliter malah 
berpotensi melanggengkan ketimpangan dan 
kerentanan gender, seperti tuntutan laki-laki untuk 
dilayani; ketergantungan perempuan untuk didukung 
oleh pasangan yang tidak kooperatif berujung pada 
kekerasan dan ketidakadilan gender (Gheaus & 
Robeyns 2011).  

The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) menunjukkan bahwa cuti ayah 
juga terkait dengan tingginya keterlibatan mereka 
dalam pekerjaan tidak berbayar di dalam keluarga, 
baik dalam kerja perawatan rumah tangga, maupun 
pengasuhan anak. Sejak 2021, Swiss adalah negara 
yang memberlakukan cuti ayah berbayar selama 2 
minggu dengan tujuan menselaraskan cuti ibu berbayar 
yaitu selama 14-17 minggu (ILO 2021). Dengan kondisi 
cuti ayah dan cuti ibu dengan durasi yang selaras, 
Swiss menjadi salah satu negara dengan status kerja 
perawatan tak berbayar yang terbagi secara setara 
(Durrer 2019).

Cuti orang tua juga berkaitan dengan faktor 
pemasukan atau gaji. Dalam hal ini, waktu yang 
digunakan untuk pekerjaan berbayar mengurangi 
waktu yang digunakan untuk pekerjaan rumah tangga 
termasuk pengasuhan baik pada perempuan dan 
laki-laki, dan sebaliknya. Porsi pendapatan seseorang 
dalam rumah tangga berimplikasi juga pada porsi 
tanggung jawab rumah tangganya (Bianchi et al. 2000; 
Cunningham 2007; Moss & Deven 2015). Pembagian 
tanggung jawab perawatan keluarga dan karier 
dapat memiliki situasi yang berbeda tergantung pada 
pertimbangan finansial; tempat kerja; budaya; dan 
kebijakan nasional yang memengaruhinya (Peutere et 
al. 2017).  

Komnas Perempuan memberikan afirmasi kepada kawan-
kawan laki-laki yang akan mengambil cuti berbayar ketika 
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istri melahirkan. Tapi tantangannya, apakah mereka yang 
mengambil cuti sungguh melakukan redistribusi kerja 
perawatan. Perlu dipastikan juga bahwa laki-laki ini terlatih 
(melakukan kerja perawatan dan pengasuhan anak). Kalau 
hanya sekadar cuti tanpa pendampingan dan perubahan 
pola pikir tidak akan efektif (Andy Yentriyani 2023, 
Wawancara 25 Oktober).

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan 
pada sejumlah pihak yang relevan, ada beberapa 
aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam 
rancangan dan pembuatan kebijakan publik afirmatif 
tentang kerja perawatan, perlu diperhatikan antara 
lain: aspek definisi dan subjek yang bertanggung jawab 
pada perawatan; durasi cuti dalam kaitannya dengan 
komitmen dan kontribusi kerja perawatan yang dapat 
dilakukan; keterkaitan cuti dengan investasi publik 
terhadap keseimbangan kerja berbayar dan tanggung 
jawab perawatan; dan memperbanyak kajian kebijakan 
yang komprehensif.  

Menurut Mason (2022, hlm. 43--48), kebijakan 
afirmatif merupakan upaya “mengobati” ketidakadilan 
sistemik dan penindasan institusional pada kelompok 
rentan. Merekognisi keragaman kerentanan dan situasi 
konkret para penanggung jawab perawatan adalah 
titik mulanya. Kebijakan yang bertujuan pada keadilan, 
perlu memiliki keluasaan dan kapasitas merekognisi 
situasi kerentanan dan ketimpangan yang plural.

Maskulinitas dan Tanggung Jawab Pengasuhan 
oleh Laki-Laki

Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah feminis 
percaya bahwa pemaknaan peran laki-laki dan 
pengalaman pengasuhan laki-laki memiliki dampak 
signifikan bagi keadilan gender dalam keluarga, 
berkontribusi pada tumbuh-kembang anak-anak (Lamb 
1981 dalam O’brien & Wall 2017), berdampak bagi 
laki-laki (Chodorow 1978; Parke 1996 dalam O’brien 
& Wall 2017), dan berkontribusi pada pemberdayaan 
perempuan; pencapaian kesetaraan gender; dan 
perubahan sosial yang lebih luas (Pleck 1985; Okin 
1989). Seperti yang diungkapkan oleh Sara Ruddick, 
“perubahan paling revolusioner yang dapat kita 
lakukan pada kerja pengasuhan (motherhood) adalah 
melibatkan laki-laki dalam setiap aspek perawatan 
anak” (1983, hlm. 89).

Sejumlah riset di negara yang menerapkan cuti ayah 
berbayar ternyata menunjukkan sejumlah persoalan.  
Seorang ayah akan membangun kedekatan emosional 
dan kepuasan diri dalam interaksi dengan anak. Di 

sisi lain, terdapat pula kasus bahwa laki-laki merasa 
tidak nyaman dan terganggu identitas maskulinnya 
dalam melakukan kerja pengasuhan (O’brien & Wall 
2017). Meski situasi kebijakan yang dimaksudkan pada 
beberapa negara Skandinavia tidak sama dengan 
Indonesia, namun dalam kasus cuti pengasuhan bagi 
pengasuh utama dan pendamping di perusahaan SS, 
menunjukkan dilema yang berdekatan. Maskulinitas 
yang ideal dianggap kontra dengan tanggung jawab 
pengasuhan. 

Kalau membahas cuti ayah, di factory kalau yang karyawan 
laki-laki memang pertimbangannya ke arah tidak 
mendapatkan overtime atau menjadi kurang pemasukan 
saat mengambil cuti ayah. Sementara di office, lebih 
banyak mempertimbangkan eksistensi mereka bahwa 
tempat mereka di kantor dan  rasanya canggung jika 
tidak bekerja. Implikasinya, kedua kelompok karyawan 
laki-laki memutuskan untuk  tidak mengambil  cuti (ayah)  
terlalu  lama…Beberapa karyawan yang mengambil 
cuti ayah menyatakan risih berlama-lama melakukan 
kegiatan perawatan…Situasi ini terjadi karena fungsi 
mereka adalah  pencari  uang dan datang  ke  rumah tanpa 
berbagi  pekerjaan rumah,  maka tiba-tiba  sehari-hari 
disuruh  mengurus bayi,  urusin urusan rumah lainnya, dan  
sebagainya. Situasi tersebut ternyata bukan sesuatu yang 
buat mereka menguntungkan. Kurang lebih begitu dari 
yang kita temukan (SS 2023, Wawancara 30 Oktober).

Nur Hasyim dari Aliansi Laki-Laki Baru menyatakan 
bahwa perlu dinormalisasi kelekatan dan keterlibatan 
emosional anak dalam tugas perawatan.  

Dalam beberapa workshop terlihat sekali ibu lebih dominan 
membangun kelekatan dengan anak dibandingkan 
dengan ayah. Hal lainnya biasanya terkait dengan citra 
diri ayah yang dilekatkan pada tanggung jawab seputar 
finansial, misalnya penyedia SPP anak dan kebutuhan 
sekolah lainnya. Bagi banyak ayah, merasa tanggung jawab 
pada hal-hal seperti itu (Nur Hasyim 2023, Wawancara 21 
Oktober).

Dalam matra feminisme, cara berpikir tentang peran 
gender, praktik keseharian, dan keterkaitan antara 
kepedulian dengan keadilan sosial menjadi kerangka 
analisis situasi pembagian kerja perawatan bagi para 
pekerja di Indonesia. Kebijakan afirmatif seperti cuti 
pengasuhan tanpa perubahan pola pikir tidaklah efektif 
menghasilkan keadilan gender dalam keluarga dan 
kerja.  

Sekalipun ada cuti ayah, yang agak repot itu adalah 
ketergantungan pada Ibu/Ibu mertua. Saya ingatkan juga 
karyawan jangan terlalu sering mengandalkan orang tua 
sama mertua.  Kalian (laki-laki) harus bisa membuat susu; 
ganti popok; memandikan anak sendiri. Laki-laki juga perlu 
punya kapasitas untuk masak sederhana untuk diri sendiri 
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dan istri. Dengan kapasitas ini, barulah cuti ayah benar 
bermanfaat untuk istri (Kokok Herdhianto Dirgantoro 2023, 
Wawancara 22 Oktober). 

Hal serupa juga disampaikan oleh Elly Rosita 
Silaban dalam wawancara. Menurutnya, dalam sebuah 
dialog membincang tentang hak pekerja, kelompok 
pekerja perempuan menginginkan adanya cuti ayah. 
Sementara kelompok laki-laki tidak merespons tawaran 
ini sebagai hal yang positif sebab menganggap cuti 
ini tidak penting apalagi relevan bagi mereka. Dalam 
masyarakat, ide bahwa perawatan adalah domain 
perempuan menghasilkan penolakan/pengabaian 
terhadap pembagian kerja perawatan yang teregulasi 
dalam kebijakan perusahaan/komunitas pebisnis. Oleh 
sebab itu, seharusnya upaya menghadirkan kebijakan 
disertai dengan upaya konstan melakukan perubahan-
perubahan norma dan praktik gender di masyarakat.

Kita perlu ubah pola pikir. Laki-laki perlu memahami bahwa 
perawatan keluarga adalah tanggung jawabnya juga. Perlu 
dihilangkan stigma bahwa kontribusi laki-laki dalam kerja 
perawatan sebagai sekadar bantuan atau karena rasa 
kasihan–dan bukan tanggung jawab. Untuk menghadirkan 
situasi ini, perempuan juga perlu punya kapasitas negosiasi 
yang bijak, terbuka, dan lebih luas. Sebaliknya, perempuan 
juga perlu punya pemahaman berbagi kerja rumah 
tangga… Masih kita dapati ketika laki-laki melakukan 
kerja perawatan, dia distigma oleh komunitas, seperti 
keluarga, tetangga, dan bahkan istri sendiri. Misalnya, 
mereka dirundung sebagai laki-laki di bawah ketiak istri & 
melakukan kerja yang tidak pantas… Bagaimana cara kita 
mengubah stigma ini? Menurut saya, mulai dari diri dan 
keluarga sendiri. Dengan mempercontohkan keterlibatan 
suami kepada anak-anak, kita mengajarkan bahwa normal 
dan sewajarnya laki-laki punya kemampuan mengurus 
rumah tangga (Elly Rosita Silaban 2023, Wawancara 23 
Oktober). 

Sejumlah pasangan dan keluarga konservatif 
masih berpegang kuat pada ideologi gender bahwa 
anak lebih baik diasuh oleh ibu daripada ayah atau 
pihak lain, seperti daycare; pekerja rumah tangga, dan 
lainnya. Pemikiran ini dapat dimiliki baik oleh laki-
laki dan perempuan. Sebagaimana yang dinyatakan 
Silaban (2023) dalam wawancara, dalam beberapa 
situasi, perempuan kerap merasa tidak percaya ketika 
laki-laki atau orang lain melakukan kerja perawatan. 
Implikasinya, perempuan kerap memutuskan 
meninggalkan kerja berbayarnya dan menjadi ibu 
rumah tangga penuh waktu. Sementara, laki-laki yang 
terlibat dalam kerja perawatan merasa tidak dihargai 
dan dieksklusi.  

Pembagian kerja berdasarkan gender telah 
terinternalisasi baik pada laki-laki maupun perempuan. 

Dalam keseharian, kerap ditemukan pula rasa tidak 
percaya, merendahkan, dan menyingkirkan keterlibatan 
laki-laki dari kerja perawatan (Oakley 2018). The State 
of the World’s Father’s Report menunjukkan bahwa 70-
90 persen laki-laki di 16 dari 17 negara yang disurvei 
menyatakan bahwa mereka merasa bertanggung jawab 
juga atas kerja-kerja perawatan di rumah tangga – sama 
seperti pasangannya (istrinya) (STWF 2023). Namun, 
struktur sosial tidak tersedianya paternity leave, tidak 
ada dukungan, dan rasa diremehkan (stigma terhadap 
laki-laki dengan kerja domestik) membuat mereka 
berhenti melakukan itu.

Hal ini juga terwujud pada bagaimana interaksi 
dalam daycare yang cenderung eksklusif untuk 
perempuan, tanpa mempertimbangkan bahwa laki-
laki bekerja pun membutuhkan fasilitas ini. Masih 
banyak stigma bahwa laki-laki adalah penyusup atau 
alien dalam arena perawatan (Doucet dalam O’brien & 
Wall 2017 hlm. 17). Padahal kita juga perlu menyoroti 
tentang pentingnya pengasuhan responsif gender 
dalam upaya mendekonstruksi dikotomi peran antara 
gender perempuan dan laki-laki dalam pengasuhan.   

Mempertanyakan tentang cara laki-laki 
menegosiasikan maskulinitas lama dan baru perlu 
menjadi perhatian dalam pembuatan kebijakan, praktik 
institusional, dan tindakan individu dalam “undoing 
gender”. Wall & Leitão (2017) menyatakan penting 
untuk mempromosikan konsensus umum tentang ide 
maskulinitas baru, yaitu tentang ideal ayah yang peduli 
dan terlibat dalam pengasuhan bukan hanya dalam 
pendidikan dan juga cara merespons dunia publik, 
melainkan maskulinitas yang terlibat dalam tumbuh 
kembang secara emosional.  Ide maskulinitas baru ini 
penting sebagai kata kunci menantang maskulinitas 
tradisional. Hal tersebut terafirmasi dalam konteks 
Indonesia. 

Sejumlah upaya transformasi sosial untuk 
mendorong keterlibatan laki-laki dalam kerja 
perawatan telah dilakukan. Dialog reflektif dan kritis 
menjadi salah satu tawaran untuk membongkar cara 
berpikir seksis.  

Dalam workshop yang dilakukan ALB di sejumlah 
wilayah perdesaan misalnya, para peserta laki-laki 
diminta menceritakan soal bagaimana selama ini mereka 
mengingat ayahnya.  Mayoritas peserta menyatakan bahwa 
figur ayah yang mereka ingat cenderung negatif, yaitu ayah 
yang dingin, tegas, keras, dan berjarak.  Meskipun mereka 
mengapresiasi kontribusi ayah pada pribadi mereka saat 
ini, mayoritas peserta laki-laki tidak menginginkan pola 
pengasuhan yang sama (Nur Hasyim 2023, Wawancara 21 
Oktober).  
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Artinya, kesadaran dan peluang untuk transformasi 
sosial sebenarnya terbuka jika didukung oleh pelatihan, 
pendidikan, juga sistem yang mendukung. 

Keluarga besar biasanya meyakini bahwa peran perawatan 
tidak cocok untuk laki-laki.  Masih banyak anggapan 
bahwa laki-laki tidak cakap, bahwa lebih baik laki-laki 
tidak memandikan bayi daripada bikin bahaya. Hal seperti 
ini adalah bentuk eksklusi laki-laki dari tanggung jawab 
perawatan. Salah satu kisah peserta pelatihan kami, laki-
laki mencuci piring ataupun menggendong bayi dianggap 
pamali di Lombok, tapi ada satu laki-laki dari kelas ayah. 
Dia melawan pamali itu dengan cara menggendong 
bayinya di publik. Ini menunjukkan bahwa menggendong 
bisa dilakukan siapa saja (Nur Hasyim 2023, Wawancara 21 
Oktober).  

Menariknya, praktik yang dilakukan oleh “champion” 
dari ALB ini kemudian diikuti oleh beberapa laki-laki 
lainnya. Praktik ini menunjukkan ‘doing’ dan ‘undoing’ 
gender sehingga menunjukkan bahwa kesetaraan 
gender terkait tanggung jawab pengasuhan sangat 
bergantung tidak hanya pada kebijakan dan konteks 
normatif tetapi juga pada agensi dan perspektif 
pribadi dari aktor sosial itu sendiri (Butler 2004; Walby 
1997 dalam O’brien & Wall 2017). Batasan pembagian 
kerja berdasarkan gender yang sebelumnya kaku, 
sebenarnya perlahan berubah. Gender adalah 
tindakan yang diimitasi dan direpetisi terus-menerus 
sehingga menghasilkan efek natural dan alamiah. 
Artinya, semakin banyak pengetahuan, sosialisasi, dan 
performativitas kerja perawatan yang egaliter, kita 
telah berproses bertransformasi untuk memahami ide 
maskulinitas dan femininitas yang cair dan egaliter.

Pemahaman dan praktik tanggung jawab perawatan 
juga perlu dipahami dengan lensa interseksionalitas. 
Situasi laki-laki amatlah plural terkait pendidikan, 
jenis pekerjaan, kelas sosial, usia, letak geografis, dan 
berbagai aspeknya saling berkaitan membangun 
identitas, kesadaran, pemaknaan, pilihan, dan tindakan 
seseorang termasuk pandangan bagaimana terlibat 
dalam pengasuhan anak (Johansson 2011).  

Sebetulnya, jika kita lihat, ada kecenderungan ya 
perubahan praktik gender. Namun ini perlu kita 
menggunakan lensa interseksional karena pengalaman 
laki-laki pun tidak homogen melainkan plural. Dalam satu 
kajian, saya pernah melihat bahwa kelompok laki-laki, para 
orang tua alfa (mereka yang berusia 20 sampai 30 tahun) 
telah memiliki pola pengasuhan yang berbeda. Mereka 
yang tinggal di kota besar tidak bersama orang tuanya, 
cenderung mempraktikkan pengasuhan bersama dan 
pembagian tanggung jawab perawatan yang lebih setara 
(Andy Yentriyani 2023, Wawancara 25 Oktober). 

Alih-alih menyingkirkan laki-laki dari kerja 
perawatan, penting untuk membangun sistem yang 
mendukung dan pemahaman baru dari manfaat 
perawatan. Tidak melulu dalam kaitannya pada 
aspek ekonomi, tetapi menyentuh aspek afeksi; 
bangunan keterhubungan dengan anak; kebahagiaan; 
kesejahteraan; personal growth; dan semacamnya 
(O’brien & Wall 2017).  

Indeks kebahagiaan laki-laki meningkat karena keterlibatan 
pada pengasuhan dengan anak itu penting dihadirkan 
untuk menghadirkan atau membuat insentif keterlibatan 
laki-laki pada kerja perawatan itu visible bagi laki-laki itu 
sendiri – bukan sekadar insentif ekonomi (Nur Hasyim 
2023, Wawancara 21 Oktober). 

Sub pembahasan ini merumuskan bahwa ada 
keterkaitan erat antara keadilan gender dalam keluarga 
dan partisipasi perempuan di ruang publik. Pemaknaan 
atas maskulinitas dan femininitas tradisional masih 
menjadi hambatan untuk mendorong adanya 
pengakuan atas kerja perawatan; pengurangan 
kerja perawatan; dan juga redistribusi yang setara.  
Namun, berdasarkan kepakaran dan pengalaman kerja 
sejumlah narasumber riset, dapat dirumuskan bahwa 
selain kebijakan, aspek seperti: agensi; performativitas 
dan normalisasi maskulinitas baru; dan rekognisi juga 
apresiasi atas kerja perawatan menjadi hal penting 
yang perlu diintervensi untuk mendorong transformasi 
sosial yang berkeadilan bagi semua. 

Penutup

Studi literatur yang diperkuat dengan wawancara 
pada berbagai stakeholder relevan menunjukkan bahwa 
kesempatan yang setara dan keadilan gender dalam 
partisipasi perempuan dalam dunia kerja berbayar 
berada dalam kelit-kelindan kehidupan domestik dan 
publik.  

Sejumlah tawaran teori feminis dan aplikasi dalam 
bentuk kebijakan afirmatif tentang distribusi kerja 
perawatan dianggap memiliki dampak besar dalam 
mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat terkait 
pembagian kerja berdasarkan gender (Schouten 2019).  
Pernyataan ini pun dipandang sesuai oleh sejumlah 
narasumber bahwa keadilan sosial bagi perempuan 
dalam hal akses dan keberlangsungan kerja berbayar 
membutuhkan sejumlah intervensi negara.  Antara lain 
dalam bentuk kebijakan afirmatif yang menarasikan 
definisi perempuan dan laki-laki secara egaliter. 
Tanggung jawab perawatan perlu didefinisikan sebagai 
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tanggung jawab yang tidak serta-merta merujuk 
perempuan, melainkan merekognisi situasi lain, seperti 
ayah sebagai pengasuh utama; orang tua adopsi; 
kerabat; dan lainnya yang melakukan perawatan.  

Dalam konteks Indonesia, upaya menghasilkan 
kebijakan afirmatif kerja perawatan sedang diupayakan 
dalam RUU KIA. Perlu dicermati secara saksama bahwa 
kebijakan juga perlu beriringan dengan anggaran 
yang berorientasi pada investasi perawatan. RUU 
KIA belum mengatur tentang jaminan sosial yang 
menekankan bahwa seseorang yang mengambil cuti 
orang tua tidak didiskriminasi; mengalami pemecatan; 
dikeluarkan dari promosi kerja; dan berkurangnya 
pemasukan. Selain itu, dukungan berupa daycare; dan 
jam kerja yang lebih fleksibel juga dibutuhkan untuk 
memastikan agar perempuan dan laki-laki dapat 
melakukan kerja perawatan dan kerja berbayar secara 
berkelanjutan.

RUU KIA berpotensi menghadirkan keadilan gender 
jika dirumuskan secara inklusif. Namun, jika kebijakan 
yang dirumuskan tanpa terobosan mendefinisikan 
femininitas dan maskulinitas baru, maka akan 
berpotensi melanggengkan ketimpangan gender, 
kelas, ekslusi pekerja informal, dan lainnya.  

Sejumlah praktik baik untuk mengubah definisi 
dan praktik distribusi kerja perawatan telah dilakukan 
oleh perusahaan dan organisasi masyarakat sipil 
serta lembaga. Meskipun dampaknya tidak besar dan 
general, tetapi setidaknya ada catatan baik yang dapat 
direplikasi dan diperbesar skalanya. Praktik pelatihan 
untuk menghasilkan pemahaman dan tindakan 
“maskulinitas baru” menunjukkan bahwa peran gender 
dapat dikikis melalui pendidikan dan pelatihan.  

Seluruh narasumber pun menunjukkan pentingnya 
peran agensi dalam mendukung transformasi 
sosial. Pertama, praktik keseharian dalam keluarga, 
performativitas maskulinitas baru dapat berdampak 
pada pengajaran terhadap generasi berikutnya dan 
komunitas laki-laki di sekitar untuk mengakui dan 
menghargai arti kerja perawatan. Kedua, penting 
untuk melahirkan ide perawatan bersama sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pengurangan dan 
redistribusi kerja perawatan dari perempuan kepada 
laki-laki dan pihak lain yang mungkin dilibatkan. 
Ketiga, menyadari pentingnya mempertimbangkan 
kelit-kelindan kerja perawatan dan ekonomi sehingga 
dapat menghasilkan penghargaan atau bahkan 
insentif/jaminan sosial untuk melakukan kerja tersebut 
dengan aman dan layak. Terakhir, adalah bagaimana 

mendorong kebijakan afirmatif yang tepat tanpa 
tergelincir pada eksklusi keberagaman identitas; bias 
kelas; dan bias gender. Melalui keempat simpulan yang 
telah disebutkan diharapkan secara bersamaan dapat 
mendorong TPAK Perempuan.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan 
pembahasan dalam mengungkap pengalaman 
personal laki-laki tentang kerja perawatan. Saran 
untuk penelitian selanjutnya dapat lebih banyak 
menghadirkan pengalaman personal laki-laki tentang 
redistribusi kerja perawatan dalam upaya mendukung 
transformasi sosial. Sebagai rekomendasi untuk 
keberlangsungan redistribusi kerja perawatan dalam 
upaya meningkatkan TPAK Perempuan; 1) Pentingnya  
pengakuan dan penghargaan kerja perawatan, dan 
pentingnya pengurangan dan redistribusi kerja 
perawatan dari perempuan kepada laki-laki dan/atau 
kepada pihak lain yang mungkin dilibatkan; 2) Bentuk 
pengakuan dan penghargaan bisa melalui kebijakan 
dan program KPPPA yang didukung oleh berbagai 
stakeholder; 3) Pentingnya diseminasi “praktik baik” 
terkait mengubah definisi dan praktik distribusi kerja 
perawatan telah dilakukan oleh perusahaan dan 
organisasi masyarakat sipil serta lembaga; 4) Kampanye 
pemahaman dan tindakan “maskulinitas baru” untuk 
menunjukkan pembagian peran berkeadilan gender 
dapat terwujud melalui perubahan mindset dan 
redefinisi konsep maskulinitas dan femininitas.
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(Endnotes)

1	 Cuti ayah secara terminologi: UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tidak menyebutkan term cuti ayah. Lebih 
tepatnya tertulis cuti menemani istri melahirkan selama 2 hari, 
walaupun dalam beberapa jurnal dan berita, cuti 2 hari yang 
dimaksudkan diadopsi dari kata paternity leave (cuti ayah). 

2	 “Sesuai ketentuan UU tentang Ketenagakerjaan Nomor 
13 Tahun 2003, cuti ayah diberikan selama 2 hari dengan 
pembayaran upah penuh.” Lihat Ariyani, D. 2017. “Paternity 
Leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana, dan Untuk Apa?”,  YINYANG 
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